
JADWAL
Tanggal Efektif : 27 Juni 2019
Masa Penawaran Umum : 1 Juli – 4 Juli 2019
Tanggal Penjatahan : 8 Juli 2019
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 9 Juli 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 9 Juli 2019
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia : 10 Juli 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU 
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. 

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA 
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN 
SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. 

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)

PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk
Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang industri serat stapel buatan dan industri non woven (bukan tenunan) 
Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia

Kantor Pusat & Pabrik Tangerang
Kawasan Industri Pasar Kemis Jl. Putera Utama No. 10

Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis
Kab. Tangerang, Banten, Indonesia 15560

Telpon : +62-21 590 3307, +62-21 590 9626 (hunting) Fax +62-21 590 3310
Email : info@inocycle.com

Website : https://www.inocycle.com/

Pabrik Kabupaten  Semarang :
Dusun Banaran 
RT 18/RW 10,
Desa Butuh, 

Kecamatan Tengaran, 
Kabupaten Semarang

Telepon : 62-98 342 9002
Fax : 62-98 342 9002

Pabrik Karanganyar :
Jl. Raya Solo – 

Purwodadi KM. 7,2 
Desa Selorejo 
RT.02/RW.09, 

Wonorejo, Gondangrejo, 
Karanganyar 57178

Telepon : 62-271 825 0292
Fax : 62-271 854 391

Pabrik Banyuasin :
JL. Palembang – 

Betung Km 55 
RT. 02/RW. 01, 

Desa lubuk Lancang, 
Kecamatan Suak Tape, 

Kabupaten Banyuasin 30758
Telepon : 62-711 744 1974 

Fax : 62-711 564 5474

Pabrik Mojokerto :
Dusun Madyopuro 

RT. 01/RW. 01,
 Desa Kalipuro, 

Kecamatan Pungging, 
Kabupaten Mojokerto

Telepon : 62-321 6850446

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Sebanyak  608.000.000  (enam ratus delapan juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 33,624% (tiga puluh tiga koma enam dua empat persen) 
dari modal yang ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada 
masyarakat dengan Harga Penawaran Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian 
Saham (”FPPS”). Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham secara keseluruhan adalah sebesar Rp152.000.000.000,- (seratus lima puluh dua miliar 
Rupiah). 
Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama 
dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian 
dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA PT BAHANA SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK
PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM 
PERSEROAN. 

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT DENGAN PASOKAN, KENAIKAN HARGA BAHAN BAKU DAN PERSAINGAN USAHA. RISIKO 
USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI. 

RISIKO  TERKAIT KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 
INI, YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI 
INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN 
DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2019



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada 
Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) dengan surat 20/SP-LEGAL/INO-TGR/IV/2019 tanggal 24 April 2019 sesuai dengan persyaratan yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Tambahan 
No. 3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya 
(selanjutnya disebut ”UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia 
(”BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor S-02996/BEI.PP3/05-2019 tanggal 28 Mei 2019. Jika 
ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham dimaksud 
wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya 
atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor 
Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing. 

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan 
mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. 

PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT Bahana Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan tidak terafiliasi secara 
langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan secara lengkap 
mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek.

Para Penjamin Efek Lainnya serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan 
tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Hubungan afiliasi antara Lembaga dan 
Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XIII Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN 
SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DILUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA 
PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI 
SAHAM KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN 
PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN PASAR MODAL YANG 
BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT. 

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK 
TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI DAN SINGKATAN 
 
 
Afiliasi : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, 

yaitu: 
a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat 

kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;  
b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris 

dari pihak tersebut;  
c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih 

anggota Direksi atau Komisaris yang sama;                   
d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun 

tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan 
tersebut;  

e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung 
maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau              

f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. 
   
Anggota Bursa : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) 

UUPM. 
 

BAE : Biro Administrasi Efek, salah satu lembaga penunjang pasar modal Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UUPM yang melakukan pengelolaan 
administrasi saham Perseroan  dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora . 
 

Bapepam & LK : 
 

berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal juncto Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 
Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Pada 
saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan 
jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh Otoritas 
Jasa Keuangan. 

   
BEI atau Bursa Efek : berarti Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau 

sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain 
dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana 
didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan 
oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana seluruh 
saham Perseroan akan dicatatkan. 

 
BNRI 

 
: 

 
Berita Negara Republik Indonesia 

   
Daftar Pemesanan Pembelian 
Saham atau DPPS 
 

: berarti suatu daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang 
Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang 
dipersiapkan oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek, daftar mana disusun 
berdasarkan FPPS.  
 

DPS 
 
 
 
 

: Daftar Pemegang Saham yang merupakan daftar yang dikeluarkan oleh KSEI 
yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam 
Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang 
rekening di KSEI.  
 

Efek  
 
 
 

: 
 
 
 

Surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, 
saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi 
Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.  
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Efektif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emisi 
 
 
 
Formulir Konfirmasi Penjatahan 
atau FKP 
 
 
 
Formulir Pemesanan Pembelian 
Saham atau FPPS 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 

Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai 
dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:  
• atas dasar lewatnya waktu, yakni: 

- 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara 
lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kr i ter ia yang di tetapkan 
dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam 
rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan peraturan yang terkait 
dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau  

- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan 
Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK 
dipenuhi; atau  

• atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan 
dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. 

 
berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang 
Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di 
Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.  
 
Formulir yang dikeluarkan oleh manajer Penjatahan yang merupakan 
konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti 
kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada 
Pasar Perdana.  
 
Asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan atau fotokopi 
Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang harus dibuat dalam rangkap 5 
(lima) yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tandatangan 
asli pemesan serta diajukan oleh pemesan kepada Penjamin Emisi Efek pada 
saat memesan Saham Yang Ditawarkan selama periode Masa Penawaran.  
 

Harga Penawaran : berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran  Umum Perdana 
Saham, yaitu sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah). 
 

Hari Bank : berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta 
menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank. 
 

Hari Bursa : Hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa yaitu hari Senin sampai 
dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau 
dinyatakan libur bursa oleh Bursa Efek. 

   
Hari Kerja : Hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah 

ditetapkan sebagai hari libur nasional. 
 
Hari Kalender 

 
: 

 
Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, 
termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu 
oleh Pemerintah Republik Indonesia.  
 

KAP 
 
 
Karyawan 

: 
 
 
: 

Berarti Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit atas laporan keuangan 
Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.  
 
Orang yang bekerja dan tercatat dalam daftar karyawan, termasuk karyawan 
tetap maupun karyawan kontrak Perseroan berdasarkan surat 
ketetapan/perjanjian dengan menerima gaji/imbalan secara tetap setiap bulan 
dari Perseroan. 

   
KSEI 
 
 
 

: 
 
 
 

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang 
merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.  
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Efektif  
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Formulir Konfirmasi Penjatahan 
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Hari Bursa : Hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa yaitu hari Senin sampai 
dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau 
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Hari Kerja : Hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah 
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Hari Kalender 
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Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, 
termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu 
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Karyawan 
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Berarti Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit atas laporan keuangan 
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dari Perseroan. 

   
KSEI 
 
 
 

: 
 
 
 

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang 
merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.  
 

 
  

 

Kemenkumham :  berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
(dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen 
Hukum dan  Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya). 

 
Konfirmasi Tertulis 
 
 
 
Konsultan Hukum 
 
 
 
Manajer Penjatahan 
 
 
 
 
 
 
Masa Penawaran Umum 
Perdana Saham 
 
 
 
Masyarakat / Publik 
 
 
 
 
 
 
 
Menkumham 
 
 
 
 
OJK 

 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 

 
berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau  Bank Kustodian 
dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan  Pemegang Rekening di Pasar 
Sekunder.   
 
berarti Irma & Solomon Law Firm yang melakukan  pemeriksaan atas fakta 
hukum yang ada mengenai Perseroan  serta keterangan hukum lain yang 
berkaitan dalam rangka  Penawaran Umum Perdana Saham.   
 
berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia, sebagai Penjamin  Pelaksana Emisi 
Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan  dari Saham Yang Ditawarkan 
sesuai dengan ketentuan yang  diatur dalam Peraturan No. IX.A.7. Lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 
Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran 
Umum (untuk selanjutnya disebut “Peraturan Nomor IX.A.7”)   
 
berarti suatu jangka waktu di mana permintaan pemesanan Saham Yang 
Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat  kepada Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek dan Penjamin Emisi  Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan 
FPPS,  jangka waktu mana tidak dapat kurang dari 1 (satu) Hari Kerja.   
 
berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau badan hukum,  baik Warga 
Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia  dan/atau badan usaha 
Indonesia dan/atau Warga Negara Asing  dan/atau entitas asing dan/atau 
badan usaha asing, baik yang  bertempat tinggal atau berkedudukan di 
Indonesia maupun  bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, 
dengan  memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku  di 
Indonesia.   
 
berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik 
Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri  Kehakiman Republik 
Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri  Hukum dan Perundang-
Undangan Republik Indonesia). 
 
Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari 
campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang 
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa 
keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 
Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam dan LK. 
Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan 
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, 
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya 
beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK sesuai dengan 
Pasal 55 UU Nomor 21 tahun 2011. 

   
Pasar Modal : Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan pasar 

modal yang berlaku di Indonesia. 
   
Pasar Perdana : berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan  oleh Perseroan 

kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang 
Ditawarkan tersebut dicatatkan pada  Bursa Efek. 
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PDB   
 
 
Pemerintah  
 
Pemegang Rekening 
 
 
 

: 
 
 
: 
 
: 
 
 
 
 

berarti singkatan dari Pertumbuhan Domestik Bruto, yaitu  nilai pasar semua 
barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu  negara pada periode tertentu.   
 
Pemerintah Republik Indonesia. 
 
Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang 
meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang 
disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di 
bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.  
 

Pemegang Saham Utama 
 
 
 
 
 
 
Penawaran Awal 
 
 
 
 
 
Penawaran Umum  
 
 
 
Pengendali 
 
 
 
 
 
Penjamin Emisi Efek 
 
 
 
 
 
 
 
Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek 
 
 
Penitipan Kolektif 
 
 
 
Peraturan No. IX.A.2 
 
 
 
Peraturan No.IX.A.7 
 
 
 
Peraturan No. IX.E.1 

: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 

berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki 
paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang 
mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari 
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu 
perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan.  
 
berarti suatu ajakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan 
menggunakan Prospektus Awal, yang bertujuan untuk mengetahui minat 
Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah Saham Yang 
Ditawarkan yang ingin dibeli dan/atau perkiraan harga atas harga penawaran 
efek.  
 
berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual 
Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan 
peraturan pelaksanaannya.  
 
berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: a) memiliki saham 
Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak 
suara yang telah disetor penuh, atau b) mempunyai kemampuan untuk 
menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun 
pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.  
 
Berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan 
untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan, menjamin 
penjualan Saham Yang Akan Ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil 
Penawaran  Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan, dengan 
memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek. 
 
Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan 
Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan 
PT Bahana Sekuritas.   
 
Jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu 
pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagimana dimaksud 
dalam UU Pasar Modal.  
 
Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-
122/BL/2009, tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam 
Rangka Penawaran Umum. 
 
Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-
691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan 
Efek dalam Penawaran Umum. 
 
berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 
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PDB   
 
 
Pemerintah  
 
Pemegang Rekening 
 
 
 

: 
 
 
: 
 
: 
 
 
 
 

berarti singkatan dari Pertumbuhan Domestik Bruto, yaitu  nilai pasar semua 
barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu  negara pada periode tertentu.   
 
Pemerintah Republik Indonesia. 
 
Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang 
meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang 
disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di 
bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.  
 

Pemegang Saham Utama 
 
 
 
 
 
 
Penawaran Awal 
 
 
 
 
 
Penawaran Umum  
 
 
 
Pengendali 
 
 
 
 
 
Penjamin Emisi Efek 
 
 
 
 
 
 
 
Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek 
 
 
Penitipan Kolektif 
 
 
 
Peraturan No. IX.A.2 
 
 
 
Peraturan No.IX.A.7 
 
 
 
Peraturan No. IX.E.1 

: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 

berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki 
paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang 
mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari 
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu 
perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan.  
 
berarti suatu ajakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan 
menggunakan Prospektus Awal, yang bertujuan untuk mengetahui minat 
Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah Saham Yang 
Ditawarkan yang ingin dibeli dan/atau perkiraan harga atas harga penawaran 
efek.  
 
berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual 
Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan 
peraturan pelaksanaannya.  
 
berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: a) memiliki saham 
Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak 
suara yang telah disetor penuh, atau b) mempunyai kemampuan untuk 
menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun 
pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.  
 
Berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan 
untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan, menjamin 
penjualan Saham Yang Akan Ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil 
Penawaran  Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan, dengan 
memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek. 
 
Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan 
Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan 
PT Bahana Sekuritas.   
 
Jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu 
pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagimana dimaksud 
dalam UU Pasar Modal.  
 
Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-
122/BL/2009, tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam 
Rangka Penawaran Umum. 
 
Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-
691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan 
Efek dalam Penawaran Umum. 
 
berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 

 
  

 

 
 
 
Peraturan No.IX.E.2 
 
 
 
Peraturan No.IX.J.1 
 
 
 
 
Peraturan OJK No. 7/2017 
 
 
 
 
Peraturan OJK No. 8/2017 
 
 
 
 
Peraturan OJK No. 23/2017  
 
 
Peraturan OJK No. 25/2017 
 
 
Peraturan OJK No. 32/2014 

 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 

Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan 
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.  
 
berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 
Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan 
Perubahan Kegiatan Usaha Utama. 
 
berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 
Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar 
Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan 
Perusahaan Publik. 
 
berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan 
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek 
Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yang merupakan peraturan pengganti dari 
Peraturan No. IX.C.1.  
 
berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus 
dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat 
Ekuitas, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.2 dan 
IX.C.3.  
 
berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info 
Memo.  
 
berarti peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham 
yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum 
 
berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, 
dimana beberapa ketentuan di dalamnya telah diubah dengan Peraturan OJK 
No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ POJK.04/2014. 

   
Peraturan OJK No. 30/2015 
 
 
Peraturan OJK No. 33/2014 
 
 
Peraturan OJK No. 34/2014 
 
 
Peraturan OJK No. 35/2014 
 
 
Peraturan OJK No. 55/2015 
 
 
Peraturan OJK No. 56/2015 
 
 
Peraturan Pencatatan Bursa 
Efek 
 
 
 
Perjanjian Pendaftaran Efek 

: 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 

berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi 
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.  
 
berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan 
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.  
 
berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan 
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. 
 
berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan 
Emiten atau Perusahaan Publik. 
 
berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan 
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.  
 
berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan 
Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.  
 
berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi 
Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018  tanggal 26 Desember 2018 
tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang 
Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.  
 
berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-
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Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Saham 
 
 
 
 
Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek atau PPEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pernyataan Efektif 
 
 
 
Pernyataan Pendaftaran 
 
 

 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 

039/SHM/KSEI/0419 tanggal 14 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh 
dan antara KSEI dan Perseroan, berikut perubahan-perubahannya dan/ atau 
penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuanpembaharuannya yang 
akan dibuat di kemudian hari.  
 
berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 159 
tanggal 23 April 2019, beserta addendum perjanjian, termasuk segenap 
pengubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat 
dikemudian hari, oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan 
sehubungan dengan Penawaran Umum.  
 
berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan 
No. 158 tanggal 23 April 2019, Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 
Penawaran Umum Perseroan Terbatas Perseroan No. 258  tanggal 27 Mei 
2019 dan Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum 
Perseroan Terbatas Perseroan No. 82  tanggal 24 Juni 2019  beserta 
addendum perjanjian, termasuk segenap pengubahan dan/atau penambahan 
dan/atau pembaharuan yang dibuat di kemudian hari, oleh dan antara pihak 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan 
sehubungan dengan Penawaran Umum.  
 
berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan telah 
terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai Peraturan 
No. IX.A.2.  
 
Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka 
Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari dokumen‐dokumen yang 
wajib diajukan berikut lampiran‐lampirannya kepada OJK termasuk semua 
perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna 
memenuhi persyaratan OJK. 
 

Perseroan : berarti PT Inocycle Technology Group Tbk., berkedudukan di Kabupaten 
Tangerang, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan 
hukum Negara Republik Indonesia. 

   
Prospektus 
 
 
 
Prospektus Awal  
 
 
 
 
 
 
Prospektus Ringkas  
 
 
 
 
 
PSAK 
 
Rekening Efek 

: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
: 

berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan 
tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai 
dengan Peraturan OJK No. 8/2017.  
 
berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus 
yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, 
kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah Saham Yang Ditawarkan dan 
Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek, atau hal 
lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat 
ditentukan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.   
 
berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, yang disusun sesuai dengan 
Peraturan OJK No. 8/2017 dan yang akan diumumkan dalam sekurang-
kurangnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa 
Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur 
dalam Peraturan No. IX.A.2.   
 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  
 
Rekening yang memuat catatan saham milik pemegang Saham yang 
diadministrasikan oleh KSEI atau pemegang rekening berdasarkan kontrak 
pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang Saham.  
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Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Saham 
 
 
 
 
Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek atau PPEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pernyataan Efektif 
 
 
 
Pernyataan Pendaftaran 
 
 

 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 

039/SHM/KSEI/0419 tanggal 14 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh 
dan antara KSEI dan Perseroan, berikut perubahan-perubahannya dan/ atau 
penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuanpembaharuannya yang 
akan dibuat di kemudian hari.  
 
berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 159 
tanggal 23 April 2019, beserta addendum perjanjian, termasuk segenap 
pengubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat 
dikemudian hari, oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan 
sehubungan dengan Penawaran Umum.  
 
berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan 
No. 158 tanggal 23 April 2019, Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 
Penawaran Umum Perseroan Terbatas Perseroan No. 258  tanggal 27 Mei 
2019 dan Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum 
Perseroan Terbatas Perseroan No. 82  tanggal 24 Juni 2019  beserta 
addendum perjanjian, termasuk segenap pengubahan dan/atau penambahan 
dan/atau pembaharuan yang dibuat di kemudian hari, oleh dan antara pihak 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan 
sehubungan dengan Penawaran Umum.  
 
berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan telah 
terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai Peraturan 
No. IX.A.2.  
 
Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka 
Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari dokumen‐dokumen yang 
wajib diajukan berikut lampiran‐lampirannya kepada OJK termasuk semua 
perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna 
memenuhi persyaratan OJK. 
 

Perseroan : berarti PT Inocycle Technology Group Tbk., berkedudukan di Kabupaten 
Tangerang, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan 
hukum Negara Republik Indonesia. 

   
Prospektus 
 
 
 
Prospektus Awal  
 
 
 
 
 
 
Prospektus Ringkas  
 
 
 
 
 
PSAK 
 
Rekening Efek 

: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
: 

berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan 
tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai 
dengan Peraturan OJK No. 8/2017.  
 
berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus 
yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, 
kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah Saham Yang Ditawarkan dan 
Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek, atau hal 
lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat 
ditentukan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.   
 
berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, yang disusun sesuai dengan 
Peraturan OJK No. 8/2017 dan yang akan diumumkan dalam sekurang-
kurangnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa 
Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur 
dalam Peraturan No. IX.A.2.   
 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  
 
Rekening yang memuat catatan saham milik pemegang Saham yang 
diadministrasikan oleh KSEI atau pemegang rekening berdasarkan kontrak 
pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang Saham.  

   

 
  

 

Rp atau Rupiah : Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.  
   
RUPS : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para 

pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-
peraturan pelaksananya. 

   
RUPSLB 
 
Saham atau  Saham Biasa Atas 
Nama 
 
Saham Baru  
 
 
Saham Yang Ditawarkan 

: 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. 
 
Saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan.  
 
 
berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari 
portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.  
 
berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing 
dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) untuk ditawarkan dan dijual 
kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian 
dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 608.000.000 (enam ratus 
delapan juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak-banyaknya 
33,624 % (tiga puluh tiga koma enam dua empat persen) dari modal 
ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana 
Saham.  
 

SKS 
 
Tanggal Distribusi  
 
 
 
Tanggal Pembayaran 
 
 
 
 
 
Tanggal Pencatatan 
 
 
 
Tanggal Pengembalian Uang 
Pemesanan 
 
 
 
 
 
 
 
Tanggal Penjatahan 
 
 
 
UU Pasar Modal 
 
 
 
 

: 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 

Berarti Surat Kolektif Saham 
 
berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para 
pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik 
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.   
 
berarti tanggal pembayaran dari Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan untuk hasil penjualan bersih atas 
pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum 
Perdana Saham, yang akan dilaksanakan bersamaan dengan Tanggal 
Distribusi Saham Yang Ditawarkan.  
 
berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di 
Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah 
Tanggal Distribusi.  
 
berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang 
Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek 
kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat 
dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana 
Saham dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang 
Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal 
Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan 
atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham.  
 
berarti suatu tanggal yang disetujui Perseroan bersama dengan Penjamin Emisi 
Efek selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa 
Penawaran Umum Perdana Saham.  
 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 
1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 
Tahun 1995, Tambahan Berita Negara No. 3608 beserta peraturan 
pelaksanaannya. 
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UUPT 
 
 
 
UUWDP 
 
 
 
USD   

: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 

Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang 
Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 dan peraturan pelaksanaannya.  
 
Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
No. 7 Tahun 1982, Tambahan No. 3214 dan peraturan pelaksanaannya.   
 
Mata uang yang berlaku di Amerika Serikat.  
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RINGKASAN 

 
Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan 
Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. 
Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam 
mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia.  
 
UMUM 
 
PT. Inocycle Technology Group d/h bernama PT. Hilon Felt (Perseroan) didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.35 
tertanggal 17 Juli 2001, dibuat di hadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah 
disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan                                                 
No.C-13811HT.01.01.TH.2001 tanggal 21 Nopember 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran 
Perusahaan Kabupaten Tangerang pada tanggal 20 Maret 2002 di bawah nomor agenda 0129/BH.30.03/III/2002, dan 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.42 tanggal 24 Mei 2002, Tambahan No.5018 (selanjutnya disebut 
”Akta Pendirian”). 
 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami 
beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk 
disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang 
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan:  
 
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Inocycle Technology Group Tbk No.118 tanggal 
15 April 2019, dibuat di hadapan  Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, (”Akta Tbk”), yang telah:  
 
a. disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan                                                      

No. AHU-0021374.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 April 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan                             
No. AHU-0064150.AH.01.11.TAHUN 2019  tanggal 18 April 2019; dan 

b. diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan 
dicatat pada tanggal 18 April 2019 dengan No. AHU-AH.01.03-0211443 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan                   
No. AHU-0064150.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 April 2019. 

 
KEGIATAN USAHA  
 
Sesuai dengan maksud dan tujuan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah 
berusaha dalam bidang industri pengelolaan. Dimana Kegiatan utamanya  
 

1. Pembuatan Serat Stapel Buatan  
 
Perseroan saat ini memproduksi Recycle Polyester Staple Fiber atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang 
yang dibuat dari PET (polyethylene terephthalate) bottle flakes / botol plastik yang telah dicacah. PET yang 
umumnya berasal dari botol air mineral. Recycle Poliester Fiber adalah salah satu dari jenis serat stapel buatan yang 
di produksi oleh Perseroan. 

 
2. Pembuatan produk non woven / Bukan Tenunan. 

 
Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang jika diolah lebih lanjut 
dapat digunakan sebagai bahan baku untuk beragam aplikasi produk mulai dari produk Non-woven / bukan tenunan 
hingga Otomotif, konstruksi, pertanian, dan infrastruktur, Garmen, Mebel. Produk Perseroan dapat ditemukan di 
industri utama Indonesia : Penambangan, konstruksi, manufaktur, dan infrastruktur. 
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Perseroan juga memproduksi beberapa aplikasi yang menggunakan bahan baku Recycle Polyester Fiber (re-PSF) 
atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang. 

 
Perseroan mendirikan pabrik di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang menghasilkan sampah plastik yang 
dibuang kelaut terbesar kedua di dunia (berdasarkan hasil penelitian Jambeck di tahun 2015 / National Geographic). 
 
Berdasarkan penelitian tersebut, berikut adalah 5 (lima) negara yang paling banyak menghasilkan sampah plastik yang 
dibuang ke laut : 
 
1. China   262,9 juta ton per tahun 
2. Indonesia      187,2 juta ton per tahun 
3. Filipina  83,4 juta ton per tahun 
4. Vietnam  55,9 juta ton per tahun 
5. Srilanka  14,6 juta ton per tahun 
 
Sedangkan data dari  World Atlas pada tahun 2017, Indonesia menjadi Negara ke-4 pengguna botol plastik terbanyak di dunia. 
Tercatat penggunaan plastik di Negara Indonesia mencapai 4,82 miliar galon. Dengan semakin bertambahnya jumlah 
penduduk akan semakin mendorong penggunaan botol plastik.  
 
Berikut daftar lengkap negara pengguna botol plastik terbesar di dunia: 
 
1. China 10,42 miliar galon 
2. Amerika Serikat 10,13 miliar galon 
3. Mexico 8,23 miliar galon 
4. Indonesia 4,82 miliar galon 
5. Brazil 4,80 miliar galon 
6. Thailand 3,99 miliar galon 
7. Italia 3,17 miliar galon 
8. Jerman 3,11 miliar galon 
9. Prancis 2,41 miliar galon 
10. India 1,04 miliar galon 
 
Penggunaan botol plastik sendiri masih sangat populer dibandingkan dengan botol kaca. Selain karena biayanya yang lebih 
murah, juga karena lebih ringan dan tidak mudah pecah. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Orb 
Online Survey yang menunjukkan bahwa pembuatan kaca membutuhkan energi lima kali lebih besar dibandingkan plastik.  
 
Perseroan menjadi salah satu pionir dalam penggunaan Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester 
yang dihasilkan dari proses daur ulang yang dilakukan oleh Perseron atas PET (Polyethylene Terephthalate) bottle flakes / 
botol plastik yang telah dicacah. Hal ini menjadi solusi atas permasalahan lingkungan hidup yang timbul akibat semakin 
banyaknya penggunaan botol plastik. 
 
Mengingat besarnya potensi sampah terutama botol plastik yang dihasilkan oleh Indonesia, maka pendiri Perseroan,  
mendirikan PT Hilon Indonesia 30 tahun yang lalu, serta mendirikan Perseroan di tahun 2001. 
 
Kerjasama yang terjalin antara Perseroan dengan PT Hilon Indonesia bersifat saling menguntungkan dan mengikuti syarat dan 
ketentuan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (arm’s length). Hal ini terlihat dari tidak adanya umur piutang antara 
kedua perusahaan yang lebih dari 180 hari. 
 
Pada tahun 2015 Perseroan mulai menggunakan ERP yaitu SAP Business One sebagai sistem informasi manajemen yang 
penggunaannya meliputi seluruh aktifitas perusahaan seperti produksi, perpindahan inventori, distribusi produk, customer 
database, vendor database dan lain lain. Dengan sistem ini Perseroan dapat terintegrasi dengan group Hilon Indonesia.       
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Dengan bekerjasama dengan Group Hilon Indonesia maka Perseroan diuntungkan baik dari segi bahan baku maupun dari 
segi penjualan. Dari segi bahan baku kerjasama dengan Group Hilon Indonesia menciptakan ketersediaan akan pasokan 
bahan baku sedangkan dari segi penjualan terdapat kepastian permintaan dari group Hilon Indonesia.  
 
PROSPEK USAHA PERSEROAN 
 
Kedepan Perseroan berencana untuk mulai meningkatkan penjualan kepada pihak ketiga sehingga ketergantungan kepada 
group Hilon Indonesia dapat dikurangi.  
 
Namun tidak menutup kemungkinan dimasa mendatang Perseroan akan mengembangkan inovasi lain dari produk plastik daur 
ulang lainnya. 
 
Penjelasan kegiatan usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Kegiatan Dan Prospek Usaha 
Perseroan dalam Prospektus ini. 
 
INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN ASOSIASI 
 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Perusahaan Asosiasi, yaitu sebagai berikut: 
 
Nama    : PT Urecel Indonesia 
Tahun Berdiri   : 22 Juli 2002 
Tanggal Penyertaan Perseroan : 6 Maret 2003 
Bidang Usaha   : menjalankan usaha yang bergerak di bidang industri polyurethane 
Persentase Kepemilikan Perseroan : 45,8% 
 
 
KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 
 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai 
berikut: 
 
Komisaris 
Presiden Komisaris   :  Jung Hyo Choi 
Komisaris Independen  :  Widhyawan Prawiraatmadja 
 
Direksi 
Direktur Utama  :  Jaehyuk Choi 
Direktur   :  Wonhyuk Choi 
Direktur   : Victor Seng Hyeok Choi 
Direktur   :  Yoon Chong Hyun 
Direktur   :  Suhendra Setiadi 
Direktur   :  Seung Koo Yang disebut juga Yang Seung Koo  
 
 
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 
 
Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 
Jumlah Saham  : sebanyak 608.000.000 (enam ratus delapan juta) saham biasa 



xiv

 
  

 
 

atas nama yang mewakili sebanyak 33,624 % (tiga puluh tiga 
koma enam dua empat persen) dari modal ditempatkan dan 
disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana 
Saham. 

   
Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. 
 
Harga Penawaran 

 
: 

 
Rp250,‐ (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus 
dibayar penuh padasaat mengajukan Formulir Pemesanan dan 
Pembelian Saham / FPPS 

 
Jumlah Penawaran Umum 

 
: 

 
Rp 152.000.000.000,‐ (Seratus lima puluh dua miliar Rupiah) 

 
Jumlah Saham yang dicatatkan 

 
: 

 
sebanyak 1.808.221.900 (satu miliar delapan ratus delapan juta 
dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus). 
 

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang 
berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan 
saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa 
kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (”RUPS”), hak 
atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM. 
 
Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan 
kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. 
 
Saham yang ditawarkan dalam penawaran umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia 
 
 
STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM 
 
Susunan pemegang saham dan permodalan Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 
Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Inocycle Technology Group Tbk 
No.118 tanggal 15 April 2019, yang dibuat di hadapan  Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta,                      
(”Akta Tbk”) , struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir pada tanggal Prospektus ini 
diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

Modal Dasar 3.367.500.000 336.750.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT Hilon Indonesia 823.499.675 82.349.967.500 68,612 
2. PT Samudera Industri 376.722.225 37.672.222.500 31,388 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.200.221.900 120.022.190.000 100,000 
Saham dalam Portepel 2.167.278.100 216.727.810.000  
 
Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 
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Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

Modal Dasar 3.367.500.000 336.750.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT Hilon Indonesia 823.499.675 82.349.967.500 68,612 
2. PT Samudera Industri 376.722.225 37.672.222.500 31,388 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.200.221.900 120.022.190.000 100,000 
Saham dalam Portepel 2.167.278.100 216.727.810.000  
 
Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 
 

 
  

 
 

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini. maka struktur permodalan 
dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan 
menjadi sebagai berikut : 
 

Keterangan 

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 
Nilai Nominal Rp100 per saham Nilai Nominal Rp100 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal  (%) Jumlah Saham Jumlah Nilai 

Nominal (%) 

Modal Dasar 3.367.500.000 336.750.000.000  3.367.500.000 336.750.000.000  
Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh       

1. PT Hilon Indonesia 823.499.675 82.349.967.500 68,612 823.499.675 82.349.967.500 45,542 
2. PT Samudera Industri 376.722.225 37.672.222.500 31,388 376.722.225 37.672.222.500 20,834 
3. Masyarakat    608.000.000 60.800.000.000 33,624 
Jumlah Modal Ditempatkan 
dan Disetor Penuh 1.200.221.900 120.022.190.000 100,000 1.808.221.900 180.822.190.000 100,000 

Saham dalam Portepel 2.167.278.100 216.727.810.000  1.559.278.100 155.927.810.000  
 

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak 
yang saham dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh. 
 
Penjelasan mengenai Saham Yang Ditawarkan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.  
 
 
RENCANA PENGGUNAAN DANA DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 
 
Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini. setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan 
sebagai berikut : 
 

• Sekitar 40% akan digunakan untuk pembayaran sebagian hutang kepada PT Putra Kary International  
• Sekitar 30% akan digunakan untuk pengembangan bisnis baru (pembentukan anak usaha baru) 
• Sekitar 30% akan digunakan sebagai modal kerja 

 
Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham selengkapnya dapat dilihat pada 
Bab II dalam Prospektus ini.  
 
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 
 
Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan posisi keuangan 
Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan 
perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, beserta 
catatan – catatan atas laporan – laporan tersebut yang terdapat di bagian lain Prospektus ini. Calon Investor juga harus 
membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen. 
 
Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018, 
2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain Prospektus ini, beserta catatan 
atas laporan – laporan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. 
 
Laporan keuangan Perseroan  untuk pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang terdapat di 
bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan 
(anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia 



xvi

 
  

 
 

(“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 22 April 2019 , yang diterbitkan kembali pada tanggal 27 Mei 
2019,yang ditandatangani oleh Lok Budianto, S.E., Ak., CPA. 
 
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun – tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, yang 
terdapat di bagian lain Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (anggota jaringan firma 
RSM), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasian, 
sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 22 April 2019, yang diterbitkan kembali pada tanggal 27 Mei 2019, yang 
ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto. 
 
Data Laporan Posisi Keuangan 

(dalam jutaan Rupiah) 

Uraian Pada Tanggal 31 Desember 
2018 2017 2016 

Aset Lancar 234.516 164.340 137.524 
Aset Tidak Lancar 338.180 249.852 237.487 
Total Aset 572.696 414.192 375.011 
Liabilitas Jangka Pendek 235.476   99.664   91.648  
Liabilitas Jangka Panjang  170.744   164.333   148.522  
Total Liabilitas 406.220   263.998   240.170  
Total Ekuitas 166.476   150.194   134.841  
Total Liabilitas dan Ekuitas 572.696   414.192   375.011  
 
Data Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 

(dalam jutaan Rupiah) 

URAIAN 
Tahun yang berakhir pada 31 

Desember 
2018 2017 2016 

Pendapatan  395.633   327.385   314.869  
Beban Pokok Pendapatan (288.635)  (254.639)  (243.170) 
Laba Kotor  106.998   72.746   71.699  
Beban Usaha  (61.172)  (43.191)  (50.826) 
Laba Usaha  45.825   29.555   20.872  
Laba Sebelum Pajak  21.691   19.832   11.856  
Laba Bersih Setelah Pajak  16.041   15.256   6.821  
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan  16.282      15.353    6.761  
 
Rasio Keuangan (tidak diaudit) 
 

 
Tahun yang berakhir pada 31 

Desember 
2018 2017 2016 

Rasio Likuiditas    
Rasio Kas (x)  0,19   0,19   0,14  
Rasio Cepat (x)  0,57   1,07   0,90  
Rasio Lancar (x)  0,99   1,65   1,50  
    
Rasio Solvabilitas (x)    
Rasio Total Liabilitas Terhadap Aset (%)  0,71   0,64   0,64  
Rasio Total Liabilitas Terhadap Ekuitas (%)  2,44   1,76   1,78  
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(“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 22 April 2019 , yang diterbitkan kembali pada tanggal 27 Mei 
2019,yang ditandatangani oleh Lok Budianto, S.E., Ak., CPA. 
 
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun – tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, yang 
terdapat di bagian lain Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (anggota jaringan firma 
RSM), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasian, 
sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 22 April 2019, yang diterbitkan kembali pada tanggal 27 Mei 2019, yang 
ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto. 
 
Data Laporan Posisi Keuangan 

(dalam jutaan Rupiah) 

Uraian Pada Tanggal 31 Desember 
2018 2017 2016 

Aset Lancar 234.516 164.340 137.524 
Aset Tidak Lancar 338.180 249.852 237.487 
Total Aset 572.696 414.192 375.011 
Liabilitas Jangka Pendek 235.476   99.664   91.648  
Liabilitas Jangka Panjang  170.744   164.333   148.522  
Total Liabilitas 406.220   263.998   240.170  
Total Ekuitas 166.476   150.194   134.841  
Total Liabilitas dan Ekuitas 572.696   414.192   375.011  
 
Data Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 

(dalam jutaan Rupiah) 

URAIAN 
Tahun yang berakhir pada 31 

Desember 
2018 2017 2016 

Pendapatan  395.633   327.385   314.869  
Beban Pokok Pendapatan (288.635)  (254.639)  (243.170) 
Laba Kotor  106.998   72.746   71.699  
Beban Usaha  (61.172)  (43.191)  (50.826) 
Laba Usaha  45.825   29.555   20.872  
Laba Sebelum Pajak  21.691   19.832   11.856  
Laba Bersih Setelah Pajak  16.041   15.256   6.821  
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan  16.282      15.353    6.761  
 
Rasio Keuangan (tidak diaudit) 
 

 
Tahun yang berakhir pada 31 

Desember 
2018 2017 2016 

Rasio Likuiditas    
Rasio Kas (x)  0,19   0,19   0,14  
Rasio Cepat (x)  0,57   1,07   0,90  
Rasio Lancar (x)  0,99   1,65   1,50  
    
Rasio Solvabilitas (x)    
Rasio Total Liabilitas Terhadap Aset (%)  0,71   0,64   0,64  
Rasio Total Liabilitas Terhadap Ekuitas (%)  2,44   1,76   1,78  
 

 
  

 
 

 Tahun yang berakhir pada 31 
Desember 

2018 2017 2016 
Rasio Pertumbuhan (%)    
Penjualan Bersih  20,8 4,0 na 
Laba Kotor  47,1 1,5 na 
Laba Usaha 55,1 41,6 na 
Laba Bersih Setelah Pajak 5,1 123,7 na 
Total Pendapatan Komprehensif Lainnya 6,0 127,1 na 
Total Aset  38,3 10,4 na 
Total Liabilitas 53,9 9,9 na 
Total Ekuitas  10,8 11,3 na 
Rasio Profitabilitas    
Marjin Laba Kotor  27,0 22,2 22,8 
Marjin Laba Usaha  11,6 9,0 6,6 
Marjin Laba Setelah Pajak  4,1 4,7 2,2 
Marjin Setelah Total Penghasilan Komprehensif  4,1 4,7 2,1 
Imbal Hasil Aset  2,8 3,7 1,8 
Imbal Hasil Modal 9,6 10,2 5,1 
  
Keterangan : 
na = tidak dapat diperbandingkan 
 
FAKTOR RISIKO 
 
Sebagaimana dengan dunia usaha pada umumnya. Perseroan tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh 
faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan. Risiko usaha dibawah ini merupakan 
risiko-risiko material dan telah diurutkan sesuai dengan bobot risiko. berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap 
kinerja keuangan Perseroan. 
 
Risiko Utama Yang Dihadapi Perseroan 

• Risiko Terkait Dengan Pasokan dan Kenaikan Harga Bahan Baku 
• Risiko Persaingan Usaha 

 
Risiko Usaha Yang Dihadapi Perseroan 

• Risiko Harga Komoditas Minyak Mentah 
• Risiko Kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) 
• Risiko Keterbatasan Sumber Pendanaan Sehubungan Dengan Ekspansi Bisnis 
• Risiko Kredit 
• Risiko Kenaikan Tarif Daftar Listrik 
• Risiko Kebijakan Pemerintah 
• Risiko Terkait Kegagalan Sistem Teknologi Informasi 
• Risiko Tuntutan Hukum 
• Risiko Kondisi Perekonomian Makro atau Global 
• Risiko Kurs Valuta Asing 

 
Risiko Yang Berhubungan Dengan Investasi Pada Saham Perseroan 

• Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan 
• Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan 
• Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan akan Bergantung Pada Laba Ditahan, Kondisi 

Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan 
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Penjelasan mengenai faktor risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini. 
 

KEBIJAKAN DIVIDEN 
 
Perseroan akan melakukan pembayaran dividen kas setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan 
berdasarkan usulan Direksi Perseroan. Anggaran dasar Perseroan mengatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan dalam hal 
Perseroan memiliki saldo laba positif setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan undang‐undang. 
 
Usulan jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dan akan bergantung 
pada persetujuan RUPS. Besarnya dividen bergantung pada sejumlah faktor termasuk:  
• Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha. kebutuhan modal kerja. belanja modal 
• Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang;  
• Rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan 
• Faktor lainnya yang dianggap penting oleh manajemen Perseroan. 

 
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen mengusulkan kebijakan dividen kas sebanyak-banyaknya 40% 
(empat puluh persen) dari laba bersih Perseroan setelah pajak mulai tahun buku 2019, dengan mempertimbangkan keuntungan 
Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk 
menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 
 
Dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan baik Indonesia atau non‐Indonesia. akan diterapkan pengenaan pajak 
penghasilan atas dividen berdasarkan pasal‐pasal yang berlaku dari Undang‐Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu 
Undang‐Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang‐Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian perpajakan yang berlaku antara Indonesia dan 
negaranya masing‐masing.  
 
Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini. 
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BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 
 
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 608.000.000 (enam ratus delapan juta)  
saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau setara 
dengan 33,624% (tiga puluh tiga koma enam dua empat persen) dari Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 
Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang  
ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus 
dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”), sehingga total nilai penawaran 
umum perdana saham ini seluruhnya sebesar Rp152.000.000.000,- (seratus lima puluh dua miliar Rupiah).  
 
Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang 
dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam 
segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian 
dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu. Hak‐hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UUPT. 

 
 

PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP TBK 
 

Kegiatan Usaha Utama 
Bergerak dalam bidang industri serat stapel buatan dan industri non-woven (bukan tenunan) 

 

Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia 
 

Kantor Pusat & Pabrik Tangerang 
Kawasan Industri Pasar Kemis Jl. Putera Utama No. 10 

Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis 
Kab. Tangerang, Banten Indonesia 15560 

Telepon +62 21 590 3307, +62 21 590 9626 (hunting) Fax +62 21 590 3310 
Email : info@inocycle.com 

Website : https://www.inocycle.com/ 
 

Pabrik Kabupaten 
Semarang : 

Dusun Banaran  
RT 18/RW 10, 
Desa Butuh,  

Kecamatan Tengaran, 
Kabupaten Semarang 

Telepon : 62-98 342 9002 
Fax : 62-98 342 9002 

 
Pabrik Karanganyar : 

Jl. Raya Solo –  
Purwodadi KM. 7,2  

Desa Selorejo  
RT.02/RW.09,  

Wonorejo, Gondangrejo,  
Karanganyar 57178 

Telepon : 62-271 825 0292 
Fax : 62-271 854 391 

 
Pabrik Banyuasin : 

JL. Palembang –  
Betung Km 55  

RT. 02/RW. 01,  
Desa Lubuk Lancang,  

Kecamatan Suak Tape,  
Kabupaten Banyuasin 30758 
Telepon : 62-711 744 1974  

Fax : 62-711 564 5474 

 
Pabrik Mojokerto : 
Dusun Madyopuro  

RT. 01/RW. 01,  
Desa Kalipuro,  

Kecamatan Pungging,  
Kabupaten Mojokerto 

Telepon : 62-321 6850446 

 

 

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT DENGAN PASOKAN, KENAIKAN HARGA 
BAHAN BAKU DAN PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG 
RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI. 
 

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG 
DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG 
DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN 
AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT 
MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN 
AKAN TERJAGA. 
 

 
  

 
 

Penjelasan mengenai faktor risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini. 
 

KEBIJAKAN DIVIDEN 
 
Perseroan akan melakukan pembayaran dividen kas setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan 
berdasarkan usulan Direksi Perseroan. Anggaran dasar Perseroan mengatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan dalam hal 
Perseroan memiliki saldo laba positif setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan undang‐undang. 
 
Usulan jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dan akan bergantung 
pada persetujuan RUPS. Besarnya dividen bergantung pada sejumlah faktor termasuk:  
• Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha. kebutuhan modal kerja. belanja modal 
• Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang;  
• Rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan 
• Faktor lainnya yang dianggap penting oleh manajemen Perseroan. 

 
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen mengusulkan kebijakan dividen kas sebanyak-banyaknya 40% 
(empat puluh persen) dari laba bersih Perseroan setelah pajak mulai tahun buku 2019, dengan mempertimbangkan keuntungan 
Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk 
menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 
 
Dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan baik Indonesia atau non‐Indonesia. akan diterapkan pengenaan pajak 
penghasilan atas dividen berdasarkan pasal‐pasal yang berlaku dari Undang‐Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu 
Undang‐Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang‐Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian perpajakan yang berlaku antara Indonesia dan 
negaranya masing‐masing.  
 
Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini. 
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Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Hilon Felt No.118 tanggal                    
15 April 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0021374.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 
18 April 2019, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima 
dan dicatat pada tanggal 18 April 2019 dengan No.AHU-AH.01.03-0211443, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan                          
No.AHU-0064150.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 April 2019 (“Akta Tbk”), struktur permodalan dan susunan pemegang 
saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:  

 
 Nilai Nominal Rp100 per saham 

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal  (%) 

Modal Dasar 3.367.500.000 336.750.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT Hilon Indonesia 823.499.675 82.349.967.500 68,612 
2. PT Samudera Industri 376.722.225 37.672.222.500 31,388 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.200.221.900 120.022.190.000 100,000 
Saham dalam Portepel 2.167.278.100 216.727.810.000  

 
Penawaran Umum Perdana Saham 

 
Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang 
berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan 
saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk 
mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu. 
 
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur 
permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara 
proforma akan menjadi sebagai berikut:  

 

Keterangan 

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 
Nilai Nominal Rp100 per saham Nilai Nominal Rp100 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal % Jumlah Saham Jumlah Nilai 

Nominal % 

Modal Dasar 3.367.500.000 336.750.000.000  3.367.500.000 336.750.000.000  
Modal Ditempatkan dan  
  Disetor Penuh:       

1. PT Hilon Indonesia 823.499.675 82.349.967.500 68,612 823.499.675 82.349.967.500 45,542 
2. PT Samudera Industri 376.722.225 37.672.222.500 31,388 376.722.225 37.672.222.500 20,834 
3. Masyarakat    608.000.000 60.800.000.000 33,624 
Jumlah Modal Ditempatkan dan  
  Disetor Penuh 1.200.221.900 120.022.190.000 100,000 1.808.221.900 180.822.190.000 100,000 

Jumlah Saham Dalam Portepel 2.167.278.100 216.727.810.000  1.559.278.100 155.927.810.000  
 
Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari 
Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal                          
16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
 
Pencatatan Saham Perseroan di BEI 

 
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 608.000.000 
(enam ratus delapan juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili 33,624% (tiga puluh tiga koma 
enam dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana 
Saham ini, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri juga akan mencatatkan sebanyak  1.200.221.900  (satu 
miliar dua ratus juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus) saham atau sebesar 66,376% (enam puluh enam koma 
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tiga tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana 
Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.808.221.900 
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BAB II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 
 
Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan 
dengan Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan untuk:  

 
• Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk pembayaran sebagian hutang kepada PT Putra Kary 

International. 
 

Rincian  Keterangan 
Nama Kreditur : PT Putra Kary International 

Sifat Hubungan Afiliasi : Perseroan dan PT Putra Kary International dikendalikan oleh pihak yang sama 
yaitu PT Hilon Indonesia 

Bentuk dan Jumlah 
Pinjaman : Obligasi senilai KRW12.000.000.000,- (dua belas miliar Korean Won) atau nilai 

yang setara dalam mata uang Rupiah 
Mata Uang : Korean Won (KRW) 
Nilai Pokok Pinjaman per 
30 Maret 2019 : Rp151.800.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar delapan ratus juta Rupiah) 

Saldo Bunga per 30 Maret 
2019 : Rp17.016.533.583,- (tujuh belas miliar enam belas juta lima ratus tiga puluh tiga 

ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah) 

Saldo Setelah Pembayaran  : Sekitar Rp111.903.438.857,- (seratus sebelas miliar sembilan ratus tiga juta empat 
ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah) 

Tingkat Bunga : 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun 

Tanggal Jatuh Tempo : 

• Sebagian Obligasi setara dengan 40% dari dana yang diperoleh dari 
Penawaran Umum Perdana Saham Penerbit melalui pasar modal Indonesia 
(“IPO”) (setelah dikurangi dengan biaya emisi) akan dilunasi oleh Penerbit 
kepada PT Putra Kary International selambatnya pada tanggal 31 Juli 2019 
dengan menggunakan dana hasil IPO; dan  

• Sisa Obligasi akan jatuh tempo dan dilunasi oleh Penerbit selambatnya pada 
tanggal 20 Mei 2021. 

Penggunaan Pinjaman dari 
Utang yang akan Dilunasi : 

Dana yang diterima oleh Perseroan dari penerbitan Obligasi tersebut digunakan 
Perseroan untuk :  
• membeli barang modal / Belanja Modal (Capex) dengan memperluas fasilitas 

produksi sehingga meningkatkan kapasitas produksi untuk pabrik di 
Tangerang dan Mojokerto 

• keperluan working capital akibat perluasan pabrik dan peningkatan kapasitas 
produksi  

• restrukturisasi keuangan Perseroan untuk melunasi intercompany loan 

Riwayat Utang : 

- Perseroan dan PT Putra Kary International membuat perjanjian tanggal                
8 Desember 2017 mengenai penerbitan obligasi konversi oleh Perseroan 
yang dibeli oleh PT Putra Kary International. 

- Perseroan dan PT Putra Kary International membuat amandemen I 
Perjanjian tanggal 10 April 2019 mengenai perubahan obligasi konversi 
menjadi obligasi biasa (yang tidak mempunyai sifat dapat dikonversi 
menjadi saham). 

- Perseroan dan PT Putra Kary International membuat amandemen II 
Perjanjian 24 Mei 2019 mengenai tanggal jatuh tempo sebagaimana 
disebutkan di atas.  

Prosedur dan Persyaratan 
Pelunasan dan atau 
Pembayaran Obligasi yang 
akan dilunasi 

: 
Obligasi setara dengan 40% dari dana yang diperoleh dari IPO (setelah dikurangi 
dengan biaya emisi) akan dilunasi oleh Penerbit kepada PT Putra Kary 
International selambatnya pada tanggal 31 Juli 2019 dengan menggunakan dana 
hasil IPO. 

Alasan dan Pertimbangan 
Perseroan Melakukan 
Pembayaran Utang 

: Dengan melakukan pembayaran utang kepada PT Putra Kary International, maka 
biaya bunga di masa yang akan datang akan berkurang 
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• Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk pengembangan bisnis baru melalui pendirian anak perusahaan 

baru dalam bentuk usaha patungan. Perseroan berencana untuk mengembangkan bisnis usaha baru yang 
memberikan jaminan ketersediaan atas pasokan bahan baku kepada Perseroan. Saat ini anak perusahaan sedang 
dalam proses pendirian dan masih dalam proses pra operasi.   
 

• Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan guna mendukung kegiatan 
operasional, diantaranya untuk pembelian bahan baku. 
 

Penggunaan Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini, bukan berdasarkan prioritas penggunaan dana namun 
berdasarkan presentase alokasi. 
 
Perseroan akan menggunakan dana dari internal kas Perseroan dan dana dari pihak ketiga untuk membiayai suatu kegiatan 
apabila dana dari Penawaran Umum tidak mencukupi. 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil 
Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil 
Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran 
Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat 
secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada 
tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum Perdana saham. Penyampaian laporan 
tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.  
 
Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib: 
a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan 

pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan 
b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan OJK No. 30/2015 
 
Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham 
yang belum direalisasikan, Perseroan wajib: 
a. Menempatkan dana yang belum direalisasikan tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid; 
b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan;dan 
c. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afilasi antara Perseroan dengan pihak dimana 

dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan. 
 
Penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan 
memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan  finansial  yang  wajar  bagi  Perseroan  dan  
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku 
 
Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka 
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas maka total perkiraan biaya yang  dikeluarkan  oleh  Perseroan, total perkiraan biaya 
yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 6,43% dari nilai Emisi yang meliputi: 
  
• Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 4,44% yang terdiri dari : 

- jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,50%:  
- Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,50%;’ 
- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 3,44% 

• Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,42%, yang terdiri dari biaya jasa : 
- Konsultan Hukum sebesar 0,26%;  
- biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,79%;  
- biaya jasa Penilai Independen sebesar 0,31%; dan  
- biaya jasa Notaris sebesar 0,06%.  

• Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,02%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek; 
• Biaya lain-lain 0,55%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, 

biaya penyelenggaraan public expose dan due diligence meeting, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, 
biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan 
hal-hal tersebut.  
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BAB III. PERNYATAAN UTANG 
 
Tabel-tabel dibawah ini menggambarkan liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018, yang angka-angkanya 
diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2018.  
 
Laporan keuangan Perseroan  untuk pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang terdapat di 
bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan 
PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam 
laporannya tanggal 22 April 2019, yang diterbitkan kembali pada tanggal 27 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Lok 
Budianto, S.E., Ak., CPA. 
 
Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp406.220 juta. Rincian dari liabilitas 
Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:   
 

(dalam jutaan Rupiah) 
Uraian Jumlah 
LIABILITAS JANGKA PENDEK  
Pinjaman Jangka Pendek 116.367 
Utang Usaha  

Utang Usaha - Pihak Berelasi  5.535 
Utang Usaha - Pihak Ketiga 41.159 

Utang Lain-lain  
Utang Lain-Lain - Pihak Berelasi  410 
Utang Lain-Lain - Pihak Ketiga 3.273 

Utang Pajak  
Utang Pajak Penghasilan Badan 211 
Utang Pajak Lain-lain 604 

Akrual 42.778 
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lain-Lain 353 
Bagian Jangka Pendek Dari Liabilitas Jangka Panjang   

Liabilitas Sewa Pembiayaan 2.896 
Pinjaman Jangka Panjang Lain-Lain 21.891 

Jumlah Liabilitas Jangka  Pendek 235.476 
LIABILITAS JANGKA PANJANG  
Utang Pajak Tangguhan 2.169 
Liabilitas Jangka Panjang Lain-Lain 167.322 
Liabilitas Imbalan Pascakerja 1.253 
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 170.744 
Total Liabilitas 406.220 
 
Rincian Liabilitas 
 
Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut: 
 
1. Pinjaman Jangka Pendek 

(dalam jutaan Rupiah) 
Uraian Jumlah 
Rupiah  
PT Bank Permata Tbk 15.000 
  
Dollar AS  
PT Bank Shinhan Indonesia 101.367 
Total 116.367 
 
Seluruh pinjaman yang diperoleh diperuntukkan untuk mendanai modal kerja Perseroan. 
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Dalam perjanjian pinjaman dengan PT Bank Shinhan Indonesia, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh 
Perseroan, antara lain: 

• tidak diperkenankan melakukan perubahan terhadap bisnis utama secara substansial tanpa persetujuan tertulis 
dari pemberi pinjaman; 

• tidak diperkenankan menyewakan maupun mengubah dan/atau menambah bangunan atas aset yang dijaminkan, 
dan 

• tidak diperkenankan mengubah peruntukan aset yang dijaminkan atau menjaminkan kembali aset yang dijaminkan 
tersebut untuk memperoleh pinjaman dari kreditur lain. 

 
Dalam perjanjian pinjaman dengan PT Bank Permata Tbk, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan 
antara lain: 

• tidak melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman; 
dan  

• tidak menambah piutang lain-lain yang tidak terkait dengan kegiatan usaha peminjam atau pinjaman lain-lain 
kepada pihak berelasi atau afiliasi tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman. 

 
Dalam perjanjian pinjaman dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, diatur beberapa pembatasan yang harus 
dipenuhi oleh Perseroan, antara lain:  

• tidak diperkenankan mengubah peruntukan aset yang dijaminkan atau menjaminkan kembali aset yang dijaminkan 
tersebut untuk memperoleh pinjaman dari kreditur lain; dan 

• tidak diperkenankan menyewakan maupun mengubah dan/atau menambah bangunan atas aset yang dijaminkan;  
 

Informasi lain mengenai pinjaman bank dan lain-lain jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut: 
 
 

Kreditur   Mata Uang   Jumlah 
Fasilitas  

Periode 
Pinjaman   Saldo Terutang Tingkat Suku 

Bunga Jaminan 

PT Bank 
Shinhan 

Indonesia 
USD USD2.000.000,- 10 Jan 2018- 

10 Jan 2019 
USD2.000.000,- 

(ekivalen 
Rp28.962 juta) 

3M LIBOR + 
3,2% 

Jaminan pribadi dari 
 Mr. Won Hyuk Choi 

PT Bank 
Shinhan 

Indonesia 
USD USD5.000.000,- 19 Jul 2018-             

19 Jul 2019 
USD5.000.000,- 

(ekivalen 
Rp72.405 juta) 

3M LIBOR 
+2,50% 

Tanah dan bangunan, jaminan 
pribadi dari 

Mr. Won Hyuk Choi 
PT Bank 

Permata Tbk IDR Rp15.000 juta 29 Nov 2018 – 
29 Nov 2019 Rp15.000 juta 10,50% Tanah dan bangunan 

PT Bank 
Permata Tbk USD USD600.000,- 29 Nov 2018 – 

29 Nov 2019 - 4,7% Tanah dan bangunan 

PT Bank Woori 
Saudara 1906 

Tbk 
USD USD2.000.000,- 11 Jul 2018 –     

11 Jul 2019 - 3M LIBOR 
+2,90% 

Tanah dan bangunan,              
jaminan Perusahaan dari 

PT Hilon Indonesia,  
jaminan pribadi dari 
Mr. Jae Hyuk Choi 

PT Bank Woori 
Saudara 1906 

Tbk 
USD USD500.000,- 18 Apr 2018 – 

18 Apr 2019 - Time Deposit 
Rate +1,50% 

Deposito berjangka 
 USD 500,000,  
jaminan pribadi 

dari Mr. Jae Hyuk Choi 
 
Pinjaman dari PT Bank Shinhan Indonesia sebesar USD2.000.000,- (setara dengan Rp28.962 juta) telah diperpanjang pada 
tanggal 9 Januari 2019 melalui perjanjian No. 005/PPWK-2/I/2019 yang akan berakhir pada 10 Januari 2020. 
 
Perseroan telah memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam perjanjian. 
 
Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2019, PT Bank Permata Tbk mengeluarkan waiver letter yang menghapus salah satu 
pembatasan pinjaman terkait dengan persetujuan tertulis sebelumnya atas pembayaran dividen kepada pemegang saham. 
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2. Utang Usaha  
(dalam jutaan Rupiah) 

Uraian – Utang Usaha  – Pihak Berelasi Jumlah 
Pihak Berelasi  
PT Hilon Indonesia 4.273 
PT Samudera Industri 945 
PT Urecel Indonesia 315 
Total Utang Usaha – Pihak Berelasi 5.535 
Presentase Dari Total Liabilitas  1,36% 
 

 (dalam jutaan Rupiah) 
Uraian - Utang Usaha – Pihak Ketiga Jumlah 
Pihak Ketiga  
Rupiah 6.154 
Mata Uang Asing  35.005 
Total Utang Usaha – Pihak Ketiga 41.159 
Total Utang Usaha – Pihak Berelasi Dan Pihak Ketiga 46.693 

 
(dalam jutaan Rupiah) 

Rincian - Utang Usaha – Pihak Ketiga Jumlah 
Zhangjiagang Yongxing Machinery Co., Ltd 27.632  
Taekwang Industrial Co.Ltd 5.399  
Woojin Fine Chemical 1.518  
Pt. Komitama Maju Perkasa 1.510  
Pt. Sonto Putra 675  
Utang Usaha-Pihak Ketiga Lain-lain 4.426  
Total Utang Usaha – Pihak Ketiga 41.159 
 
Saldo utang usaha berasal dari transaksi pembelian bahan baku, suku cadang, bahan pembantu dan barang atau jasa lain 
untuk kegiatan operasional. 
 
Utang usaha dari pihak ketiga yang melebihi 10% dari jumlah utang usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 
2018 adalah : hutang dari Zhangjiagang Yongxing Machinery Co. Ltd  senilai Rp27.632,- juta atau sebesar 59% dari total 
utang usaha. 
 
Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perusahaan atas perolehan utang ini. 

 
 

3. Utang Lain-Lain  
(dalam jutaan Rupiah) 

Uraian - Utang Lain-Lain – Pihak Berelasi Jumlah 
PT Urecel Indonesia 410 
Total 410 
Presentase Dari Total Liabilitas  0,10% 
 

(dalam jutaan Rupiah) 
Uraian - Utang Lain-Lain – Pihak Ketiga Jumlah 
Pihak Ketiga 3.273 
Total 3.273 
Total Utang Lain-Lain – Pihak Berelasi Dan Pihak Ketiga 3.683 
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4. Utang Pajak  
(dalam jutaan Rupiah) 

Uraian Utang Pajak – Penghasilan Badan Jumlah 
Pajak Penghasilan Badan  
Pasal 25 211 
Total 211 
 
 (dalam jutaan Rupiah) 
Uraian Utang Pajak – Penghasilan Lain-lain Jumlah 
Pajak lain-lain  
Pasal 21 271 
Pasal 23 45 
Pasal 26 21 
Pasal 4(2) 2 
Pajak Pertambahan Nilai 265 
Total 604 
Total Utang Pajak – Penghasilan Badan dan Penghasilan lain-lain 815 
 
Utang Pajak yang pada posisi tanggal 31 Desember 2018 yang belum dibayar, pada saat ini telah dibayarkan semua. 

 
5. Akrual 

(dalam jutaan Rupiah) 
Uraian Jumlah 
Bunga 34.269 
Gaji 4.797 
Listrik 1.799 
Gas 1.737 
Lain-lain 175 
Total 42.778 
 
Transaksi Akrual – Pihak Berelasi 

(dalam jutaan Rupiah) 
Akrual – Pihak Terafiliasi Jumlah 
PT Hilon Indonesia 20.849 
PT Putra Kary  International  12.969 
Total 33.818 
Persentase Dari Total Liabilitas 8.33% 
 
 
6. Liabilitas Sewa Pembiayaan 

 
Perseroan memperoleh fasilitas sewa pembiayaan dari PT Koexim Mandiri Finance.  
 
Perjanjian sewa pembiayaan tersebut memiliki periode pembayaran selama 36 bulan dan dikenakan bunga antara                  
3M LIBOR +3,2% – 3.8%. 
 
Saldo terutang fasilitas ini pada 31 Desember 2018 sebesar Rp2.896 juta 
 
Pembayaran sewa minimum masa datang berdasarkan masing-masing perjanjian sewa pembiayaan pada 31 Desember 
2018 : 

(dalam jutaan Rupiah) 
Uraian 2018 
Pembayaran sewa minimum  2.952 
Dikurangi: bagian bunga (56) 
 2.896 
Dikurangi: Bagian jatuh tempo dalam satu tahun 2.896 
Bagian Jangka Panjang - 
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Seluruh utang sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset sewa pembiayaan yang bersangkutan.  
 
Sesuai dengan beberapa perjanjian pinjaman, Perusahaan diwajibkan memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan, antara 
lain: 
• Lessee dilarang menjual atau setuju untuk menjual atau memindahtangankan kepemilikan barang leasing sebagai 

jaminan kepada pihak lain; 
• Lessee dilarang memberikan jaminan atau menerima pinjaman yang dapat mengurangi keamanan dari barang 

leasing tanpa pemberitahuan tertulis kepada lessor; 
• Lessee dilarang menunjuk, menyewakan kembali ataupun mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada 

pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari lessor; 
• Lessee dilarang mengubah kepemilikan saham dan akta perusahaan tanpa memberitahukan secara tertulis 

kepada lessor. 
 
Perseroan telah memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. 
 
 

7. Pinjaman Jangka Panjang Lain-lain 
(dalam jutaan Rupiah) 

Uraian Jumlah 
Pihak Berelasi  
PT Putra Kary International 156.360 
 156.360 
Pihak ketiga  
PT Koexim Mandiri Finance  25.612 
Iron Capital Co. Ltd 7.240 
 32.852 
Dikurangi: Bagian jatuh tempo dalam satu tahun (21.890) 
Bagian Jangka Panjang 167.322 
 
Seluruh pinjaman yang diperoleh diperuntukkan untuk mendanai modal kerja Perseroan. 
 
PT Putra Kary International 
 
Pada tanggal 8 December 2017, Perseroan dan PT Putra Kary International, pihak berelasi, mengadakan perjanjian 
pinjaman dengan nilai sebesar KRW12.000,- juta dengan bunga sebesar 8,5% per tahun dan jatuh tempo pada 20 Mei 2021.  
 
Pada bulan December 2017, Perseroan menerima fasilitas pinjaman sebesar Rp5.419,- juta dan menerima sisa fasilitas 
sebesar Rp150.941,- juta pada bulan Januari 2018.  
 
Informasi lain mengenai pinjaman jangka panjang lain-lain tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:  
 

a. Kreditur    : Putra Kary International 
Mata Uang  : KRW 
Jumlah Fasilitas  : KRW12.000,- juta  
Periode Pinjaman  : 8 Desember 2017 – 20 Mei 2021 
Saldo Terutang  : KRW12.000,- juta (ekivalen Rp156.360,- juta) 
Tingkat Suku Bunga : 8,5% 
 
 

b. Kreditur    : Iron Capital Co. Ltd (dahulu: Kite Global Co. Ltd) 
Mata Uang  : USD 
Jumlah Fasilitas  : USD500.000,- 
Periode Pinjaman  : 19 September 2014 – 19 September 2020 
Saldo Terutang  : USD500.000,- (ekivalen Rp7.240,- juta) 
Tingkat Suku Bunga : 10% 
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c. Kreditur    : PT Koexim Mandiri Finance 
Mata Uang  : USD 
Jumlah Fasilitas  : USD900.000,-  
Periode Pinjaman  : 19 Februari 2016 – 19 Februari 2021 
Saldo Terutang  : USD477.292,- (ekivalen Rp6.912 juta) 
Tingkat Suku Bunga : 3M LIBOR + 3,20% 
Jaminan   : Tanah dan Bangunan (HGB) 
 

d. Kreditur    : PT Koexim Mandiri Finance 
Mata Uang  : USD 
Jumlah Fasilitas  : 2.000.000 
Periode Pinjaman  : 29 Mei 2017 – 29 Mei 2019 
Saldo Terutang  : USD1.291.386,- (ekivalen Rp18.701 juta) 
Tingkat Suku Bunga : 3M LIBOR + 2,80% 
Jaminan   : Tanah dan Bangunan (HGB) 

 
 
 

Pinjaman dari PT Koexim Mandiri Finance sebesar USD2.000.000,- (setara dengan Rp28.962 juta) sedang dalam proses 
perpanjangan untuk jatuh tempo pada 28 Mei 2021. 

 
Sesuai dengan perjanjian pinjaman dengan PT Koexim Mandiri Finance, Perusahaan diwajibkan memenuhi kewajiban yang 
dipersyaratkan, antara lain: 

 
• Perusahaan wajib memberitahukan PT Koexim Mandiri Finance secara tertulis apabila terjadi perubahan tanggal 

dan perubahan pada komposisi Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dari Perusahaan, atau 
kenaikan atau pengurangan pada modal dasar dan modal yang disetor, atau merger atau konsolidasi dari 
usahanya; 

• Perusahaan wajib memberitahukan PT Koexim Mandiri Finance dengan segera apabila mengetahui suatu 
tuntutan terkait apapun (termasuk hukum, administrasi, atau pengadilan) yang sedang berlangsung, tertunda 
atau baru bersifat ancaman, yang telah atau dapat berdampak buruk pada Perjanjian ini atau terhadap aset yang 
dijaminkan; 

• Perusahaan dilarang untuk menjaminkan, memasang hipotik, menggadaikan ataupun membebani atau menjual, 
menyewakan kembali aset yang dijaminkan dan jaminan lain atau bagian lain dari aset yang dijaminkan kepada 
pihak lain. 

 
Perseroan telah memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. 
 
Dalam perjanjian pinjaman dengan Iron Capital Co. Ltd, dan PT Putra Kary Internasional tidak terdapat kewajiban yang 
dipersyaratkan. 
 

8. Kewajiban Imbalan Kerja 
 
Perseroan mengakui liabilitas imbalan pascakerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.  
 
Liabilitas imbalan pascakerja keuangan adalah sebagai berikut: 

(dalam jutaan Rupiah) 
Uraian Jumlah 
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti 1.253 
 
Rincian beban imbalan pascakerja diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut: 

(dalam jutaan Rupiah) 
Uraian Jumlah 
Biaya Jasa Kini 462 
Biaya Bunga 86 
 548 
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Beban imbalan pascakerja dicatat sebagai bagian dari beban gaji dan kesejahteraan karyawan.  
 
Mutasi dari penghasilan komprehensif lain sebagai berikut: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 
Uraian Jumlah 
Saldo Awal 1.800 
Penghasilan/(Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan 219 
Saldo Akhir Tahun 2.019 
 
 

 (dalam jutaan Rupiah) 
Uraian Jumlah 
Saldo Awal 1.007 
Pengukuran Kembali   

- Perubahan Dalam Asumsi Keuangan (192) 
- Penyesuaian Pengalaman Kewajiban (27) 

Biaya Jasa Kini 461 
Biaya Bunga 87 
Pembayaran Imbalan Kerja (83) 
Saldo Akhir  1.253 
 
Program pensiun imbalan pasti memberikan Perseroan eksposur atas risiko tingkat bunga terhadap gaji. 
 
Risiko Tingkat Bunga 
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil 
obligasi Pemerintah. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program. 
 
Risiko gaji 
Nilai kini imbalan pasti dihitung menggunakan asumsi kenaikan gaji dimasa depan, oleh karenanya, peningkatan persentase 
kenaikan gaji di masa depan akan meningkatkan liabilitas program. 
 
 
Analisis sensitivitas   

 
     Dampak atas kewajiban imbalan pasti  
     
     Perubahan   Perubahan   Perubahan 
     asumsi   asumsi   asumsi     
 
Tingkat diskonto  1%   Rp1.153 juta  Rp1.367 juta  
Tingkat kenaikan gaji  1%   Rp1.368 juta  Rp1.151 juta  

 
 
Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 
2018 adalah sebagai berikut : 
 
Usia pensiun normal   55 tahun 
Tingkat diskonto    8,53% 
Tingkat proyeksi kenaikan gaji  7,0% 
Tingkat mortalitas    TMI - 2011 
Tingkat cacat tetap    10% x TMI - 2011 
Tingkat pengunduran diri    5% sampai dengan usia 20 tahun menurun secara menurun secara ` 
        menurun secara linier hingga 0% linier di usia 54 tahun  
 
 
 
 
 



13

                                                                                                                                                     
 

 

Beban imbalan pascakerja dicatat sebagai bagian dari beban gaji dan kesejahteraan karyawan.  
 
Mutasi dari penghasilan komprehensif lain sebagai berikut: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 
Uraian Jumlah 
Saldo Awal 1.800 
Penghasilan/(Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan 219 
Saldo Akhir Tahun 2.019 
 
 

 (dalam jutaan Rupiah) 
Uraian Jumlah 
Saldo Awal 1.007 
Pengukuran Kembali   

- Perubahan Dalam Asumsi Keuangan (192) 
- Penyesuaian Pengalaman Kewajiban (27) 

Biaya Jasa Kini 461 
Biaya Bunga 87 
Pembayaran Imbalan Kerja (83) 
Saldo Akhir  1.253 
 
Program pensiun imbalan pasti memberikan Perseroan eksposur atas risiko tingkat bunga terhadap gaji. 
 
Risiko Tingkat Bunga 
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil 
obligasi Pemerintah. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program. 
 
Risiko gaji 
Nilai kini imbalan pasti dihitung menggunakan asumsi kenaikan gaji dimasa depan, oleh karenanya, peningkatan persentase 
kenaikan gaji di masa depan akan meningkatkan liabilitas program. 
 
 
Analisis sensitivitas   

 
     Dampak atas kewajiban imbalan pasti  
     
     Perubahan   Perubahan   Perubahan 
     asumsi   asumsi   asumsi     
 
Tingkat diskonto  1%   Rp1.153 juta  Rp1.367 juta  
Tingkat kenaikan gaji  1%   Rp1.368 juta  Rp1.151 juta  

 
 
Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 
2018 adalah sebagai berikut : 
 
Usia pensiun normal   55 tahun 
Tingkat diskonto    8,53% 
Tingkat proyeksi kenaikan gaji  7,0% 
Tingkat mortalitas    TMI - 2011 
Tingkat cacat tetap    10% x TMI - 2011 
Tingkat pengunduran diri    5% sampai dengan usia 20 tahun menurun secara menurun secara ` 
        menurun secara linier hingga 0% linier di usia 54 tahun  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
 

 

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM 
PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI  
 
PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO, DAN HINGGA 
PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT KEWAJIBAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO 
NAMUN BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN. 
 
SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN 
SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN 
PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN 
KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN 
SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG 
TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN 
DARI PROSPEKTUS INI. 
 
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN 
HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS 
NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN  DENGAN  TUGAS  DAN  TANGGUNG  JAWABNYA  DALAM  
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TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH 
PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.  
 
TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH 
LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. 
 
SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN 
(NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK. 
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BAB IV.  IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 
 
Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan posisi 
keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif 
lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 
2016, beserta catatan – catatan atas laporan – laporan tersebut yang terdapat di bagian lain Prospektus ini. Calon Investor 
juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen. 
 
Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 
2018, 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus 
kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain Prospektus ini, 
beserta catatan atas laporan – laporan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 
Indonesia. 
 
Laporan keuangan Perseroan  untuk pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang terdapat di 
bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma 
PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI, dengan opini 
tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 22 April 2019, yang diterbitkan kembali pada tanggal 27 Mei 2019, yang 
ditandatangani oleh Lok Budianto, S.E., Ak., CPA. 
 
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun – tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, yang 
terdapat di bagian lain Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan  (anggota jaringan 
firma RSM), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa 
modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 22 April 2019, yang diterbitkan kembali pada tanggal 27 
Mei 2019,  yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto. 
 
Data Laporan Posisi Keuangan 

(dalam jutaan Rupiah) 
 Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 

2018 2017 2016 
Aset Lancar    
Kas Dan Setara Kas  45.468   18.951   12.857  
Pituang Usaha             
  Piutang Usaha - Pihak Berelasi  46.626   43.966   45.504  
  Piutang Usaha - Pihak Ketiga  21.754   31.083   17.946  
Persediaaan  99.811   57.891   55.024  
Beban Dibayar dimuka  639   680   844  
Pajak Bayar Dimuka  3.196   1.135   905  
Uang muka   3.340   5.196   3.702  
Piutang Lain-Lain    
  Piutang Lain-Lain – Pihak Berelasi  9.043   - -    
Aset Keuangan Lancar Lainnya  4.639   5.437   742  
Total Aset Lancar  234.516   164.340   137.524  

 
Aset Tidak Lancar    
Investasi pada Entitas Asosiasi  15.667   16.688   14.734  
Aset Pajak Tangguhan  -     -     930  
Aset Tetap  298.091   208.676   197.006  
Properti Investasi  20.823   21.703   22.583  
Uang Muka Jangka Panjang  3.599   -     -    
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya  -     2.785   2.234  
Total Aset Tidak Lancar  338.180   249.852   237.487  
Total Aset  572.696   414.192   375.011  
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Liabilitas Lancar    
Liabilitas Jangka Pendek    
Utang Bank Jangka Pendek  116.367   46.742   -    
Utang Usaha              
   Utang Usaha - Pihak Berelasi  5.535   6.305   28.864  
   Utang Usaha - Pihak Ketiga  41.159   15.224   34.150  
Utang Lain-lain    
   Utang Lain-lain - Pihak Berelasi  410   -     -    
   Utang Lain-lain - Pihak Ketiga  3.273   -     -    
Utang Pajak    
   Utang Pajak - Penghasilan Badan  211   473   95  
   Utang Pajak - Lain-lain  604   1.313   539  
Akrual  42.778   20.993   14.180  
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lain-lain  353   3.196   653  
Bagian Jangka Pendek Dari Liabilitas Jangka Panjang    
   Liabilitas Sewa Pembiayaan  2.896   5.419   12.921  
   Pinjaman Jangka Panjang Lain-lain  21.891   -     -    
   Pinjaman Bank Jangka Panjang  -     -     246  
Liabilitas Jangka Pendek  235.476   99.664   91.648  
 
Liabilitas Jangka Panjang    
Utang Pihak Berelasi   -     125.114   119.348  
Utang Sewa Pembiayaan  -     2.710   8.062  
Utang Pajak Tangguhan  2.169   1.782   -    
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya  167.322   33.721   18.557  
Liabilitas Imbalan Pascakerja  1.253   1.007   2.555  
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang  170.744   164.333   148.522  
Total Liabilitas  406.220   263.998   240.170  
 
Modal ditempatkan dan di setor penuh  120.022   120.022   120.022  
Selisih Kurs atas Modal Disetor  (7.087)  (7.087)  (7.087) 
Tambahan Setoran Modal  425   425   425  
Komponen Ekuitas Lainnya  2.396   2.396   2.396  
Saldo Laba             
  Saldo Laba dicadangkan  217   217   217  
  Saldo Laba belum dicadangkan  50.502   34.220   18.867  
Total Ekuitas  166.476   150.194   134.841  
Total Liabilitas dan Ekuitas  572.696   414.192   375.011  
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Data Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 
      (dalam jutaan Rupiah) 

 Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 
2018 2017 2016 

Penjualan Bersih  395.633   327.385   314.869  
Beban Pokok Penjualan (288.635)  (254.639)  (243.170) 
Laba Kotor  106.998   72.746   71.699  
    
Beban Usaha  (57.426)  (47.156)  (56.226) 
Pendapatan Lainnya  5.744   5.304   6.899  
Beban Lainnya  (9.491)  (1.339)  (1.500) 
Beban Usaha  (61.172)  (43.191)  (50.826) 
Laba Usaha  45.825   29.555   20.872  
    
Biaya Keuangan Neto  (23.037)  (11.677)  (10.746) 
Bagian Laba dari Entitas Asosisasi  (1.097)  1.954   1.729  
Jumlah   (24.134)  (9.723)  (9.017) 
Laba Sebelum Pajak Penghasilan  21.691   19.832   11.856  
    
Penghasilan (Beban) Pajak  (5.650)  (4.576)  (5.035) 
Laba Bersih Setelah Pajak  16.041   15.256   6.821  
    
Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laporan Laba Rugi:    
Pengukuran Kembali Imbalan Paska Kerja    

- Pengukuran Kembali Imbalan Paska Kerja  219   129   (79) 
- Pajak Penghasilan Terkait  (55)  (32)  20  

Bagian Dari Penghasilan Komprehensif Lain Dari Entitas Asosiasi 
Setelah Pajak    76   -     -    

Penghasilan / (Rugi) Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan  241   97   (59) 
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan  16.282      15.353    6.761  
 

 

 Tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2018 2017 2016 

Rasio Likuiditas (x)    
Rasio Kas   0,19   0,19   0,14  
Rasio Cepat  0,57   1,07   0,90  
Rasio Lancar   0,99   1,65   1,50  
    
Rasio Solvabilitas (x)    
Rasio Total Liabilitas Terhadap Aset   0,71   0,64   0,64  
Rasio Total Liabilitas Terhadap Ekuitas   2,44   1,76   1,78  
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 Tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2018 2017 2016 

Rasio Pertumbuhan (%)    
Penjualan Bersih  20,8 4,0 na 
Laba Kotor  47,1 1,5 na 
Laba Usaha 55,1 41,6 na 
Laba Bersih Setelah Pajak 5,1 123,7 na 
Total Pendapatan Komprehensif 6,0 127,1 na 
Total Aset  38,3 10,4 na 
Total Liabilitas 53,9 9,9 na 
Total Ekuitas  10,8 11,3 na 

 
Rasio Profitabilitas (%)    
Marjin Laba Kotor  27,0 22,2 22,8 
Marjin Laba Usaha  11,6 9,0 6,6 
Marjin Laba Setelah Pajak  4,1 4,7 2,2 
Marjin Setelah Laba Komprehensif  4,1 4,7 2,1 
Imbal Hasil Aset  2,8 3,7 1,8 
Imbal Hasil Modal 9,6 10,2 5,1 
    

Keterangan : 
na = tidak dapat diperbandingkan 
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BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 
 
 
Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca 
bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 
2018, 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus 
kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, beserta catatan-catatan atas laporan 
tersebut, yang terdapat di bagian lain Prospektus ini. 
 
Informasi keuangan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 
2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain Prospektus ini, beserta 
catatan atas laporan – laporan keuangan ini yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 
Indonesia. 
 
Laporan keuangan Perseroan  untuk pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang terdapat di 
bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma 
PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI, dengan opini 
tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 22 April 2019 yang ditandatangani oleh Lok Budianto, S.E., Ak., CPA. 
 
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun –tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, yang 
terdapat di bagian lain Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan  (anggota jaringan 
firma RSM), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa 
modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 22 April 2019 yang ditandatangani oleh Didik 
Wahyudiyanto. 
 
Umum 
 
PT. Inocycle Technology Group Tbk d/h bernama PT. Hilon Felt (Perseroan) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 35 
tanggal 17 Juli 2001 yang dibuat di hadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., notaris di Jakarta. Akta 
Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-13811 HT.01.01.TH.2001 
tanggal 21 November 2001 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 Tanggal 24 Mei 2002 
tambahan No. 5018 (selanjutnya disebut ”Akta Pendirian”). 
 
Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 
Pemegang Saham No.118 tanggal 15 April 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris 
di Jakarta, mengenai perubahan komposisi pemegang saham. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0021374.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal                       
18 April 2019. 
 
KEGIATAN USAHA  
 
Sesuai dengan maksud dan tujuan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah 
berusaha dalam bidang industri pengelolaan. Dimana Kegiatan utamanya : 
 

1. Pembuatan Serat Stapel Buatan  
 
Perseroan saat ini memproduksi Recycle Polyester Staple Fiber atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur 
Ulang yang dibuat dari PET (polyethylene terephthalate) bottle flakes / botol plastik yang telah dicacah. PET yang 
umumnya berasal dari botol air mineral. Recycle Poliester Fiber adalah salah satu dari jenis serat stapel buatan 
yang di produksi oleh Perseroan. 
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KEGIATAN USAHA  
 
Sesuai dengan maksud dan tujuan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah 
berusaha dalam bidang industri pengelolaan. Dimana Kegiatan utamanya : 
 

1. Pembuatan Serat Stapel Buatan  
 
Perseroan saat ini memproduksi Recycle Polyester Staple Fiber atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur 
Ulang yang dibuat dari PET (polyethylene terephthalate) bottle flakes / botol plastik yang telah dicacah. PET yang 
umumnya berasal dari botol air mineral. Recycle Poliester Fiber adalah salah satu dari jenis serat stapel buatan 
yang di produksi oleh Perseroan. 

 
 
 

 
                                                                                                                                                      

 

2. Pembuatan produk non woven / Bukan Tenunan. 
 

Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang jika diolah lebih lanjut 
dapat digunakan sebagai bahan baku untuk beragam aplikasi produk mulai dari produk Non-woven / bukan 
tenunan hingga Otomotif, konstruksi, pertanian, dan infrastruktur, Garmen, Mebel. Produk Perseroan dapat 
ditemukan di industri utama Indonesia : Penambangan, konstruksi, manufaktur, dan infrastruktur. 
 
Perseroan juga memproduksi beberapa aplikasi yang menggunakan bahan baku Recycle Polyester Fiber (re-PSF) 
atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang. 

 
Perseroan mendirikan pabrik di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang menghasilkan sampah plastik yang 
dibuang kelaut kedua terbesar di dunia. (berdasarkan hasil penelitian Jambeck di tahun 2015 / National Geographic). 
 
Berdasarkan penelitian tersebut, berikut adalah negara yang menghasilkan sampah plastik yang dibuang kelaut didunia : 
1. China   262,9 juta ton per tahun 
2. Indonesia      187,2 juta ton per tahun 
3. Filipina  83,4 juta ton per tahun 
4. Vietnam  55,9 juta ton per tahun 
5. Srilanka  14,6 juta ton per tahun 
 
Sedangkan data dari  World Atlas pada tahun 2017, Indonesia menjadi Negara ke-4 pengguna botol plastik terbanyak di 
dunia. Tercatat penggunaan plastik di Negara Indonesia mencapai 4,82 miliar galon. Dengan semakin bertambahnya jumlah 
penduduk akan mendorong penggunaan botol plastik.  
 
Berikut daftar lengkap negara pengguna botol plastik terbesar di dunia: 
1. China 10,42 miliar galon 
2. Amerika Serikat 10,13 miliar galon 
3. Mexico 8,23 miliar galon 
4. Indonesia 4,82 miliar galon 
5. Brazil 4,80 miliar galon 
6. Thailand 3,99 miliar galon 
7. Italia 3,17 miliar galon 
8. Jerman 3,11 miliar galon 
9. Prancis 2,41 miliar galon 
10. India 1,04 miliar galon 
 
Penggunaan botol plastik sendiri masih sangat popular dibandingkan dengan botol kaca. selain Karena masih biayanya yang 
lebih murah, juga karena lebih ringan dan tidak mudah pecah. Padahal, penelitian yang dilakukan oleh Orb Online Survey 
menunjukkan bahwa pembuatan kaca membutuhkan energy lima kali lebih besar dibandingkan plastik.  
 
Perseroan menjadi salah satu pionir untuk produksi Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari 
Produk Daur Ulang. Re-PSF yang di produksi Perseron dibuat dari PET (Polyethylene Terephthalate) bottle flakes / botol 
plastik yang telah dicacah produk daur ulang. Hal ini menjadi solusi akan semakin banyaknya sampah botol plastik. 
 
Mengingat potensi besarnya sampah terutama botol plastik yang dihasilkan oleh Indonesia, maka pendiri Perseroan,  
mendirikan Hilon Indonesia 30 tahun yang lalu, serta mendirikan Perseroan di tahun 2001. 
 
Kerjasama yang terjalin antara Perseroan dengan Hilon Indonesia bersifat saling menguntungkan dan mengikuti syarat dan 
ketentuan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (arm’s length). Hal ini terlihat dari umur piutang yang tidak ada 
yang lebih dari 180 hari. 
 
Pada tahun 2015 Perseroan mulai menggunakan ERP yaitu SAP Business One sebagai sistem informasi manajemen yang 
digunakan meliputi seluruh aktifitas perusahaan sepeti produksi, perpindahan inventory, distribusi produk, customer 
database, vendor database dan lain lain. Dengan sistem ini Perseroan dapat terintegrasi dengan group Hilon Indonesia.       
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Dengan bekerjasama dengan Hilon Indonesia maka Perseroan diuntungkan baik dari segi bahan baku maupun dari segi 
penjualan. Dari segi bahan baku kerjasama dengan Hilon Indonesia menciptakan ketersediaan akan pasokan bahan baku 
sedangkan dari segi penjualan terdapat kepastian permintaan dari group Hilon Indonesia.  
 
Prospek Usaha 
 
Kedepan Perseroan berencana untuk mulai meningkatkan penjualan kepada pihak ketiga sehingga ketergantungan kepada 
group Hilon Indonesia dapat dikurangi. 
 
Untuk pengolahan plastik daur ulang, Perseroan saat ini memproduksi Recycle Polyester Staple Fiber atau Serat Stapel 
Poliester dari Produk Daur Ulang yang dibuat dari PET (Polyethylene Terephthalate) bottle flakes / botol plastik yang telah 
dicacah. Namun tidak menutup kemungkinan dimasa mendatang Perseroan akan mengembangkan inovasi lain dari produk 
plastik daur ulang lainnya. 
 
Recycle Polyester Staple Fiber atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang 
 
Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang yang di produksi Perseron 
dibuat dari PET (Polyethylene Terephthalate) bottle flakes / botol plastik yang telah dicacah.  
 
Bahan baku berupa Polyethylene Terephthalate / PET Bottle Flake atau  lebih dikenal sebagai Botol Plastik yang telah 
dicacah yang di campur dengan biji plastik yang akan di bentuk menjadi bahan setengah jadi berupa Recycle Polyester 
Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang. 
 
Jika di proses lebih lanjut Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) akan produk jadi seperti produk non woven / bukan 
tenunan atau produk lainnya seperti bantal , boneka dan produk lainnya. 
 
Selain itu Produksi Perseroan berupa Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur 
Ulang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk beragam aplikasi produk mulai dari produk Non-woven / bukan tenunan 
hingga Otomotif, konstruksi, pertanian, dan infrastruktur, Garmen, Mebel. Produk Perseroan dapat ditemukan di industri 
utama Indonesia : Penambangan, konstruksi, manufaktur, dan infrastruktur. 
 
Kantor Pusat dan pabrik Perusahaan berlokasi di Kawasan Industri Pasar Kemis, Tangerang. Perusahaan mulai beroperasi 
secara komersial pada tahun 2003. Adapun ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi usaha serat stapel buatan dan non 
woven (bukan tenunan).  
 
Entitas induk Perusahaan adalah PT Hilon Indonesia dan entitas induk utama Perusahaan adalah PT Sambros Invesco 
International. 
 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan 
 
Kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk 
berikut ini:  
 
Pasokan Dan Kenaikan Harga Bahan Baku  
 
Guna mengurangi salah satu risiko pasar yaitu risiko kenaikan harga bahan baku, Perseroan mengambil kebijakan seperti 
dengan membeli bahan baku dan menjual barang jadi dengan kontrak, memanfaatkan perbedaan harga di pasar spot dan 
kontrak, sesekali membeli sebagian kebutuhan bahan baku dan menjual barang jadi dipasar spot. Perseroan bekerjasama 
dengan group Hilon Indonesia dengan menggunakan cabangnya yang ada di seluruh Indonesia, agar mendapatkan supplai  
PET (Polyethylene Terephthalate) bottle flakes / botol plastik yang telah dicacah sehingga pasokan dapat terjaga dengan 
harga yang dapat bersaing.   
 
Selain itu. Perseroan akan senantiasa mengevaluasi dan mencari pemasok utama, serta alternatif pemasok lain, yang dapat 
menyediakan bahan baku dengan harga, kualitas, dan lead time yang kompetitif. 
 
Semua bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan menggunakan standar kontrak pasokan yang bersifat jangka 
pendek. Volatilitas dari harga bahan baku yang berkelanjutan dan fluktuasi pada nilai tukar mata uang asing dapat 
meningkatkan beban pokok penjualan produk Perseroan dan mengakibatkan penurunan pada keuntungan Perseroan.  
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Secara historis, Perseroan tidak melakukan lindung nilai, dan saat inipun tidak melakukan lindung nilai terhadap kenaikan 
biaya bahan baku. Apabila faktor-faktor tersebut berdampak pada harga bahan baku dan Perseroan tidak mampu 
meningkatkan harga penjualan, maka hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap hasil usaha 
Perseroan. 
Perseroan bersama dengan asosiasi terkait melakukan pertemuan berkala dengan otoritas Pemerintah (departemen 
perindustrian) untuk membahas ketersediaan bahan baku PET (Polyethylene Terephthalate) bottle flakes / botol plastik yang 
telah dicacah serta merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi 
industri dalam negeri. 
 
Kenaikan Upah Minimum 
 
Biaya karyawan menjadi salah satu biaya terbesar yang dikeluarkan oleh Perseroan. Biaya karyawan yang dikeluarkan 
tersebut sebagian besar digunakan untuk membantu dalam proses produksi Perseroan.  
 
Kegiatan usaha Perseroan secara langsung dan tidak langsung bergantung pada pengendalian biaya operasional termasuk 
upah karyawan. Setiap kenaikan upah minimum, secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan biaya operasional 
dan menurunkan marjin keuntungan Perseroan. 
 
Persyaratan upah minimum di Indonesia terus meningkat dan dapat terus meningkatkan biaya operasional Perseroan di 
masa depan. Tingkat gaji karyawan hampir di seluruh daerah di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. 
UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku yang ditetapkan 
secara tahunan oleh pemerintah di propinsi, kabupaten atau kota. 
Namun demikian, mengingat tidak adanya ketentuan khusus untuk menentukan kenaikan jumlah upah minimum, kenaikan 
upah minimum menjadi tidak dapat diprediksi. Perseroan mungkin tidak dapat meningkatkan harga produk yang cukup untuk 
mengatasi kenaikan biaya tenaga kerja, dalam hal ini bisnis dan hasil operasi Perseroan akan terpengaruh secara material  
 
Dampak Kebijakan Pemerintah 
 
Bahan baku produk Perseroan adalah Polyethylene Terephthalate / PET Bottle Flake / botol plastik yang telah dicacah yang 
jika di campur dengan biji plastik yang akan di bentuk menjadi bahan setengah jadi berupa Recycle Polyester Staple Fiber 
(re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang.  
 
Kebijakan Pemerintah untuk tidak membuka impor PET Bottle Flake atau lebih dikenal sebagai botol plastik yang telah di 
cacah, pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap marjin Perseroan.  
 
ANALISIS KEUANGAN 
 
Kapasitas produksi re-PSF dari Perseroan (dalam Ton / Tahun) : 
 

Pabrik 2018 2017 2016 

Karang Anyar  10.200  10.200 10.200 
Mojokerto  8.250  6.600 1.000 
Tangerang  850  - - 

Total 19.300 16.800 11.200 
Sumber : Perseroan 
 
Realisasi produksi re-PSF dari Perseroan (dalam Ton / Tahun) : 
 

Pabrik 2018 2017 2016 

Karang Anyar  9.896  9.227 7.232 
Mojokerto  7.472  5.662 958 
Tangerang  638  - - 

Total 18.006 14.889 8.190 
Sumber : Perseroan 
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Volume Penjualan (dalam Ton) 
 

Pabrik 2018 2017 2016 

Re - PSF  17.503  15.490 9.766 
Non-woven dan lainnya 3.109  3.374 6.378 

 Kenaikan / (Penurunan) 
Re - PSF 13,0% 58,6%  
Non-woven dan lainnya -7,9% -47,1%  

Sumber : Perseroan 
 
Penjualan Berdasarkan Produk Perseroan 
 

Uraian dan Keterangan 
(dalam Jutaan Rupiah) 

31 Desember 
2018 2017 2016 

Fiber  299.491 237.146 149.693 
Homeware 28.896 25.783 30.483 
Non-Woven 65.668 64.345 111.738 
Lainnya 1.578 111 22.955 
Total 395.633 327.385 314.869 

Kenaikan / (Penurunan) 
Fiber  26,3% 58,4%  
Homeware 12,1% -15,4%  
Non-Woven 2,1% -42,4%  
Lainnya 1321,6% -99,5%  
Total 20,8% 4,0%  

Sumber : Perseroan 
 

Penjualan 
 (dalam jutaan) 

31 Desember   
2018 2017 2016 

Pihak Afiliasi 186.909 166.985 143.813 
Pihak Ketiga 208.724 160.400 171.056 
Jumlah 395.633 327.385 314.869 

Kenaikan / (Penurunan) 
Pihak Afiliasi 11,9% 16,1%  
Pihak Ketiga 30,1% -6,2%  

Sumber : Perseroan 
 
Analisis Komponen-Komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 
 

(dalam Rp juta) 31 Des 2018 31 Des 2017 31 Des 2016 
Penjualan Bersih  395.633   327.385   314.869  
Beban Pokok Penjualan  (288.635)  (254.639)  (243.170) 
Laba Kotor  106.998   72.746   71.699  
Beban Usaha  (57.426)  (47.156)  (56.226) 
Pendapatan Lain-lain  5.744   5.304   6.899  
Beban Lainnya  (9.491)  (1.339)  (1.500) 
Jumlah Beban Usaha  (61.172)  (43.191)  (50.826) 
Laba Usaha  45.825   29.555   20.872  
Biaya Keuangan Bersih  (23.037)  (11.677)  (10.746) 
Bagian Laba (Rugi) dari Entitas Asosiasi  (1.097)  1.954   1.729  
Jumlah Pendapatan Lain-Lain  (24.134)  (9.723)  (9.017) 
Laba Sebelum Pajak  21.691   19.832   11.856  
Laba Bersih Setelah Pajak  16.041   15.256   6.821  
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan  16.282   15.353   6.761  
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Kenaikan/Penurunan 
Penjualan Bersih 20,8% 4,0%  
Beban Pokok Penjualan 13,4% 4,7%  
Laba Kotor 47,1% 1,5%  
Beban Usaha 21,8% -16,1%  
Pendapatan Lainnya 8,3% -23,1%  
Beban Lainnya 608,8% -10,7%  
Jumlah Beban Usaha 41,6% -15,0%  
Laba Usaha 55,1% 41,6%  
Biaya Keuangan Bersih 97,3% 8,7%  
Bagian Laba dari Entitas Asosiasi -156,2% 13,0%  
Jumlah Pendapatan Lain-Lain 148,2% 7,8%  
Laba Sebelum Pajak 9,4% 67,3%  
Laba Bersih Setelah Pajak 5,1% 123,7%  
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan 6,0% 127,1%  

 
Perbandingan Hasil Kegiatan Operasional 
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Perbandingan untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dibandingkan periode yang berakhir pada                           
31 Desember 2017 
 
Penjualan Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp395.633 juta 
atau mengalami kenaikan sebesar 20,8% bila dibandingkan dengan Penjualan Bersih untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp327.385 juta. Kenaikan penjualan bersih ini disebabkan oleh kenaikan 
penjualan fiber sebesar 26,3% dan penjualan kepada pihak ketiga yang naik 28,6%.  Kenaikan penjualan Perseroan tersebut 
juga disebabkan oleh kenaikan volume penjualan re-PSF Perseroan dari 15.490 ton di 2017 menjadi 17.503 ton di 2018 atau 
mengalami kenaikan 13,0%.                                               
 
Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 
Rp(288.635) juta atau mengalami kenaikan sebesar 13,4% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp(254.639) juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya 
Biaya Pokok Produksi yang mengalami kenaikan sebesar 14,2%, akibat Kenaikan Jumlah Bahan Baku Yang Digunakan, 
Tenaga Kerja Langsung dan Biaya Produksi Tidak Langsung yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 7,1%, 
30,8% dan 37,2%. 
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Beban Pokok Penjualan 2018 2017 2016 Kenaikan 
2018  

Kenaikan 
2017  

Awal Tahun          33.142                28.444              47.239  16,5% -39,8% 

Pembelian              213.215              186.575            153.287  14,3% 21,7% 

Akhir Tahun              (46.076)              (28.062)            (28.444) 64,2% -1,3% 

Jumlah Bahan Baku Digunakan             200.282              186.956            172.083  7,1% 8,6% 

Tenaga Kerja Langsung               31.155                23.812              30.206  30,8% -21,2% 

Biaya Produksi Tidak Langsung               54.679                39.864              44.748  37,2% -10,9% 

Biaya Pokok Produksi             286.115              250.632            247.037  14,2% 1,5% 

Persediaan Barang Jadi      

Persediaan Awal Tahun               25.112                24.104                8.773  4,2% 174,8% 

Pembelian               22.834                  5.015              11.464  355,3% -56,3% 

Persediaan Akhir Tahun              (45.427)              (25.112)            (24.104) 80,9% 4,2% 

Beban Pokok Produksi             288.635              254.639            243.170  13,4% 4,7% 
 
Pada tahun 2018, biaya produksi produk meningkat sekitar 6% dibandingkan dengan 2017, tetapi harga penjualan produk 
meningkat sekitar 11%. Ini karena harga penjualan produk utama, Re-PSF, telah meningkat tajam karena kenaikan harga 
pasar internasional. Akibatnya, pada tahun 2018, rasio Beban Pokok Penjualan terhadap Penjualan lebih rendah 5% dari 
tahun 2017. Karena itu peningkatan Penjualan melebihi signifikan peningkatan Beban Pokok Penjualan pada tahun 2018 
 
Beban Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(57.426) juta atau 
mengalami kenaikan sebesar 21,8% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2017 yang sebesar Rp(47.156) juta. Kenaikan Beban Usaha ini disebabkan oleh kenaikan Gaji dan 
Kesejahteraan Karyawan pada bagian Umum dan Administrasi yang mengalami kenaikan sebesar Rp(4.845) juta atau 
sebesar 29,0%. 
 
Beban Keuangan Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(23.037) juta atau 
mengalami kenaikan sebesar 97,3% bila dibandingkan dengan Beban Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2017 yang sebesar Rp(11.677) juta. Kenaikan Beban Keuangan ini disebabkan oleh kenaikan beban Bunga 
yang naik sebesar Rp(10.191) juta atau naik 100,4%. Hal ini juga disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank jangka pendek, 
pinjaman jangka panjang lainnya. 
 
Bagian Laba Dari Entitas Asosiasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(1.097) 
juta atau mengalami penurunan sebesar -156,2% bila dibandingkan dengan Bagian Laba Dari Entitas Asosiasi untuk periode 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp1.954 juta. Penurunan bagian Laba Dari Entitas Asosiasi ini 
diperoleh dari bagian atas rugi PT Urecel Indonesia  dari investasi Perseroan di PT Urecel Indonesia sebesar 45,8%. 
 
Pendapatan dan (Beban) Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 
Rp(24.134) juta atau mengalami kenaikan sebesar 148,2% bila dibandingkan dengan Pendapatan dan (Beban) Lain-Lain 
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp(9.723) juta. Kenaikan Pendapatan dan 
Beban Lain-Lain ini disebabkan oleh kenaikan Beban Keuangan Bersih yang naik sebesar 97,3%.  
 
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp16.041 juta atau 
mengalami kenaikan sebesar 5,1%  jika dibandingkan dengan Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp15.256 juta. Kenaikan ini seiring dengan naiknya Laba Kotor, Laba Usaha dan 
Laba Sebelum Pajak yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 47,1% , 55,1% dan 9,4%. 
 
Penghasilan Komprehensif Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp241 
juta atau mengalami kenaikan sebesar 148,1% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain-Lain untuk 
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp97 juta. Kenaikan ini seiring dengan naiknya Bagian 
penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi setelah pajak dari Rp nihil di 31 Desember 2017 menjadi Rp76 juta di 31 
Desember 2018 serta kenaikan dari Pengukuran Kembali Imbalan Paska Kerja yang mengalami kenaikan 69,3%. 
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Beban Pokok Penjualan 2018 2017 2016 Kenaikan 
2018  

Kenaikan 
2017  

Awal Tahun          33.142                28.444              47.239  16,5% -39,8% 

Pembelian              213.215              186.575            153.287  14,3% 21,7% 

Akhir Tahun              (46.076)              (28.062)            (28.444) 64,2% -1,3% 

Jumlah Bahan Baku Digunakan             200.282              186.956            172.083  7,1% 8,6% 

Tenaga Kerja Langsung               31.155                23.812              30.206  30,8% -21,2% 

Biaya Produksi Tidak Langsung               54.679                39.864              44.748  37,2% -10,9% 

Biaya Pokok Produksi             286.115              250.632            247.037  14,2% 1,5% 

Persediaan Barang Jadi      

Persediaan Awal Tahun               25.112                24.104                8.773  4,2% 174,8% 

Pembelian               22.834                  5.015              11.464  355,3% -56,3% 

Persediaan Akhir Tahun              (45.427)              (25.112)            (24.104) 80,9% 4,2% 

Beban Pokok Produksi             288.635              254.639            243.170  13,4% 4,7% 
 
Pada tahun 2018, biaya produksi produk meningkat sekitar 6% dibandingkan dengan 2017, tetapi harga penjualan produk 
meningkat sekitar 11%. Ini karena harga penjualan produk utama, Re-PSF, telah meningkat tajam karena kenaikan harga 
pasar internasional. Akibatnya, pada tahun 2018, rasio Beban Pokok Penjualan terhadap Penjualan lebih rendah 5% dari 
tahun 2017. Karena itu peningkatan Penjualan melebihi signifikan peningkatan Beban Pokok Penjualan pada tahun 2018 
 
Beban Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(57.426) juta atau 
mengalami kenaikan sebesar 21,8% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2017 yang sebesar Rp(47.156) juta. Kenaikan Beban Usaha ini disebabkan oleh kenaikan Gaji dan 
Kesejahteraan Karyawan pada bagian Umum dan Administrasi yang mengalami kenaikan sebesar Rp(4.845) juta atau 
sebesar 29,0%. 
 
Beban Keuangan Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(23.037) juta atau 
mengalami kenaikan sebesar 97,3% bila dibandingkan dengan Beban Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2017 yang sebesar Rp(11.677) juta. Kenaikan Beban Keuangan ini disebabkan oleh kenaikan beban Bunga 
yang naik sebesar Rp(10.191) juta atau naik 100,4%. Hal ini juga disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank jangka pendek, 
pinjaman jangka panjang lainnya. 
 
Bagian Laba Dari Entitas Asosiasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(1.097) 
juta atau mengalami penurunan sebesar -156,2% bila dibandingkan dengan Bagian Laba Dari Entitas Asosiasi untuk periode 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp1.954 juta. Penurunan bagian Laba Dari Entitas Asosiasi ini 
diperoleh dari bagian atas rugi PT Urecel Indonesia  dari investasi Perseroan di PT Urecel Indonesia sebesar 45,8%. 
 
Pendapatan dan (Beban) Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 
Rp(24.134) juta atau mengalami kenaikan sebesar 148,2% bila dibandingkan dengan Pendapatan dan (Beban) Lain-Lain 
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp(9.723) juta. Kenaikan Pendapatan dan 
Beban Lain-Lain ini disebabkan oleh kenaikan Beban Keuangan Bersih yang naik sebesar 97,3%.  
 
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp16.041 juta atau 
mengalami kenaikan sebesar 5,1%  jika dibandingkan dengan Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp15.256 juta. Kenaikan ini seiring dengan naiknya Laba Kotor, Laba Usaha dan 
Laba Sebelum Pajak yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 47,1% , 55,1% dan 9,4%. 
 
Penghasilan Komprehensif Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp241 
juta atau mengalami kenaikan sebesar 148,1% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain-Lain untuk 
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp97 juta. Kenaikan ini seiring dengan naiknya Bagian 
penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi setelah pajak dari Rp nihil di 31 Desember 2017 menjadi Rp76 juta di 31 
Desember 2018 serta kenaikan dari Pengukuran Kembali Imbalan Paska Kerja yang mengalami kenaikan 69,3%. 
 
 
 

 
                                                                                                                                                      

 

 Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 
2018 2017 2016 

Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laporan Laba Rugi:    
Pengukuran Kembali Imbalan Paska Kerja    

- Pengukuran Kembali Imbalan Paska Kerja  219   129   (79) 
- Pajak Penghasilan Terkait  (55)  (32)  20  

Bagian Dari Penghasilan Komprehensif Lain Dari Entitas Asosiasi Setelah Pajak    76   -     -    
Penghasilan / (Rugi) Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan  241   97   (59) 
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan  16.282      15.353    6.761  
 
Jumlah Penghasilan Komprehensif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp16.282 juta atau 
mengalami kenaikan sebesar 6,0%  jika dibandingkan dengan Laba (Rugi) Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp15.353 juta. Kenaikan ini seiring dengan naiknya Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak 
Perseroan dan Penghasilan Komprehensif Lain-Lain yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 5,1% dan 148,1%. 
 
Perbandingan untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan tahun yang berakhir pada                     
31 Desember 2016 
 
Penjualan Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp327.385 juta 
atau mengalami kenaikan sebesar 4,0% bila dibandingkan dengan Penjualan Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2016 yang sebesar Rp314.869 juta. Kenaikan penjualan bersih ini disebabkan adanya kenaikan penjualan 
kepada pihak berelasi terutama kepada entitas induk yang naik 16,1% dan penjualan fiber yang mengalami kenaikan 58,4%. 
Kenaikan penjualan Perseroan tersebut juga disebabkan oleh kenaikan volume penjualan re-PSF Perseroan dari 9.966 ton 
di 2016 menjadi 15.490 ton di 2017 atau mengalami kenaikan 58,6%.                                               
 
Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp(254.639) 
juta atau mengalami kenaikan sebesar 4,7% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp(243.170) juta. Kenaikan Beban Pokok Penjualan ini disebabkan oleh adanya 
kenaikan dalam Biaya Pokok Produksi sebesar 1,5% akibat Pembelian Bahan Baku yang kenaikan sebesar 21,7%. 
 

Beban Pokok Penjualan 2018 2017 2016 Kenaikan 
2018  

Kenaikan 
2017  

Awal Tahun          33.142                28.444              47.239  16,5% -39,8% 

Pembelian              213.215              186.575            153.287  14,3% 21,7% 

Akhir Tahun              (46.076)              (28.062)            (28.444) 64,2% -1,3% 

Jumlah Bahan Baku Digunakan             200.282              186.956            172.083  7,1% 8,6% 

Tenaga Kerja Langsung               31.155                23.812              30.206  30,8% -21,2% 

Biaya Produksi Tidak Langsung               54.679                39.864              44.748  37,2% -10,9% 

Biaya Pokok Produksi             286.115              250.632            247.037  14,2% 1,5% 

Persediaan Barang Jadi      

Persediaan Awal Tahun               25.112                24.104                8.773  4,2% 174,8% 

Pembelian               22.834                  5.015              11.464  355,3% -56,3% 

Persediaan Akhir Tahun              (45.427)              (25.112)            (24.104) 80,9% 4,2% 

Beban Pokok Produksi             288.635              254.639            243.170  13,4% 4,7% 
 
Membandingkan 2016 dan 2017, tidak ada perubahan signifikan dalam harga penjualan dan biaya produksi produk utama. 
Karena rasio Beban Pokok Penjualan terhadap Penjualan tetap hampir sama, peningkatan Penjualan dan peningkatan 
Beban Pokok Penjualan sangat selaras. 
 
Beban Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp(47.156) juta atau 
mengalami penurunan sebesar -16,1% bila dibandingkan dengan beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2016 yang sebesar Rp(56.226) juta. Penurunan Beban Penjualan ini disebabkan oleh turunnya Gaji dan 
Kesejahteraan Karyawan – Umum dan Administrasi yang mengalami penurunan sebesar  -52,2%.  
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Turunnya gaji karyawan di 31 Desember 2017 terjadi seiring dengan dengan penurunan jumlah karyawan di 31 Desember 
2017. 
 
Tabel komposisi karyawan menurut Lokasi 
 
 31 Desember 

2018 2017 2016 2015 2014 
Tangerang 66 - 119 296 339 
Banyuasin 107 107 107 113 108 
Karanganyar 266 204 257 318 312 
Mojokerto 163 125 106 - - 
Semarang  197 213 234 239 231 
Jumlah  799   649   823   966   990  
Sumber : Perseroan 
 
Tabel komposisi karyawan menurut Aktivitas Utama 
 
 31 Desember 

2018 2017 2016 2015 2014 
Produksi  600   446   604  777   790  
Non-Produksi  199   203   219   189   200  
Jumlah  799   649   823   966   990  
Sumber : Perseroan 
 
Penurunan jumlah karyawan di 2017 menjadi 649 karyawan dari 823 karyawan di 2016 terjadi karena proses restrukturisasi 
karyawan yang ada di Group Hilon Indonesia. Restrukturisasi karyawan ini terjadi seiring dengan perubahan strategi usaha 
dari Pabrik di Tangerang untuk lebih fokus kepada produksi re-PSF. Namun demikian Restrukturisasi karyawan yang terjadi 
bukan dengan memberhentikan karyawan namun dengan memindahkan ke bagian yang sama namun berbeda perusahaan 
yang ada didalam Group Hilon Indonesia. 
 
Walaupun tidak ada karyawan di Kantor Pusat dan Pabrik Tangerang pada tahun 2017, namun demikian masih terdapat 4 
direksi yang melakukan kegiatan sehari-hari di kantor pusat dari segi administrasi serta pemantauan ke 4 pabrik di lokasi 
lainnya. 
 
Beban Keuangan Neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp(11.677) 
juta atau mengalami kenaikan sebesar 8,7% bila dibandingkan dengan Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp(10.746) juta. Kenaikan Keuangan ini disebabkan oleh kenaikan Beban Bunga 
yang mengalami kenaikan sebesar 10,4% dari Rp(10.191) juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 
menjadi Rp(11.256) juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan beban bunga ini disebabkan oleh 
adanya utang jangka pendek dari Bank Shinhan Indonesia dan Bank Woori Saudara Indonesia. 
 
Bagian Laba Dari Entitas Asosiasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.954 
juta atau mengalami kenaikan sebesar 13,0% bila dibandingkan dengan Bagian Laba Dari Entitas Asosiasi untuk periode 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp1.729 juta. Kenaikan Bagian Laba Dari Entitas Asosiasi ini 
diperoleh dari bagian atas laba PT Urecel Indonesia dari investasi Perseroan di PT Urecel Indonesia sebesar 45,8%. 
 
Pendapatan dan (Beban) Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp(9.723) 
juta atau mengalami kenaikan sebesar 7,8% bila dibandingkan dengan Pendapatan dan (Beban) Lain-Lain untuk periode 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp(9.017) juta. Kenaikan Pendapatan dan Beban Lain-Lain ini 
disebabkan oleh kenaikan Beban Keuangan Bersih yang naik sebesar 8,7%. 
 
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp15.256 juta atau 
mengalami kenaikan sebesar 123,7%  jika dibandingkan dengan Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp6.821 juta. Kenaikan ini terutama seiring dengan naiknya Laba Kotor, 
Laba Usaha dan Laba Sebelum Pajak yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 1,5% , 41,6% dan 67,3%. 
 
Penghasilan Komprehensif Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp97 
juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp157 juta bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain-Lain untuk 
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Turunnya gaji karyawan di 31 Desember 2017 terjadi seiring dengan dengan penurunan jumlah karyawan di 31 Desember 
2017. 
 
Tabel komposisi karyawan menurut Lokasi 
 
 31 Desember 

2018 2017 2016 2015 2014 
Tangerang 66 - 119 296 339 
Banyuasin 107 107 107 113 108 
Karanganyar 266 204 257 318 312 
Mojokerto 163 125 106 - - 
Semarang  197 213 234 239 231 
Jumlah  799   649   823   966   990  
Sumber : Perseroan 
 
Tabel komposisi karyawan menurut Aktivitas Utama 
 
 31 Desember 

2018 2017 2016 2015 2014 
Produksi  600   446   604  777   790  
Non-Produksi  199   203   219   189   200  
Jumlah  799   649   823   966   990  
Sumber : Perseroan 
 
Penurunan jumlah karyawan di 2017 menjadi 649 karyawan dari 823 karyawan di 2016 terjadi karena proses restrukturisasi 
karyawan yang ada di Group Hilon Indonesia. Restrukturisasi karyawan ini terjadi seiring dengan perubahan strategi usaha 
dari Pabrik di Tangerang untuk lebih fokus kepada produksi re-PSF. Namun demikian Restrukturisasi karyawan yang terjadi 
bukan dengan memberhentikan karyawan namun dengan memindahkan ke bagian yang sama namun berbeda perusahaan 
yang ada didalam Group Hilon Indonesia. 
 
Walaupun tidak ada karyawan di Kantor Pusat dan Pabrik Tangerang pada tahun 2017, namun demikian masih terdapat 4 
direksi yang melakukan kegiatan sehari-hari di kantor pusat dari segi administrasi serta pemantauan ke 4 pabrik di lokasi 
lainnya. 
 
Beban Keuangan Neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp(11.677) 
juta atau mengalami kenaikan sebesar 8,7% bila dibandingkan dengan Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp(10.746) juta. Kenaikan Keuangan ini disebabkan oleh kenaikan Beban Bunga 
yang mengalami kenaikan sebesar 10,4% dari Rp(10.191) juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 
menjadi Rp(11.256) juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan beban bunga ini disebabkan oleh 
adanya utang jangka pendek dari Bank Shinhan Indonesia dan Bank Woori Saudara Indonesia. 
 
Bagian Laba Dari Entitas Asosiasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.954 
juta atau mengalami kenaikan sebesar 13,0% bila dibandingkan dengan Bagian Laba Dari Entitas Asosiasi untuk periode 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp1.729 juta. Kenaikan Bagian Laba Dari Entitas Asosiasi ini 
diperoleh dari bagian atas laba PT Urecel Indonesia dari investasi Perseroan di PT Urecel Indonesia sebesar 45,8%. 
 
Pendapatan dan (Beban) Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp(9.723) 
juta atau mengalami kenaikan sebesar 7,8% bila dibandingkan dengan Pendapatan dan (Beban) Lain-Lain untuk periode 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp(9.017) juta. Kenaikan Pendapatan dan Beban Lain-Lain ini 
disebabkan oleh kenaikan Beban Keuangan Bersih yang naik sebesar 8,7%. 
 
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp15.256 juta atau 
mengalami kenaikan sebesar 123,7%  jika dibandingkan dengan Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp6.821 juta. Kenaikan ini terutama seiring dengan naiknya Laba Kotor, 
Laba Usaha dan Laba Sebelum Pajak yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 1,5% , 41,6% dan 67,3%. 
 
Penghasilan Komprehensif Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp97 
juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp157 juta bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain-Lain untuk 

 
                                                                                                                                                      

 

periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp(59) juta. Kenaikan ini seiring dengan naiknya 
Pengukuran Kembali Imbalan Paska Kerja menjadi Rp129 juta di 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 
2016 sebesar Rp(79) juta 
 
 Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 

2018 2017 2016 
Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laporan Laba Rugi:    
Pengukuran Kembali Imbalan Paska Kerja    

- Pengukuran Kembali Imbalan Paska Kerja  219   129   (79) 
- Pajak Penghasilan Terkait  (55)  (32)  20  

Bagian Dari Penghasilan Komprehensif Lain Dari Entitas Asosiasi Setelah Pajak    76   -     -    
Penghasilan / (Rugi) Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan  241   97   (59) 
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan  16.282      15.353    6.761  
 
Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp15.353 juta atau mengalami 
kenaikan sebesar 127,1%  jika dibandingkan dengan Laba (Rugi) Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2016 sebesar Rp6.761 juta. Kenaikan ini seiring dengan naiknya Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Perseroan 
mengalami kenaikan sebesar 123,7% dan naiknya Penghasilan Komprehensif Lain-Lain yang sebesar Rp157 juta. 
 
ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN 
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Aset, Liabilitas dan Ekuitas - dalam Rp Juta

 
 

Dalam Rp juta Des 2018 Des 2017 Des 2016 
Kas dan setara Kas  45.468   18.951   12.857  
Piutang Usaha - Pihak Berelasi  46.626   43.966   45.504  
Piutang Usaha - Pihak Ketiga  21.754   31.083   17.946  
Persediaan  99.811   57.891   55.024  
Beban Dibayar Dimuka  639   680   844  
Pajak Dibayar Dimuka  3.196   1.135   905  
Uang Muka   3.340   5.196   3.702  
Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi  9.043   -     -    
Aset Keuangan Lancar Lainnya  4.639   5.437   742  
Aset Lancar  234.516   164.340   137.524  
Investasi pada Entitas Asosiasi  15.667   16.688   14.734  
Aset Pajak Tangguhan  -     -     930  
Aset Tetap  298.091   208.676   197.006  
Properti Investasi  20.823   21.703   22.583  
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Dalam Rp juta Des 2018 Des 2017 Des 2016 
Uang Muka Jangka Panjang  3.599   -     -    
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya  -     2.785   2.234  
Aset Tidak Lancar  338.180   249.852   237.487  
Total Aset  572.696   414.192   375.011  

Kenaikan/Penurunan 
Kas dan setara Kas 139,9% 47,4% 

 

Piutang Usaha - Pihak Berelasi 6,0% -3,4% 
 

Piutang Usaha - Pihak Ketiga -30,0% 73,2% 
 

Persediaaan 72,4% 5,2% 
 

Beban Dibayar Dimuka -6,0% -19,5% 
 

Pajak Dibayar Dimuka 181,5% 25,5% 
 

Uang Muka  -35,7% 40,4% 
 

Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi 
   

Aset Keuangan Lancar Lainnya -14,7% 632,9% 
 

Aset Lancar 42,7% 19,5% 
 

Investasi pada Entitas Asosiasi -6,1% 13,3% 
 

Aset Pajak Tangguhan 
   

Aset Tetap 42,8% 5,9% 
 

Properti Investasi -4,1% -3,9% 
 

Uang Muka Jangka Panjang 
   

Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya -100,0% 24,7% 
 

Aset Tidak Lancar 35,4% 5,2% 
 

Total Aset 38,3% 10,4% 
 

 
Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017  
 
Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp572.696 juta atau mengalami peningkatan sebesar 
38,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp414.192 juta. Peningkatan Aset 
Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar yang masing-masing mengalami 
kenaikan sebesar 42,7% dan 35,4%. 
 
Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp234.516 juta atau meningkat sebesar 42,7% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp164.340 juta. Peningkatan Aset Lancar Perseroan 
tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Kas dan Setara Kas serta Persediaan yang mengalami kenaikan masing-
masing sebesar 139,9% ; 72,4%. 
 
Kas dan Setara Kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp45.468 juta, atau meningkat sebesar 
139,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp18.951 juta. Peningkatan Kas dan 
Setara Kas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh adanya deposito jangka pendek PT Bank Woori Saudara 
Indonesia Tbk dan PT Bank Shinhan Indonesia masing-masing mengalami kenaikan Rp21.721 juta dan Rp7.240 juta. 
 
Persediaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp99.811 juta atau meningkat sebesar 72,4% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp57.891 juta. Peningkatan Persediaan tersebut 
disebabkan oleh kenaikan pada Bahan Baku dan Bahan Jadi yang mengalami kenaikan masing-masing  sebesar 64,2% dan 
80,9%. 
 
Piutang Usaha – Pihak Ketiga dari Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp21.754 juta, atau 
mengalami penurunan sebesar -30,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp31.083 
juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan 
31 Desember 2017 yang dimana Piutang belum jatuh tempo dan Piutang yang lewat jatuh tempo kurang dari 90 hari dan 
Piutang yang lewat jatuh tempo dalam 90 hari - 180 hari yang mengalami penurunan masing-masing sebesar -21,3%, -
39,7% dan -17,7%.  Seperti yang dapat terlihat pada tabel di bawah ini. 
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Dalam Rp juta Des 2018 Des 2017 Des 2016 
Uang Muka Jangka Panjang  3.599   -     -    
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya  -     2.785   2.234  
Aset Tidak Lancar  338.180   249.852   237.487  
Total Aset  572.696   414.192   375.011  

Kenaikan/Penurunan 
Kas dan setara Kas 139,9% 47,4% 

 

Piutang Usaha - Pihak Berelasi 6,0% -3,4% 
 

Piutang Usaha - Pihak Ketiga -30,0% 73,2% 
 

Persediaaan 72,4% 5,2% 
 

Beban Dibayar Dimuka -6,0% -19,5% 
 

Pajak Dibayar Dimuka 181,5% 25,5% 
 

Uang Muka  -35,7% 40,4% 
 

Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi 
   

Aset Keuangan Lancar Lainnya -14,7% 632,9% 
 

Aset Lancar 42,7% 19,5% 
 

Investasi pada Entitas Asosiasi -6,1% 13,3% 
 

Aset Pajak Tangguhan 
   

Aset Tetap 42,8% 5,9% 
 

Properti Investasi -4,1% -3,9% 
 

Uang Muka Jangka Panjang 
   

Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya -100,0% 24,7% 
 

Aset Tidak Lancar 35,4% 5,2% 
 

Total Aset 38,3% 10,4% 
 

 
Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017  
 
Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp572.696 juta atau mengalami peningkatan sebesar 
38,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp414.192 juta. Peningkatan Aset 
Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar yang masing-masing mengalami 
kenaikan sebesar 42,7% dan 35,4%. 
 
Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp234.516 juta atau meningkat sebesar 42,7% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp164.340 juta. Peningkatan Aset Lancar Perseroan 
tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Kas dan Setara Kas serta Persediaan yang mengalami kenaikan masing-
masing sebesar 139,9% ; 72,4%. 
 
Kas dan Setara Kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp45.468 juta, atau meningkat sebesar 
139,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp18.951 juta. Peningkatan Kas dan 
Setara Kas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh adanya deposito jangka pendek PT Bank Woori Saudara 
Indonesia Tbk dan PT Bank Shinhan Indonesia masing-masing mengalami kenaikan Rp21.721 juta dan Rp7.240 juta. 
 
Persediaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp99.811 juta atau meningkat sebesar 72,4% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp57.891 juta. Peningkatan Persediaan tersebut 
disebabkan oleh kenaikan pada Bahan Baku dan Bahan Jadi yang mengalami kenaikan masing-masing  sebesar 64,2% dan 
80,9%. 
 
Piutang Usaha – Pihak Ketiga dari Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp21.754 juta, atau 
mengalami penurunan sebesar -30,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp31.083 
juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan 
31 Desember 2017 yang dimana Piutang belum jatuh tempo dan Piutang yang lewat jatuh tempo kurang dari 90 hari dan 
Piutang yang lewat jatuh tempo dalam 90 hari - 180 hari yang mengalami penurunan masing-masing sebesar -21,3%, -
39,7% dan -17,7%.  Seperti yang dapat terlihat pada tabel di bawah ini. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                      

 

Rp juta Des 2018 Des 2017 Kenaikan 
(Penurunan) 

% Kenaikan 
(Penurunan) 

Piutang Usaha – Pihak Ketiga       
Belum Jatuh Tempo              12.036               15.287                (3.251) -21,3% 
Lewat Jatuh Tempo tetapi tidak mengalami 
penurunan nilai       
<90 hari                8.989               14.911                (5.922) -39,7% 
 90-180 Hari                    729                     885                   (156) -17,7% 
 > 180 Hari   -       -        
Lewat Jatuh Tempo dan mengalami penurunan 
nilai   -       -        
Total              21.754               31.083                (9.330) -30,0% 
Piutang Usaha - Pihak Berelasi       
Belum Jatuh Tempo              17.556               20.726                (3.171) -15,3% 
Lewat Jatuh Tempo tetapi tidak mengalami 
penurunan nilai       
<90 hari                9.042                 6.069                 2.973  49,0% 
 90-180 Hari              20.028               17.171                 2.857  16,6% 
 > 180 Hari   -       -        
Lewat Jatuh Tempo dan mengalami penurunan 
nilai   -       -        
Total              46.626               43.966                 2.660  6,0% 
Piutang Usaha - Total       
Belum Jatuh Tempo              29.592               36.014                (6.422) -17,8% 
Lewat Jatuh Tempo tetapi tidak mengalami 
penurunan nilai       
<90 hari              18.031               20.980                (2.949) -14,1% 
 90-180 Hari              20.757               18.056                 2.701  15,0% 
 > 180 Hari   -       -        
Lewat Jatuh Tempo dan mengalami penurunan 
nilai   -       -        
Total              68.380               75.050                (6.670) -8,9% 

Sumber : Perseroan 
 
Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp338.180 juta atau meningkat sebesar 
35,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp249.852 juta. Peningkatan Aset Tidak 
Lancar tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Aset Tetap sebesar 42,8%. 
 
Aset Tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp298.091 juta, atau naik sebesar 42,8% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp208.676 juta. Naiknya Aset Tetap Perseroan                   
di 31 Desember 2018 sebesar Rp89.415 juta yang sebagian besar berasal dari penambahan Mesin sebesar Rp35.569 juta 
dan penambahan Aset Dalam Proses Pembangunan senilai Rp65.890 juta. 
 
Aset Dalam Proses Pembangunan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp28.319 juta, atau naik sebesar 
220,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp8.825 juta. Aset dalam pembangunan 
ini merupakan Aset dalam proses pembangunan untuk pabrik dan peningkatan kapasitas mesin untuk lokasi Pabrik yang 
ada di Tangerang dan Mojokerto. 
 
Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016 
 
Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp414.192 juta, atau meningkat sebesar 10,4% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp375.011 juta. Peningkatan Aset Perseroan tersebut 
terutama disebabkan oleh kenaikan Aset Lancar sebesar 19,5% dan Aset Tidak Lancar naik 5,2%. 
 
Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp164.340 juta, atau mengalami kenaikan sebesar 
19,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp137.524 juta. Kenaikan Aset Lancar 
Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh Piutang Usaha - Pihak Ketiga dan Kas dan Setara Kas yang mengalami 
kenaikan masing-masing sebesar 73,2% dan 47,4%. 
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Kas dan Setara Kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp18.951 juta, atau meningkat sebesar 
47,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp12.857 juta. Peningkatan Kas dan 
Setara Kas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penempatan di Bank Woori Saudara Indonesia Tbk 
dan PT Bank Central Asia, Tbk yang mengalami kenaikan masing-masing Rp2.523 juta (12.022,3%) dan Rp3.377 juta 
(116,7%). 
 
Piutang Usaha – Pihak Ketiga dari Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp31.083 juta, atau 
mengalami kenaikan sebesar 73,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp17.946 
juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 
31 Desember 2016 dimana Piutang belum jatuh tempo dan Piutang yang lewat jatuh tempo kurang dari 90 hari dan Piutang 
yang lewat jatuh tempo dalam 90 hari - 180 hari yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 44,6%, 118,8% dan 
57,9%.  Seperti yang dapat terlihat pada tabel di bawah ini.. 
 

Rp juta Des 2017 Des 2016  Kenaikan 
(Penurunan)  

% Kenaikan 
(Penurunan) 

Piutang Usaha – Pihak Ketiga       
Belum Jatuh Tempo                15.287                 10.572                   4.716  44,6% 
Lewat Jatuh Tempo tetapi tidak mengalami 
penurunan nilai - -  - -  
<90 hari                14.911                   6.814                   8.097  118,8% 
 90-180 Hari                      885                       560                       325  57,9% 
 > 180 Hari   -      -     - -  
Lewat Jatuh Tempo dan mengalami penurunan 
nilai   -      -     - -  
Total                31.083                 17.946                 13.137  73,2% 

Piutang Usaha - Pihak Berelasi       
Belum Jatuh Tempo                20.726                 12.766                   7.960  62,4% 
Lewat Jatuh Tempo tetapi tidak mengalami 
penurunan nilai - -  -  - 
<90 hari                  6.069                   4.648                   1.421  30,6% 
 90-180 Hari                17.171                 28.090               (10.918) -38,9% 
 > 180 Hari   -       -     -  - 
Lewat Jatuh Tempo dan mengalami penurunan 
nilai   -       -     - -  
Total                43.966                 45.504                  (1.537) -3,4% 

Piutang Usaha - Total       
Belum Jatuh Tempo                36.014                 23.337                 12.676  54,3% 
Lewat Jatuh Tempo tetapi tidak mengalami 
penurunan nilai  -  - -  
<90 hari                20.980                 11.463                   9.517  83,0% 
 90-180 Hari                18.056                 28.650               (10.594) -37,0% 
 > 180 Hari   -       -     - -  
Lewat Jatuh Tempo dan mengalami penurunan 
nilai   -       -     - -  
Total                75.050                 63.450                 11.600  18,3% 

Sumber; Perseroan 
 
Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp249.852 juta atau meningkat sebesar 
5,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp237.487 juta. Peningkatan Aset Tidak 
Lancar tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Aset Tetap sebesar 5,9%. 
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Kas dan Setara Kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp18.951 juta, atau meningkat sebesar 
47,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp12.857 juta. Peningkatan Kas dan 
Setara Kas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penempatan di Bank Woori Saudara Indonesia Tbk 
dan PT Bank Central Asia, Tbk yang mengalami kenaikan masing-masing Rp2.523 juta (12.022,3%) dan Rp3.377 juta 
(116,7%). 
 
Piutang Usaha – Pihak Ketiga dari Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp31.083 juta, atau 
mengalami kenaikan sebesar 73,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp17.946 
juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 
31 Desember 2016 dimana Piutang belum jatuh tempo dan Piutang yang lewat jatuh tempo kurang dari 90 hari dan Piutang 
yang lewat jatuh tempo dalam 90 hari - 180 hari yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 44,6%, 118,8% dan 
57,9%.  Seperti yang dapat terlihat pada tabel di bawah ini.. 
 

Rp juta Des 2017 Des 2016  Kenaikan 
(Penurunan)  

% Kenaikan 
(Penurunan) 

Piutang Usaha – Pihak Ketiga       
Belum Jatuh Tempo                15.287                 10.572                   4.716  44,6% 
Lewat Jatuh Tempo tetapi tidak mengalami 
penurunan nilai - -  - -  
<90 hari                14.911                   6.814                   8.097  118,8% 
 90-180 Hari                      885                       560                       325  57,9% 
 > 180 Hari   -      -     - -  
Lewat Jatuh Tempo dan mengalami penurunan 
nilai   -      -     - -  
Total                31.083                 17.946                 13.137  73,2% 

Piutang Usaha - Pihak Berelasi       
Belum Jatuh Tempo                20.726                 12.766                   7.960  62,4% 
Lewat Jatuh Tempo tetapi tidak mengalami 
penurunan nilai - -  -  - 
<90 hari                  6.069                   4.648                   1.421  30,6% 
 90-180 Hari                17.171                 28.090               (10.918) -38,9% 
 > 180 Hari   -       -     -  - 
Lewat Jatuh Tempo dan mengalami penurunan 
nilai   -       -     - -  
Total                43.966                 45.504                  (1.537) -3,4% 

Piutang Usaha - Total       
Belum Jatuh Tempo                36.014                 23.337                 12.676  54,3% 
Lewat Jatuh Tempo tetapi tidak mengalami 
penurunan nilai  -  - -  
<90 hari                20.980                 11.463                   9.517  83,0% 
 90-180 Hari                18.056                 28.650               (10.594) -37,0% 
 > 180 Hari   -       -     - -  
Lewat Jatuh Tempo dan mengalami penurunan 
nilai   -       -     - -  
Total                75.050                 63.450                 11.600  18,3% 

Sumber; Perseroan 
 
Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp249.852 juta atau meningkat sebesar 
5,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp237.487 juta. Peningkatan Aset Tidak 
Lancar tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Aset Tetap sebesar 5,9%. 
 

 
                                                                                                                                                      

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Dalam Rp juta Des 2018 Des 2017 Des 2016 
 Utang Bank Jangka Pendek   116.367   46.742   -    
 Utang usaha - Pihak Berelasi   5.535   6.305   28.864  
 Utang usaha - Pihak Ketiga   41.159   15.224   34.150  
 Utang Lain-lain Pihak Berelasi   410   -     -    
 Utang Lain-lain Pihak Ketiga   3.273   -     -    
 Utang Pajak - Penghasilan Badan   211   473   95  
 Utang Pajak - Lain-lain   604   1.313   539  
 Akrual   42.778   20.993   14.180  
 Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lain-lain   353   3.196   653  
 Bagian Jangka Pendek Dari Liabilitas Jangka Panjang  

   

    Liabilitas Sewa Pembiayaan   2.896   5.419   12.921  
    Pinjaman Jangka Panjang Lain-lain   21.891   -     -    
    Pinjaman Bank Jangka Panjang   -     -     246  
 Liabilitas Jangka Pendek   235.476   99.664   91.648  
 Utang Pihak Berelasi    -     125.114   119.348  
 Liabilitas Sewa Pembiayaan   -     2.710   8.062  
 Liabilitas Pajak Tangguhan   2.169   1.782   -    
 Pinjaman Jangka Panjang Lainnya   167.322   33.721   18.557  
 Kewajiban Imbalan Paskakerja   1.253   1.007   2.555  
 Liabilitas Jangka Panjang   170.744   164.333   148.522  
 Total Liabilitas   406.220   263.998   240.170  
Total Ekuitas  166.476   150.194   134.841  
Total Liabilitas dan Ekuitas  572.696   414.192   375.011  

Kenaikan/Penurunan 
Utang Bank Jangka Pendek  149,0% 

  
Utang usaha - Pihak Berelasi  -12,2% -78,2%  
Utang usaha - Pihak Ketiga  170,3% -55,4%  
Utang Lain-lain Pihak Berelasi  

   
Utang Lain-lain Pihak Ketiga  

   
Utang Pajak - Penghasilan Badan  -55,3% 394,9%  
Utang Pajak - Lain-lain  -54,0% 143,5%  
Akrual  103,8% 48,0%  
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lain-lain  -89,0% 389,5%  
Bagian jangka pendek dari liabilitas jangka panjang 

   
   Liabilitas Sewa Pembiayaan -46,6% -58,1%  
   Pinjaman Jangka Panjang Lain-lain 

   
   Pinjaman Bank Jangka Panjang 

   
Liabilitas Jangka Pendek 136,3% 8,7%  
Utang Pihak Berelasi  -100,0% 4,8%  
Liabilitas Sewa Pembiayaan -100,0% -66,4%  
Liabilitas Pajak Tangguhan 21,7% 

  
Pinjaman Jangka Panjang Lainnya 396,2% 81,7%  
Kewajiban Imbalan Paskakerja 24,4% -60,6%  
Liabilitas Jangka Panjang 3,9% 10,6%  
Total Liabilitas 53,9% 9,9%  
Total Ekuitas 10,8% 11,4%  
Total Liabilitas dan Ekuitas 38,3% 10,4%  
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Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017 
 
Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp406.220 juta, atau mengalami kenaikan 
sebesar 53,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp263.998 juta. Kenaikan Total 
Liabilitas Perseroan tersebut berasal dari kenaikan Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang yang masing-
masing naik sebesar 136,3% dan 3,9%. 
 
Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp235.476 juta atau mengalami 
kenaikan sebesar 136,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp99.664 juta. 
Kenaikan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Utang Bank Jangka Pendek, 
Utang Usaha - Pihak Ketiga dan Akrual yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 149,0% ; 170,3% dan 103.8%. 
 
Utang Bank Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp116.367 juta atau mengalami 
kenaikan sebesar 149,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp46.742 juta. 
Kenaikan Utang Bank Jangka Pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Utang Bank Jangka Pendek 
dari PT Bank Permata Tbk yang mengalami kenaikan dari Rp nihil di 31 Desember 2017 menjadi Rp15.000 juta di 31 
Desember 2018, serta kenaikan Utang Bank Jangka Pendek dari Bank Shinhan Indonesia menjadi Rp101.367 juta di 31 
Desember 2018 dari Rp27.096 juta di 31 Desember 2017 atau naik 274,1%. 
 
Utang Usaha Pihak Ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp41.159 juta atau mengalami 
kenaikan sebesar 170,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp15.224 juta. 
Kenaikan Utang Utang Usaha Pihak Ketiga tersebut berasal dari transaksi pembelian bahan baku, suku cadang, bahan 
pembantu, dan barang jasa lain untuk kegiatan operasional. 
 
Akrual Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp42.778 juta atau mengalami kenaikan sebesar 
103,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp20.993 juta. Kenaikan Akrual tersebut 
berasal dari kenaikan Bunga yang mengalami kenaikan sebesar 99,8%. 
 
Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp170.744 juta atau mengalami 
kenaikan sebesar 3,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp164.333 juta. Kenaikan 
Liabilitas Jangka Panjang tersebut berasal dari Pinjaman Jangka Lainnya yang mengalami kenaikan sebesar 396,2%. 
 
Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp166.476 juta, atau meningkat sebesar 10,8% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp150.194 juta. Peningkatan Ekuitas tersebut 
disebabkan oleh peningkatan Saldo Laba Yang Belum Dicadangkan sebesar 47,6%. Peningkatan Saldo Laba Dimaksud 
adalah berasal dari Laba Bersih tahun 2018 yang masuk kedalam saldo laba yang belum dicadangkan. Hal ini disebabkan 
belum ada keputusan RUPS yang menyatakan bagian laba masuk dalam Saldo Laba yang di cadangkan oleh Perseroan 
selain dari RUPS yang dilakukan pada tahun 2015. 
 
Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016 
 
Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp263.998 juta, atau mengalami kenaikan 
sebesar 9,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp240.170 juta. Kenaikan Total 
Liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan yang berasal dari Liabilitas Jangka Pendek yang naik 8,7% 
sedangkan Liabilitas Jangka Panjang naik sebesar 10,6%. 
 
Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp99.664 juta, atau mengalami kenaikan sebesar 
8,7% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp91.648 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh 
kenaikan Beban Akrual sebesar 48,0%. 
 
Utang Bank Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp46.742 juta atau mengalami 
kenaikan sebesar 100,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp nihil. Kenaikan 
Utang Bank Jangka Pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Utang Bank Jangka Pendek dari PT 
Bank Shinhan dan dari Bank Woori Saudara Indonesia Tbk. 
 
Utang Usaha Pihak Ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp15.224 juta atau mengalami 
penurunan sebesar -55,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp34.150 juta. 
Penurunan Utang Utang Usaha Pihak Ketiga tersebut berasal dari transaksi pembelian bahan baku, suku cadang, bahan 
pembantu, dan barang jasa lain untuk kegiatan operasional. 
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Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017 
 
Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp406.220 juta, atau mengalami kenaikan 
sebesar 53,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp263.998 juta. Kenaikan Total 
Liabilitas Perseroan tersebut berasal dari kenaikan Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang yang masing-
masing naik sebesar 136,3% dan 3,9%. 
 
Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp235.476 juta atau mengalami 
kenaikan sebesar 136,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp99.664 juta. 
Kenaikan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Utang Bank Jangka Pendek, 
Utang Usaha - Pihak Ketiga dan Akrual yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 149,0% ; 170,3% dan 103.8%. 
 
Utang Bank Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp116.367 juta atau mengalami 
kenaikan sebesar 149,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp46.742 juta. 
Kenaikan Utang Bank Jangka Pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Utang Bank Jangka Pendek 
dari PT Bank Permata Tbk yang mengalami kenaikan dari Rp nihil di 31 Desember 2017 menjadi Rp15.000 juta di 31 
Desember 2018, serta kenaikan Utang Bank Jangka Pendek dari Bank Shinhan Indonesia menjadi Rp101.367 juta di 31 
Desember 2018 dari Rp27.096 juta di 31 Desember 2017 atau naik 274,1%. 
 
Utang Usaha Pihak Ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp41.159 juta atau mengalami 
kenaikan sebesar 170,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp15.224 juta. 
Kenaikan Utang Utang Usaha Pihak Ketiga tersebut berasal dari transaksi pembelian bahan baku, suku cadang, bahan 
pembantu, dan barang jasa lain untuk kegiatan operasional. 
 
Akrual Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp42.778 juta atau mengalami kenaikan sebesar 
103,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp20.993 juta. Kenaikan Akrual tersebut 
berasal dari kenaikan Bunga yang mengalami kenaikan sebesar 99,8%. 
 
Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp170.744 juta atau mengalami 
kenaikan sebesar 3,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp164.333 juta. Kenaikan 
Liabilitas Jangka Panjang tersebut berasal dari Pinjaman Jangka Lainnya yang mengalami kenaikan sebesar 396,2%. 
 
Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp166.476 juta, atau meningkat sebesar 10,8% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp150.194 juta. Peningkatan Ekuitas tersebut 
disebabkan oleh peningkatan Saldo Laba Yang Belum Dicadangkan sebesar 47,6%. Peningkatan Saldo Laba Dimaksud 
adalah berasal dari Laba Bersih tahun 2018 yang masuk kedalam saldo laba yang belum dicadangkan. Hal ini disebabkan 
belum ada keputusan RUPS yang menyatakan bagian laba masuk dalam Saldo Laba yang di cadangkan oleh Perseroan 
selain dari RUPS yang dilakukan pada tahun 2015. 
 
Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016 
 
Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp263.998 juta, atau mengalami kenaikan 
sebesar 9,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp240.170 juta. Kenaikan Total 
Liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan yang berasal dari Liabilitas Jangka Pendek yang naik 8,7% 
sedangkan Liabilitas Jangka Panjang naik sebesar 10,6%. 
 
Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp99.664 juta, atau mengalami kenaikan sebesar 
8,7% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp91.648 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh 
kenaikan Beban Akrual sebesar 48,0%. 
 
Utang Bank Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp46.742 juta atau mengalami 
kenaikan sebesar 100,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp nihil. Kenaikan 
Utang Bank Jangka Pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Utang Bank Jangka Pendek dari PT 
Bank Shinhan dan dari Bank Woori Saudara Indonesia Tbk. 
 
Utang Usaha Pihak Ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp15.224 juta atau mengalami 
penurunan sebesar -55,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp34.150 juta. 
Penurunan Utang Utang Usaha Pihak Ketiga tersebut berasal dari transaksi pembelian bahan baku, suku cadang, bahan 
pembantu, dan barang jasa lain untuk kegiatan operasional. 

 
                                                                                                                                                      

 

Akrual Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp20.993 juta atau mengalami kenaikan sebesar 48,0% 
jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp14.180 juta. Kenaikan Akrual tersebut berasal 
dari kenaikan Bunga yang mengalami kenaikan sebesar 83,0%. 
Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp164.333 juta, atau naik sebesar 10,6% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp148.522 juta. Kenaikan disebabkan oleh kenaikan 
Utang - Pihak Berelasi yang mengalami kenaikan 4,8% sedangkan Pinjaman Jangka Panjang Lainnya mengalami kenaikan 
81,7%. 
 
Utang Pihak Berelasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp125.114 juta, atau naik sebesar 4,8% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp119.348 juta. Kenaikan disebabkan oleh kenaikan 
Utang yang berasal dari PT Hilon Indonesia dan PT Putra Kary International. 
 
Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp150.194 juta, atau meningkat sebesar 11,4% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp134.841 juta. Peningkatan Ekuitas tersebut 
terutama disebabkan oleh kenaikan Saldo Laba yang belum dicadangkan sebesar 81,4%. Peningkatan Saldo Laba 
Dimaksud adalah berasal dari Laba Bersih tahun 2017 yang masuk kedalam saldo laba yang belum dicadangkan. Hal ini 
disebabkan belum ada keputusan RUPS yang menyatakan bagian laba masuk dalam Saldo Laba yang di cadangkan oleh 
Perseroan selain dari RUPS yang dilakukan pada tahun 2015. 
 
ANALISIS LAPORAN ARUS KAS 
 
Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas Perseroan : 
 

 31 Des 2018 31 Des 2017 31 Des 2016 
Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi  52.541   (34.328)  39.188  

Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi  (107.300)  (17.972)  (59.092) 
Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan  78.510   58.356  13.578 

Kenaikan Kas dan Setara Kas 23.751   6.056   (6.327) 
Dampak Selisih Kurs Atas Kas dan Setara Kas 2.766 38 (28) 
Saldo Awal Kas dan Setara Kas 18.951 12.857 19.210 
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas 45.468 18.951 12.857 

 
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018  
 
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar                             
Rp 52.541 juta. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari Penerimaan Kas Dari 
Pelanggan dan Penerimaan Pendapatan Bunga masing–masing sebesar : Rp424.420 juta dan Rp447 juta. Sedangkan arus 
kas yang digunakan untuk aktivitas operasi digunakan untuk pembayaran kas kepada Pemasok, Pembayaran Kepada 
Karyawan, Pembayaran Pajak Penghasilan dan Pembayaran Bunga  masing-masing sebesar : Rp(309.902) juta ; 
Rp(49.346) juta ; Rp(7.640) juta dan Rp(5.438) juta.  

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 
sebesar Rp(107.300) juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari Perolehan Aset 
Tetap sebesar Rp(109.064) juta. Sedangkan Penerimaan berasal dari penjualan aset tetap sebesar Rp1.764 juta. 
 
Kas Bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 
sebesar Rp78.510 juta Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terutama berasal dari Penerimaan Pinjaman 
Jangka Pendek sebesar Rp86.830 juta dan Penerimaan Kewajiban Jangka Panjang Lain-Lain sebesar Rp142.450 juta.                  
Kas Bersih aktivitas pembiayaan dibayarkan untuk : Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek, Pembayaran Utang 
Kepada Pihak Berelasi Dan Pembayaran Kewajiban Sewa Pembiayaan, Pembayaran Sewa Pembiayaan Dan Pembayaran 
Pinjaman Jangka Panjang Lain-Lain – Pihak Ketiga yang masing-masing sebesar : Rp(19.497) juta ; Rp(122.733) juta ; Rp 
(5.420) juta dan Rp(3.121) juta. 
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Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 
 
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar 
Rp(34.328) juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari Penerimaan Kas Dari 
Pelanggan dan Penerimaan Pendapatan Bunga masing–masing sebesar : Rp315.785 juta dan Rp85 juta. Sedangkan arus 
kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk : Pembayaran Kas Kepada Pemasok, Pembayaran 
Kepada Karyawan, Pembayaran Pajak Penghasilan dan Pembayaran Bunga masing-masing sebesar : Rp(303.815) juta ; 
Rp(41.389) juta ; Rp(1.519) juta dan Rp(3.476) juta.  
 
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah 
sebesar Rp(17.972) juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari penambahan aset 
tetap sebesar Rp(19.302) juta. Sedangkapan Penerimaan berasal dari penjualan aset tetap sebesar Rp1.330 juta  
 
Kas Bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah 
sebesar Rp58.356 juta Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanan terutama berasal dari Penerimaan Utang Bank 
Jangka Pendek, Penerimaan Utang Kepada Pihak Berelasi Dan Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang Lain-lain yang 
masing-masing sebesar Rp46.742 juta ; Rp9.551 juta dan Rp15.163 juta. Sedangkan pengeluaran digunakan untuk : 
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Panjang dan Pembayaran Kewajiban Sewa Pembiayaan yang masing-masing sebesar 
: Rp(246) juta dan Rp(12.854) juta. 
 
Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 
 
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar 
Rp39.188 juta. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari Penerimaan Kas Dari 
Pelanggan dan Pembayaran Bunga masing–masing sebesar : Rp312.292 juta dan Rp150 juta. Sedangkan arus kas yang 
digunakan untuk aktivitas operasi digunakan untuk : Pembayaran Kepada Pemasok, Pembayaran Kepada Karyawan, Pajak 
Penghasilan dan Pembayaran Bunga masing-masing sebesar : Rp(201.964) juta ; Rp(64.120) juta ; Rp(4.699) juta dan 
Rp(2.470) juta.  
 
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 
sebesar Rp(59.092) juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut berasal dari penambahan aset tetap. 
 
Kas Bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 
sebesar Rp13.578 juta. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terutama berasal dari : Penerimaan Utang Kepada 
Pihak Berelasi,  Penerimaan Kewajiban Sewa Pembiayaan dan Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang Lain-Lain masing-
masing sebesar : Rp14.293 juta ; Rp13.355 juta dan Rp11.660 juta. Sedangkan pengeluaran digunakan untuk : Pembayaran 
Pinjaman Bank Jangka Panjang, Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek dan Pinjaman Sewa Pembiayaan – Pihak Ketiga 
masing-masing sebesar : Rp(7.124) juta ; Rp(8.277) juta dan Rp(10.329) juta. 
 
BELANJA MODAL 
 
Secara historis, sumber dana yang digunakan Perseroan untuk mendanai belanja modal berasal dari pinjaman bank dan 
saldo laba ditahan Perseroan yang merupakan hasil pendanaan dan usaha Perseroan. Pengeluaran belanja modal tersebut 
dimaksudkan untuk perbaikan kegiatan operasional dalam menjalankan aktivitas untuk meningkatkan pendapatan Perseroan 
yaitu melalui penambahan aset tetap berupa Tanah, Bangunan, Mesin, Inventaris, Peralatan, Kendaraan sehubungan untuk 
peningkatan kegiatan produksi Perseroan. 
 
Sumber dana pembelian barang modal berasal dari hasil operasi Perseroan maupun pendanaan pihak ketiga. Pembelian 
barang modal diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Perseroan. Sebagian besar barang modal 
yang dibelanjakan berupa mesin yang digunakan dalam kegiatan operasional.  
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Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 
 
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar 
Rp(34.328) juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari Penerimaan Kas Dari 
Pelanggan dan Penerimaan Pendapatan Bunga masing–masing sebesar : Rp315.785 juta dan Rp85 juta. Sedangkan arus 
kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk : Pembayaran Kas Kepada Pemasok, Pembayaran 
Kepada Karyawan, Pembayaran Pajak Penghasilan dan Pembayaran Bunga masing-masing sebesar : Rp(303.815) juta ; 
Rp(41.389) juta ; Rp(1.519) juta dan Rp(3.476) juta.  
 
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah 
sebesar Rp(17.972) juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari penambahan aset 
tetap sebesar Rp(19.302) juta. Sedangkapan Penerimaan berasal dari penjualan aset tetap sebesar Rp1.330 juta  
 
Kas Bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah 
sebesar Rp58.356 juta Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanan terutama berasal dari Penerimaan Utang Bank 
Jangka Pendek, Penerimaan Utang Kepada Pihak Berelasi Dan Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang Lain-lain yang 
masing-masing sebesar Rp46.742 juta ; Rp9.551 juta dan Rp15.163 juta. Sedangkan pengeluaran digunakan untuk : 
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Panjang dan Pembayaran Kewajiban Sewa Pembiayaan yang masing-masing sebesar 
: Rp(246) juta dan Rp(12.854) juta. 
 
Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 
 
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar 
Rp39.188 juta. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari Penerimaan Kas Dari 
Pelanggan dan Pembayaran Bunga masing–masing sebesar : Rp312.292 juta dan Rp150 juta. Sedangkan arus kas yang 
digunakan untuk aktivitas operasi digunakan untuk : Pembayaran Kepada Pemasok, Pembayaran Kepada Karyawan, Pajak 
Penghasilan dan Pembayaran Bunga masing-masing sebesar : Rp(201.964) juta ; Rp(64.120) juta ; Rp(4.699) juta dan 
Rp(2.470) juta.  
 
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 
sebesar Rp(59.092) juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut berasal dari penambahan aset tetap. 
 
Kas Bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 
sebesar Rp13.578 juta. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terutama berasal dari : Penerimaan Utang Kepada 
Pihak Berelasi,  Penerimaan Kewajiban Sewa Pembiayaan dan Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang Lain-Lain masing-
masing sebesar : Rp14.293 juta ; Rp13.355 juta dan Rp11.660 juta. Sedangkan pengeluaran digunakan untuk : Pembayaran 
Pinjaman Bank Jangka Panjang, Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek dan Pinjaman Sewa Pembiayaan – Pihak Ketiga 
masing-masing sebesar : Rp(7.124) juta ; Rp(8.277) juta dan Rp(10.329) juta. 
 
BELANJA MODAL 
 
Secara historis, sumber dana yang digunakan Perseroan untuk mendanai belanja modal berasal dari pinjaman bank dan 
saldo laba ditahan Perseroan yang merupakan hasil pendanaan dan usaha Perseroan. Pengeluaran belanja modal tersebut 
dimaksudkan untuk perbaikan kegiatan operasional dalam menjalankan aktivitas untuk meningkatkan pendapatan Perseroan 
yaitu melalui penambahan aset tetap berupa Tanah, Bangunan, Mesin, Inventaris, Peralatan, Kendaraan sehubungan untuk 
peningkatan kegiatan produksi Perseroan. 
 
Sumber dana pembelian barang modal berasal dari hasil operasi Perseroan maupun pendanaan pihak ketiga. Pembelian 
barang modal diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Perseroan. Sebagian besar barang modal 
yang dibelanjakan berupa mesin yang digunakan dalam kegiatan operasional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                      

 

Pengeluaran Belanja Modal  : 
 

Deskripsi (dalam IDR juta) 31 Des 2018 31 Des 2017 31 Des 2016 
Tanah 790 106           10.697  
Bangunan dan Struktur 877  7.823            14.408  
Mesin 35.565  6.895            33.512 
Kendaraan 2.916  2.365              4.243  
Peralatan Pabrik 675  58              473  
Peralatan Kantor 408  73              297  
Aset Sewa Pembiayaan – Mesin - - - 
Aset Dalam Pembangunan – Bangunan dan Stuktur  15.090 5.266 - 
Aset Dalam Pembangunan – Mesin 50.800 3.904 12.316 
Total 107.120 26.490  75.947  

 
Perseroan selalu berupaya melakukan peninjauan dan penelaahan untuk melakukan transaksi pembelian yang sesuai 
dengan tujuannya untuk mendapatkan pendapatan di masa yang akan datang. Apabila pembelian tersebut terdapat masalah 
yang tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya, maka Perseroan tetap berkeyakinan bahwa hal ini tidak akan 
mempengaruhi pendapatan Perseroan yang berdampak signifikan terhadap rencana Perseroan. Hal ini disebabkan karena 
Perseroan senantiasa berupaya untuk melakukan peninjauan dan penelaahan yang intensif secara menyeluruh serta 
berupaya untuk mendapatkan syarat-syarat pembelian yang menguntungkan. 
 
Perseroan mengharapkan untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari operasional, fasilitas 
pinjaman bank, pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya 
karena berbagai faktor, antara lain : arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan 
kondisi perekonomian. 
 
Untuk aset dalam pembangunan, Perseroan telah menyelesaikan proses pembangunan pabrik dan pembelian mesin untuk 
meningkatkan kapasitas. Peningkatan kapasitas ini efektif beroperasi secara penuh pada Maret 2019. 
 
RASIO-RASIO KEUANGAN 
 
Rasio Pertumbuhan dan Keuangan 
 
Likuiditas 
 
Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek, yang dapat dihitung dengan rasio 
lancar. Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek. 
 
Likuiditas dalam Perseroan merupakan gambaran dan kemampuan Perseroan dalam hal mengelola perputaran arus kas 
dalam jangka pendek, terdiri dari arus kas masuk (cash inflow) ataupun arus kas keluar (cash outflow). Arus kas masuk 
Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan penjualan dari pelanggan. Arus kas keluar Perseroan yang utama adalah 
pembelian bahan baku dan pembayaran pinjaman baik pokok maupun bunga. 
 
Hingga Prospektus ini diterbitkan, modal kerja Perseroan masih terkendali dengan baik. Perseroan mengelola likuiditasnya 
melalui kebijakan keuangan yang konsisten terutama dalam hal penyelarasan waktu antara sumber pendanaan dengan 
piutang usaha.  
 
Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan 
sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Namun demikian, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan 
apakah Perseroan akan mendapatkan pendanaan tersebut, atau tidak sama sekali. Ketidakmampuan Perseroan untuk 
mendapatkan modal kerja yang cukup dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan. Jika 
nantinya Perseroan menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan mencari modal kerja tambahan 
dalam bentuk pinjaman modal kerja. 
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Manajemen melakukan pengelolaan permodalan melalui pengawasan atas saldo kas dan setara kas, saldo liabilitas dan 
hasil operasional Perseroan serta rasio liabilitas neto disesuaikan terhadap modal. Pengelolaan permodalan ini bertujuan 
untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan dan memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku 
kepentingan lainnya. Dalam melakukan pengelolaan permodalan, Perseroan melakukan evaluasi berkala atas kebutuhan 
dan kecukupan dana untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan. 
 
Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang 
mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. 
 

 Des 2018 Des 2017 Des 2016 
Rasio Kas (x)  0,19   0,19   0,14  
Rasio Cepat (x)  0,57   1,07   0,90  

Rasio Lancar (x)  0,99   1,65   1,50  
Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan set 
lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan :  
 
- Rasio Lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek dan merupakan indikator kemampuan 

Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. 
- Rasio Kas yaitu perbandingan kas terhadap liabilitas jangka pendek dan merupakan indikator kemampuan Perseroan 

untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan kas yang ada dari Perseroan 
- Rasio Cepat yaitu perbandingan Aset yang dapat likuid / cepat berupa  Kas Serta Piutang Usaha Pihak Ketiga 

terhadap liabilitas jangka pendek dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas 
jangka pendek dengan menggunakan Kas Serta Piutang Usaha Pihak Ketiga yang ada dari Perseroan 

 
Selama periode 2016 hingga 2018  trend Rasio Lancar cenderung mengalami penurunan dari 1,5x di 2016 menjadi 0,99x  di 
2018. Penurunan Rasio lancar ini seiring dengan peningkatan Liabilitas Jangka Pendek  yang melebihi kenaikan Aset 
Lancar.  
 
Rasio Kas dari Perseroan cenderung konstan si level 0,19x. Stabilnya rasio arus kas Perseroan menunjukkan kemampuan 
Perseroan yang walaupun mengalami peningkatan Liabilitas Jangka Pendek. 
 
Rasio Cepat sedikit mengalami penurunan dari level  0,90x di tahun 2016 menjadi 0,57x di tahun 2018. Penurunan rasio 
cepat ini disebabkan oleh peningkatan Liabilitas Jangka Pendek  yang melebihi kenaikan kas dan piutang usaha pihak 
ketiga. 
 
Kebutuhan likuiditas Perseroan terkait dengan kegiatan operasionalnya. Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang 
cukup untuk melakukan kegiatan usaha.  
 
Sumber likuiditas dari internal adalah kas. Sedangkan untuk likuiditas eksternal Perseroan berasal dari pinjaman bank 
dan/atau dari pihak ketiga. 
 
Terdapat kebijakan pemerintah yang memiliki berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan 
investasi Perseroan dan Perusahaan Anak yaitu kebijakan pembatasan impor botol PET / botol plastik. Namun demikian 
untuk mengurangi ketergantungan atas impor bahan baku Perseroan meningkatkan hubungan dengan vendor lokal yang 
memiliki kekuatan supplai bahan baku,  
 
Leverage 
 
Leverage menunjukkan proporsi pendanaan Perseroan dari utang dan ekuitas yang digunakan untuk kegiatan operasional 
maupun ekspansi. Leverage dihitung dengan cara rasio jumlah total liabilitas terhadap ekuitas serta dengan membandingkan 
jumlah utang berbunga dengan jumlah ekuitas  (debt to equity ratio). 
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Manajemen melakukan pengelolaan permodalan melalui pengawasan atas saldo kas dan setara kas, saldo liabilitas dan 
hasil operasional Perseroan serta rasio liabilitas neto disesuaikan terhadap modal. Pengelolaan permodalan ini bertujuan 
untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan dan memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku 
kepentingan lainnya. Dalam melakukan pengelolaan permodalan, Perseroan melakukan evaluasi berkala atas kebutuhan 
dan kecukupan dana untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan. 
 
Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang 
mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. 
 

 Des 2018 Des 2017 Des 2016 
Rasio Kas (x)  0,19   0,19   0,14  
Rasio Cepat (x)  0,57   1,07   0,90  

Rasio Lancar (x)  0,99   1,65   1,50  
Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan set 
lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan :  
 
- Rasio Lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek dan merupakan indikator kemampuan 

Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. 
- Rasio Kas yaitu perbandingan kas terhadap liabilitas jangka pendek dan merupakan indikator kemampuan Perseroan 

untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan kas yang ada dari Perseroan 
- Rasio Cepat yaitu perbandingan Aset yang dapat likuid / cepat berupa  Kas Serta Piutang Usaha Pihak Ketiga 

terhadap liabilitas jangka pendek dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas 
jangka pendek dengan menggunakan Kas Serta Piutang Usaha Pihak Ketiga yang ada dari Perseroan 

 
Selama periode 2016 hingga 2018  trend Rasio Lancar cenderung mengalami penurunan dari 1,5x di 2016 menjadi 0,99x  di 
2018. Penurunan Rasio lancar ini seiring dengan peningkatan Liabilitas Jangka Pendek  yang melebihi kenaikan Aset 
Lancar.  
 
Rasio Kas dari Perseroan cenderung konstan si level 0,19x. Stabilnya rasio arus kas Perseroan menunjukkan kemampuan 
Perseroan yang walaupun mengalami peningkatan Liabilitas Jangka Pendek. 
 
Rasio Cepat sedikit mengalami penurunan dari level  0,90x di tahun 2016 menjadi 0,57x di tahun 2018. Penurunan rasio 
cepat ini disebabkan oleh peningkatan Liabilitas Jangka Pendek  yang melebihi kenaikan kas dan piutang usaha pihak 
ketiga. 
 
Kebutuhan likuiditas Perseroan terkait dengan kegiatan operasionalnya. Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang 
cukup untuk melakukan kegiatan usaha.  
 
Sumber likuiditas dari internal adalah kas. Sedangkan untuk likuiditas eksternal Perseroan berasal dari pinjaman bank 
dan/atau dari pihak ketiga. 
 
Terdapat kebijakan pemerintah yang memiliki berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan 
investasi Perseroan dan Perusahaan Anak yaitu kebijakan pembatasan impor botol PET / botol plastik. Namun demikian 
untuk mengurangi ketergantungan atas impor bahan baku Perseroan meningkatkan hubungan dengan vendor lokal yang 
memiliki kekuatan supplai bahan baku,  
 
Leverage 
 
Leverage menunjukkan proporsi pendanaan Perseroan dari utang dan ekuitas yang digunakan untuk kegiatan operasional 
maupun ekspansi. Leverage dihitung dengan cara rasio jumlah total liabilitas terhadap ekuitas serta dengan membandingkan 
jumlah utang berbunga dengan jumlah ekuitas  (debt to equity ratio). 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                      

 

 Des 2018 Des 2017 Des 2016 
Rasio Total Liabilitas Terhadap Aset (x)  0,71   0,64   0,64  
Rasio Total Liabilitas Terhadap Ekuitas (x)  2,44   1,76   1,78  

 
Total liabilitas Perseroan terhadap total aset cenderung mengalami trend kenaikan dari level 0,64x di tahun 2016 menjadi 
0,71x di tahun 2018. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan yang berasal dari pinjaman jangka pendek yang naik signifikan 
di tahun 2018. 
 
Total liabilitas terhadap ekuitas cenderung mengalami trend kenaikan dari level 1,78x di tahun 2016 menjadi 2,44x di tahun 
2018. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan yang berasal dari pinjaman jangka pendek yang naik signifikan di tahun 2018. 
 
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN 
 
Manajemen Risiko Modal 
 
Tujuan Perseroan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan guna 
memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga 
struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal. 
 
Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perseroan menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada 
pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk 
mengurangi jumlah utang. 
 
Dewan Direksi Perseroan secara berkala melakukan review struktur permodalan Perseroan. Sebagai bagian dari review ini, 
Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. 
 
Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut  (dalam Rupiah jutaan): 
 

(Rp Juta) 2018 2017 2016 
Liabilitas Neto:    
Jumlah Liabilitas 406.220 263.998 240.214 
Dikurangi :    
Kas dan Setara Kas (45.468) (18.951) (12.857) 
 360.752 245.046 227.357 
Jumlah Ekuitas 166.476 150.194 134.841 
Dikurangi :    
Selisih Kurs Modal Disetor (7.087) (7.087) (7.087) 
Tambahan Modal Disetor 425 425 425 
Komponen Ekuitas Lain-lain 2.396 2.396 2.396 
Ekuitas Disesuaikan 162.210 145.928 130.575 
Rasio Liabilitas Neto Terhadap Ekuitas  2,2 1,7 1,7 
 
 
Faktor Risiko Keuangan 
 
Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perseroan terekspos terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk 
dampak nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko 
Perseroan secara keseluruhan dipusatkan pada volatilitas pasar keuangan dan Perseroan berusaha untuk memperkecil 
dampak yang berpotensi mengubah kinerja keuangan Perseroan. 
 
Manajemen risiko dijalankan oleh manajemen Perseroan dengan melakukan identifikasi, evaluasi terhadap risiko-risiko 
keuangan, dan mengambil tindakan yang dianggap perlu. Manajemen menentukan prinsip manajemen risiko secara 
keseluruhan, termasuk risiko pasar, kredit dan likuiditas. 
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a. Risiko Pasar  
 

i. Risiko suku bunga 
 
Perseroan memiliki eksposur dari risiko arus kas dan nilai wajar sehubungan dengan suku bunga yang 
disebabkan oleh posisi aset dan liabilitas keuangan, terutama untuk menjaga arus kas agar dapat memenuhi 
kebutuhan dana operasi dan pengadaan modal. 
 
Aset dan liabilitas keuangan dengan tingkat suku bunga mengambang mengekspos Perseroan terhadap 
risiko arus kas dari suku bunga. Aset dan liabilitas keuangan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos 
Perseroan terhadap risiko nilai wajar suku bunga. 
 
 
Untuk mengelola eksposur atas risiko suku bunga, Perusahaan mengutamakan pinjaman dengan tingkat 
suku bunga tetap dan meminimalkan pinjaman dengan suku bunga mengambang. Perusahaan juga selektif 
dalam mengadakan pinjaman dengan memilih pihak yang menawarkan tingkat suku bunga terendah. 
 
Liabilitas keuangan dengan tingkat suku bunga mengambang dan suku bunga tetap adalah sebagai berikut: 
 

(Rp Juta) 2018 2017 2016 
Pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap 178.601 6.774 6.718 
Pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang 129.875 81.817 32.068 
 308.476 88.591 39.786 

Pada tanggal 31 Desember 2018, jika tingkat bunga atas pinjaman lebih tinggi/rendah 100 basis poin dan 
variabel lain dianggap tetap, laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi sebesar                  
Rp 1.340 (2017: Rp614, 2016: Rp246), terutama sebagai akibat tingginya/rendahnya beban bunga dari 
pinjaman dengan suku bunga mengambang. 
 

b. Risiko nilai tukar 
 
Perseroan rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, 
terutama terhadap Dolar AS. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersil di masa depan serta 
aset dan liabilitas yang diakui. 
 
Perseroan tidak melakukan lindung nilai risiko mata uang asing. Untuk mengelola risiko mata uang asing, 
kebijakan Perusahan adalah untuk memastikan bahwa eksposur bersih dikelola di tingkat yang dapat diterima 
dengan membeli atau menjual mata uang asing pada kurs spot bila diperlukan. 
 
Perseroan memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang asing dengan rincian sebagai berikut (dalam satuan 
penuh, kecuali jumlah setara Rupiah): 
 
Untuk meminimalkan risiko ini Perseroan akan selektif dalam melakukan transaksi mata uang asing dan 
menyediakan kas dalam mata uang asing dalam jumlah yang mendekati nilai eksposur yang masih terbuka untuk 
mengantisipasi terjadinya lonjakan nilai tukar. 
 
Perusahaan memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang asing dengan rincian sebagai berikut (dalam satuan 
penuh, kecuali jumlah ribu Rupiah): 
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a. Risiko Pasar  
 

i. Risiko suku bunga 
 
Perseroan memiliki eksposur dari risiko arus kas dan nilai wajar sehubungan dengan suku bunga yang 
disebabkan oleh posisi aset dan liabilitas keuangan, terutama untuk menjaga arus kas agar dapat memenuhi 
kebutuhan dana operasi dan pengadaan modal. 
 
Aset dan liabilitas keuangan dengan tingkat suku bunga mengambang mengekspos Perseroan terhadap 
risiko arus kas dari suku bunga. Aset dan liabilitas keuangan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos 
Perseroan terhadap risiko nilai wajar suku bunga. 
 
 
Untuk mengelola eksposur atas risiko suku bunga, Perusahaan mengutamakan pinjaman dengan tingkat 
suku bunga tetap dan meminimalkan pinjaman dengan suku bunga mengambang. Perusahaan juga selektif 
dalam mengadakan pinjaman dengan memilih pihak yang menawarkan tingkat suku bunga terendah. 
 
Liabilitas keuangan dengan tingkat suku bunga mengambang dan suku bunga tetap adalah sebagai berikut: 
 

(Rp Juta) 2018 2017 2016 
Pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap 178.601 6.774 6.718 
Pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang 129.875 81.817 32.068 
 308.476 88.591 39.786 

Pada tanggal 31 Desember 2018, jika tingkat bunga atas pinjaman lebih tinggi/rendah 100 basis poin dan 
variabel lain dianggap tetap, laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi sebesar                  
Rp 1.340 (2017: Rp614, 2016: Rp246), terutama sebagai akibat tingginya/rendahnya beban bunga dari 
pinjaman dengan suku bunga mengambang. 
 

b. Risiko nilai tukar 
 
Perseroan rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, 
terutama terhadap Dolar AS. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersil di masa depan serta 
aset dan liabilitas yang diakui. 
 
Perseroan tidak melakukan lindung nilai risiko mata uang asing. Untuk mengelola risiko mata uang asing, 
kebijakan Perusahan adalah untuk memastikan bahwa eksposur bersih dikelola di tingkat yang dapat diterima 
dengan membeli atau menjual mata uang asing pada kurs spot bila diperlukan. 
 
Perseroan memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang asing dengan rincian sebagai berikut (dalam satuan 
penuh, kecuali jumlah setara Rupiah): 
 
Untuk meminimalkan risiko ini Perseroan akan selektif dalam melakukan transaksi mata uang asing dan 
menyediakan kas dalam mata uang asing dalam jumlah yang mendekati nilai eksposur yang masih terbuka untuk 
mengantisipasi terjadinya lonjakan nilai tukar. 
 
Perusahaan memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang asing dengan rincian sebagai berikut (dalam satuan 
penuh, kecuali jumlah ribu Rupiah): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                      

 

(Rp ribu) 
 2018 2017 2016 
 Mata uang Asal Ekivalen Mata uang 

Asal Ekivalen Mata uang 
Asal Ekivalen 

Aset        
Kas dan Setara Kas USD 2.658.414 38.496.493 342 4.639.941 74 999.946 
Piutang Usaha USD 252.918 3.662.506 115 1.567.243 105 1.422.662 
Aset Keuangan Lancar Lain-Lain USD 248.565 3.599.470 5 67.740 -  
Aset Keuangan Tidak Lancar Lain-Lain USD -  391 5.309.574 81 1.095.835 
Jumlah Aset   45.758.469  11.584.498  3.518.443 
        
Liabilitas        
Utang usaha USD 2.417.286 35.004.719 806 10.926.744 1.271 17.154.108 
Utang Lain-lain USD 634 9.181 -    
Akrual USD 119.997 1.737.677 1.265 17.149.632 697 9.369.448 
Utang bank jangka pendek USD 7.000.000 101.367.000 3.450 46.741.800 18 246.326 
Utang sewa pembiayaan USD 200.000 2.896.200 600 8.128.799 1.562 20.982.551 
Pinjaman jangka panjang lain-lain KRW 12.000.000.000 156.360.000 -    
 USD 2.268.678 32.852.726 2.488 33.720.522 1.381 18.557.202 
Jumlah Liabilitas   330.227.503  116.667.497  66.309.635 
Liabilitas Bersih   284.469.034  105.082.999  62.791.192 

 
c. Risiko Kredit 

 
Risiko kredit adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau 
pihak rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan Perusahaan yang 
mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang usaha lain-lain, dan 
aset keuangan lancar. Perusahaan mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan dan deposito di bank 
dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan menekan risiko agregat dari masing-masing pihak dalam 
kontrak.  
 
Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dinilai 
dengan mengacu pada informasi historis pelanggan yang tidak pernah mengalami gagal bayar. 
 
Terkait dengan eksposur kredit atas pituang usaha dan piutang lain-lain yang diberikan kepada pelanggan pihak 
ketiga, Perseroan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk 
masing-masing pelanggan. Perseroan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan 
kredibel. Perseroan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit 
harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang dimonitor secara terus menerus untuk 
mengurangi risiko piutang tak tertagih. Tidak ada eksposur kredit yang signifikan dari piutang usaha dan piutang 
lain-lain pihak berelasi dan aset keuangan lancar lain-lain karena merupakan piutang dari pihak berelasi.  
 
Jumlah eksposur risiko kredit maksimum aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah 
sebesar nilai tercatat ases keuangan sebagai berikut: 

 

(Rp juta) 
2018 2017 2016 

Nilai Tercatat Eksposur 
Maksimum 

Nilai 
Tercatat 

Eksposur 
Maksimum 

Nilai 
Tercatat 

Eksposur 
Maksimum 

Aset Keuangan       
Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang       
Kas Dan Setara Kas 45.468 45.468 18.951 18.951 12.857 12.857 
Piutang Usaha 68.380 68.380 75.050 75.050 63.450 63.450 
Piutang Lain-Lain 9.043 9.043     
Aset Keuangan Lancar Lain-Lain 4.638 4.638 2.415 2.415 742 742 
Aset Keuangan Tidak Lancar Lain-Lain   6.936 6.936 2.234 2.234 
 127.530 127.530 103.352 103.352 79.283 79.283 

 
d. Risiko Likuiditas 

 
Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam situasi dimana posisi arus kas Perseroan mengindikasikan 
bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk 
pengeluaran jangka pendek. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus 
kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan. 
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Tabel dibawah ini menggambarkan liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan jatuh temponya. Jumlah yang 
terdapat di tabel ini adalah nilai kontraktual yang tidak didiskontokan: 
 

 2018 
Akan Jatuh Tempo 

Kurang dari 1 
tahun 1-5 tahun Lebih dari 

5 tahun 
Jatuh tempo 

tidak 
ditentukan 

Jumlah 

Utang Usaha 46.693    46.693 
Utang Lain-Lain 3.683    3.683 
Akrual 42.778    42.778 
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lain-Lain 353    353 
Pinjaman Jangka Panjang Lain-Lain 36.142 214.988   36.142 
Utang Bank Jangka Pendek 121.473    251.130 
Utang Bank Jangka Panjang -    2.952 
Liabilitas Sewa Pembiayaan 2.952    2.952 
 254.074 214.988   469.062 

 
 2017 

Akan Jatuh Tempo 

Kurang dari 1 
tahun 1-5 tahun Lebih dari 

5 tahun 
Jatuh tempo 

tidak 
ditentukan 

Jumlah 

Utang Usaha -     
Utang Lain-Lain 21.529    21.529 
Akrual 20.992    20.992 
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lain-Lain 158 3.038   3.195 
Utang Pihak Berelasi Non Usaha    125.114 125.114 
Utang Bank Jangka Pendek 46.742    46.742 
Utang Bank Jangka Panjang     - 
Liabilitas Sewa Pembiayaan 5.420 2.710   8.128 
Liabilitas Keuangan 
Jangka Panjang Lain-Lain  33.720   33.721 

 94.841 39.468  125.114 259.423 
 

 2016 
Akan Jatuh Tempo 

Kurang dari 1 
tahun 1-5 tahun Lebih dari 

5 tahun 
Jatuh tempo 

tidak 
ditentukan 

Jumlah 

Utang Usaha 63,013    63.014 
Utang Lain-Lain      
Akrual 14,180    14.180 
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lain-Lain 653    653 
Utang Pihak Berelasi Non Usaha    119.348 119.348 
Utang Bank Jangka Pendek      
Utang Bank Jangka Panjang 246    246 
Liabilitas Sewa Pembiayaan 12.921 8.062   20.983 
Liabilitas Keuangan 
Jangka Panjang Lain-Lain - 18.557   18.557 

 91.014 26.619  119.348 236.981 
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Tabel dibawah ini menggambarkan liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan jatuh temponya. Jumlah yang 
terdapat di tabel ini adalah nilai kontraktual yang tidak didiskontokan: 
 

 2018 
Akan Jatuh Tempo 

Kurang dari 1 
tahun 1-5 tahun Lebih dari 

5 tahun 
Jatuh tempo 

tidak 
ditentukan 

Jumlah 

Utang Usaha 46.693    46.693 
Utang Lain-Lain 3.683    3.683 
Akrual 42.778    42.778 
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lain-Lain 353    353 
Pinjaman Jangka Panjang Lain-Lain 36.142 214.988   36.142 
Utang Bank Jangka Pendek 121.473    251.130 
Utang Bank Jangka Panjang -    2.952 
Liabilitas Sewa Pembiayaan 2.952    2.952 
 254.074 214.988   469.062 

 
 2017 

Akan Jatuh Tempo 

Kurang dari 1 
tahun 1-5 tahun Lebih dari 

5 tahun 
Jatuh tempo 

tidak 
ditentukan 

Jumlah 

Utang Usaha -     
Utang Lain-Lain 21.529    21.529 
Akrual 20.992    20.992 
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lain-Lain 158 3.038   3.195 
Utang Pihak Berelasi Non Usaha    125.114 125.114 
Utang Bank Jangka Pendek 46.742    46.742 
Utang Bank Jangka Panjang     - 
Liabilitas Sewa Pembiayaan 5.420 2.710   8.128 
Liabilitas Keuangan 
Jangka Panjang Lain-Lain  33.720   33.721 

 94.841 39.468  125.114 259.423 
 

 2016 
Akan Jatuh Tempo 

Kurang dari 1 
tahun 1-5 tahun Lebih dari 

5 tahun 
Jatuh tempo 

tidak 
ditentukan 

Jumlah 

Utang Usaha 63,013    63.014 
Utang Lain-Lain      
Akrual 14,180    14.180 
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lain-Lain 653    653 
Utang Pihak Berelasi Non Usaha    119.348 119.348 
Utang Bank Jangka Pendek      
Utang Bank Jangka Panjang 246    246 
Liabilitas Sewa Pembiayaan 12.921 8.062   20.983 
Liabilitas Keuangan 
Jangka Panjang Lain-Lain - 18.557   18.557 

 91.014 26.619  119.348 236.981 
 

 
                                                                                                                                                      

 

BAB VI. FAKTOR RISIKO 
 
Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham 
Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini 
mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan  beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh 
karena itu, calon investor  diharapkan  untuk  membaca,  memahami  dan  mempertimbangkan  seluruh  informasi yang 
disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang  dihadapi  oleh  Perseroan  
dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya,  sebelum  membuat  keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. 
Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap 
kinerja Perseroan  secara  keseluruhan,  termasuk  kinerja  operasional  dan  keuangan,  dan  mungkin memiliki dampak 
langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin 
kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko  usaha  dan  umum  yang  belum  diketahui  Perseroan  
atau  yang  dianggap  tidak  material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan  
atau prospek usaha Perseroan. 
 
Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”)  yang  
berhubungan  dengan  kejadian  yang  mengandung  unsur  kejadian  dan  kinerja keuangan di masa yang akan datang. 
Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham 
Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Risiko utama dan risiko 
umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan.  
 
Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan Risiko tersebut 
telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap 
kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif 
dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan..  
 
6.1. Risiko Utama Yang Mempunyai di Hadapi Perseroan 
 
Risiko Terkait Dengan Pasokan Dan Kenaikan Harga Bahan Baku  
 
Walaupun bergerak dalam bidang usaha pengolahan plastik daur ulang, namun saat ini sebagian besar penjualan 
Perseroan adalah dalam bentuk Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur 
Ulang.  
 
Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang yang di produksi Perseron 
dibuat dari PET (Polyethylene Terephthalate) bottle flakes / botol plastik yang telah dicacah yang di campur dengan biji 
plastik yang akan di bentuk menjadi bahan setengah jadi berupa Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel 
Poliester dari Produk Daur Ulang. 
 
Jika di proses lebih lanjut, maka Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang 
akan produk jadi seperti produk non woven / bukan tenunan atau produk lainnya seperti bantal , boneka dan produk lainnya.  
 
Terdapat risiko sehubungan dengan ketersediaan bahan baku berupa PET (Polyethylene Terephthalate) bottle flakes / botol 
plastik yang telah dicacah. Risiko yang mungkin timbul dari pemasok atas ketersediaan bahan baku, konsistensi kualitas, 
fluktuasi harga, serta ketepatan waktu dalam pemenuhan pesanan (lead time) terhadap pasokan PET (Polyethylene 
Terephthalate) bottle flakes / botol plastik yang telah dicacah. 
  
Harga bahan baku berfluktuasi tergantung dari kondisi-kondisi yang berada di luar kendali Perseroan, seperti pertumbuhan 
ekonomi, fluktuasi nilai tukar mata uang, ketersediaan pasokan, cuaca, permintaan konsumen, pajak dan bea cukai, 
perubahan pada kebijakan dan program Pemerintah, dan keadaan lain yang tidak dapat diprediksi.  
 
Apabila terjadi hambatan pada perolehan bahan baku baik dalam hal kuantitas, kualitas, serta harga, maka akan 
berpengaruh pada proses produksi Perseroan, sehingga akan berimbas pada kinerja operasional dan pendapatan 
Perseroan. 
 
Guna mengurangi salah satu risiko pasar yaitu risiko kenaikan harga bahan baku, Perseroan mengambil kebijakan seperti 
dengan membeli bahan baku dan menjual barang jadi dengan kontrak, memanfaatkan perbedaan harga di pasar spot dan 
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kontrak, sesekali membeli sebagian kebutuhan bahan baku dan menjual barang jadi dipasar spot. Perseroan bekerjasama 
dengan group Hilon Indonesia dengan menggunakan cabangnya yang ada di seluruh Indonesia, agar mendapatkan supplai  
PET (Polyethylene Terephthalate) bottle flakes / botol plastik yang telah dicacah sehingga pasokan dapat terjaga dengan 
harga yang dapat bersaing.   
 
Selain itu. Perseroan akan senantiasa mengevaluasi dan mencari pemasok utama, serta alternatif pemasok lain, yang dapat 
menyediakan bahan baku dengan harga, kualitas, dan lead time yang kompetitif. 
 
Semua bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan menggunakan standar kontrak pasokan yang bersifat jangka 
pendek. Volatilitas dari harga bahan baku yang berkelanjutan dan fluktuasi pada nilai tukar mata uang asing dapat 
meningkatkan beban pokok penjualan produk Perseroan dan mengakibatkan penurunan pada keuntungan Perseroan.  
 
Secara historis, Perseroan tidak melakukan lindung nilai, dan saat inipun tidak melakukan lindung nilai terhadap kenaikan 
biaya bahan baku. Apabila faktor-faktor tersebut berdampak pada harga bahan baku dan Perseroan tidak mampu 
meningkatkan harga penjualan, maka hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap hasil usaha 
Perseroan. 
 
Perseroan bersama dengan asosiasi terkait melakukan pertemuan berkala dengan otoritas Pemerintah (departemen 
perindustrian) untuk membahas ketersediaan bahan baku PET (polyethylene terephthalate) bottle flakes / botol plastik yang 
telah dicacah serta merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi 
industri dalam negeri. 
 
Risiko Persaingan Usaha 
 
Persaingan dunia usaha sejenis semakin berkembang seiring pertumbuhan perekonomian yang bagus, keadaan politik yang 
kondusif, serta keadaan keamanan yang stabil. Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan keunggulan kompetitif 
bisnis yang dijalankan saat ini maupun bisnisnya di masa yang akan datang, maka terdapat potensi para pelanggan 
Perseroan akhirnya akan memilih pesaing Perseroan yang mungkin memiliki kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih 
kompetitif. Hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kelangsungan kinerja usaha maupun keuangan Perseroan. 
 
Tidak ada jaminan bahwa di masa depan Perseroan akan selalu berhasil bersaing dengan pesaing baik yang sudah ada 
maupun yang belum ada pada saat ini. Persaingan berpengaruh baik langsung atau tidak langsung dapat menurunkan 
pendapatan dan profitabilitas Perseroan. 
 
Untuk mengatasi persaingan usaha Perseroan meencoba meningkatkan kualitas produknya re-PSF yang dihasilkan serta 
kualitas pelayanan yang diberikan sehingga pelanggan Perseroan memiliki tingkat loyalitas terhadap produk Perseroan. 
 
6.2. Risiko Usaha Yang Mempunyai di Hadapi Perseroan 
 
Risiko Harga Komoditas Minyak Mentah 
 
Perseroan terkena dampak risiko harga jual produk yang diakibatkan harga komoditas minyak mentah dipasar dunia, 
mengingat Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang merupakan produk 
substitusi dari Serat Staple Poliester yang dibuat dari bahan baku minyak mentah / Virgin PSF. 
 
Adanya fluktuasi harga minyak mentah, keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan di tiap pasar produk turunan minyak 
mentah akan berpengaruh langsung terhadap kinerja Perseroan. Kenaikan harga minyak mentah menyebabkan pelanggan 
Perseroan akan mencari alternatif Serat Stapel Poliester dengan harga lebih murah yang di produksi oleh Perseroan. Namun 
demikian jika harga minyak mentah mengalami penurunan maka pembeli Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang 
akan kembali ke produk Serat Stapel Poliester yang dibuat dari bahan baku minyak mentah / Virgin PSF.  
 
Perseroan sebagai salah satu pemain di industri Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari 
Produk Daur Ulang, yang merupakan produk pengganti dari Serat Stapel Polister yang dibuat dari bahan baku minyak 
mentah / Virgin PSF. Untuk mengurangi menurunnya marjin Perseroan akibat risiko menurunnya harga minyak mentah 
dunia, tersebut, Perseroan berupaya secara terus menerus menurunkan biaya produksi ke level yang minimal dengan cara 
meningkatkan efisiensi pemakaian bahan baku, penghematan biaya listrik, pengembangan produk-produk turunan yang 
memberikan marjin lebih besar di banding marjin Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang serta strategi lainnya. 
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kontrak, sesekali membeli sebagian kebutuhan bahan baku dan menjual barang jadi dipasar spot. Perseroan bekerjasama 
dengan group Hilon Indonesia dengan menggunakan cabangnya yang ada di seluruh Indonesia, agar mendapatkan supplai  
PET (Polyethylene Terephthalate) bottle flakes / botol plastik yang telah dicacah sehingga pasokan dapat terjaga dengan 
harga yang dapat bersaing.   
 
Selain itu. Perseroan akan senantiasa mengevaluasi dan mencari pemasok utama, serta alternatif pemasok lain, yang dapat 
menyediakan bahan baku dengan harga, kualitas, dan lead time yang kompetitif. 
 
Semua bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan menggunakan standar kontrak pasokan yang bersifat jangka 
pendek. Volatilitas dari harga bahan baku yang berkelanjutan dan fluktuasi pada nilai tukar mata uang asing dapat 
meningkatkan beban pokok penjualan produk Perseroan dan mengakibatkan penurunan pada keuntungan Perseroan.  
 
Secara historis, Perseroan tidak melakukan lindung nilai, dan saat inipun tidak melakukan lindung nilai terhadap kenaikan 
biaya bahan baku. Apabila faktor-faktor tersebut berdampak pada harga bahan baku dan Perseroan tidak mampu 
meningkatkan harga penjualan, maka hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap hasil usaha 
Perseroan. 
 
Perseroan bersama dengan asosiasi terkait melakukan pertemuan berkala dengan otoritas Pemerintah (departemen 
perindustrian) untuk membahas ketersediaan bahan baku PET (polyethylene terephthalate) bottle flakes / botol plastik yang 
telah dicacah serta merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi 
industri dalam negeri. 
 
Risiko Persaingan Usaha 
 
Persaingan dunia usaha sejenis semakin berkembang seiring pertumbuhan perekonomian yang bagus, keadaan politik yang 
kondusif, serta keadaan keamanan yang stabil. Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan keunggulan kompetitif 
bisnis yang dijalankan saat ini maupun bisnisnya di masa yang akan datang, maka terdapat potensi para pelanggan 
Perseroan akhirnya akan memilih pesaing Perseroan yang mungkin memiliki kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih 
kompetitif. Hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kelangsungan kinerja usaha maupun keuangan Perseroan. 
 
Tidak ada jaminan bahwa di masa depan Perseroan akan selalu berhasil bersaing dengan pesaing baik yang sudah ada 
maupun yang belum ada pada saat ini. Persaingan berpengaruh baik langsung atau tidak langsung dapat menurunkan 
pendapatan dan profitabilitas Perseroan. 
 
Untuk mengatasi persaingan usaha Perseroan meencoba meningkatkan kualitas produknya re-PSF yang dihasilkan serta 
kualitas pelayanan yang diberikan sehingga pelanggan Perseroan memiliki tingkat loyalitas terhadap produk Perseroan. 
 
6.2. Risiko Usaha Yang Mempunyai di Hadapi Perseroan 
 
Risiko Harga Komoditas Minyak Mentah 
 
Perseroan terkena dampak risiko harga jual produk yang diakibatkan harga komoditas minyak mentah dipasar dunia, 
mengingat Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang merupakan produk 
substitusi dari Serat Staple Poliester yang dibuat dari bahan baku minyak mentah / Virgin PSF. 
 
Adanya fluktuasi harga minyak mentah, keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan di tiap pasar produk turunan minyak 
mentah akan berpengaruh langsung terhadap kinerja Perseroan. Kenaikan harga minyak mentah menyebabkan pelanggan 
Perseroan akan mencari alternatif Serat Stapel Poliester dengan harga lebih murah yang di produksi oleh Perseroan. Namun 
demikian jika harga minyak mentah mengalami penurunan maka pembeli Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang 
akan kembali ke produk Serat Stapel Poliester yang dibuat dari bahan baku minyak mentah / Virgin PSF.  
 
Perseroan sebagai salah satu pemain di industri Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari 
Produk Daur Ulang, yang merupakan produk pengganti dari Serat Stapel Polister yang dibuat dari bahan baku minyak 
mentah / Virgin PSF. Untuk mengurangi menurunnya marjin Perseroan akibat risiko menurunnya harga minyak mentah 
dunia, tersebut, Perseroan berupaya secara terus menerus menurunkan biaya produksi ke level yang minimal dengan cara 
meningkatkan efisiensi pemakaian bahan baku, penghematan biaya listrik, pengembangan produk-produk turunan yang 
memberikan marjin lebih besar di banding marjin Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang serta strategi lainnya. 
 

 
                                                                                                                                                      

 

Dengan produk-produk yang lebih beragam Perseroan mempunyai peluang untuk meningkatkan fleksibilitas dalam 
menentukan kombinasi produk yang dijual dan memaksimalkan keuntungan oleh karenanya Perseroan menyadari 
diversifikasi jenis produk yang dijual dapat mengurangi risiko yang disebabkan oleh fluktuasi harga pasar. 
 
Untuk mengurangi salah satu risiko pasar yaitu menurunnya harga minyak dunia, maka Perseroan mengutamakan tingkat 
pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan-pelanggan dalam negeri dengan membangun kemitraan jangka panjang. 
Bahkan kualitas dari produk Perseroan sedikit lebih baik dari produk Serat Stapel Polister yang di buat dari Minyak Mentah 
karena sudah lebih ramah dengan kulit bayi.  
 
Perseroan tidak memiliki mekanisme atau prosedur formal untuk mengurangi risiko yang berasal dari penurunan harga 
komoditas minyak mentah. 
 
Risiko Kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) 
 
Biaya karyawan menjadi salah satu biaya terbesar yang dikeluarkan oleh Perseroan. Biaya karyawan yang dikeluarkan 
tersebut sebagian besar digunakan untuk membantu dalam proses produksi Perseroan.  
 
Kegiatan usaha Perseroan secara langsung dan tidak langsung bergantung pada pengendalian biaya operasional termasuk 
upah karyawan. Setiap kenaikan upah minimum, secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan biaya operasional 
dan menurunkan marjin keuntungan Perseroan. 
 
Persyaratan upah minimum di Indonesia terus meningkat dan dapat terus meningkatkan biaya operasional Perseroan di 
masa depan. Tingkat gaji karyawan hampir di seluruh daerah di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. 
UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku yang ditetapkan 
secara tahunan oleh pemerintah di propinsi, kabupaten atau kota. 
 
Namun demikian, mengingat tidak adanya ketentuan khusus untuk menentukan kenaikan jumlah upah minimum, kenaikan 
upah minimum menjadi tidak dapat diprediksi. Perseroan mungkin tidak dapat meningkatkan harga produk yang cukup untuk 
mengatasi kenaikan biaya tenaga kerja, dalam hal ini bisnis dan hasil operasi Perseroan akan terpengaruh secara material.  
 
Risiko Keterbatasan Sumber Pendanaan Sehubungan Dengan Ekspansi Bisnis 
 
Perseroan telah mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal terutama melalui kas internal, utang dan tambahan 
modal. Kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan dapat meningkat di masa depan seiring dengan upaya 
Perseroan dalam melakukan ekspansi bisnisnya, dan selanjutnya dapat menyebabkan utang lancar bersih di masa depan 
meningkat yang dapat membatasi fleksibilitas pendanaan Perseroan dan memiliki dampak merugikan terhadap kemampuan 
Perseroan untuk memperluas bisnisnya.  
 
Apabila Perseroan tidak mampu menghasilkan arus kas yang cukup dari operasional Perseroan untuk memenuhi kebutuhan 
pendanaannya sekarang maupun yang akan datang, Perseroan mungkin memerlukan tambahan dana eksternal untuk 
kebutuhan pendanaan. Kemampuan Perseroan dalam meningkatkan tambahan modal akan bergantung pada kinerja dan 
kondisi keuangan yang baik dan kesuksesan dalam mengimplementasikan strategi-strategi penting Perseroan, serta 
didukung kondisi keuangan, ekonomi, peraturan dan pasar serta kondisi lain, yang sebagian besar berada di luar kendali 
Perseroan. Perseroan dapat tidak berhasil dalam memenuhi kebutuhan modalnya pada syarat dan ketentuan yang wajar 
ketika dibutuhkan, atau bahkan tidak dapat memenuhi sama sekali. Apabila Perseroan tidak berhasil menghimpun tambahan 
dana yang dibutuhkan atau apabila biaya pendanaan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pendanaan 
sebelumnya, maka hal tersebut dapat berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. 
 
Risiko Kredit 
 
Risiko kredit adalah risiko kerugian yang dihadapi Perseroan sebagai akibat wanprestasi dari para pelanggan. Kebijakan 
manajemen dalam mengantisipasi risiko kredit yang timbul dari pelanggan ini adalah sebagai berikut : 

 
1. Perseroan hanya akan melakukan hubungan usaha dengan pelanggan yang dapat dipercaya dan terbukti memiliki 

sejarah kredit yang baik. Sedangkan bagi pelanggan yang memiliki sejarah kredit yang kurang baik, Perseroan 
melakukan penjualan dengan sistem Cash Before Delivery (CBD); 

2. Mempunyai kebijakan untuk penjualan kredit dan semua pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan secara 
kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit; 
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3. Memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan 
Perseroan sebesar jaminannya; 

4. Perseroan memiliki kebijakan dimana batasan kredit untuk pelanggan tertentu seperti, mengharuskan pelanggan 
untuk memberikan jaminan bank; dan 

5. Melakukan pemantauan atas jumlah piutang secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tidak tertagih. 
6. Perseroan meminimalkan risiko kredit aset keuangan seperti kas dan setara kas dengan mempertahankan saldo 

kas minimum dan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana. Kebijakan manajemen risiko yang 
diambil sudah berjalan dengan cukup baik dan efektif dalam mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi. 

 
Risiko Kenaikan Tarif Daftar Listrik  
 
Salah satu komponen terbesar dalam Serat Polister Daur Ulang yang merupakan Produk Perseroan, adalah biaya listrik. 
 
Namun demikian terdapat risiko jika terdapat kenaikan Tarif Daftar Listrik (TDL) yang cukup signifikan dimana akan 
berdampak berkurangnya jumlah saluran penjualan yang akan menjual produk dari Perseroan.  
 
Selain itu kenaikan harga TDL juga dapat berakibat kenaikan biaya produksi dari Perseroan. Apabila Perseroan tidak 
mampu meningkatkan harga penjualan akibat kenaikan TDL dan TDL berakibat pada menurunnya jumlah saluran penjualan 
yang menjual Produk, maka hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap hasil usaha Perseroan. 
 
Risiko Kebijakan Pemerintah 
 
Pemerintah melalui kebijakan dan peraturan yang mengatur akan kebijakan impor bahan baku Perseroan berupa PET 
(Polyethylene Terephthalate). Kebijakan ini berupaya meningkatkan kondusifitas iklim usaha dan investasi baik pada pelaku 
di industri hulu maupun hilir. Kebijakan tersebut utamanya untuk melindungi dan meningkatkan daya saing industri plastik 
nasional untuk terus bertumbuh dan dapat menghadapi gencarnya serangan produk impor. Apabila Pemerintah tidak dapat 
menghasilkan kebijakan dan peraturan yang mendukung pertumbuhan industri plastik, maka hal tersebut akan berdampak 
pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. 
 
Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan senantiasa tunduk pada kebijakan pemerintah yang berlaku, serta secara 
langsung maupun tidak langsung (melalui asosiasi) akan memberikan masukan secara berkala kepada pemerintah agar 
iklim usaha dan investasi di industri akan tetap kondusif. 
 
Risiko Terkait Kegagalan Sistem Teknologi Informasi 
 
Perusahaan menggunakan ERP yaitu SAP Business One sebagai sistem informasi manajemen yang digunakan meliputi 
seluruh aktifitas perusahaan sepeti produksi, perpindahan inventory, distribusi produk, customer database, vendor database 
dan lain lain. Kantor pusat, cabang, atau gudang dihubungkan dengan menggunakan ERP SAP B1. Untuk menunjang ERP 
SAP B1, perusahaan memiliki server sendiri yang dikelola dengan baik. ERP SAP B1 merupakan ERP yang bisa 
dikembangkan sehingga tidak menutup kemungkinan akan dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan mendatang. 
 
Kegagalan pada sistem teknologi informasi Perseroan dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan dapat berakibat 
pada kesalahan transaksi, ketidakefisienan pengelolaan persediaan dan proses produksi dan kerugian penjualan, sehingga 
hal tesebut dapat menyebabkan kegiatan usaha dan kinerja Perseroan mengalami penurunan. Selain itu, sistem teknologi 
informasi Perseroan dapat memiliki risiko kerusakan atau gangguan terhadap hal-hal yang di luar kendali Perseroan, seperti 
kebakaran, bencana alam, kegagalan sistem, pelanggaran keamanan dan virus. Setiap kerusakan dan gangguan yang 
terjadi dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha dan kinerja Perseroan. 
 
Untuk meminimalisasi risiko terkait kegagalan sistem teknologi informasi, Perseroan melakukan beberapa langkah untuk 
meminimalisasikan kegagalan perangkat di Data Center di capai dengan menerapkan sistem High-Avaibility pada Server 
dan pendukung-nya seperti penggunaan Cluster Server, Redundant UPS dan Genset jika ada kegagalan Listrik serta Dual-
Standby pada Core-Switch untuk jaringan data. 
 
Risiko Tuntutan Hukum 
 
Perseroan dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang 
berhubungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan, sengketa buruh atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat 
memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan.  
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3. Memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan 
Perseroan sebesar jaminannya; 

4. Perseroan memiliki kebijakan dimana batasan kredit untuk pelanggan tertentu seperti, mengharuskan pelanggan 
untuk memberikan jaminan bank; dan 

5. Melakukan pemantauan atas jumlah piutang secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tidak tertagih. 
6. Perseroan meminimalkan risiko kredit aset keuangan seperti kas dan setara kas dengan mempertahankan saldo 

kas minimum dan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana. Kebijakan manajemen risiko yang 
diambil sudah berjalan dengan cukup baik dan efektif dalam mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi. 

 
Risiko Kenaikan Tarif Daftar Listrik  
 
Salah satu komponen terbesar dalam Serat Polister Daur Ulang yang merupakan Produk Perseroan, adalah biaya listrik. 
 
Namun demikian terdapat risiko jika terdapat kenaikan Tarif Daftar Listrik (TDL) yang cukup signifikan dimana akan 
berdampak berkurangnya jumlah saluran penjualan yang akan menjual produk dari Perseroan.  
 
Selain itu kenaikan harga TDL juga dapat berakibat kenaikan biaya produksi dari Perseroan. Apabila Perseroan tidak 
mampu meningkatkan harga penjualan akibat kenaikan TDL dan TDL berakibat pada menurunnya jumlah saluran penjualan 
yang menjual Produk, maka hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap hasil usaha Perseroan. 
 
Risiko Kebijakan Pemerintah 
 
Pemerintah melalui kebijakan dan peraturan yang mengatur akan kebijakan impor bahan baku Perseroan berupa PET 
(Polyethylene Terephthalate). Kebijakan ini berupaya meningkatkan kondusifitas iklim usaha dan investasi baik pada pelaku 
di industri hulu maupun hilir. Kebijakan tersebut utamanya untuk melindungi dan meningkatkan daya saing industri plastik 
nasional untuk terus bertumbuh dan dapat menghadapi gencarnya serangan produk impor. Apabila Pemerintah tidak dapat 
menghasilkan kebijakan dan peraturan yang mendukung pertumbuhan industri plastik, maka hal tersebut akan berdampak 
pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. 
 
Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan senantiasa tunduk pada kebijakan pemerintah yang berlaku, serta secara 
langsung maupun tidak langsung (melalui asosiasi) akan memberikan masukan secara berkala kepada pemerintah agar 
iklim usaha dan investasi di industri akan tetap kondusif. 
 
Risiko Terkait Kegagalan Sistem Teknologi Informasi 
 
Perusahaan menggunakan ERP yaitu SAP Business One sebagai sistem informasi manajemen yang digunakan meliputi 
seluruh aktifitas perusahaan sepeti produksi, perpindahan inventory, distribusi produk, customer database, vendor database 
dan lain lain. Kantor pusat, cabang, atau gudang dihubungkan dengan menggunakan ERP SAP B1. Untuk menunjang ERP 
SAP B1, perusahaan memiliki server sendiri yang dikelola dengan baik. ERP SAP B1 merupakan ERP yang bisa 
dikembangkan sehingga tidak menutup kemungkinan akan dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan mendatang. 
 
Kegagalan pada sistem teknologi informasi Perseroan dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan dapat berakibat 
pada kesalahan transaksi, ketidakefisienan pengelolaan persediaan dan proses produksi dan kerugian penjualan, sehingga 
hal tesebut dapat menyebabkan kegiatan usaha dan kinerja Perseroan mengalami penurunan. Selain itu, sistem teknologi 
informasi Perseroan dapat memiliki risiko kerusakan atau gangguan terhadap hal-hal yang di luar kendali Perseroan, seperti 
kebakaran, bencana alam, kegagalan sistem, pelanggaran keamanan dan virus. Setiap kerusakan dan gangguan yang 
terjadi dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha dan kinerja Perseroan. 
 
Untuk meminimalisasi risiko terkait kegagalan sistem teknologi informasi, Perseroan melakukan beberapa langkah untuk 
meminimalisasikan kegagalan perangkat di Data Center di capai dengan menerapkan sistem High-Avaibility pada Server 
dan pendukung-nya seperti penggunaan Cluster Server, Redundant UPS dan Genset jika ada kegagalan Listrik serta Dual-
Standby pada Core-Switch untuk jaringan data. 
 
Risiko Tuntutan Hukum 
 
Perseroan dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang 
berhubungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan, sengketa buruh atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat 
memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan.  

 
                                                                                                                                                      

 

Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material 
dan Perseroan tidak mengetahui adanya kalim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila 
dimasa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil 
dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi 
atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen 
Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.  
 
Risiko Kondisi Perekonomian Makro atau Global 
 
Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaanperusahaan di Indonesia, 
termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada 
tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan 
mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan 
kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun 
negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja 
keuangan Perseroan. 
 
Risiko Kurs Valuta Asing 
 
Mata uang pelaporan Perseroan adalah Rupiah. Perseroan dapat menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena 
utang bank, penjualan dan pembelian dalam mata uang asing (terutama dalam Dolar AS) atau harga yang secara signifikan 
dipengaruhi oleh tolak ukur perubahan harganya dalam mata uang asing. Saat ini, Perseroan tidak mempunyai kebijakan 
formal lindung nilai transaksi dalam mata uang asing. Namun, harga produk utama Perseroan akan berfluktuasi sesuai 
dengan harga yang diperdagangkan di pasar internasional yang didenominasi dalam Dolar AS.  
 
Beberapa fasilitas pembiayaan modal kerja dari perbankan memberikan keunggulan Perseroan untuk mengurangi risiko kurs 
valuta asing yang terutama berasal dari pengeluaran modal kerja dalam mata uang asing, diantaranya pembelian bahan 
baku. Hal ini secara alamiah tersebut dipandang dapat mengurangi risiko mata uang Perseroan / “natural hedge”. 
 
6.3. Risiko Yang Berhubungan Dengan Investasi Pada Saham Perseroan 
 
Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan 
 
Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah saham yang 
ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek 
Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat 
kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan 
sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan 
akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga. 
 
Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan 
 
Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi dan mungkin dapat 
diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan 
kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum 
Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain : 
 
• Harga dari bahan baku; 
• perbedaan antara hasil keuangan dan operasi Perseroan dibandingkan ekspektasi para investor dan analis; 
• pengumuman dari Perseroan terkait pembukaan atau pengambilalihan fasilitas produksi baru/Joint Venture/kegiatan 

usaha baru/perluasan jaringan distribusi; 
• perubahan pada rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia; 
• Perubahan kondisi makro Indonesia, kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia;  
• putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang; 
• perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (khususnya Asia) dan perusahaan di negara 

berkembang; 
• fluktuasi harga saham-saham di pasar modal; 
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• Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar 
modal negara lain; 

• pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang 
signifikan; 

• Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan; 
• penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan. 
• Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa. 

 
Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan akan Bergantung Pada Laba Ditahan, Kondisi 
Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan 
 
Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba 
ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang 
timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa 
mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang 
mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Perseroan mungkin mendapatkan perjanjian 
keuangan di masa depan yang dapat membatasi lebih lanjut kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen, dan 
Perseroan dapat mengalami pengeluaran atau pembayaran kewajiban yang dapat mengurangi atau menghilangkan 
ketersediaan kas untuk pembagian dividen. 
 
Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang 
sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau 
Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen. 
 
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH 
PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN 
BOBOT DARI DAMPAK MASING‐MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM 
PROSPEKTUS.  
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• Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar 
modal negara lain; 

• pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang 
signifikan; 

• Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan; 
• penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan. 
• Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa. 

 
Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan akan Bergantung Pada Laba Ditahan, Kondisi 
Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan 
 
Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba 
ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang 
timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa 
mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang 
mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Perseroan mungkin mendapatkan perjanjian 
keuangan di masa depan yang dapat membatasi lebih lanjut kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen, dan 
Perseroan dapat mengalami pengeluaran atau pembayaran kewajiban yang dapat mengurangi atau menghilangkan 
ketersediaan kas untuk pembagian dividen. 
 
Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang 
sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau 
Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen. 
 
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH 
PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN 
BOBOT DARI DAMPAK MASING‐MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM 
PROSPEKTUS.  
 

                                                                                                                                                       
 

 

BAB VII.  KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 
 
Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini setelah tanggal laporan 
auditor independen pada 27 Mei 2019 hingga Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif atas laporan posisi keuangan 
Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, 
laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, 
yang terdapat di bagian lain Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan untuk pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2018, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, 
Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut 
Akuntan Publik Indonesia IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 22 April 2019, yang diterbitkan 
kembali pada tanggal 27 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Lok Budianto, S.E., Ak., CPA.  
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BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK 
USAHA 

 
 
1. Riwayat Singkat 

 
Perseroan didirikan dengan nama PT. Hilon Felt berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.35 tertanggal 17 Juli 2001, 
dibuat di hadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-13811HT.01.01.TH.2001 tanggal                       
21 Nopember 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Tangerang pada 
tanggal 20 Maret 2002 di bawah nomor agenda 0129/BH.30.03/III/2002, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia No.42 tanggal 24 Mei 2002, Tambahan No.5018. 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan pada saat Pendirian Perseroan. 
 
Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.35 tertanggal 17 Juli 2001, dibuat di hadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso 
Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dengan Keputusan No.C-13811HT.01.01.TH.2001 tanggal 21 Nopember 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di 
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Tangerang pada tanggal 20 Maret 2002 di bawah nomor agenda 
0129/BH.30.03/III/2002, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.42 tanggal 24 Mei 2002, Tambahan 
No.5018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp1.122.500 (US$100) per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

Modal Dasar 10.000 11.225.000.000/ 
USD1.000.000,-  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. Sang Jin Kim 3.000 3.367.500.000/ 

USD300.000,- 30,00 

2. PT Hilon Indonesia 7.000 7.857.500.000/ 
USD700.000,- 70,00 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.000 11.225.000.000/ 
USD1.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel - -  
 
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yang berlaku pada saat 
Prospektus ini diterbitkan, adalah dalam rangka perubahan nama Perseroan menjadi PT Inocycle Technology Group Tbk 
dan Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan 
Terbatas PT Hilon Felt No.118 tanggal 15 April 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di 
Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-
0021374.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 18 April 2019, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 18 April 2019 dengan No.AHU-AH.01.03-0211443, 
dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0064150.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 April 2019 (“Akta Tbk”). 
 
Akta Tbk memuat persetujuan pemegang saham sebagai berikut: 
a. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula bernama PT. HILON FELT menjadi PT. INOCYCLE TECHNOLOGY 

GROUP; 
b. Menyetujui untuk menyesuaikan alamat Perseroan menjadi beralamat di Jalan Putera Utama Nomor 10, Kawasan 

Industri Pasar Kemis, Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;  
c. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat 

(“Penawaran Umum”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;  
d. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan karenanya 

menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk;  



49

                                                                                                                                                       
  

 
 

BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK 
USAHA 

 
 
1. Riwayat Singkat 

 
Perseroan didirikan dengan nama PT. Hilon Felt berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.35 tertanggal 17 Juli 2001, 
dibuat di hadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-13811HT.01.01.TH.2001 tanggal                       
21 Nopember 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Tangerang pada 
tanggal 20 Maret 2002 di bawah nomor agenda 0129/BH.30.03/III/2002, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia No.42 tanggal 24 Mei 2002, Tambahan No.5018. 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan pada saat Pendirian Perseroan. 
 
Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.35 tertanggal 17 Juli 2001, dibuat di hadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso 
Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dengan Keputusan No.C-13811HT.01.01.TH.2001 tanggal 21 Nopember 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di 
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Tangerang pada tanggal 20 Maret 2002 di bawah nomor agenda 
0129/BH.30.03/III/2002, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.42 tanggal 24 Mei 2002, Tambahan 
No.5018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp1.122.500 (US$100) per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

Modal Dasar 10.000 11.225.000.000/ 
USD1.000.000,-  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. Sang Jin Kim 3.000 3.367.500.000/ 

USD300.000,- 30,00 

2. PT Hilon Indonesia 7.000 7.857.500.000/ 
USD700.000,- 70,00 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.000 11.225.000.000/ 
USD1.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel - -  
 
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yang berlaku pada saat 
Prospektus ini diterbitkan, adalah dalam rangka perubahan nama Perseroan menjadi PT Inocycle Technology Group Tbk 
dan Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan 
Terbatas PT Hilon Felt No.118 tanggal 15 April 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di 
Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-
0021374.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 18 April 2019, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 18 April 2019 dengan No.AHU-AH.01.03-0211443, 
dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0064150.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 April 2019 (“Akta Tbk”). 
 
Akta Tbk memuat persetujuan pemegang saham sebagai berikut: 
a. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula bernama PT. HILON FELT menjadi PT. INOCYCLE TECHNOLOGY 

GROUP; 
b. Menyetujui untuk menyesuaikan alamat Perseroan menjadi beralamat di Jalan Putera Utama Nomor 10, Kawasan 

Industri Pasar Kemis, Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;  
c. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat 

(“Penawaran Umum”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;  
d. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan karenanya 

menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk;  

                                                                                                                                                       
  

 
 

e. Menyetujui perubahan nilai nominal saham perseroan dari semula sebesar Rp1.122.500,- (Satu juta seratus dua puluh 
dua ribu lima ratus rupiah) per saham menjadi sebesar Rp100,- (seratus rupiah) per saham. 

f. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru 
yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-
banyaknya 800.147.900 (delapan ratus juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus) 

g. Saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa 
Efek di Indonesia yang berlaku; Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan 
dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau 
penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas;  

h. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-
saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh 
pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan saat ini pada Bursa Efek Indonesia (Company 
Listing), serta menyetujui  untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;  

i. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat 
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan 
(acquit et decharge) selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang 
baru. 

j. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Bapepam LK Nomor 
IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan 
Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal empat belas Mei dua 
ribu delapan (14-05-2008), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau 
Perusahaan Publik serta peraturan perundang-undangan yang  berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk 
merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama 
dan kegiatan usaha penunjang Perseroan;  

k. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang 
diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi 
tidak terbatas  
a. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh 

pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;  
b. mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;  
c. hal-hal lain yang berkaitan 

l. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang 
dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum 
dan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan 
setelah saham-saham terserbut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran 
Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham. 

 
Maksud dan Tujuan 
 
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Tbk, maksud dan tujuan Perseroan 
adalah berusaha dalam bidang industri pengelolaan. 
 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan   
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :   
 

a. kegiatan usaha utama :  
- industri pengelolaan dibidang industri non woven (bukan tenunan), mencakup usaha industri kain yang dibuat 

tanpa proses anyaman atau perajutan;  
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- industri pengelolaan dibidang industry serat staple buatan, mencakup usaha pembuatan serat staple buatan, 
seperti poliamid, polyester, rayon viscose, akrilik, selulosa asetat dan sebagainya (kecuali serat gelas dan 
serat optic) untuk diolah lebih lanjut dalam industry tekstil;  

 
b. kegiatan usaha penunjang :  

- Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha  
pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya 
kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud diatas. 

 
KEGIATAN USAHA PERSEROAN 
 
Kegiatan Utama dari Perseroan yang telah berjalan : 
 

1. Pembuatan Serat Stapel Buatan  
 
Perseroan saat ini memproduksi Recycle Polyester Staple Fiber atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur 
Ulang yang dibuat dari PET (polyethylene terephthalate) bottle flakes / botol plastik yang telah dicacah. PET yang 
umumnya berasal dari botol air mineral. Recycle Poliester Fiber adalah salah satu dari jenis serat stapel buatan 
yang di produksi oleh Perseroan. 

 
2. Pembuatan produk non woven / Bukan Tenunan. 

 
Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang jika diolah lebih lanjut 
dapat digunakan sebagai bahan baku untuk beragam aplikasi produk mulai dari produk Non-woven / bukan 
tenunan hingga Otomotif, konstruksi, pertanian, dan infrastruktur, Garmen, Mebel. Produk Perseroan dapat 
ditemukan di industri utama Indonesia : Penambangan, konstruksi, manufaktur, dan infrastruktur. 
 
Perseroan juga memproduksi beberapa aplikasi yang menggunakan bahan baku Recycle Polyester Fiber (re-PSF) 
atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang. 

 
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan  
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan dalam Kurun Waktu 3 (tiga) Tahun Terakhir 
 
Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal Akta Tbk tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan 
susunan pemegang saham Perseroan. 
 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir berlaku pada tanggal Prospektus ini 
berdasarkan Akta Tbk adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

Modal Dasar 3.367.500.000 336.750.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT Hilon Indonesia 823.499.675 82.349.967.500 68,612 
2. PT Samudera Industri 376.722.225 37.672.222.500 31,388 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.200.221.900 120.022.190.000 100,000 
Saham dalam Portepel 2.167.278.100 216.727.810.000  
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- industri pengelolaan dibidang industry serat staple buatan, mencakup usaha pembuatan serat staple buatan, 
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Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir berlaku pada tanggal Prospektus ini 
berdasarkan Akta Tbk adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

Modal Dasar 3.367.500.000 336.750.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT Hilon Indonesia 823.499.675 82.349.967.500 68,612 
2. PT Samudera Industri 376.722.225 37.672.222.500 31,388 
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Struktur Kepemilikan Perseroan 
 

 
 
Pihak pengendali kelompok usaha Perseroan adalah : Jaehyuk Choi, Wonhyuk Choi dan Victor Seng Hyeok Choi. 
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3. Struktur Organisasi Perseroan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan 

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Hilon Felt No.118 tanggal 15 April 
2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 18 April 2019 
dengan No.AHU-AH.01.03-0211444 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0064150.AH.01.11.Tahun 2019 
tanggal 18 April 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut: 
 
Komisaris 
Komisaris Utama   :  Jung Hyo Choi 
Komisaris Independen  :  Widhyawan Prawiraatmadja 
 
Direksi 
Direktur Utama :  Jaehyuk Choi 
Direktur :  Wonhyuk Choi 
Direktur :  Victor Seng Hyeok Choi 
Direktur :  Yoon Chong Hyun 
Direktur :  Suhendra Setiadi 
Direktur :  Seung Koo Yang disebut juga Yang Seung Koo  
 
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 
 
Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk 
memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen 
bertanggung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris 
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja 

Pemegang 
Saham 

Dewan 
Komisaris 

Direktur 
Utama 

Penjualan Produksi Keuangan Business & 
Development 

Umum 

Audit 
Internal 

Komite 
Audit 
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Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 18 April 2019 
dengan No.AHU-AH.01.03-0211444 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0064150.AH.01.11.Tahun 2019 
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Direktur :  Wonhyuk Choi 
Direktur :  Victor Seng Hyeok Choi 
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Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam 
menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang 
dalam laporan keuangan Perseroan. 
 
Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi 
 
1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, 

mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang 
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: 
a. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, dalam nilai yang melebihi batas yang dari waktu 

ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan atau tanpa jaminan, kecuali pinjaman utang atau piutang yang 
timbul karena transaksi bisnis. 

b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang 
ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 

c. Menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang – barang tidak bergerak, termasuk 
hak atas tanah atau perusahaan – perusahaan Perseroan dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan 
Komisaris. 

d. Mengagunkan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan dengan nilai dari waktu ke 
waktu di tetapkan oleh Dewan Komisaris. 

e. Mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan atau Perseroan 
mendirikan perseroan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang – 
undangan yang berlaku, dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 
 

2. Dewan Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan 
 
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka 
waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke‐5 (kelima) pada 
akhir satu periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris tersebut sewaktu‐waktu sebelum masa jabatannya berakhir. 
 
Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
OJK No. 33/2014. 
 
Berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 33/2014, anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: 
1. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain; 
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; 
3. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga 

menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 
 
Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut: 
a. melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, 
b. melakukan penilaian dan memberikan masukan berkenaan dengan kebijakan Direksi dalam menjalankan kegiatan 

usaha Perseroan, 
c. memantau efektivitas kebijakan Perseroan, kinerja dan proses pengambilan keputusan oleh Direksi, dan 
d. melakukan penilaian kinerja Direksi melalui RUPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54

                                                                                                                                                       
  

 
 

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: 
 
Komisaris  
 

 

 

 
Jung Hyo Choi 
Komisaris Utama, 78 tahun, Warga Negara Korea Selatan 
 
Lahir 1 Oktober 1940 Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 
Oktober 2001 dan Komisaris di Hilon Indonesia sejak 1989. 
 
Sebelumnya menjabat sebagai Manager di Samu Cotton Fiber (1946-1970) dan 
Direktur Utama di Daeyang Ind. Ltd (INTERITZ)  (1975-1998)  
 
Beliau menyelesaikan pendidikan di bidang Teknik Tekstil di Universitas Sung 
Kyun Kwan pada tahun 1993. 
 
 
 
 

 

Widhyawan Prawiraatmadja 
Komisaris Independen, 58 tahun, Warga Negara Indonesia 
 
Lahir 4 Agustus 1960. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 
April 2019 
 
Saat ini beliau menjalankan usaha sebagai konsultan Independen dan menjadi 
Dosen Senior di School of Business and Management di Institut Teknologi 
Bandung (ITB) sejak Januari 2017. 
 
Jabatan sebelumnya beliau menjabat sebagai : 
Deputi Perencanaan, SKK Migas (2012-2013) ; Deputi Komersial, SKK Migas 
(2013-2014) ; Staff Khusus Mentri – Kementrian ESDM (2014-2016) ; Komisaris 
di Pertamina (2015-2016).  
 
Beliau meraih gelar sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB) 
di tahun 1987 dan melanjutkan studi dan meraih gelar Master PhD di bidang 
Ekonomi dari University of Hawaii di Amerika Serikat pada tahun 1993 dan 2002  
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Direksi:   
 

 

Jaehyuk Choi 
Direktur Utama, 48 tahun, Warga Negara Indonesia 
 
Lahir 3 Juni 1968, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2007 dan 
Presiden Direktur sejak 2018 
 
Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Hilon Indonesia sejak tahun 
2003. 
 
Sebelumnya menjabat sebagai Direktur di Kolon Industrila, Co. Ltd,  (1993-1996) 
; Urecel Technology. Co. Ltd. (1998-1999) ; Hilon Korea (1999-2001)  
 
Beliau menyelesaikan pendidikan di bidang Teknik Tekstil di Universitas Sung 
Kyun Kwan pada tahun 1993. 
 
 
 

 

Wonhyuk Choi 
Direktur,  48 tahun,  Warga Negara Indonesia 
 
Lahir 4 Mei1970, menjabat Direktur Perseroan sejak 2018 
 
Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai berikut : 
Direktur PT Hilon Indonesia pada tahun 1999 – 2001 ; Direktur Perseroan pada 
tahun 2001 - 2002 ; Direktur Utama Perseroan pada tahun 2002 – 2018 ;  
 
Beliau lulus dari Yongil High School pada tahun 1989  
 
 
 
 

 

Victor Seng Hyeok Choi 
Direktur, 43 Tahun, Warga Negara Australia 
 
Lahir 21 Maret 1976, menjabat Direktur Perseroan sejak April 2019.  
 
Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Urecel Indonesia sejak tahun 
2003. 
 
Beliau memiliki pengalaman kerja, sebagai : Auditor, Pricewaterhouse Coopers 
(2000-2003). 
 
Beliau mendapatkan gelar Bachelor of Commerce dari Universitas Sydney pada 
tahun 1999 dan gelar Master of Commerce dari Macquire University pada tahun 
2001. 
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Yoon Chong Hyun 
Direktur,  55 tahun,  Warga Negara Korea Selatan 
 
Lahir, 6 September 1963, menjabat Direktur Keuangan Perseroan sejak 2018 
 
Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Hilon Indonesia sejak 
tahun 2015. 
 
Beliau memiliki pengalaman kerja, sebagai : Partner di Pricewaterhouse 
Coopers di Korea (2003-2013);  Partner di Samduk Accounting Corporation 
(Nexia Korea) (2013-2015). 
 
Beliau mendapatkan gelar Bachelor of Business Administration dari Seoul 
National University pada tahun 1986 dan gelar Master of Business 
Administration dari Seoul National University pada tahun 1988 
 
 
 

 

Suhendra Setiadi 
Direktur, 46 tahun, Warga Negara Indonesia 
 
Lahir di 11 November 1972, menjabat Direktur Perseroan sejak April 2019. 
 
Beliau memiliki pengalaman kerja, sebagai : Institutitional Sales Manager, PT 
Trimegah Securities (1997-2002) ; Direktur Supply Chain Management dari PT 
Softex Indonesia  (2002-2017) 
 
Beliau juga menjadi Pemilik dari beberapa Perusahaan diantaranya:  PT Andra 
Prima Jaya (sejak 2014) ; CV Helping Hands (sejak 2015) ; PT Lentera Digital 
Global Position (sejak 2018)  
 
Beliau mendapatkan gelar Bachelor of Finance dari Universitas South Florida 
pada tahun 1996. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seung Koo Yang disebut juga Yang Seung Koo 
Direktur, 64 tahun, Warga Negara Korea Selatan 
 
Lahir  9 September 1954, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2018 
 
Pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Hilon Surabaya tahun 2009 - 
2016. 
 
Sebelumnya menjabat sebagai Top Manager di Korea Development Bank  
(1982-2006)  
 
Beliau menyelesaikan pendidikan di bidang Advanced Business Progress di 
Seoul National University pada tahun 2002 dan dari Inha University di bidang 
Mechanical Engineering tahun 1981. 
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Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan 
 
Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggora Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan 
adalah sebagai berikut: 
 
NAMA JABATAN SIFAT HUBUNGAN KEKELUARGAAN 

Jung Hyo Choi Komisaris Utama Bapak Kandung 

JaeHyuk Choi Direktur Utama Anak Kandung 

WonHyuk Choi Direktur Anak Kandung 

Victor Seng Hyeok Choi Direktur Anak Kandung 
 
Sedangkan untuk anggota Direksi dan Komisaris yang lainnya tidak terdapat hubungan kekeluargaan. 
 
5. Tata Kelola Perusahaan 

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 
Governance) (“Prinsip GCG”) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Terkait dengan penerapan Prinsip 
GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa Efek dan peraturan-peraturan OJK, 
Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan, 
dan Komite Audit.  
 
Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari 
kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang 
bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi 
yang kompetitif. 
 
Dewan Komisaris 
 
Selama tahun 2018, Perseroan mengalokasikan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi seluruhnya sebesar 
Rp6.085,- juta. 
 
Selama tahun 2018, Rapat dewan komisaris belum dilaksanakan mengingat komisaris independen baru diangkat per April 
2019. Sebelum pengangkatan tersebut, komisaris hanya terdiri dari satu orang. 
 
Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi 
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. 
 
Selain itu, Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik, 
upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan 
teknologi agar tepat guna. 
 
Dewan Direksi 
 
Selama 2018 Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 14 kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh 
Direksi. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi 
sekurang-kurangnya 1 (satu)  kali dalam setiap bulan.  
 
Selama tahun 2018, Perseroan mengalokasikan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi seluruhnya sebesar 
Rp6.085 juta. 
 
Sampai saat ini tidak ada pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi yang dilakukan Perseroan terhadap Direksi. 
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Sekretaris Perusahaan 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/ 2014, tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan 
telah menunjuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan No. 21/SK-LEGAL/INO-TGR/IV/2019 tentang 
Pengangkatan Corporate Secretary di Lingkungan Perseroan. Sekretaris Perseroan dilarang merangkap jabatan apapun di 
emiten atau perusahaan publik lain. 
 
Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke: 
Nama  : Victor Seng Hyeok Choi 
Jabatan  :  Direktur / Corporate Secretary 
Alamat  :  Jl. Putera Utama No. 10 
  Kawasan Industri Pasar Kemis Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis 
  Kab. Tangerang, Indonesia 15560 
Telepon  :  +62-21 590 3307, +62-21 590 9626 (hunting) 
Email  :  info@inocycle.com 
 
Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/ 
2014, tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik, antara lain Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas 
dan tanggung jawab antara lain meliputi : 
 
• mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; 
• memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal; 
• membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: 

o keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; 
o penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; 
o penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; 
o penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan 
o pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 

• sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku 
kepentingan lainnya. 

 
Komite Audit 
 
Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman 
Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“Peraturan OJK No. 55/2015”), Perseroan telah membentuk Komite Audit yang 
anggota‐anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat                                                                          
No. 19/SK-LEGAL/INO-TGR/IV/2019 pada tanggal 22 April 2019 dengan masa jabatan sampai dikeluarkannya Surat 
Keputusan Dewan Komisaris yang baru.  
 
Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit meliputi : 
1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas 

antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan. 
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang‐undangan yang berhubungan dengan kegiatan 

Perseroan. 
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa 

yang diberikannya. 
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada 

independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa. 
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut 

oleh Direksi atas temuan auditor internal. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan 
keuangan Perseroan. 

6. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan 
Perseroan. 

7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan. 
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8. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam 
pelaksanaan hasil keputusan rapat direksi yang dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk 
oleh Komite Audit atas biaya Perseroan; dan 

9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten 
atau Perusahaan Publik. 

 
Masa tugas anggota komite audit selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris 
Perseroan.  
 
Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit. 
 
Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut: 
 
Ketua : Widhyawan Prawiraatmadja Komisaris Independen 
Anggota : Bobby Suryo Herlambang Warga Negara Indonesia. Lahir, 22 Agustus 1974, menjabat Anggota 

Komite Audit Perseroan sejak April 2019. Saat ini juga menjabat 
sebagai Direktur PT Banua Land Sejahtera. Beliau mendapatkan 
gelar Bachelor of Science in Business Administration dari Ohio State 
University pada tahun 1996. 

Anggota : Gautama Ashok Kumar Warga Negara Indonesia. Lahir, 1 Juni 1975, menjabat Anggota 
Komite Audit Perseroan sejak April 2019. Saat ini juga menjabat 
sebagai Komisaris Asia Point Trade Futures. Beliau merupakan 
lulsan dari Swiss Hotel Management. 

 
Komite Audit Perseroan baru didirikan Perseroan pada 22 April 2019 sehingga belum menjalankan fungsinya secara penuh. 
 
Wewenang Komite Audit meliputi : 
 
1. Akses terhadap dokumen, data dan informasi yang releven untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan 

dengan pelaksanaan tugasnya. 
2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, 

manajemen risiko, dan akutan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit. 
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang 

independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya. 
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris. 
 
Unit Audit Internal 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit 
Audit Internal  (”Peraturan OJK No. 56 Tahun 2015”), maka berdasarkan Surat Keputusan No. 18/SK-LEGAL/INO-
TGR/IV/2019 tertanggal 22 April 2019, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan. Adapun susunan 
Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 
Ketua  :  Yoon Chong Hyun 
 
Tujuan pembentukan audit internal  adalah memberikan pandangan independen dan memastikan efisiensi serta efektifitas 
sistem pengendalian internal dengan melakukan pemeriksaan, penelitian, analisa dan rekomendasi atas kegiatan/bidang 
yang diaudit. 
 
Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal 
bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal. Auditor ini dilarang merangkap tugas dan tanggung 
jawab terkait pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. 
 
Unit Audit Internal merupakan suatu unit yang sejajar dengan Sekretaris Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Unit Audit 
Internal akan berkomunikasi secara intensif dengan Dewan Komisaris. 
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Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi: 
• Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Internal Tahunan; 
• Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan 

perusahaan; 
• Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, 

sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya; 
• Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan 

Manajemen; 
• Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris; 
• Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; 
• Bekerja sama dengan Komite Audit; 
• Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; 
• Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. 
 
Wewenang Unit Audit Internal adalah : 
• Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan aktivitasnya; 
• Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari 

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; 
• Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit ; dan 
• Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.  
 
Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan 
Komisaris Perseroan. 
 
Komite Nominasi dan Remunerasi 
 
Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris 
dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi. 
 
Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan 
kepada Dewan Komisaris dimana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan 
Remunerasi Perseroan. 
 
Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini 
dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris bisa menentukan remunerasinya sendiri. 
 
Manajemen Risiko 
 
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI 
Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko 
antara lain: 
 
Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Terkait Bisnis Dan Industri Perseroan:  
 

• Risiko Persaingan Usaha 
Perseroan terus meningkatkan kualitas dan pelayanan dari Perseroan, sehingga pelanggan setia tidak beralih 
kepada pesaing dari Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mencermari dan mengelola persaingan usaha 
dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan Perseroan. 
 

• Risiko Terkait Dengan Pasokan Dan Kenaikan Harga Bahan Baku 
Untuk meminimalisasi risiko ini Perseroan mencoba membentuk bisnis usaha baru sehingga risiko ini di masa 
mendatang dapat di minimalisasi. 
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Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi: 
• Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Internal Tahunan; 
• Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan 

perusahaan; 
• Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, 

sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya; 
• Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan 

Manajemen; 
• Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris; 
• Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; 
• Bekerja sama dengan Komite Audit; 
• Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; 
• Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. 
 
Wewenang Unit Audit Internal adalah : 
• Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan aktivitasnya; 
• Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari 

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; 
• Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit ; dan 
• Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.  
 
Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan 
Komisaris Perseroan. 
 
Komite Nominasi dan Remunerasi 
 
Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris 
dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi. 
 
Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan 
kepada Dewan Komisaris dimana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan 
Remunerasi Perseroan. 
 
Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini 
dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris bisa menentukan remunerasinya sendiri. 
 
Manajemen Risiko 
 
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI 
Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko 
antara lain: 
 
Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Terkait Bisnis Dan Industri Perseroan:  
 

• Risiko Persaingan Usaha 
Perseroan terus meningkatkan kualitas dan pelayanan dari Perseroan, sehingga pelanggan setia tidak beralih 
kepada pesaing dari Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mencermari dan mengelola persaingan usaha 
dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan Perseroan. 
 

• Risiko Terkait Dengan Pasokan Dan Kenaikan Harga Bahan Baku 
Untuk meminimalisasi risiko ini Perseroan mencoba membentuk bisnis usaha baru sehingga risiko ini di masa 
mendatang dapat di minimalisasi. 
 

                                                                                                                                                       
  

 
 

Saat ini Perseroan menjalin kerjasama baik dengan supplier eksternal serta menggunakan jaringan dari group Hilon 
Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan harga bahan baku PET yang bersaing. 
 

• Risiko Kebijakan Pemerintah 
Perseroan turut serta dalam asosiasi untuk mendapat informasi kapan keran impor PET sebagai bahan baku akan di 
buka atau ditutup, dan berapa lama pembatasan dilakukan sehingga dapat melakukan strategi alternatif ketika keran 
impor bahan baku berupa PET di tutup oleh Pemerintah. 
 

• Risiko Terkait  Kegagalan Sistem Teknologi Informasi 
Perseroan memiliki sistem back up ketika sistem teknologi informasi menghadapi masalah. 

 
 
Kegiatan Usaha Yang Ramah Lingkungan dan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 
Responsibility / CSR) 

 
Perseroan menyadari bahwa aktivitas usaha maupun operasional tidak hanya ditujukan demi menciptakan nilai bagi 
pemegang saham, namun juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam nilai inti Perseroan dan sebagai 
suatu refleksi tanggung jawab warga negara yang baik, Perseroan selalu berupaya untuk ikut berperan aktif dalam 
membangun hubungan baik dengan masyarakat di sekitar Perseroan. 
 
Di tahun-tahun mendatang Perseroan akan meningkatkan partisipasi yang terstruktur dan lebih luas melalui Program CSR.  
 
6. Sumber Daya Manusia 

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan 
usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan 
perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan 
karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun 
manajerial. 
 
Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu bagi keberhasilan 
setiap usaha dan kegiatannya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh memusatkan perhatian untuk selalu 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pengembangan, 
pemeliharaan dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis fungsional maupun manajerial. 
 
Dalam pelaksanaannya untuk meningkatkan produktivitas karyawan, selain membuat sistem pelatihan tersendiri, Perseroan 
juga mengikutsertakan karyawannya dalam seminar, lokakarya atau kursus-kursus tertentu sesuai bidang tugasnya masing-
masing baik di dalam maupun luar negeri. 
 
Karyawan merupakan aset berharga bagi Perseroan, sehingga Perseroan memandang bahwa Perseroan harus dapat 
menyiapkan fasilitas yang baik agar kebutuhan karyawan dapat terpenuhi, sehingga dapat bekerja dengan potensi terbaik. 
Perseroan memberikan fasilitas khusus bagi karyawan berupa pemberian rumah tinggal dan kendaraan operasional. 
 
Perseroan tidak memiliki karyawan dengan keahlian khusus di bidang tertentu.  
 
Menyediakan Berbagai Macam Bentuk Tunjangan dan Fasilitas 
Perseroan menyediakan beberapa macam tunjangan dan fasilitas bagi karyawan. Tunjangan dan fasilitas tersebut 
diperuntukkan bagi seluruh karyawan Perseroan dengan beberapa pengecualian seperti fasilitas mutasi yang hanya 
diberikan kepada karyawan-karyawan tertentu. Tunjangan dan fasilitas tersebut adalah sebagai berikut: 
 
- Asuransi tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan 
- kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian; 
- Tunjangan Hari Raya; 
- Bonus tahunan atas kinerja Perseroan; 
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- Penggantian biaya bensin dan pulsa telepon untuk karyawan operasional; 
- Penggantian biaya dan tunjangan perjalanan dinas; 
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan; 
- Santunan kedukaan; 
- Tunjangan jabatan 
- Insentif 
- dan lain-lain. 
 
Program Pelatihan 
Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan mengedakan program-program pelatihan dan pengembangan 
SDM didasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif.  
 
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik keterampilan maupun wawasannya, Perseroan 
melaksanakan berbagai macam program pelatihan dan pendidikan secara berkesinambungan. 
 
Program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
• Pelatihan yang diadakan dalam lingkungan Perseroan (in-house training) 
• Pelatihan yang diadakan di luar lingkungan Perseroan 
 
Hingga Prospektus diterbitkan, saat ini para pekerja di Perseroan tidak membentuk serikat pekerja di Perseroan. 

 
Peraturan Perusahaan serta kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan 
kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan 
dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama. 
 
Komposisi karyawan 
 
Tabel berikut ini menunjukan perkembangan komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang manajemen, pendidikan dan 
usia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 
2015 dan 31 Desember 2014:  
 
Per tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mempekerjakan karyawan sebanyak 799 orang.  Berikut rincian mengenai 
perkembangan jumlah karyawan Perseroan dalam kurun waktu lima tahun terakhir:  
 
Tabel komposisi karyawan menurut jenjang jabatan 
 
 31 Desember 

2018 2017 2016 2015 2014 
Manajer  24   21   23   23   24  
Staff  89   59   103   121   124  
Non-Staff  686   569   697   822   842  
Jumlah  799 649   823   966   990  
Sumber : Perseroan 
 
Tabel komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan 
 
 31 Desember 

2018 2017 2016 2015 2014 
Pasca Sarjana  1   -     -     -     -    
Sarjana  53   41   49   47   49  
Akademi  27   24   28   27   28  
SMU / SMK  650   522   666   816   837  
SD & SMP  68   62   80   76   76  
Jumlah  799   649   823   966   990  
Sumber : Perseroan 
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- Penggantian biaya bensin dan pulsa telepon untuk karyawan operasional; 
- Penggantian biaya dan tunjangan perjalanan dinas; 
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan; 
- Santunan kedukaan; 
- Tunjangan jabatan 
- Insentif 
- dan lain-lain. 
 
Program Pelatihan 
Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan mengedakan program-program pelatihan dan pengembangan 
SDM didasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif.  
 
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik keterampilan maupun wawasannya, Perseroan 
melaksanakan berbagai macam program pelatihan dan pendidikan secara berkesinambungan. 
 
Program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
• Pelatihan yang diadakan dalam lingkungan Perseroan (in-house training) 
• Pelatihan yang diadakan di luar lingkungan Perseroan 
 
Hingga Prospektus diterbitkan, saat ini para pekerja di Perseroan tidak membentuk serikat pekerja di Perseroan. 

 
Peraturan Perusahaan serta kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan 
kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan 
dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama. 
 
Komposisi karyawan 
 
Tabel berikut ini menunjukan perkembangan komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang manajemen, pendidikan dan 
usia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 
2015 dan 31 Desember 2014:  
 
Per tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mempekerjakan karyawan sebanyak 799 orang.  Berikut rincian mengenai 
perkembangan jumlah karyawan Perseroan dalam kurun waktu lima tahun terakhir:  
 
Tabel komposisi karyawan menurut jenjang jabatan 
 
 31 Desember 

2018 2017 2016 2015 2014 
Manajer  24   21   23   23   24  
Staff  89   59   103   121   124  
Non-Staff  686   569   697   822   842  
Jumlah  799 649   823   966   990  
Sumber : Perseroan 
 
Tabel komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan 
 
 31 Desember 

2018 2017 2016 2015 2014 
Pasca Sarjana  1   -     -     -     -    
Sarjana  53   41   49   47   49  
Akademi  27   24   28   27   28  
SMU / SMK  650   522   666   816   837  
SD & SMP  68   62   80   76   76  
Jumlah  799   649   823   966   990  
Sumber : Perseroan 

                                                                                                                                                       
  

 
 

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang usia 
 
 31 Desember 

2018 2017 2016 2015 2014 
Di atas 50 tahun  7   6   4   4   3  
41 - 50 tahun  48   42   49   49   54  
31 - 40 tahun  127   115   135   157   165  
21 - 30 tahun  469   406   511   567   600  
Kurang dari 21 tahun  148   80   124   189   168  
Jumlah  799   649   823   966   990  
Sumber : Perseroan 
 
Tabel komposisi karyawan menurut status 
 
 31 Desember 

2018 2017 2016 2015 2014 
Tetap  91   63   163   330   196  
Tidak Tetap  708   586   660   636   794  
Jumlah  799   649   823   966   990  
Sumber : Perseroan 
 
Tabel komposisi karyawan menurut Aktivitas Utama 
 
 31 Desember 

2018 2017 2016 2015 2014 
Produksi  600   446   604  777   790  
Non-Produksi  199   203   219   189   200  
Jumlah  799   649   823   966   990  
Sumber : Perseroan 
 
Tabel komposisi karyawan menurut Lokasi 
 
 31 Desember 

2018 2017 2016 2015 2014 
Tangerang 66 - 119 296 339 
Banyuasin 107 107 107 113 108 
Karanganyar 266 204 257 318 312 
Mojokerto 163 125 106 - - 
Semarang 197 213 234 239 231 
Jumlah  799   649   823   966   990  
Sumber : Perseroan 
 
Tenaga kerja asing 
 
Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memperkerjakan 13 (tiga belas) orang tenaga kerja asing. Untuk List 
Tenaga Kerja Asing dapat dilihat dalam sub bab mengenai : Penggunaan Tenaga Kerja Asing  
 
Perseroan tidak memiliki karyawan dengan keahlian khusus di bidang tertentu.  
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan 
Perseroan. Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan antara Perseroan dan karyawan Perseroan 
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7. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 

 
PT HILON INDONESIA (“Hilon Indonesia”) 

 
Akta Pendirian dan Anggaran Dasar 
 
Hilon Indonesia didirikan dengan nama PT Hilonindo Dinamika berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.3 tertanggal                  
1 September 1989 juncto Akta Perubahan No.132 tertanggal 20 Februari 1990, keduanya dibuat di hadapan Winanto 
Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan 
No.C2-1545.HT.01.01.TH.90 tertanggal 22 Maret 1990 dan didaftarkan dalam register pada Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat pada tanggal 6 April 1990 di bawah No.770/1990, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 
tanggal 25 Mei 1990, Tambahan No. 1898. 
 
Nama Hilon Indonesia diubah menjadi PT Hilon Indonesia berdasarkan Akta Berita Acara No. 72 tanggal 26 Januari 1991, 
dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia dengan Keputusan No. C2-3756 HT.01.04.Th91 tanggal 8 Agustus 1991. 
 
Anggaran dasar Hilon Indonesia terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Hilon Indonesia 
No.04 tertanggal 18 Oktober 2018, dibuat di hadapan Yohannes Irson Purba, S.H., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah 
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0255910 
tanggal 23 Oktober 2018, dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan No. AHU-AH.01.03-0255909, dan didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0140924.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 23 Oktober 2018. 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Hilon Indonesia No.13 tertanggal 27 Desember 2016, 
dibuat di hadapan Yohannes Irson Purba, S.H., Notaris di Tangerang Selatan, yang  telah diberitahukan kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 20 Januari 2017 
dengan No.AHU-AH.01.03-0026376 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0008160.AH.01.11.Tahun 2017 
tanggal 20 Januari 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Hilon Indonesia adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

Modal Dasar 6.000.000.000 600.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT Sambros Invesco International 1.762.134.235 176.213.423.500 86,952 
2. JaeHyuk Choi 100.000 10.000.000 0,005 
3. Prudentia Trading Limited 264.335.136 26.433.513.600 13,043 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.026.569.371 202.656.937.100 100,000 
Saham dalam Portepel 3.973.430.629 397.343.062.900  
 
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Hilon Indonesia No.04 tertanggal 18 Oktober 2018, dibuat 
di hadapan Yohannes Irson Purba, S.H., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan                 
No. AHU-AH.01.03-0255910 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0140924.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal                
23 Oktober 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Hilon Indonesia adalah sebagai berikut: 
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7. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 

 
PT HILON INDONESIA (“Hilon Indonesia”) 

 
Akta Pendirian dan Anggaran Dasar 
 
Hilon Indonesia didirikan dengan nama PT Hilonindo Dinamika berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.3 tertanggal                  
1 September 1989 juncto Akta Perubahan No.132 tertanggal 20 Februari 1990, keduanya dibuat di hadapan Winanto 
Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan 
No.C2-1545.HT.01.01.TH.90 tertanggal 22 Maret 1990 dan didaftarkan dalam register pada Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat pada tanggal 6 April 1990 di bawah No.770/1990, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 
tanggal 25 Mei 1990, Tambahan No. 1898. 
 
Nama Hilon Indonesia diubah menjadi PT Hilon Indonesia berdasarkan Akta Berita Acara No. 72 tanggal 26 Januari 1991, 
dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia dengan Keputusan No. C2-3756 HT.01.04.Th91 tanggal 8 Agustus 1991. 
 
Anggaran dasar Hilon Indonesia terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Hilon Indonesia 
No.04 tertanggal 18 Oktober 2018, dibuat di hadapan Yohannes Irson Purba, S.H., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah 
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0255910 
tanggal 23 Oktober 2018, dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan No. AHU-AH.01.03-0255909, dan didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0140924.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 23 Oktober 2018. 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Hilon Indonesia No.13 tertanggal 27 Desember 2016, 
dibuat di hadapan Yohannes Irson Purba, S.H., Notaris di Tangerang Selatan, yang  telah diberitahukan kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 20 Januari 2017 
dengan No.AHU-AH.01.03-0026376 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0008160.AH.01.11.Tahun 2017 
tanggal 20 Januari 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Hilon Indonesia adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

Modal Dasar 6.000.000.000 600.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT Sambros Invesco International 1.762.134.235 176.213.423.500 86,952 
2. JaeHyuk Choi 100.000 10.000.000 0,005 
3. Prudentia Trading Limited 264.335.136 26.433.513.600 13,043 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.026.569.371 202.656.937.100 100,000 
Saham dalam Portepel 3.973.430.629 397.343.062.900  
 
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Hilon Indonesia No.04 tertanggal 18 Oktober 2018, dibuat 
di hadapan Yohannes Irson Purba, S.H., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan                 
No. AHU-AH.01.03-0255910 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0140924.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal                
23 Oktober 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Hilon Indonesia adalah sebagai berikut: 
 
 
 

                                                                                                                                                       
  

 
 

Direksi 
Presiden Direktur  :   Jaehyuk Choi 
Direktur  :   Wonhyuk Choi 
Direktur  :   Victor Seng Hyeok Choi 
Direktur  :   Lee Yong Hwa 
Direktur  :   Byoung Wook Koh 
Direktur  :   Seung Koo Yang 
Direktur  :   Park Seong Hoon 
Direktur  :   Yoon Chong Hyun 
Direktur  :   Jong Hee Kim 
Direktur  :   Hugh Dahl 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris   :   Jung Hyo Choi 
 
 
PT Samudera Industri (“Samudera”) 
 
Akta Pendirian dan Anggaran Dasar 
 
Samudera didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.57 tertanggal 25 Mei 2001, dibuat di hadapan Fransiscus 
Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-02307HT.01.01.TH.2001 tertanggal 21 Juni 2001 dan didaftarkan 
dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bandung pada tanggal 08 Nopember 2004 di 
bawah No. 355.1/Rub.10.24/XI/2004, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.12249 tanggal 21 Juni 
2001 Tambahan No.101. 
 
Anggaran dasar Samudera terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar 
No.12 tertanggal 07 Agustus 2008, dibuat di hadapan Notaris  Yohanes Irson Purba. S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, 
yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan                               
No.AHU-55873.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 27 Agustus 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan                              
No.AHU-0076468.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 27 Agustus 2008. 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham  
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar 
PT Samudera Industri No. 2 tertanggal 21 April 2005, dibuat di hadapan Yohannes Irson Purba, S.H., Notaris di Kabupaten 
Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan                   
No. C-12190 HT.01.04.TH.2005 tertanggal 4 Mei 2005 juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT 
Samudera Industri No.74 tertanggal 21 Agustus 2015, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan hak asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat 
pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan No.AHU-AH.01.03-0958641 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan                           
No.AHU-3544581.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham 
Samudera adalah sebagai berikut: 
 

Pemegang 
Saham 

Saham Seri A 
(Nilai Nominal per saham 

Rp1.049.000/US$100) 

Saham Seri B 
(Nilai Nominal per saham 

Rp912.800/USD100,-) Total Nominal Total 
% Jumlah 

Saham Nominal % Jumlah 
Saham Nominal  % 

PT Hilon 
Indonesia 4.000 Rp4.196.000.000/ 

USD400.000,- 100 7.989 Rp7.292.359.200/ 
USD798.900,- 

99,8
6 

Rp11.488.359.200/ 
USD1.198.900,- 

99,9 

Jaehyuk 
Choi - - - 11 Rp10.040.800/ 

USD1.100,- 0,14 Rp10.040.800/ 
USD1.100,- 

0,1 

Total 4.000 Rp4.196.000.000/ 
USD400.000,- 100 8.000 Rp7.302.400.000/ 

USD800.000,- 100 Rp11.498.400.000/ 
USD1.200.000,- 

100,0 
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Susunan Direksi dan Dewan Komisaris 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Samudera Industri No.55 tertanggal 8 Desember 
2015, dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA, pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal  
17 Desember 2015 dengan No.AHU-AH.01.03-0988961 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan                                        
No.AHU-3594680.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Samudera 
adalah sebagai berikut:  
 
Direksi 
Direktur Utama  :  Victor Seng Hyeok Choi 
Direktur  :  Lee Yong Hwa 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris   :  Jung Hyo Choi 
 
 

8. PENYERTAAN SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN 
 

Perseroan memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain dengan kepemilikan di bawah 50% (lima puluh persen) yaitu 
PT Urecel Indonesia. 

 
Akta Pendirian dan Anggaran Dasar 
 
Urecel didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.3 tanggal 22 Juli 2002, dibuat di hadapan Yohannes Irson Purba, 
S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dengan Keputusan No.C-18069 HT.01.01.TH.2002 tanggal 18 September 2002 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan 
Kabupaten Tangerang pada tanggal 24 Oktober 2002 di bawah No. 0472/BH.3003/X/2002 (“Akta Pendirian Urecel”). 
 
Maksud dan Tujuan  
 
Berdasarkan Akta Pendirian Urecel, maksud dan tujuan Urecel adalah menjalankan usaha yang bergerak di bidang industri 
polyurethane. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Urecel dapat melaksanakan semua kegiatan usaha yang 
bergerak dalam bidang industri polyurethane. 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Urecel yang terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat Umum Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 6 Maret 2003, dibuat di hadapan Yohannes 
Irson Purba, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-05809.HT.01.04.TH.2003 tanggal 19 Maret 2003 juncto Akta Pernyataan 
Keputusan Para Pemegang Saham PT Urecel Indonesia No. 166 tanggal 31 Agustus 2015, dibuat di hadapan Yulia, S.H., 
Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 1 September 2015 dengan No. AHU-AH.01.03-0961028, 
dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3548211.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 September 2015, yaitu sebagai 
berikut: 
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Susunan Direksi dan Dewan Komisaris 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Samudera Industri No.55 tertanggal 8 Desember 
2015, dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA, pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal  
17 Desember 2015 dengan No.AHU-AH.01.03-0988961 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan                                        
No.AHU-3594680.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Samudera 
adalah sebagai berikut:  
 
Direksi 
Direktur Utama  :  Victor Seng Hyeok Choi 
Direktur  :  Lee Yong Hwa 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris   :  Jung Hyo Choi 
 
 

8. PENYERTAAN SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN 
 

Perseroan memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain dengan kepemilikan di bawah 50% (lima puluh persen) yaitu 
PT Urecel Indonesia. 

 
Akta Pendirian dan Anggaran Dasar 
 
Urecel didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.3 tanggal 22 Juli 2002, dibuat di hadapan Yohannes Irson Purba, 
S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dengan Keputusan No.C-18069 HT.01.01.TH.2002 tanggal 18 September 2002 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan 
Kabupaten Tangerang pada tanggal 24 Oktober 2002 di bawah No. 0472/BH.3003/X/2002 (“Akta Pendirian Urecel”). 
 
Maksud dan Tujuan  
 
Berdasarkan Akta Pendirian Urecel, maksud dan tujuan Urecel adalah menjalankan usaha yang bergerak di bidang industri 
polyurethane. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Urecel dapat melaksanakan semua kegiatan usaha yang 
bergerak dalam bidang industri polyurethane. 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Urecel yang terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat Umum Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 6 Maret 2003, dibuat di hadapan Yohannes 
Irson Purba, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-05809.HT.01.04.TH.2003 tanggal 19 Maret 2003 juncto Akta Pernyataan 
Keputusan Para Pemegang Saham PT Urecel Indonesia No. 166 tanggal 31 Agustus 2015, dibuat di hadapan Yulia, S.H., 
Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 1 September 2015 dengan No. AHU-AH.01.03-0961028, 
dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3548211.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 September 2015, yaitu sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
  

 
 

Keterangan Nilai Nominal Rp876.500,- (USD100) per saham 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%) 

Modal Dasar 25.000 21.912.500.000  (USD2.500.000,-)  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
- PT Hilon Indonesia 13.550 11.876.575.000 (USD1.355.000,-) 54,2 
- Perseroan 11.450 10.035.925.000 (USD1.145.000,-) 45,8 
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 25.000 21.912.500.000 (USD2.500.000) 100,0 
Saham dalam Portepel - -  
 
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Urecel Indonesia No.07 tanggal 20 April 2017, dibuat di 
hadapan Yohannes Irson Purba, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 21 April 2017 dengan No. 
AHU-AH.01.03-0129065 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0051785.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 
21 April 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Urecel adalah sebagai berikut: 
 
Direksi 
Presiden Direktur : Victor Seng Hyeok Choi 
Direktur  : JaeHyuk Choi 
Direktur  : Hyo Il Ieo 
Direktur  : Kumagai Kenichi 
Direktur  : Joachim Karl Albrecht Muetzelfeldt 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris : Jung Hyo Choi 
 
PT Urecel Indonesia bergerak di bidang perindustrian dan pergadangan busa polyurethane dan berdomisili di Tangerang. 
Kepemilikan Perrseroan di PT Urecel Indonesia adalah 45,8% dengan nilai saham Rp 10.035.925 ribu  
 
Berikut adalah tabel yang menggambarkan bagian atas (rugi) / laba PT Urecel Indonesia yang memberikan kontribusi 
terhadap laba sebelum pajak Perseroan 
 

 2018 2017 2016 
Pendapatan bersih tahun berjalan 86.380.161 75.755.202 68.405.458 
(Rugi)/laba setelah pajak (2.336.578) 4.197.135 3.808.846 
Jumlah (rugi)/laba dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan 166.983 50.430 (49.395) 
Penghasilan/(kerugian) komprehensif tahun berjalan (2.169.595) 4.247.565 3.759.451 
Persentase kepemilikan 45.8% 45.8% 45.8% 
Penyesuaian metode ekuitas (27.067) 8.495 7.518 
Bagian atas (rugi)/laba (1.020.742) 1.953.880 1.729.347 
Laba Sebelum Pajak Penghasilan  21.690.926   19.832.033   11.855.627  
Persentase Laba dari Urecel terhadap Laba sebelum Pajak Perseroan 4,71% 9,85% 14,59% 
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9. PERIZINAN DAN PERSETUJUAN SEHUBUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN 

 
Perijinan penting yang diperlukan Perseroan menjalankan kegiatan usahanya adalah : 
 
A. Surat Keterangan Domisili Usaha 

Tangerang 
 
Surat Keterangan Domisili Usaha No.503.2/282/Ds.Ska/X2018 tertanggal 8 Oktober  2018, dikeluarkan oleh Kepala 
Desa Suka Asih dan tercatat pada Kantor Kecamatan Pasar Kemis dengan No.503/591/PSN/X/2018 tertanggal 09 
Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jl. Putra Utama Kawasan Industri No.11 
RT.003/003 Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, yang berlaku sampai dengan 08 
Oktober 2019. 
 
Karanganyar 
 
Surat Keterangan No. 472/122/V/2019 tanggal 9 Mei 2019, dikeluarkan oleh Camat Gondangrejo, yang menerangkan 
bahwa Perseroan berdomisili di Dukuh Selorejo RT 002 RW 009, Dusun Sugihwaras Desa Wonorejo Kec. 
Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, berlaku mulai tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019. 
 
Kabupeten Semarang 
 
Surat Keterangan Domisili No. 503/20/III/13 tanggal 26 Maret 2013, dikeluarkan oleh Kepala Desa Butuh, yang 
menerangkan bahwa benar Perseroan berdomisili di Dusun Banaran RT 18 RW 10, Desa Butuh, Kecamatan 
Tengaran, Kabupaten Semarang. 
 
Banyuasin 
 
Surat Keterangan Domisili No. 474.4/22/LL/2018 tanggal 4 Juni 2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Lancang 
serta diketahui oleh Camat Suak Tapeh tanggal 4 Juni 2018 No. 474.4/08/ST/2018, yang menerangkan bawah PT 
Hilon Felt berdomisili di Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin.  
 
Mojokerto 
 
Surat Keterangan Domisili No. 145/16/416.310.12/2016 tanggal 16 Februari 2016, dikeluarkan oleh Kepala Desa 
Kalipuro, yang menerangkan bahwa PT Hilon Felt berdomisili di Dusun Madyopuro Desa Kalipuro Kecamatan 
Pungging Kabupaten Mojokerto. 
 
 

B. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

1. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.026.460.2-057.000, tertanggal 04 Maret 2013  yang dikeluarkan oleh Kantor 
Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat, atas nama Perseroan 
beralamat di Kawasan Industri Pasar Kemis Jl. Putra Utama Raya No.11 Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, 
Kabupaten Tangerang. 
 

2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No:PEM-004/WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 04 Maret 2013,  atas 
nama Perseroan, yang beralamat Kawasan Industri Pasar Kemis Jl. Putra Utama Raya N0.11 Suka Asih, 
Kecamatan Pasar Kemis,  Kabupaten Tangerang, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah 
DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat. 
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9. PERIZINAN DAN PERSETUJUAN SEHUBUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN 

 
Perijinan penting yang diperlukan Perseroan menjalankan kegiatan usahanya adalah : 
 
A. Surat Keterangan Domisili Usaha 

Tangerang 
 
Surat Keterangan Domisili Usaha No.503.2/282/Ds.Ska/X2018 tertanggal 8 Oktober  2018, dikeluarkan oleh Kepala 
Desa Suka Asih dan tercatat pada Kantor Kecamatan Pasar Kemis dengan No.503/591/PSN/X/2018 tertanggal 09 
Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jl. Putra Utama Kawasan Industri No.11 
RT.003/003 Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, yang berlaku sampai dengan 08 
Oktober 2019. 
 
Karanganyar 
 
Surat Keterangan No. 472/122/V/2019 tanggal 9 Mei 2019, dikeluarkan oleh Camat Gondangrejo, yang menerangkan 
bahwa Perseroan berdomisili di Dukuh Selorejo RT 002 RW 009, Dusun Sugihwaras Desa Wonorejo Kec. 
Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, berlaku mulai tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019. 
 
Kabupeten Semarang 
 
Surat Keterangan Domisili No. 503/20/III/13 tanggal 26 Maret 2013, dikeluarkan oleh Kepala Desa Butuh, yang 
menerangkan bahwa benar Perseroan berdomisili di Dusun Banaran RT 18 RW 10, Desa Butuh, Kecamatan 
Tengaran, Kabupaten Semarang. 
 
Banyuasin 
 
Surat Keterangan Domisili No. 474.4/22/LL/2018 tanggal 4 Juni 2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Lancang 
serta diketahui oleh Camat Suak Tapeh tanggal 4 Juni 2018 No. 474.4/08/ST/2018, yang menerangkan bawah PT 
Hilon Felt berdomisili di Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin.  
 
Mojokerto 
 
Surat Keterangan Domisili No. 145/16/416.310.12/2016 tanggal 16 Februari 2016, dikeluarkan oleh Kepala Desa 
Kalipuro, yang menerangkan bahwa PT Hilon Felt berdomisili di Dusun Madyopuro Desa Kalipuro Kecamatan 
Pungging Kabupaten Mojokerto. 
 
 

B. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

1. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.026.460.2-057.000, tertanggal 04 Maret 2013  yang dikeluarkan oleh Kantor 
Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat, atas nama Perseroan 
beralamat di Kawasan Industri Pasar Kemis Jl. Putra Utama Raya No.11 Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, 
Kabupaten Tangerang. 
 

2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No:PEM-004/WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 04 Maret 2013,  atas 
nama Perseroan, yang beralamat Kawasan Industri Pasar Kemis Jl. Putra Utama Raya N0.11 Suka Asih, 
Kecamatan Pasar Kemis,  Kabupaten Tangerang, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah 
DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
  

 
 

C. Nomor Induk Berusaha (NIB) 
 
Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108752476 tertanggal 27 Juli 2018, dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
Nama Perusahaan :  PT Hilon Felt 
Alamat Perusahaan :  Jl. Putra Utama No.11, Kawasan Industri Pasar Kemis, Kelurahan Suka 

Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang 
Nama KBLI :  Industri non woven (bukan tenunan), industri serat stapel buatan 
Kode KBLI :  13993, 20302 
Jenis API :  Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) 
Status Penanaman Modal  :  PMA 
Masa Berlaku :  Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

D.  Izin Penanaman Modal dan Izin Usaha Industri 
 

1. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing No.495/I/PMA/2001 tertanggal 14 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh 
Deputi Bidang Pelayanan Dan Fasilitasi Penanaman Modal atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal junctis:  
a.  Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No.S-512/DU6-BKPM/2001 tertanggal 13 Juli 2001 yang 

dikeluarkan oleh Direktur Industri Kimia Dan Industri Aneka Lainnya atas nama Deputi Bidang Pelayanan 
Dan Fasilitasi Penanaman Modal, yang diberikan kepada PT Hilon Indonesia dan Kim Sang Jin; 

b.   Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No.190/III/PMA/2002 tertanggal 28 Februari 2002 tentang 
Persetujuan Perubahan Rencana Permodalan, atas nama Perseroan, Catatan ada tambahan 

c. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No.660/III/PMA/2002 tertanggal 1 Juli 2002 tentang Persetujuan 
Perubahan Penggunaan Tenaga Kerja Dan Penyertaan dalam Modal Perseroan atas nama Perseroan; 

d. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No.75/III/PMA/2003 tertanggal 23 Januari 2003 tentang 
Persetujuan Perubahan Rencana Investasi dan permodalan, atas nama Perseroan. 

 
2. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia.369/T/Industri/2003 tertanggal 30 

September 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal RepubliIndonesiaia atas 
nama Menteri Perindustrian Dan Perdagangan, tentang Izin Usaha Industri atas nama Perseroan junctis:  
a. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia No.18/II/PMA/2004 tertanggal 09 Februari 2004 

tentang Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing;  
b. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia No.648/T/Industri/2006 tertanggal 

21 Juli 2006 tentang Izin Perluasan Usaha atas nama Perseroan; 
c. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia No.1001/III/PMA/2006 tertanggal 24 Juli 2006 tentang 

Persetujuan Perubahan Modal; 
d. Surat Koordinasi Badan Penanaman Modal Indonesia No.1315/III/PMA/2007 tertanggal 05 September 2007 

tentang Persetujuan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan; 
e. Surat Koordinasi Badan Penanaman Modal Indonesia No.1325/III/PMA/2008 tertanggal 15 Agustus 2008 

tentang Persetujuan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan;  
f. Surat BKPM No.322/1/IP/II/PMA/2012 tertanggal 19 Oktober 2012 tentang Izin Prinsip Perluasan Penanaman 

Modal. 
 

3. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.755/T/Perdagangan/2009 tertanggal 23 Juli 
2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perdagangan, 
tentang Izin Perluasan Usaha atas nama Perseroan juncto Surat No.179/II/PMA/2009 tertanggal 18 Mei 2009 yang 
dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM tentang Surat persetujuan Perluasan 
Penanaman Modal  
 

4. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No.376/1/IP/II/PMA/2012 tertanggal 17 Desember 2012 tentang Izin 
Prinsip Perluasan Penanaman Modal junctis:  
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a. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.45/1/IU-PL/PMA/2014 tertanggal 24 Maret 
2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama 
Menteri Perindustrian, tentang Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Asing atas nama Perseroan;  

b. Surat BKPM No.2658/1/IP-PB/PMA2015 tertanggal 07 September 2015 tentang Izin Prinsip Perubahan 
Penanaman Modal Asing;  

c. Surat BKPM No.2855/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 21 September 2015 tentang Izin Prinsip Perubahan 
Penanaman Modal Asing. 

 
5. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No.109/1/IP/II/PMA/2011 tertanggal 05 April 2011 yang dikeluarkan 

oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM tentang Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal junctis:  
a. Surat BKPM No.611/1/IP/III/PMA/2011 tertanggal 22 November 2011 tentang Izin Prinsip Perubahan 

Penanaman Modal;  
b. Surat BKPM No.120/A.8/2012 tertanggal 16 Januari 2012 tentang Perubahan Lokasi Proyek Perluasan dan 

Penyertaan Dalam Modal Perseroan; 
c. Surat BKPM No.2658/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 07 September 2015 tentang Izin Prinsip Perubahan 

Penanaman Modal Asing;  
d. Surat BKPM No.2855/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 21 September 2015 tentang Izin Prinsip Perubahan 

Penanaman Modal Asing;  
e. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.967/1/IU/PMA/2015 tertanggal 06 

November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas 
nama Menteri Perindustrian, tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing atas nama Perseroan.  

 
6. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No.396/1/IP/II/PMA/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Izin 

Prinsip Perluasan Penanaman Modal junctis:  
a. Surat BKPM No.1181/1/IP-PB/PMA/2014 tertanggal tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing;  
b. Surat BKPM No.2658/1/IP-PB/PMA2015 tertanggal 07 September 2015 tentang Izin Prinsip Perubahan 

Penanaman Modal Asing;  
c. Surat BKPM No.2855/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 21 September 2015 tentang Izin Prinsip Perubahan 

Penanaman Modal Asing;  
d. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.1108/1/IU/PMA/2017 tertanggal 24 

Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas 
nama Menteri Perindustrian, tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing atas nama Perseroan.  
 

7. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal  No.3755/1/IP/PMA/2014 tertanggal 31 Desember 2014 yang 
dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM atas nama Perseroan tentang Izin Prinsip 
Penanaman Modal Asing junctis:  
a. Surat BKPM No.2658/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 07 September 2015 tentang Izin Prinsip Perubahan 

Penanaman Modal Asing  
b. Surat BKPM No.2855/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 21 September 2015 tentang Izin Prinsip Perubahan 

Penanaman Modal Asing.  
 

8. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No.10/1/IP-PL/PMA/2016 tertanggal 15 Januari 2016 tentang Izin 
Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing juncto Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
No.350/1/IU/PMA/2017 tertanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan koordinasi Penanaman 
Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Perindustrian, tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing 
atas nama Perseroan. 
 

E.  Izin Mendirikan Bangunan 
     

1. Surat Keputusan Bupati Tangerang No.647/12427-BP2T/2009 tertanggal 31 Desember 2009 tentang Izin 
Mendirikan Bangunan (Untuk Perusahaan Kawasan Industri / Perusahaan Industri) atas nama Perseroan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. memberikan Izin bangunan untuk menambah bangunan Pabrik dan Gudang  (IMB lama No.645/19-

BP2T/2008). 
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a. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.45/1/IU-PL/PMA/2014 tertanggal 24 Maret 
2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama 
Menteri Perindustrian, tentang Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Asing atas nama Perseroan;  

b. Surat BKPM No.2658/1/IP-PB/PMA2015 tertanggal 07 September 2015 tentang Izin Prinsip Perubahan 
Penanaman Modal Asing;  

c. Surat BKPM No.2855/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 21 September 2015 tentang Izin Prinsip Perubahan 
Penanaman Modal Asing. 

 
5. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No.109/1/IP/II/PMA/2011 tertanggal 05 April 2011 yang dikeluarkan 

oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM tentang Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal junctis:  
a. Surat BKPM No.611/1/IP/III/PMA/2011 tertanggal 22 November 2011 tentang Izin Prinsip Perubahan 

Penanaman Modal;  
b. Surat BKPM No.120/A.8/2012 tertanggal 16 Januari 2012 tentang Perubahan Lokasi Proyek Perluasan dan 

Penyertaan Dalam Modal Perseroan; 
c. Surat BKPM No.2658/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 07 September 2015 tentang Izin Prinsip Perubahan 

Penanaman Modal Asing;  
d. Surat BKPM No.2855/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 21 September 2015 tentang Izin Prinsip Perubahan 

Penanaman Modal Asing;  
e. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.967/1/IU/PMA/2015 tertanggal 06 

November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas 
nama Menteri Perindustrian, tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing atas nama Perseroan.  

 
6. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No.396/1/IP/II/PMA/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Izin 

Prinsip Perluasan Penanaman Modal junctis:  
a. Surat BKPM No.1181/1/IP-PB/PMA/2014 tertanggal tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing;  
b. Surat BKPM No.2658/1/IP-PB/PMA2015 tertanggal 07 September 2015 tentang Izin Prinsip Perubahan 

Penanaman Modal Asing;  
c. Surat BKPM No.2855/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 21 September 2015 tentang Izin Prinsip Perubahan 

Penanaman Modal Asing;  
d. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.1108/1/IU/PMA/2017 tertanggal 24 

Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas 
nama Menteri Perindustrian, tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing atas nama Perseroan.  
 

7. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal  No.3755/1/IP/PMA/2014 tertanggal 31 Desember 2014 yang 
dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM atas nama Perseroan tentang Izin Prinsip 
Penanaman Modal Asing junctis:  
a. Surat BKPM No.2658/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 07 September 2015 tentang Izin Prinsip Perubahan 

Penanaman Modal Asing  
b. Surat BKPM No.2855/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 21 September 2015 tentang Izin Prinsip Perubahan 

Penanaman Modal Asing.  
 

8. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No.10/1/IP-PL/PMA/2016 tertanggal 15 Januari 2016 tentang Izin 
Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing juncto Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
No.350/1/IU/PMA/2017 tertanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan koordinasi Penanaman 
Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Perindustrian, tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing 
atas nama Perseroan. 
 

E.  Izin Mendirikan Bangunan 
     

1. Surat Keputusan Bupati Tangerang No.647/12427-BP2T/2009 tertanggal 31 Desember 2009 tentang Izin 
Mendirikan Bangunan (Untuk Perusahaan Kawasan Industri / Perusahaan Industri) atas nama Perseroan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. memberikan Izin bangunan untuk menambah bangunan Pabrik dan Gudang  (IMB lama No.645/19-

BP2T/2008). 

                                                                                                                                                       
  

 
 

b. Terletak di Jl. Putra Utama Raya No.10 Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang 
yang berada di atas Tanah Sertifikat HGB No.00166/2009. 

c. Luas bangunan : 5.016M2 
 
2. Surat Keputusan Bupati Tangerang No.647/12428-BP2T/2009 tertanggal 31 Desember 2009 tentang Izin 

Mendirikan Bangunan (Untuk Perusahaan Kawasan Industri / Perusahaan Industri) atas nama Perseroan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. memberikan Izin bangunan untuk menambah bangunan Pabrik dan Gudang  (IMB lama No. 593.5/SK.172-

BKPMD/1991). 
b. Terletak di Jl. Putra Utama Raya No.10 Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang 

yang berada di atas Tanah Sertifikat HGB No.00087/1996. 
c. Luas bangunan : 540M2 

 
3. Surat Keputusan Bupati Tangerang No.644.4/955-BP2T/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang Izin 

Mendirikan Bangunan (Untuk Perusahaan Kawasan Industri / Perusahaan Industri) atas nama Perseroan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. memberikan Izin bangunan untuk menambah bangunan untuk Kantor Lt.2 dan Selasar  (IMB lama 

No.647/12427-BP2T/2009). 
b. Terletak di Jl. Putra Utama Raya No.10 Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang 

yang berada di atas Tanah Sertifikat HGB No.00166/2007 Peralihan 2009 dan 00167/2007 Peralihan 2009. 
c. Luas bangunan kantor Lt.2 : 528M2, Luas Selasar : 2.080M2. 

 
4. Surat Keputusan No.503.647/765/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang 

dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar atas nama Perseroan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. memberikan Izin bangunan untuk menambah bangunan untuk Kantor Lt.2 dan Selasar  (IMB lama 

No.647/12427-BP2T/2009). 
b. Terletak di Selorejo RT02/RW09 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar 

yang berada di atas Tanah Sertifikat HM No.362,97,351,1738,1739 atas nama Rizaldi Zubaidi. 
c. Fungsi bangunan : Industri - balik nama dari Rizaldi Zubaidi 
d. Luas  Bangunan Lama : 4.345 M2, Bangunan Penambahan : 3.108,55M2. 

 
5. Surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Musi Banyuasin No.640/082/SIB/VI/1997 tertanggal 30 Juni 

1997 dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. memberikan Surat Izin bangunan untuk mendirikan Pabrik Pengolahan Kayu dan Rumah Karyawan. 
b. Terletak di Desa Labuk Lancang Kecamatan Betung, Kabupaten Musi Banyuasin 
c. Luas tanah : 20 Ha. 

 
6. Surat Izin Bupati Semarang No.648/114/2013 tertanggal 19 Juli 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang 

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan terpadu Kabupaten Semarang atas nama 
Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. memberikan  Izin bangunan untuk industri Non Woven (bukan tenunan) di atas tanah C.Desa dan Hak Milik 

No.63, 389, 518, 690, C.743, C.994, C.1001A. 
b. Terletak di Dusun Banaran RT 18/RW10 Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. 
c. Luas Bangunan : 6.356M2 

 
7. Surat Izin Bupati Semarang No.648/115/2013 tertanggal 19 Juli 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang 

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan terpadu Kabupaten Semarang atas nama 
Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. memberikan  Izin bangunan untuk industri Non Woven (bukan tenunan) di atas tanah C.Desa dan Hak Milik 

No.63, 389, 518, 690, C.743, C.994, C.1001A. 
b. Terletak di Dusun Banaran RT 18/RW10 Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. 
c. Luas Bangunan : 1.053M2 
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8. Surat Keputusan No.188.45/1033/HK/416-012/2004 tertanggal 02 November 2004 tentang Izin Mendirikan 
Bangunan yang dikeluarkan oleh Bupati Mojokerto, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. memberikan  Izin mendirikan bangunan untuk Gudang kepada PT Primatalim. 
b. Terletak di Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. 

 
9. Surat Keputusan Bupati Tangerang No.645/19-BP2T/2008 tertanggal 14 Juli 2008 tentang Izin Mendirikan 

Bangunan (Untuk Perusahaan Kawasan Industri / Perusahaan Industri) atas nama Perseroan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. memberikan Izin bangunan untuk menambah bangunan  Gudang  (IMB lama No. 644.4/1670-DTRB/2002). 
b. Terletak di Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang berada di atas Tanah Sertifikat 

Hak Milik No.2/2007, 00069/2007, 00070/2007, 726/2007, 727/2007, 784/2007, 695/2007. 
c. Luas bangunan : 528M2. 

 
10. Surat Keputusan Bupati Tangerang No.647/347-BP2T/2008 tertanggal 12 September 2008 tentang Izin 

Mendirikan Bangunan (Untuk Perusahaan Kawasan Industri / Perusahaan Industri) atas nama Perseroan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. memberikan Izin bangunan untuk menambah bangunan  Gudang  (IMB lama No. 644.4/670-DTRB/2002). 
b. Terletak di Jl. Desa Bojong, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang berada di atas 

Tanah Sertifikat HGB No.00068/2007 dan 00070/2007. 
c. Luas bangunan : 1.152M2 

 
11. Surat Keputusan Bupati Tangerang No.647/12426-BP2T/2009 tertanggal 14 Juli 2008 tentang Izin Mendirikan 

Bangunan (Untuk Perusahaan Kawasan Industri / Perusahaan Industri) atas nama Perseroan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. memberikan Izin bangunan untuk menambah bangunan Pabrik dan Gudang  (IMB lama No. 647/347-

BP2T/2008). 
b. Terletak di Jl. Desa Bojong, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang berada di atas 

Tanah Sertifikat HGB No.2/2007. 
c. Luas bangunan : 2.616M2. 

 
12. Surat Keputusan No.593.5/SK.94-BKPMD/1989 tertanggal 27 Maret 1989 tentang Izin Mendirikan bangunan 

(IMB) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tingkat I Jawa Barat atas nama 
Bupati Tangerang, atas nama PT Alam Busana Raya dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Untuk mendirikan bangunan bidang usaha industri pakaian jadi dan perajutan yang terletak di Desa 

Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang 
b. Luas Pabrik Konveksi 2 unit : 1.780,84 M2. 

 
13. Surat Keputusan Bupati Tangerang No.644.4/1670-DTRB/2002 tertanggal 03 Desember 2002 tentang Izin 

Mendirikan Bangunan, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. memberikan Izin mendirikan bangunan untuk mendirikan kantor kepada PT Mega Kusuma Surya Kencana 
b. Terletak di Jl. Industri, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang berada di atas Tanah 

Sertifikat HGB No.2/1989. 
c. Luas bangunan : 200M2. 

 
F. Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) 
 

1. Surat Keputusan No.570/529/SIPA/DPMPTSP/X/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberian Surat Izin 
Pengusahaan Air Tanah Kepada PT Hilon Felt yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan 
pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten atas nama Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Alamat : Jl. Putra Utama No.11 Desa Suka Asih Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. 
b. Lokasi Sumur : dalam area perusahaan. 
c. Sumur ke : 1 (satu). 
d. Peruntukan air : Produksi dan MCK. 
e. Kedalaman sumur : 50 Meter. 
f. Jumlah maksimum pengambilan air tanah : 10 m3 (sepuluh meter kubik) per hari 
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8. Surat Keputusan No.188.45/1033/HK/416-012/2004 tertanggal 02 November 2004 tentang Izin Mendirikan 
Bangunan yang dikeluarkan oleh Bupati Mojokerto, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. memberikan  Izin mendirikan bangunan untuk Gudang kepada PT Primatalim. 
b. Terletak di Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. 

 
9. Surat Keputusan Bupati Tangerang No.645/19-BP2T/2008 tertanggal 14 Juli 2008 tentang Izin Mendirikan 

Bangunan (Untuk Perusahaan Kawasan Industri / Perusahaan Industri) atas nama Perseroan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. memberikan Izin bangunan untuk menambah bangunan  Gudang  (IMB lama No. 644.4/1670-DTRB/2002). 
b. Terletak di Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang berada di atas Tanah Sertifikat 

Hak Milik No.2/2007, 00069/2007, 00070/2007, 726/2007, 727/2007, 784/2007, 695/2007. 
c. Luas bangunan : 528M2. 

 
10. Surat Keputusan Bupati Tangerang No.647/347-BP2T/2008 tertanggal 12 September 2008 tentang Izin 

Mendirikan Bangunan (Untuk Perusahaan Kawasan Industri / Perusahaan Industri) atas nama Perseroan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. memberikan Izin bangunan untuk menambah bangunan  Gudang  (IMB lama No. 644.4/670-DTRB/2002). 
b. Terletak di Jl. Desa Bojong, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang berada di atas 

Tanah Sertifikat HGB No.00068/2007 dan 00070/2007. 
c. Luas bangunan : 1.152M2 

 
11. Surat Keputusan Bupati Tangerang No.647/12426-BP2T/2009 tertanggal 14 Juli 2008 tentang Izin Mendirikan 

Bangunan (Untuk Perusahaan Kawasan Industri / Perusahaan Industri) atas nama Perseroan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. memberikan Izin bangunan untuk menambah bangunan Pabrik dan Gudang  (IMB lama No. 647/347-

BP2T/2008). 
b. Terletak di Jl. Desa Bojong, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang berada di atas 

Tanah Sertifikat HGB No.2/2007. 
c. Luas bangunan : 2.616M2. 

 
12. Surat Keputusan No.593.5/SK.94-BKPMD/1989 tertanggal 27 Maret 1989 tentang Izin Mendirikan bangunan 

(IMB) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tingkat I Jawa Barat atas nama 
Bupati Tangerang, atas nama PT Alam Busana Raya dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Untuk mendirikan bangunan bidang usaha industri pakaian jadi dan perajutan yang terletak di Desa 

Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang 
b. Luas Pabrik Konveksi 2 unit : 1.780,84 M2. 

 
13. Surat Keputusan Bupati Tangerang No.644.4/1670-DTRB/2002 tertanggal 03 Desember 2002 tentang Izin 

Mendirikan Bangunan, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. memberikan Izin mendirikan bangunan untuk mendirikan kantor kepada PT Mega Kusuma Surya Kencana 
b. Terletak di Jl. Industri, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang berada di atas Tanah 

Sertifikat HGB No.2/1989. 
c. Luas bangunan : 200M2. 

 
F. Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) 
 

1. Surat Keputusan No.570/529/SIPA/DPMPTSP/X/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberian Surat Izin 
Pengusahaan Air Tanah Kepada PT Hilon Felt yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan 
pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten atas nama Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Alamat : Jl. Putra Utama No.11 Desa Suka Asih Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. 
b. Lokasi Sumur : dalam area perusahaan. 
c. Sumur ke : 1 (satu). 
d. Peruntukan air : Produksi dan MCK. 
e. Kedalaman sumur : 50 Meter. 
f. Jumlah maksimum pengambilan air tanah : 10 m3 (sepuluh meter kubik) per hari 

                                                                                                                                                       
  

 
 

g. Jangka waktu : sampai dengan 13 November 2021. 
 

2. Surat Keputusan No.570/530/SIPA/DPMPTSP/X/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberian Surat Izin 
Pengusahaan Air Tanah Kepada PT Hilon Felt yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan 
pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten atas nama Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Alamat : Jl. Putra Utama No.11 Desa Suka Asih Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. 
b. Lokasi Sumur : dalam area perusahaan. 
c. Sumur ke : 2 (dua). 
d. Peruntukan air : Produksi dan MCK. 
e. Kedalaman sumur : 50 Meter. 
f. Jumlah maksimum pengambilan air tanah : 10 m3 (sepuluh meter kubik) per hari 
g. Jangka waktu : sampai dengan 13 November 2021. 
 

3. Surat Keputusan No.570/531/SIPA/DPMPTSP/X/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberian Surat Izin 
Pengusahaan Air Tanah Kepada PT Hilon Felt yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan 
pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten atas nama Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Alamat : Jl. Putra Utama No.11 Desa Suka Asih Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. 
b. Lokasi Sumur : dalam area perusahaan. 
c. Sumur ke : 3 (tiga). 
d. Peruntukan air : Produksi dan MCK. 
e. Kedalaman sumur : 50 Meter. 
f. Jumlah maksimum pengambilan air tanah : 10 m3 (sepuluh meter kubik) per hari 
g. Jangka waktu : sampai dengan 13 November 2021. 

 
4. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.503/1135/A/2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin 

Pengusahaan Air Tanah Kepada PT Hilon Felt tertanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 
Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Alamat : Dusun Banaran RT 018 RW 10 Butuh, Tengaran, Kab. Semarang 
b. Lokasi Sumur : dalam area perusahaan. 
c. Sumur jenis/ke : Bor/1 (satu). 
d. Jangka waktu : 3 (tiga) tahun 
 

G. Dokumen Lingkungan Hidup 

 
Karanganyar 

 
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar No. 660.1/769.2 tanggal 28 Mei 2015 Perihal Rekomendasi 
atas UKL-UPL Kegiatan Industri Non Woven dan Sera Staple Buatan oleh PT Hilon Felt di Dukuh Selorejo RT 02 RW 09, 
Dusun Sugihwaras, Desa Monorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar yang ditujukan kepada 
Direktur/Pimpinan Perseroan, yang menerangkan UKL-UPL untuk kegiatan Industri Non Woven dan Serat Staple Buatan 
oleh Perseroan secara teknis dapat disetujui. 
 
Kabupaten Semarang 

 
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang No. 660.1/55.3/2014 tanggal 18 Maret 2014 Perihal Surat 
Keterangan Penerbitan Izin Lingkungan yang ditujukan kepada Pimpinan Perseroan, yang menerangkan bahwa 
sehubungan dengan surat dari Perseroan No.006/S.Perm./HR.Leg.-H.Felt/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 Perihal Surat 
Permohonan Keterangan Penerbitan Izin Lingkungan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, disampaikan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1) Perseroan yang beralamat di Dusun Banaran RT 18/RW 10, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, 

telah menyusun dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan telah mendapat rekomendasi UKL-UPL dari Badan 
Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dengan No. 660.1/Ukl-Upl/03/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013; 

2) Berkaitan dengan hal tersebut, untuk Kabupaten Semarang belum menerbitkan Izin Lingkungan dikarenakan 
Peraturan Bupati yang mengatur hal tersebut masih dalam tahap pembahasan; 
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3) Sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, untuk dokumen lingkungan 
yang telah mendapat persetujuan sebelum adanya Izin Lingkungan dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan 
sebagai Izin Lingkungan. 

Mojokerto 
 
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto No. 660/1837/416-203.A/2016 tanggal 31 Oktober 2016 
Perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Usaha Industri Serat Stapel Buatan yang ditujukan kepada Pimpinan 
Perseroan, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan (Berita Acara Pemeriksaan 
oleh Tim Pemeriksa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 7 Oktober 
2016 No. 660/1699/416-203.A/2016 dan Surat Pimpinan CV Megah Lestari tanggal 25 Oktober 2016 No. 55/SP-K/X/2016 
Perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen) maka terhadap UKL-UPL untuk rencana usaha dan/atau kegiatan usaha 
industri serat staple buatan tersebut secara teknis dapat disetujui. 
 
Tangerang 
 
Kelayakan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan No. 660.1/415-Dis.LH juncto Surat 
Keputusan Bupati Tangerang No. 660.1/Kep.241-BP2T/2011 tentang Kelayakan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 2 Desember 2011, yang menerangkan Kelayakan Dokumen Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Perseroan, berlokasi di Jalan Putra Utama 
No.11 Kawasan Industri Pasar Kemis, Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.  
 
Banyuasin 
 
Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 514/KPTS/DLH/2017 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pabrik Tekstil 
(Non Woven) Kapasitas Produksi Quilting 360.000 kg/tahun, Bedding Goods 432.000 kg/tahun, Non Woven/Hard Padding 
Tekstil/Needle Punch Felt 1.800.000 kg/tahun, Padding 1.800.000 kg/tahun beserta Fasilitas Penunjang Pada Lahan Seluas 
102.480 m2 oleh PT Hilon Felt yang Berlokasi di Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin 
Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017, yang menerangkan pemberian Izin Lingkungan kepada Perseroan dengan jenis usaha 
Pabrik Tekstil yang berlokasi kegiatan di Desa Suak Tapeh Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin. Izin Lingkungan 
berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan. 
 
H. Dokumen Ketenagakerjaan 
 

1. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 
 
Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No.180000000508343 tanggal 10 Agustus 2018, dikeluarkan oleh 
Direksi BPJS Ketenagakerjaan, yang menerangkan Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. 

 
Sertifikat BPJS Kesehatan No.02230065/I/2014 tanggal 1 Januari 2014, dikeluarkan oleh Direktur Utama BPJS 
Kesehatan, yang menerangkan atas keikutsertaan Perseroan dalam Program Jaminan Kesehatan – BPJS 
Kesehatan. 

 
2.  Peraturan Perusahaan 

 
Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang No. 560/598-Disnaker/2019 tentang 
Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Hilon Felt tanggal 9 April 2019, yang menerangkan memutuskan 
mengesahkan Peraturan Perusahan Perseroan dengan jenis usaha yaitu Tekstile Non Woven, dan Nomor 
Pengesahan No.56/HI/PPIV/2019, yang berlaku terhitung mulai tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 
April 2021. 
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3) Sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, untuk dokumen lingkungan 
yang telah mendapat persetujuan sebelum adanya Izin Lingkungan dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan 
sebagai Izin Lingkungan. 

Mojokerto 
 
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto No. 660/1837/416-203.A/2016 tanggal 31 Oktober 2016 
Perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Usaha Industri Serat Stapel Buatan yang ditujukan kepada Pimpinan 
Perseroan, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan (Berita Acara Pemeriksaan 
oleh Tim Pemeriksa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 7 Oktober 
2016 No. 660/1699/416-203.A/2016 dan Surat Pimpinan CV Megah Lestari tanggal 25 Oktober 2016 No. 55/SP-K/X/2016 
Perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen) maka terhadap UKL-UPL untuk rencana usaha dan/atau kegiatan usaha 
industri serat staple buatan tersebut secara teknis dapat disetujui. 
 
Tangerang 
 
Kelayakan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan No. 660.1/415-Dis.LH juncto Surat 
Keputusan Bupati Tangerang No. 660.1/Kep.241-BP2T/2011 tentang Kelayakan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 2 Desember 2011, yang menerangkan Kelayakan Dokumen Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Perseroan, berlokasi di Jalan Putra Utama 
No.11 Kawasan Industri Pasar Kemis, Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.  
 
Banyuasin 
 
Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 514/KPTS/DLH/2017 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pabrik Tekstil 
(Non Woven) Kapasitas Produksi Quilting 360.000 kg/tahun, Bedding Goods 432.000 kg/tahun, Non Woven/Hard Padding 
Tekstil/Needle Punch Felt 1.800.000 kg/tahun, Padding 1.800.000 kg/tahun beserta Fasilitas Penunjang Pada Lahan Seluas 
102.480 m2 oleh PT Hilon Felt yang Berlokasi di Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin 
Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017, yang menerangkan pemberian Izin Lingkungan kepada Perseroan dengan jenis usaha 
Pabrik Tekstil yang berlokasi kegiatan di Desa Suak Tapeh Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin. Izin Lingkungan 
berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan. 
 
H. Dokumen Ketenagakerjaan 
 

1. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 
 
Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No.180000000508343 tanggal 10 Agustus 2018, dikeluarkan oleh 
Direksi BPJS Ketenagakerjaan, yang menerangkan Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. 

 
Sertifikat BPJS Kesehatan No.02230065/I/2014 tanggal 1 Januari 2014, dikeluarkan oleh Direktur Utama BPJS 
Kesehatan, yang menerangkan atas keikutsertaan Perseroan dalam Program Jaminan Kesehatan – BPJS 
Kesehatan. 

 
2.  Peraturan Perusahaan 

 
Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang No. 560/598-Disnaker/2019 tentang 
Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Hilon Felt tanggal 9 April 2019, yang menerangkan memutuskan 
mengesahkan Peraturan Perusahan Perseroan dengan jenis usaha yaitu Tekstile Non Woven, dan Nomor 
Pengesahan No.56/HI/PPIV/2019, yang berlaku terhitung mulai tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 
April 2021. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                       
  

 
 

3. Wajib Lapor Ketenagakerjaan 
 

Tangerang 
 
Wajib Lapor Ketenagakerjaan PT Hilon Felt dengan No. Pelaporan 15560.20190425.0001 tanggal 25 April 2019, 
dengan kewajiban lapor kembali pada tanggal 25 April 2020. 
 
Kabupaten Semarang 
 
Wajib Lapor Ketenagakerjaan PT Hilon Felt Cabang Kabupaten Semarang dengan No. Pendaftaran 
50775.13993.20181212.1-001 tanggal 12 Desember 2018, dengan kewajiban lapor kembali pada tanggal 12 
Desember 2019. 
 
Kabupaten Banyuasin 
 
Wajib Lapor Ketenagakerjaan PT Hilon Felt Cabang Kabupaten Semarang dengan No. Pendaftaran 
30958.20190525.0001 tanggal 25 Mei 2019, dengan kewajiban lapor kembali pada tanggal 25 Mei 2020. 
 
Karanganyar dan Mojokerto 
 
Berdasarkan keterangan dari Perseroan, pendaftaran kembali WLK sedang dalam proses pengurusan oleh 
Perseroan. 

 
4. Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

 
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
 
a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja 

No.KEP32701/PPTK/PTA/2018 tertanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Pengendalian 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing  tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas 
nama Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Mengesahkan perubahan rencana penggunaan tenaga kerja asing selama satu tahun yang dimulai dari 
tahun 2018 sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 8 (delapan) jabatan dengan jumlah tenaga 
kerja asing 12 (dua belas orang) dengan lokasi di Bandung (kabupaten), Bandung Barat (Kabupaten, 
Banyuasin (kabupaten), Gowa (Kabupaten), Karanganyar (Kabupaten), Klaten (kabupaten), Lampung 
Tengah (kabupaten), Mojokerto (kabupaten), Pasuruan (kabupaten), Semarang (Kabupaten), Semarang 
(Kota), Sukabumi (kabupaten), Tangerang (kabupaten). 

 

No Jabatan Tahun Penggunaan 
2018 2019 2020 2021 

1. Maintenance Manager 1 1 1 1 
2. Electrical Advisor 1 1 1 1 
3 General Manager 4 4 4 4 
4 Production Manager 1 1 1 1 
5 Operational Manager 2 2 2 2 
6 Komisaris 1 1 1 1 
7 Direktur Keuangan 1 1 1 1 
8 Managing Director 1 1 1 1 

 TOTAL 12 12 12 12 
 

2. Pemberi kerja wajib melaporkan penggunaan Tenaga Kerja Asing dan program diklat Tenaga Kerja 
Indonesia secara berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan kepada Dirjen Binapenta c/q  Direktur 
Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing  dan Ditjen ILMEA dengan tembusan kepada 
Kadisnakertrans Provinsi Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Lampung, Sulsel, Sumsel. 
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b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan 
Kesempatan Kerja No.KEP16072/PPTK/PTA/2019 tertanggal 7 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh 
Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing  tentang Pengesahan Rencana 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas nama Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
- Mengesahkan perubahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan selama 

satu tahun yang dimulai dari tahun 2019 sampai dengan 31 Juli 2010  sebanyak 1 (satu) 
jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang dengan lokasi di Bandung 
(kabupaten), Jepara (Kabupaten), Karanganyar (Kabupaten), Klaten (Kabupaten), Mojokerto 
(Kabupaten), Pasuruan (Kabupaten), Salatiga (Kota), Tangerang (Kabupaten), yang 
selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan izin memperkerjakan 
tenaga kerja asing. 

Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 
 

No NAMA JABATAN WARGA 
NEGARA 

IMTA KITAS / KITAP 

NOMOR MASA 
BERLAKU NOMOR MASA 

BERLAKU 
1 Choi Jung Hyo Komisaris Korea Selatan 577649 3-Jun-20 2D21AF0014-N 3-Sep-19 

2 Victor Seng 
Hyeok Choi Direktur Korea Selatan 063458 27-Jul-19 2D41JE0186-N 18-Jul-19 

3 Yang Seung koo Direktur Korea Selatan 566718 16-Jun-20 2C21CD0741-S 16-Jun-20 
4 Yoon Chong Hyun Direktur Keuangan Korea Selatan 569980 9-May-20 2C21AF2599-S 31-Jul-19 
5 Kang Hyun Bong Electrical Advisor Korea Selatan 072832 24-Oct-19 2C21AF3961-S 24-Oct-19 
6 Shin In Mok General Manager Korea Selatan 044617 12-Jul-19 2C21HC0143-S 12-Jul-19 
7 Han Bong Yeon General Manager Korea Selatan 044618 12-Jul-19 2C21HC0144-S 12-Jul-19 
8 An Sejin General Manager Korea Selatan 097723 5-Dec-19 2C21LD0521-S 5-Dec-19 
9 Eom Tae Youn General Manager Korea Selatan 065707 29-Sep-19 2C21AF3669-S 29-Sep-19 

10 Shin Nam Chul Maintenance 
Manager Korea Selatan 045779 19-Jul-19 2C11AF1900-S 19-Jul-19 

11 Cho Jung Ho Operational 
Manager Korea Selatan 097963 30-Nov-19 2C21LD0522-S 30-Nov-19 

12 Chun Ki Jin Operational 
Manager Korea Selatan 522996 28-Mar-20 2C21CD0268-T 28-Mar-20 

13 Myung Hojin Production Manager Korea Selatan 078894 24-Sep-19 2C11LC0806-S 24-Sep-19 
Sumber : Perseroan 
 
5. Upah Minimum 
 
Pembayaran upah yang dilakukan Perseroan kepada karyawannya telah memenuhi ketentuan tentang upah minimum 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum 
serta Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep-318-Huk/2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di 
Provinsi Banten Tahun 2019 untuk daerah Kabupaten Tangerang sebesar Rp3.841.368,19, Keputusan Gubernur Jawa 
Tengah No. 560/68 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2019 untuk Kabupaten Semarang sebesar Rp2.055.000,- dan Kabupaten Karanganyar sebesar 
Rp1.833.000,- 
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b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan 
Kesempatan Kerja No.KEP16072/PPTK/PTA/2019 tertanggal 7 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh 
Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing  tentang Pengesahan Rencana 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas nama Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
- Mengesahkan perubahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan selama 

satu tahun yang dimulai dari tahun 2019 sampai dengan 31 Juli 2010  sebanyak 1 (satu) 
jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang dengan lokasi di Bandung 
(kabupaten), Jepara (Kabupaten), Karanganyar (Kabupaten), Klaten (Kabupaten), Mojokerto 
(Kabupaten), Pasuruan (Kabupaten), Salatiga (Kota), Tangerang (Kabupaten), yang 
selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan izin memperkerjakan 
tenaga kerja asing. 

Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 
 

No NAMA JABATAN WARGA 
NEGARA 

IMTA KITAS / KITAP 

NOMOR MASA 
BERLAKU NOMOR MASA 

BERLAKU 
1 Choi Jung Hyo Komisaris Korea Selatan 577649 3-Jun-20 2D21AF0014-N 3-Sep-19 

2 Victor Seng 
Hyeok Choi Direktur Korea Selatan 063458 27-Jul-19 2D41JE0186-N 18-Jul-19 

3 Yang Seung koo Direktur Korea Selatan 566718 16-Jun-20 2C21CD0741-S 16-Jun-20 
4 Yoon Chong Hyun Direktur Keuangan Korea Selatan 569980 9-May-20 2C21AF2599-S 31-Jul-19 
5 Kang Hyun Bong Electrical Advisor Korea Selatan 072832 24-Oct-19 2C21AF3961-S 24-Oct-19 
6 Shin In Mok General Manager Korea Selatan 044617 12-Jul-19 2C21HC0143-S 12-Jul-19 
7 Han Bong Yeon General Manager Korea Selatan 044618 12-Jul-19 2C21HC0144-S 12-Jul-19 
8 An Sejin General Manager Korea Selatan 097723 5-Dec-19 2C21LD0521-S 5-Dec-19 
9 Eom Tae Youn General Manager Korea Selatan 065707 29-Sep-19 2C21AF3669-S 29-Sep-19 

10 Shin Nam Chul Maintenance 
Manager Korea Selatan 045779 19-Jul-19 2C11AF1900-S 19-Jul-19 

11 Cho Jung Ho Operational 
Manager Korea Selatan 097963 30-Nov-19 2C21LD0522-S 30-Nov-19 

12 Chun Ki Jin Operational 
Manager Korea Selatan 522996 28-Mar-20 2C21CD0268-T 28-Mar-20 

13 Myung Hojin Production Manager Korea Selatan 078894 24-Sep-19 2C11LC0806-S 24-Sep-19 
Sumber : Perseroan 
 
5. Upah Minimum 
 
Pembayaran upah yang dilakukan Perseroan kepada karyawannya telah memenuhi ketentuan tentang upah minimum 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum 
serta Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep-318-Huk/2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di 
Provinsi Banten Tahun 2019 untuk daerah Kabupaten Tangerang sebesar Rp3.841.368,19, Keputusan Gubernur Jawa 
Tengah No. 560/68 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2019 untuk Kabupaten Semarang sebesar Rp2.055.000,- dan Kabupaten Karanganyar sebesar 
Rp1.833.000,- 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                                       
  

 
 

10. KETERANGAN TENTANG ASET YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI OLEH PERSEROAN 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset berupa: 

 
A. Hak Guna Bangunan atas Nama Perseroan 

 
 

No. Nomor HGB 
Tanggal 

Dikeluarkan 
Sertifikat 

Gambar Situasi/Surat Ukur Luas 
(m2) 

Tanggal  
Berakhirnya Hak Keterangan Nomor Tanggal 

1.  13926/Binong 27-3-2000 413/Binong/2000 2-3-2000 81 19-9-2042  
2.  13927/Binong 21-12-1999 81/Binong/1999 8-9-1999 90 19-9-2042  
3.  3381/Cijayanti 21-5-1984 1310/1984 4-4-1984 4.160 10-2-2043  
4.  2/Bojong * 1-6-1989 3155/1989 10-3-1989 20.250 31-5-2019 Perpanjangan HGB sedang dalam 

proses pengurusan sebagaimana 
ternyata pada: 
 
1. Tanda Terima Dokumen Nomor 

Berkas Permohonan 2747/2019 
tertanggal  9 Januari 2018, 
dikeluarkan oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten 
Tangerang, yang menerangkan 
penerimaan berkas permohonan 
perpanjangan HGB. 

 
2.  Surat Keterangan Notaris Irma 

Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., 
No.48/K-Not/III/2019 tertanggal 
11 Maret 2019 juncto Surat 
Keterangan Notaris Irma Devita 
Purnamasari, S.H., M.Kn., 
No.116/K-Not/V/2019 tertanggal 
17 Mei 2019 (“Cover Note 
Kedua”), yang menerangkan 
status proses pengurusan yaitu 
HGB No.2/Bojong sedang dalam 
proses penerbitan Surat 
Keputusan perpanjangan pada 
Kantor Pertanahan Tangerang, 
dengan jangka waktu pengurusan 
kurang lebih 2 (dua) bulan sejak 
tanggal Cover Note Kedua. 

5.  00068/Bojong * 11-1-2001 23/Bojong/2000 5-12-2000 885 6-11-2037  
6.  00069/Bojong * 8-2-2001 25/Bojong/2001 10-1-2001 655 6-11-2037  
7.  00070/Bojong * 11-1-2001 24/Bojong/2000 5-12-2000 2.700 6-11-2037  
8.  00108/Bojong * 29-1-2014 27/Bojong/2013 24-12-2013 4.929 29-1-2044  
9.  00109/Bojong * 29-1-2014 28/Bojong/2013 24-12-2013 8.051 29-1-2044  
10.  00110/Bojong * 29-1-2014 29/Bojong/2013 24-12-2013 10.181 29-1-2044  
11.  0146/Selokaton 6-6-1990 2110/Hm/90 20-3-1990 2.540 28-5-2044  
12.  00147/Selokaton 27-7-2017 02602/2017 17-5-2017 8.346 26-7-2047  
13.  1048/Wonorejo 1-11-2011 05338/2011 03-10-2011 11.730 1-11-2041  
14.  1049/Wonorejo 4-1-2012 05446/2011 13-12-2011 3.760 4-1-2042  
15.  1113/Wonorejo 15-4-1997 4070/HM/97 11-4-1997 7.415 10-5-2042  
16.  1116/Wonorejo 9-8-2012 05655/2012 12-7-2012 1.355 9-8-2042  
17.  1210/Wonorejo 5-9-1992 5779/HM/92 21-8-1992 1.010 28-5-2044  
18.  01406/Wonorejo 27-7-2017 07549/2017 17-05-2017 2.600 26-7-2047  
19.  00001/Kuncen 7-1-2013 00009/Kuncen/ 

2012 
30-04-2012 4.290 6-1-2033  

20.  17/Bumi Ratu 30-10-2014 01394/Bumi 
Ratu/2014 

15-1-2014 14.683 12-2-2035  

21.  18/Bumi Ratu 1-10-1998 186/1998 22-9-1998 20.000 12-2-2035  
22.  41/Lubuk Lancang 2 Juli 1997 8466/1997 7-4-1997 102.480 1-7-2027 Dijaminkan kepada Bank Permata 

dengan Hak Tanggungan Peringkat I 
23.  00166/Suka Asih 2-7-2007 16/Suka Asih/2007 5-6-2007 7.802 16-5-2027  
24.  00167/Suka Asih 2-7-2007 17/Suka Asih/2007 5-6-2007 4.630 16-5-2027  
25.  01072/Sukaharja 2-11-2012 40/Sukaharja/ 

2011 
21-4-2011 106 16-5-2038  

26.  14/Butuh 10-6-2008 00016/2008 24-4-2008 873 28-1-2045 Dijaminkan kepada PT Bank Woori 
Saudara Indonesia 1906 Tbk dengan 

Hak Tanggungan Peringkat I 
27.  16/Butuh 10-3-2010 0069/Butuh/ 

2009 
4-2-2009 671 29-5-2043 Dijaminkan kepada PT Bank Woori 

Saudara Indonesia 1906 Tbk dengan 
Hak Tanggungan Peringkat I 

28.  18/Butuh 21-8-2000 00005/2000 3-5-2000 2.748 8-10-2043 Dijaminkan kepada PT Bank Woori 
Saudara Indonesia 1906 Tbk dengan 
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No. Nomor HGB 

Tanggal 
Dikeluarkan 

Sertifikat 

Gambar Situasi/Surat Ukur Luas 
(m2) 

Tanggal  
Berakhirnya Hak Keterangan Nomor Tanggal 

Hak Tanggungan Peringkat I 
29.  19/Butuh 21-5-1992 3769/1992 20-4-1992 2.980 8-10-2043 Dijaminkan kepada PT Bank Woori 

Saudara Indonesia 1906 Tbk dengan 
Hak Tanggungan Peringkat I 

30.  20/Butuh 24-12-2001 365/Butuh/2001 18-10-2001 5.306 8-10-2043 Dijaminkan kepada PT Bank Woori 
Saudara Indonesia 1906 Tbk dengan 

Hak Tanggungan Peringkat I 
31.  21/Butuh 23-10-2013 00027/Butuh/ 

2013 
22-10-2013 2.256 22-10-2043 Dijaminkan kepada PT Bank Woori 

Saudara Indonesia 1906 Tbk dengan 
Hak Tanggungan Peringkat I 

32.  22/Butuh 25-10-2013 00028/Butuh/ 
2013 

23-10-2013 802 24-10-2043 Dijaminkan kepada PT Bank Woori 
Saudara Indonesia 1906 Tbk dengan 

Hak Tanggungan Peringkat I 
33.  24/Butuh 28-5-1994 3782/1993 22-10-1993 2.234 16-6-2046 Dijaminkan kepada PT Bank Woori 

Saudara Indonesia 1906 Tbk dengan 
Hak Tanggungan Peringkat I 

34.  00026/Butuh 12-9-2-17 00258/Butuh/2017 25-8-2017 1.942 14-8-2047  
35.  01/Kalipuro 4-4-2006 64/06.08/2006 26-1-2006 1.380 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 

Mandiri Finance dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I 

36.  2/Kalipuro 22-7-2004 42/06.08/2004 23-6-2004 1.230 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 
Mandiri Finance dengan Hak 

Tanggungan Peringkat I 
37.  03/Kalipuro 4-4-2006 65/06.08/2006 26-1-2006 899 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 

Mandiri Finance dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I 

38.  4/Kalipuro 4-4-2006 58/06.08/2006 26-1-2006 1.485 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 
Mandiri Finance dengan Hak 

Tanggungan Peringkat I 
39.  05/Kalipuro 8-6-2004 35/06.08/2004 3-3-2004 141 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 

Mandiri Finance dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I 

40.  6/Kalipuro 22-7-2004 40/06.08/2004 23-6-2004 1.260 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 
Mandiri Finance dengan Hak 

Tanggungan Peringkat I 
41.  07/Kalipuro 22-7-2004 43/06.08/2004 23-6-2004 663 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 

Mandiri Finance dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I 

42.  8/Kalipuro 4-4-2006 66/06.08/2006 26-01-2006 1.321 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 
Mandiri Finance dengan Hak 

Tanggungan Peringkat I 
43.  09/Kalipuro 24-1-1996 3971 26-12-1996 2.395 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 

Mandiri Finance dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I 

44.  10/Kalipuro 4-4-2006 60/06.08/2006 26-1-2006 1.447 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 
Mandiri Finance dengan Hak 

Tanggungan Peringkat I 
45.  11/Kalipuro 4-4-2006 61/06.08/2006 26-1-2006 898 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 

Mandiri Finance dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I 

46.  12/Kalipuro 4-4-2006 59/06.08/2006 26-1-2006 758 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 
Mandiri Finance dengan Hak 

Tanggungan Peringkat I 
47.  13/Kalipuro 4-4-2006 63/06.08/2006 26-1-2006 897 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 

Mandiri Finance dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I 

48.  14/Kalipuro 4-4-2006 67/06.08/2006 26-1-2006 894 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 
Mandiri Finance dengan Hak 

Tanggungan Peringkat I 
49.  15/Kalipuro 22-7-2004 41/06.08/2004 23-6-2004 859 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 

Mandiri Finance dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I 

50.  16/Kalipuro 4-4-2006 62/06.08/2006 26-1-2006 1.434 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 
Mandiri Finance dengan Hak 

Tanggungan Peringkat I 
51.  17/Kalipuro 9-1-1996 3970 26-12-1995 2.409 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 

Mandiri Finance dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I 

52.  18/Kalipuro 7-6-2012 08/06.08/2012 8-3-2012 1.427 24-9-2045  
53.  19/Kalipuro 7-6-2012 15/06.08/2012 24-5-2012 1.087 24-9-2045  
  Total   287.425   
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No. Nomor HGB 

Tanggal 
Dikeluarkan 

Sertifikat 

Gambar Situasi/Surat Ukur Luas 
(m2) 

Tanggal  
Berakhirnya Hak Keterangan Nomor Tanggal 

Hak Tanggungan Peringkat I 
29.  19/Butuh 21-5-1992 3769/1992 20-4-1992 2.980 8-10-2043 Dijaminkan kepada PT Bank Woori 

Saudara Indonesia 1906 Tbk dengan 
Hak Tanggungan Peringkat I 

30.  20/Butuh 24-12-2001 365/Butuh/2001 18-10-2001 5.306 8-10-2043 Dijaminkan kepada PT Bank Woori 
Saudara Indonesia 1906 Tbk dengan 

Hak Tanggungan Peringkat I 
31.  21/Butuh 23-10-2013 00027/Butuh/ 

2013 
22-10-2013 2.256 22-10-2043 Dijaminkan kepada PT Bank Woori 

Saudara Indonesia 1906 Tbk dengan 
Hak Tanggungan Peringkat I 

32.  22/Butuh 25-10-2013 00028/Butuh/ 
2013 

23-10-2013 802 24-10-2043 Dijaminkan kepada PT Bank Woori 
Saudara Indonesia 1906 Tbk dengan 

Hak Tanggungan Peringkat I 
33.  24/Butuh 28-5-1994 3782/1993 22-10-1993 2.234 16-6-2046 Dijaminkan kepada PT Bank Woori 

Saudara Indonesia 1906 Tbk dengan 
Hak Tanggungan Peringkat I 

34.  00026/Butuh 12-9-2-17 00258/Butuh/2017 25-8-2017 1.942 14-8-2047  
35.  01/Kalipuro 4-4-2006 64/06.08/2006 26-1-2006 1.380 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 

Mandiri Finance dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I 

36.  2/Kalipuro 22-7-2004 42/06.08/2004 23-6-2004 1.230 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 
Mandiri Finance dengan Hak 

Tanggungan Peringkat I 
37.  03/Kalipuro 4-4-2006 65/06.08/2006 26-1-2006 899 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 

Mandiri Finance dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I 

38.  4/Kalipuro 4-4-2006 58/06.08/2006 26-1-2006 1.485 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 
Mandiri Finance dengan Hak 

Tanggungan Peringkat I 
39.  05/Kalipuro 8-6-2004 35/06.08/2004 3-3-2004 141 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 

Mandiri Finance dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I 

40.  6/Kalipuro 22-7-2004 40/06.08/2004 23-6-2004 1.260 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 
Mandiri Finance dengan Hak 

Tanggungan Peringkat I 
41.  07/Kalipuro 22-7-2004 43/06.08/2004 23-6-2004 663 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 

Mandiri Finance dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I 

42.  8/Kalipuro 4-4-2006 66/06.08/2006 26-01-2006 1.321 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 
Mandiri Finance dengan Hak 

Tanggungan Peringkat I 
43.  09/Kalipuro 24-1-1996 3971 26-12-1996 2.395 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 

Mandiri Finance dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I 

44.  10/Kalipuro 4-4-2006 60/06.08/2006 26-1-2006 1.447 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 
Mandiri Finance dengan Hak 

Tanggungan Peringkat I 
45.  11/Kalipuro 4-4-2006 61/06.08/2006 26-1-2006 898 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 

Mandiri Finance dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I 

46.  12/Kalipuro 4-4-2006 59/06.08/2006 26-1-2006 758 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 
Mandiri Finance dengan Hak 

Tanggungan Peringkat I 
47.  13/Kalipuro 4-4-2006 63/06.08/2006 26-1-2006 897 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 

Mandiri Finance dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I 

48.  14/Kalipuro 4-4-2006 67/06.08/2006 26-1-2006 894 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 
Mandiri Finance dengan Hak 

Tanggungan Peringkat I 
49.  15/Kalipuro 22-7-2004 41/06.08/2004 23-6-2004 859 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 

Mandiri Finance dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I 

50.  16/Kalipuro 4-4-2006 62/06.08/2006 26-1-2006 1.434 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 
Mandiri Finance dengan Hak 

Tanggungan Peringkat I 
51.  17/Kalipuro 9-1-1996 3970 26-12-1995 2.409 24-9-2045 Dijaminkan kepada PT Koexim 

Mandiri Finance dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I 

52.  18/Kalipuro 7-6-2012 08/06.08/2012 8-3-2012 1.427 24-9-2045  
53.  19/Kalipuro 7-6-2012 15/06.08/2012 24-5-2012 1.087 24-9-2045  
  Total   287.425   

 

                                                                                                                                                       
  

 
 

*  Beberapa HGB atas nama Perseroan tersebut dijaminkan kepada PT Bank Shinhan Indonesia untuk menjamin 
pinjaman yang diberikan oleh PT Bank Shinhan Indonesia  kepada PT Urecel Indonesia (perusahaan yang saham-
sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebanyak 45,8% dan PT Hilon Indonesia sebanyak 54,2%). 
 
Sehubungan dengan penjaminan aset Perseroan untuk kepentingan PT Urecel Indonesia tersebut, PT Bank Shinhan 
Indonesia telah menyampaikan surat kepada Perseroan dengan No.11/BSI-CBD/IV/2019 tertanggal 22 April 2019, 
yang menerangkan bahwa:  
 
1. PT Bank Shinhan Indonesia (“Bank”) merujuk pada Surat No.017/BANK-SP/HF-LEGAL/IV/2019 tanggal 10 April 

2019 (“Surat Permohonan”) yang dikirimkan secara bersama-sama oleh Perseroan, PT Urecel Indonesia 
(“Urecel”), dan PT Hilon Indonesia (“HI”) kepada Bank;  di mana Perseroan, Urecel, dan HI secara bersama-sama 
meminta kepada Bank untuk dilakukannya pertukaran jaminan terkait dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh 
dan antara Bank dengan Perseroan dan Urecel sebagai berikut: 

 
a. Akta Perjanjian Kredit No.94 tertanggal 19 Juli 2018, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di 

Jakarta, oleh dan antara Bank dengan Perseroan (“Perjanjian Kredit Perseroan”), di mana utang Perseroan 
berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat I atas tanah-tanah 
dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama HI sebagai berikut: 

 
1) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00083/Suka Asih, untuk bidang tanah dengan luas 8.300m2 menurut 

Gambar Situasi tanggal 12 Maret 1991 No.1544/1991; 
2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00084/Suka Asih, untuk bidang tanah dengan luas 6.100m2 menurut 

Gambar Situasi tanggal 12 Maret 1991 No.1770/1991; dan 
3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00087/Suka Asih, untuk bidang tanah dengan luas 12.835m2 menurut 

Gambar Situasi tanggal 12 Maret 1991 No.1774/1991; 
 

seluruhnya terletak di Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten (selanjutnya 
disebut “HGB Milik HI”). 

 
b. Akta Perjanjian Kredit No.11 tertanggal 5 Agustus 2016, dibuat di hadapan Ngestirini Basoeki, S.H., Notaris di 

Jakarta yang diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No.053/PPWK-1/VIII/2017 tertanggal 4 
Agustus 2017 dan Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No.128/PPWK-2/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 
(“Perjanjian Kredit Urecel”), di mana utang Urecel berdasarkan Perjanjian Kredit Urecel dijamin dengan Hak 
Tanggungan Peringkat I atas tanah-tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan 
sebagai berikut: 
1) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2/Bojong, untuk bidang tanah dengan luas 20.250 m2 menurut Gambar 

Situasi tanggal 10 Maret 1989 No.3155/1989; 
2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00068/Bojong, untuk bidang tanah dengan luas 885 m2 menurut Surat 

Ukur tanggal 5 Desember 2000 No.23/Bojong/2001; 
3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00069/Bojong, untuk bidang tanah dengan luas 655 m2 menurut Surat 

Ukur tanggal 10 Januari 2001 No.25/Bojong/2001; 
4) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00070/Bojong, untuk bidang tanah dengan luas 2.700 m2 menurut 

Surat Ukur tanggal 5 Desember 2000 No.24/Bojong/2001; 
5) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00108/Bojong, untuk bidang tanah dengan luas 4.929 m2 menurut 

Surat Ukur tanggal 24 Desember 2013 No.27/Bojong/2013; 
6) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00109/Bojong, untuk bidang tanah dengan luas 8.051 m2 menurut 

Surat Ukur tanggal 24 Desember 2013 No.28/Bojong/2013; 
7) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00110/Bojong, untuk bidang tanah dengan luas 10.181 m2 menurut 

Surat Ukur tanggal 24 Desember 2013 No.29/Bojong/2013; 
 

seluruhnya terletak di Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut “HGB 
Milik Perseroan”). 
 

2. Sehubungan dengan permohonan yang diajukan dalam Surat Permohonan tersebut, Bank memberikan 
persetujuan sebagai berikut: 



80

                                                                                                                                                       
  

 
 

a. menyetujui rencana pertukaran jaminan, di mana:  
 

1) HGB Milik HI yang semula dijadikan jaminan atas utang berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan 
ditukar menjadi jaminan atas utang berdasarkan Perjanjian Kredit Urecel; dan  

 
2) HGB Milik Perseroan yang semula dijadikan jaminan atas utang berdasarkan Perjanjian Kredit Urecel 

ditukar menjadi jaminan atas utang berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan; 
 
b. menyetujui untuk merealisasikan pertukaran jaminan tersebut di atas dalam waktu 7  (tujuh) hari kerja sejak 

proses perpanjangan HGB No.2/Bojong telah selesai dilakukan (yang mana sedang dalam proses pengurusan 
berdasarkan Surat Keterangan Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., No.48/K-Not/III/2019 tertanggal 
11 Maret 2019 sebagaimana diungkapkan pada tabel Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan dalam butir 
A.4 di atas), di mana akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 

 
1) a) pembebanan jaminan berupa Hak Tanggungan Peringkat II atas HGB Milik HI terkait dengan 

Perjanjian Kredit Urecel; dan 
b) pembebanan jaminan berupa Hak Tanggungan Peringkat II atas HGB Milik Perseroan terkait dengan 

Perjanjian Kredit Perseroan; 
 

2) Setelah terdaftarnya kedua Hak Tanggungan Peringkat II tersebut, Bank akan melakukan roya atas Hak 
Tanggungan Peringkat I atas HGB Milik HI dan Hak Tanggungan Peringkat I atas HGB Milik Perseroan. 

 
Berdasarkan surat dari Bank Shinhan tersebut maka Perseroan tidak memiliki kewajiban kepada PT Hilon Indonesia. 

 
B. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) atas nama Perseroan 

 

No. Nomor 
HMSRS 

Tanggal 
Dikeluarkan 

Sertifikat 

Nomor dan 
Tanggal 

Gambar Situasi/ 
Surat Ukur 

Luas 
(m2) 

Tanggal 
Berakhirnya 

Hak 
(Tanah 

Bersama) 

Lokasi 

1. 00466/XXII/A/
Kelapa Dua        

18-10-1997 GS18883/1997/
27-6-1997 

108 25-12-2031 Rumah Susun Hunian Amartapura 
Lt. 26 Tower A, No.A 26 F  

2. 00467/XXII/A/
Kelapa Dua 

18-10-1997 GS18883/1997/
27-6-1997 

108 25-12-2031 Rumah Susun Hunian Amartapura 
Lt. 26 Tower A, No.A 26 G  

 
C. Bidang Tanah yang Dikuasai oleh Perseroan 

 
Berdasarkan Surat Keterangan No.105/NOT/IV/2015 tertanggal 13 April 2015 dikeluarkan oleh Susilowati, S.H., M.Kn., 
Notaris di Semarang, diterangkan bahwa sedang dilakukan pengurusan hak atas nama Perseroan untuk beberapa 
bidang tanah berlokasi di Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Semarang, sebagai berikut: 

 
1. C No.1212, Persil No.115 C, kelas T II, Luas 987m2 atas nama Jumirah 
2. C No.1211, Persil No.115 C, kelas T II, Luas 1.089m2 atas nama Wahyuni 
3. C No.1207, Persil No.115 C, kelas T II, Luas 1.039m2 atas nama Wito Suparman 
 
Berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 56 tanggal 29 Februari 2016, yang dibuat dihadapan                           
Susilowati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Semarang, diterangkan bahwa: 
 
1. C No.1212, Persil No.115 C, kelas T II, Luas 987m2 atas nama Jumirah; 
2. C No.1211, Persil No.115 C, kelas T II, Luas 1.089m2 atas nama Wahyuni; 
3. C No.1207, Persil No.115 C, kelas T II, Luas 1.039m2 atas nama Wito Suparman; 
 
telah dilakukan pelepasan hak atas tanah-tanah tersebut dari Pemilik kepada Perseroan dengan uang penggantian 
sebesar Rp. 505.800.000,00 (lima ratus lima juta delapan ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut telah diterima dengan 
cukup pada tanggal 23 Desember 2013. 
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a. menyetujui rencana pertukaran jaminan, di mana:  
 

1) HGB Milik HI yang semula dijadikan jaminan atas utang berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan 
ditukar menjadi jaminan atas utang berdasarkan Perjanjian Kredit Urecel; dan  

 
2) HGB Milik Perseroan yang semula dijadikan jaminan atas utang berdasarkan Perjanjian Kredit Urecel 

ditukar menjadi jaminan atas utang berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan; 
 
b. menyetujui untuk merealisasikan pertukaran jaminan tersebut di atas dalam waktu 7  (tujuh) hari kerja sejak 

proses perpanjangan HGB No.2/Bojong telah selesai dilakukan (yang mana sedang dalam proses pengurusan 
berdasarkan Surat Keterangan Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., No.48/K-Not/III/2019 tertanggal 
11 Maret 2019 sebagaimana diungkapkan pada tabel Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan dalam butir 
A.4 di atas), di mana akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 

 
1) a) pembebanan jaminan berupa Hak Tanggungan Peringkat II atas HGB Milik HI terkait dengan 

Perjanjian Kredit Urecel; dan 
b) pembebanan jaminan berupa Hak Tanggungan Peringkat II atas HGB Milik Perseroan terkait dengan 

Perjanjian Kredit Perseroan; 
 

2) Setelah terdaftarnya kedua Hak Tanggungan Peringkat II tersebut, Bank akan melakukan roya atas Hak 
Tanggungan Peringkat I atas HGB Milik HI dan Hak Tanggungan Peringkat I atas HGB Milik Perseroan. 

 
Berdasarkan surat dari Bank Shinhan tersebut maka Perseroan tidak memiliki kewajiban kepada PT Hilon Indonesia. 

 
B. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) atas nama Perseroan 

 

No. Nomor 
HMSRS 

Tanggal 
Dikeluarkan 

Sertifikat 

Nomor dan 
Tanggal 

Gambar Situasi/ 
Surat Ukur 

Luas 
(m2) 

Tanggal 
Berakhirnya 

Hak 
(Tanah 

Bersama) 

Lokasi 

1. 00466/XXII/A/
Kelapa Dua        

18-10-1997 GS18883/1997/
27-6-1997 

108 25-12-2031 Rumah Susun Hunian Amartapura 
Lt. 26 Tower A, No.A 26 F  

2. 00467/XXII/A/
Kelapa Dua 

18-10-1997 GS18883/1997/
27-6-1997 

108 25-12-2031 Rumah Susun Hunian Amartapura 
Lt. 26 Tower A, No.A 26 G  

 
C. Bidang Tanah yang Dikuasai oleh Perseroan 

 
Berdasarkan Surat Keterangan No.105/NOT/IV/2015 tertanggal 13 April 2015 dikeluarkan oleh Susilowati, S.H., M.Kn., 
Notaris di Semarang, diterangkan bahwa sedang dilakukan pengurusan hak atas nama Perseroan untuk beberapa 
bidang tanah berlokasi di Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Semarang, sebagai berikut: 

 
1. C No.1212, Persil No.115 C, kelas T II, Luas 987m2 atas nama Jumirah 
2. C No.1211, Persil No.115 C, kelas T II, Luas 1.089m2 atas nama Wahyuni 
3. C No.1207, Persil No.115 C, kelas T II, Luas 1.039m2 atas nama Wito Suparman 
 
Berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 56 tanggal 29 Februari 2016, yang dibuat dihadapan                           
Susilowati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Semarang, diterangkan bahwa: 
 
1. C No.1212, Persil No.115 C, kelas T II, Luas 987m2 atas nama Jumirah; 
2. C No.1211, Persil No.115 C, kelas T II, Luas 1.089m2 atas nama Wahyuni; 
3. C No.1207, Persil No.115 C, kelas T II, Luas 1.039m2 atas nama Wito Suparman; 
 
telah dilakukan pelepasan hak atas tanah-tanah tersebut dari Pemilik kepada Perseroan dengan uang penggantian 
sebesar Rp. 505.800.000,00 (lima ratus lima juta delapan ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut telah diterima dengan 
cukup pada tanggal 23 Desember 2013. 

                                                                                                                                                       
  

 
 

11. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

Sertifikat Merek terdaftar atas nama Perseroan 
 

Pemilik Merek : PT Hilon Felt 
Tanggal Penerimaan : 12 Agustus 2011 
Nomor Pendaftaran : IDM000394630 
Etiket Merek : Hilon Geotextile 
Masa Perlindungan : 10 tahun sejak tanggal 12 Agustus 2011 

 
12. KENDARAAN BERMOTOR 

 
Kendaraan Bermotor dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Perseroan adalah sebagai berikut: 
 
Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) 
 

Merek//Tahun No. Polisi No. Rangka No.Mesin No.BPKB 

Toyota/2016 B 1189 GKP MHKM5ER2JGJ009603 1NRF086343 M-07214269 

Toyota/2016 B 1449 GKP MHKM5EA2JGJ009691 1NRF087282 M-07377881 

Kijang Innova G05L/2011 B 1066 NFZ MHFX542GX82529672 2KD6795773 I-01398982 

Kijang Innova 2.AG M/T/2018 B 1434 YA MHFJBSEMOJ1039986 2GD4543735 O-01189269 

Toyota Avanza 1.3 E M/T/2016 B 1456 GKP MHKM5EA2JGJ005800 1NRF088073 M-07377784 

Toyota/2014 B 1589 GFX ANH208316087 2AZG322744 L-08438583 

Toyota/2016 B 1636 GKP MHFJB8EMXG1002887 2G0C003947 M-07382788 

Toyota/2008 B 9073 NOB MHFG1JU4284009376 1N04OTMJ14775 I-11045666 

Mitsubishi/2014 B 9136 GDB MHMFN517GEK000111 G016K65642 L-04646359 

Hyundai/2012 B 9138 NCC MJTGA1D8RCJ800003 D4DB17423149 I-08550819 

Hyundai/2010 B 9451 NCA MJTGAJD8RAJ300006 D4D88359506 G 3083450G 

Hyundai/2008 B 9901 CC MJIGA108R8J000622 D4D88352563 F 5809012G 

Hyundai/2015 B 1811 GKB MHXWF31R10FJ204107 G4KGEA540269 L-09354405 

Hyundai/2009 B 9131 NCA MJTGA1D8R9000795 D4DB8358163 F 8906211G 

Mitsubishi/2011 B 9274 NCB MHMLQPU3913K060408 4D56C627641 H-09717306 

Toyota/2016 A 1116 ZE MHFJ8EM6G101053 2GD4202045 M-12021356 

Hyundai/2010 B 9746 NCA MJTGA1D8RAJ300120 D4DB8369810 H-02578441 

Toyota/2016 A 1363 ZD MHFZ28H33G0011815 2NRX066570 M-12021135 

Toyota/2016 A 1411 ZC MHFJB8EM3G1007851 2GDC075559 M-06880959 

Toyota/2016 A 1413 ZD MHFJB8EM0G1009217 2GD4186187 M-11999583 

Toyota/2018 A 1435 YA MHFJB8EM4J1039991 2GD4543703 O-01189270 

Mitsubishi/2016 A 2461 ZA MHMFN517GGK000722 6D16P91529 M-11999951 

Mitsubishi/2016 A 8201 ZA MHMFE71P1GK058851 4D34TP72116 M-09370070 

Toyota/2018 A 1432 ZT MHFJB8EMIJ1031749 2GD4423368 N-10341924 

Toyota/2016 B 1430 GKP MHKM5EA2JGJ009930 1NRF089525 M-07377910 
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Merek//Tahun No. Polisi No. Rangka No.Mesin No.BPKB 

Toyota/2016 A 1020 ZE MHKM5EA2JGK013530 A1NRF185892 M-12021217 

Toyota/2016 B 1451 GKP MHKM5EA2JGK003590 1NRF088809 M-07377882 

Toyota/2016 B 1304 GKQ MHFJB8EMXG1002212 2G04B81355 M-07539841 

Toyota/2016 B 1421 GKP MHKM5EA2JGJ009663 1NRF087104 M-07377946 

Toyota/2016 A 1097 ZE MHKM5EAZJGK014162 1NRF1090439 M-12021329 

Toyota/2016 A 1247 ZE MHKM5EAZJGK014448 1NRF192593 M-12021501 

Toyota/2016 A 1362 ZE MHKM5EAZJGK014423 INRF191987 M-12021629 

Toyota/2018 A 1781 ZU MHFZB8EM6J1032136 2GDC35565 N-10322955 

Toyota/2018 A 1103 ZT MHFJB8EM6J1030273 2GD4411100 N-10341784 
 
Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) 
 

Merek//Tahun No. Polisi No. Rangka No.Mesin No.BPKB 

Viar/2012 B 3877 NVY MGAVR20TACL003079 9X200FMG12002548 I-11372563 
 

13. DEPOSITO BERJANGKA 

Surat Pemilikan Deposito pada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk No.400931011973 atas nama PT Hilon 
Felt dengan jumlah USD500.000,- (lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), suku bunga 1,00%, yang jatuh tempo pada 
tanggal 18 Juni 2019. 

 
14. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 

Perjanjian Kedit 
 
A. Perjanjian Kredit 

 
PT Bank Permata Tbk 
 
Akta No.74 tertanggal 23 Nopember 2016, dibuat di hadapan Piter Lie, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang 
terakhir diubah dengan Perubahan Keduapuluhlima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan 
No.KK/18/6620/AMD/05/SME juncto Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian 
Fasilitas Perbankan, yang menerangkan mengenai:  
 
Para Pihak : PT Bank Permata Tbk (selaku Kreditur) 

Perseroan (selaku Debitur) 
Fasilitas I : Fasilitas Revolving Loan 5 
1. Jumlah Fasilitas : Rp15.000.000.000,- 
2. Penggunaan : Modal kerja 
3. Bunga : 10,5% per tahun 
4. Denda : 36% per tahun 
5. Provisi : 0,5% per tahun 
6. Jangka Waktu Fasilitas : 29 Nopember 2018 sampai dengan 29 Nopember 2019 
7. Pengembalian Pinjaman : Debitur wajib membayar seluruh pinjaman berikut dengan bunganya 

selambat-lambatnya pada akhir Jangka Waktu Fasilitas. 
Fasilitas II : Fasilitas Revolving Loan 6 
1. Jumlah Fasilitas : USD600,000,- 
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Merek//Tahun No. Polisi No. Rangka No.Mesin No.BPKB 

Toyota/2016 A 1020 ZE MHKM5EA2JGK013530 A1NRF185892 M-12021217 

Toyota/2016 B 1451 GKP MHKM5EA2JGK003590 1NRF088809 M-07377882 

Toyota/2016 B 1304 GKQ MHFJB8EMXG1002212 2G04B81355 M-07539841 

Toyota/2016 B 1421 GKP MHKM5EA2JGJ009663 1NRF087104 M-07377946 

Toyota/2016 A 1097 ZE MHKM5EAZJGK014162 1NRF1090439 M-12021329 

Toyota/2016 A 1247 ZE MHKM5EAZJGK014448 1NRF192593 M-12021501 

Toyota/2016 A 1362 ZE MHKM5EAZJGK014423 INRF191987 M-12021629 

Toyota/2018 A 1781 ZU MHFZB8EM6J1032136 2GDC35565 N-10322955 

Toyota/2018 A 1103 ZT MHFJB8EM6J1030273 2GD4411100 N-10341784 
 
Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) 
 

Merek//Tahun No. Polisi No. Rangka No.Mesin No.BPKB 

Viar/2012 B 3877 NVY MGAVR20TACL003079 9X200FMG12002548 I-11372563 
 

13. DEPOSITO BERJANGKA 

Surat Pemilikan Deposito pada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk No.400931011973 atas nama PT Hilon 
Felt dengan jumlah USD500.000,- (lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), suku bunga 1,00%, yang jatuh tempo pada 
tanggal 18 Juni 2019. 

 
14. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 

Perjanjian Kedit 
 
A. Perjanjian Kredit 

 
PT Bank Permata Tbk 
 
Akta No.74 tertanggal 23 Nopember 2016, dibuat di hadapan Piter Lie, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang 
terakhir diubah dengan Perubahan Keduapuluhlima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan 
No.KK/18/6620/AMD/05/SME juncto Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian 
Fasilitas Perbankan, yang menerangkan mengenai:  
 
Para Pihak : PT Bank Permata Tbk (selaku Kreditur) 

Perseroan (selaku Debitur) 
Fasilitas I : Fasilitas Revolving Loan 5 
1. Jumlah Fasilitas : Rp15.000.000.000,- 
2. Penggunaan : Modal kerja 
3. Bunga : 10,5% per tahun 
4. Denda : 36% per tahun 
5. Provisi : 0,5% per tahun 
6. Jangka Waktu Fasilitas : 29 Nopember 2018 sampai dengan 29 Nopember 2019 
7. Pengembalian Pinjaman : Debitur wajib membayar seluruh pinjaman berikut dengan bunganya 

selambat-lambatnya pada akhir Jangka Waktu Fasilitas. 
Fasilitas II : Fasilitas Revolving Loan 6 
1. Jumlah Fasilitas : USD600,000,- 

                                                                                                                                                       
  

 
 

2. Penggunaan : Modal kerja 
3. Bunga : 4,7% per tahun 
4. Denda : 18% per tahun 
5. Provisi : 0,5% per tahun 
6. Jangka Waktu Fasilitas : 29 Nopember 2018 sampai dengan 29 Nopember 2019 
7. Pengembalian Pinjaman : Debitur wajib membayar seluruh pinjaman berikut dengan bunganya 

selambat-lambatnya pada akhir Jangka Waktu Fasilitas. 
Perpanjangan Otomatis : Dalam hal Jangka Waktu Fasilitas telah berakhir dan Debitur hendak 

menarik sejumlah dana pinjaman atas Fasilitas, maka apabila disetujui oleh 
Kreditur, Jangka Waktu Fasilitas akan diperpanjang secara otomatis oleh 
Bank, untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo Fasilitas.  

Jaminan : Sebidang tanah (berikut bangunan di atasnya) sebagai berikut: 
a. Jenis Hak : Hak Guna Bangunan 
b. Nomor Sertifikat: 41/Lubuk Lancang 
c. Lokasi: Desa Lubuk Lancang, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten 

Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 
d. Nama Pemilik: PT Hilon Felt 
e. Menjamin Fasilitas: Seluruh Fasilitas 

Kewajiban-kewajiban dan 
Pembatasan (Negative 
Covenant) 

: a. Menyerahkan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember dengan 
tanggal waktu selambat-lambatnya penyerahan pada tanggal 30 Juni 
2018. 

b. Tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur, Debitur tidak diperkenankan 
untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1) Bertindak sebagai penjamin terhadap utang pihak lain, kecuali 

utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha 
sehari-hari; 

2) Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau 
melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usahanya sehari-hari; 

3) Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, 
menghapuskan, menjaminkan/mengagunkan sebagian besar 
atau seluruh harta kekayaan Debitur dengan cara bagaimanapun 
juga dan kepada pihak manapun juga (kecuali 
menjaminkan/mengagunkan kepada Kreditur) yang dapat 
mempengaruhi kemampuan pembayaran Debitur kepada 
Kreditur; 

4) Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa 
apapun juga atau fasilitas leasing dari pihak lain (kecuali dari 
pemegang saham sepanjang disubordinasikan terhadap seluruh 
kewajiban Debitur kepada Kreditur) atau mengadakan suatu 
utang atau kewajiban apapun juga: yang melebihi 10% dari nilai 
aktiva atau yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran 
Debitur kepada Kreditur. 

5) Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak 
lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi 
dan/atau pemegang saham kecuali pinjaman dalam jangka 
pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-
hari; 

6) Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan 
membayar Debitur kepada Kreditur; 

7) Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau 
terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban yang 
terutang kepada Kreditur; 

8) Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan/atau 
peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh 
sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau 
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bentuk perubahan usaha lainnya; 
9) Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan saham perseroan 

tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan 
terbuka; 

10) Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau 
pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham 
yang dikeluarkan oleh Debitur, kecuali untuk perusahaan terbuka; 

11) Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-
piutang berupa apapun juga (kecuali piutang dagang dalam 
rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari) yang telah 
telah dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para 
pemegang saham Debitur kepada Debitur baik berupa jumlah 
pokok, bunga, bunga denda, dan lain-lain jumlah uang yang wajib 
dibayar; 

12) Melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham  
13) Melakukan penambahan atas piutang lain-lain yang tidak terkait 

dengan kegiatan usaha Debitur atau pinjaman lain-lain kepada 
pihak terkait atau afiliasi. 

14) Membayar utang lain-lain kepada pihak terkait atau pihak afiliasi 
atau utang pemegang saham sebelum adanya pembayaran atau 
pelunasan kewajiban kepada Kreditur. 

c. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 
dalam jangka waktu 14 hari kalender dalam hal mendapatkan pinjaman 
atau fasilitas kredit dari bank atau institusi keuangan lainnya. 

d. Melakukan aktivitas transaksi bisnisnya di Kreditur minimum 30% dari 
total hasil transaksi bisnis, baik yang dibukukan langsung ke rekening 
bank pada Kreditur atau bank lain yang kemudian dipindahkan untuk 
bertransaksi melalui rekening Debitur di Kreditur dan direview setiap 6 
bulan sekali dengan tanggal waktu selambat-lambatnya pada berturut-
turut 31 Desember 2018 dan 30 Juni 2019. 

Cross Default/Kelalaian 
dalam Perjanjian Lain 

: a. Bilamana Debitur (termasuk grup usaha Debitur yang dibiayai oleh 
Kreditur) dan/atau salah satu Penjamin (termasuk penjamin untuk grup 
Debitur yang dibiayai oleh Kreditur) tidak melaksanakan perjanjian yang 
dibuat dengan Kreditur atau pihak lain termasuk mengenai atau 
berhubungan dengan pinjaman uang/pemberian fasilitas keuangan 
lainnya, di mana Debitur (termasuk grup Debitur yang dibiayai oleh 
Kreditur) dan/atau salah satu Penjamin (termasuk penjamin untuk grup 
Debitur yang dibiayai oleh Kreditur) sebagai pihak yang menerima 
pinjaman/fasilitas keuangan atau sebagai penjamin yang memberikan 
hak kepada pihak yang memberikan pinjaman/fasilitas keuangan atau 
sebagai penjamin yang memberikan hak kepada pihak yang 
memberikan pinjaman/fasilitas keuangan untuk menuntut pembayaran 
kembali apa atas apa yang terutang atau wajib dibayar oleh Debitur 
(termasuk grup Debitur yang dibiayai oleh Kreditur) dan/atau salah 
seorang Penjamin (termasuk penjamin untuk grup Debitur yang dibiayai 
oleh Kreditur) dalam perjanjian tersebut secara sekaligus sebelum 
tanggal jatuh tempo pinjamannya. 

b. Bilamana debitur lain yang diberi fasilitas kredit oleh Kreditur dengan 
jaminan yang sama baik seluruh maupun sebagian dari jaminan 
sebagaimana tercantum dalam perjanjian antara Kreditur dengan 
Debitur tersebut di atas (pari pasu), tidak melaksanakan perjanjian 
kredit dan/atau perjanjian jaminan yang dibuatnya dengan Kreditur. 

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
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bentuk perubahan usaha lainnya; 
9) Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan saham perseroan 

tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan 
terbuka; 

10) Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau 
pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham 
yang dikeluarkan oleh Debitur, kecuali untuk perusahaan terbuka; 

11) Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-
piutang berupa apapun juga (kecuali piutang dagang dalam 
rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari) yang telah 
telah dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para 
pemegang saham Debitur kepada Debitur baik berupa jumlah 
pokok, bunga, bunga denda, dan lain-lain jumlah uang yang wajib 
dibayar; 

12) Melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham  
13) Melakukan penambahan atas piutang lain-lain yang tidak terkait 

dengan kegiatan usaha Debitur atau pinjaman lain-lain kepada 
pihak terkait atau afiliasi. 

14) Membayar utang lain-lain kepada pihak terkait atau pihak afiliasi 
atau utang pemegang saham sebelum adanya pembayaran atau 
pelunasan kewajiban kepada Kreditur. 

c. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 
dalam jangka waktu 14 hari kalender dalam hal mendapatkan pinjaman 
atau fasilitas kredit dari bank atau institusi keuangan lainnya. 

d. Melakukan aktivitas transaksi bisnisnya di Kreditur minimum 30% dari 
total hasil transaksi bisnis, baik yang dibukukan langsung ke rekening 
bank pada Kreditur atau bank lain yang kemudian dipindahkan untuk 
bertransaksi melalui rekening Debitur di Kreditur dan direview setiap 6 
bulan sekali dengan tanggal waktu selambat-lambatnya pada berturut-
turut 31 Desember 2018 dan 30 Juni 2019. 

Cross Default/Kelalaian 
dalam Perjanjian Lain 

: a. Bilamana Debitur (termasuk grup usaha Debitur yang dibiayai oleh 
Kreditur) dan/atau salah satu Penjamin (termasuk penjamin untuk grup 
Debitur yang dibiayai oleh Kreditur) tidak melaksanakan perjanjian yang 
dibuat dengan Kreditur atau pihak lain termasuk mengenai atau 
berhubungan dengan pinjaman uang/pemberian fasilitas keuangan 
lainnya, di mana Debitur (termasuk grup Debitur yang dibiayai oleh 
Kreditur) dan/atau salah satu Penjamin (termasuk penjamin untuk grup 
Debitur yang dibiayai oleh Kreditur) sebagai pihak yang menerima 
pinjaman/fasilitas keuangan atau sebagai penjamin yang memberikan 
hak kepada pihak yang memberikan pinjaman/fasilitas keuangan atau 
sebagai penjamin yang memberikan hak kepada pihak yang 
memberikan pinjaman/fasilitas keuangan untuk menuntut pembayaran 
kembali apa atas apa yang terutang atau wajib dibayar oleh Debitur 
(termasuk grup Debitur yang dibiayai oleh Kreditur) dan/atau salah 
seorang Penjamin (termasuk penjamin untuk grup Debitur yang dibiayai 
oleh Kreditur) dalam perjanjian tersebut secara sekaligus sebelum 
tanggal jatuh tempo pinjamannya. 

b. Bilamana debitur lain yang diberi fasilitas kredit oleh Kreditur dengan 
jaminan yang sama baik seluruh maupun sebagian dari jaminan 
sebagaimana tercantum dalam perjanjian antara Kreditur dengan 
Debitur tersebut di atas (pari pasu), tidak melaksanakan perjanjian 
kredit dan/atau perjanjian jaminan yang dibuatnya dengan Kreditur. 

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
 

                                                                                                                                                       
  

 
 

Berdasarkan Surat No.259/SME/2BI/III/2019 tertanggal 29 Maret 2019, PT Bank Permata Tbk menyampaikan pada 
pokoknya hal-hal sebagai berikut kepada Perseroan: 
1. Perseroan diperbolehkan untuk mengubah susunan dan jumlah kepemilikan saham dengan melakukan 

pengeluaran saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui IPO. 
2. Waive/pengesampingan ketentuan khusus berupa kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan tertulis 

terlebih dahulu dari PT Bank Permata Tbk atas perubahan susunan dan jumlah kepemilikan saham perseroan 
tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka. 

 
Berdasarkan Surat No. 260/SME/2BI/III/2019 tanggal 2 April 2019, PT Bank Permata Tbk menyampaikan pada 
pokoknya hal-hal sebagai berikut: 
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada SKU pada dasarnya Bank Permata setuju untuk tidak 

dipersyaratkan atau diperlukan tertulis terlebih dahulu dari Bank untuk dapat membayarkan atau menyatakan 
dapat dibayar suatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham yang dikeluarkan 
oleh Nasabah setelah perusahaan melakukan IPO. 

2. Setelah perusahaan melakukan IPO maka syarat mengenai ketentuan pembagian deviden yang tercantum pada 
Perjanjian Kredit sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengacu kepada ketentuan SKU yang terbaru. 

 
PT Bank Shinhan Indonesia 
 
Perjanjian Fasilitas Kredit No.94 tertanggal 19 Juli 2018, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di 
Jakarta, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai berikut: 
 
Para Pihak : a. PT Bank Shinhan Indonesia (selaku Kreditur) 

b. Perseroan (selaku Debitur) 
c. PT Hilon Indonesia dan Won Hyuk Choi (Choi Won Hyuk) (selaku 

Penjamin) 
Jenis Fasilitas : Fasilitas Kredit Korporasi metode lumpsum 
Jumlah Fasilitas : USD5.000.000,- 
Penggunaan : Modal kerja 
Bunga : LIBOR 3 (tiga) bulan + 2,5% per tahun (akan ditinjau setiap 3 bulan) 
Denda : 48% per tahun terhitung dari jumlah kewajiban pembayaran yang 

tertunggak untuk setiap hari keterlambatan 
Jangka waktu Fasilitas : 12 bulan (sampai dengan tanggal 19 Juli 2019) dan dapat diperpanjang 

dengan syarat telah memperoleh persetujuan Kreditur 
Pengembalian Pinjaman : Debitur wajib membayar kembali pinjaman kepada Kreditur pada tanggal 19 

Juli 2019 
Jaminan : a. Hak Tanggungan peringkat kesatu, kedua, ketiga, dan berikutnya untuk 

kepentingan Kreditur hingga Nilai Tanggungan yang pada tiap-tiap 
waktu pembebanan Hak Tanggungan dianggap mencukupi oleh 
Kreditur, berupa: 
1) sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak 

Guna Bangunan No.00083/Suka Asih, dengan luas 8.300m2 
menurut Gambar Situasi tanggal 12 Maret 1991 No.1544/1991; 

2) sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak 
Guna Bangunan No.00084/Suka Asih, dengan luas 6.100m2 
menurut Gambar Situasi tanggal 12 Maret 1991 No.1770/1991; 

3) sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak 
Guna Bangunan No.00087/Suka Asih, dengan luas 12.835m2 
menurut Gambar Situasi tanggal 12 Maret 1991 No.1774/1991; 

seluruhnya terletak di Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, 
Kabupaten Tangerang, Banten yang terdaftar atas nama PT Hilon 
Indonesia; berikut dengan bangunan(-bangunan) yang berdiri di atas 
tanah tersebut termasuk juga tanaman serta hasil karya yang telah ada 
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dan/atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah 
tersebut. 

b. Jaminan Perorangan (personal guarantee) dari Choi Won Hyuk yang 
dibuat di bawah tangan. 

Kewajiban-kewajiban 
Tertentu 

: a. Mengasuransikan barang-barang jaminan pada perusahaan asuransi 
yang ditunjuk oleh Kreditur dengan memasang banker’s clause; 

b. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur apabila mengubah 
bentuk/status hukum, anggaran dasar, susunan pengurus dan susunan 
pemegang saham Debitur; 

c. Mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur bilamana 
terjadi perubahan dalam ruang lingkup usaha Debitur atau bilamana 
terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi secara 
mendalam keadaan usaha Debitur. 

Pembatasan (Negative 
Covenant) 

: Untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, Debitur dan/atau Penjamin 
harus memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur dan mendapatkan 
persetujuan dari Kreditur: 
a. Menyewakan tanah-tanah dan bangunan-bangunan tersebut kepada 

pihak lain; 
b. Mengubah dan/atau menambah bangunan-bangunan yang telah ada; 
c. Mengubah bentuk/status hukum dan/atau bidang usaha Debitur; 
d. Mengadakan penjualan dan pemindahtanganan atau melepaskan ha 

katas harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan/Penjamin; 
e. Mengikat sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau 

menjaminkan dan/atau mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain, 
atau kewajiban-kewajiban tersebut timbul atas dasar keputusan 
hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti setelah 
tanggal Perjanjian; 

f. Menjaminkan, menjual atau dengan cara lain melepaskan barang 
jaminan yang dijaminkan kepada Kreditur; 

g. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan 
pembayaran utang (surseance van betaling); 

h. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan atau pada bidang 
usaha lainnya yang dapat mengakibatkan/membawa dampak 
negative terhadap pengelolaan usaha Debitur; 

i. Menjadi penjamin utang pihak lain; 
j. Lalai untuk membayar utang Debitur dan/atau Pemberi Jaminan 

kepada pihak lain berdasarkan perjanjian utang atau kredit yang 
dibuat oleh dan antara Debitur dengan pihak lain; 

k. Mengalihkan pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak 
manapun juga; 

l. Mengalihkan usaha Debitur kepada pihak lain dengan cara apapun 
juga. 

Cross Default : Debitur dan/atau Pemberi Jaminan lalai untuk membayar pada jatuh 
temponya sesuatu utang untuk mana ia bertanggung jawab, baik untuk 
kredit langsung maupun kredit tidak langsung atau terdapat kelalaian lain 
yang berkenaan dengan suatu perjanjian yang berkaitan dengan utang 
yang mengakibatkan percepatan jatuh waktu utang tersebut atau apabila 
utang demikian diharuskan untuk dibayar lebih dini daripada jatuh waktu 
yang telah ditentukan. 

Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
 
Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.08 tanggal 10 Januari 2017, dibuat di hadapan Suharyanto, S.H., pengganti dari 
Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta yang terakhir diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit 
No.005/PPWK-2/I/2019 tertanggal 9 Januari 2019, yang menerangkan mengenai: 
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dan/atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah 
tersebut. 

b. Jaminan Perorangan (personal guarantee) dari Choi Won Hyuk yang 
dibuat di bawah tangan. 

Kewajiban-kewajiban 
Tertentu 

: a. Mengasuransikan barang-barang jaminan pada perusahaan asuransi 
yang ditunjuk oleh Kreditur dengan memasang banker’s clause; 

b. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur apabila mengubah 
bentuk/status hukum, anggaran dasar, susunan pengurus dan susunan 
pemegang saham Debitur; 

c. Mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur bilamana 
terjadi perubahan dalam ruang lingkup usaha Debitur atau bilamana 
terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi secara 
mendalam keadaan usaha Debitur. 

Pembatasan (Negative 
Covenant) 

: Untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, Debitur dan/atau Penjamin 
harus memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur dan mendapatkan 
persetujuan dari Kreditur: 
a. Menyewakan tanah-tanah dan bangunan-bangunan tersebut kepada 

pihak lain; 
b. Mengubah dan/atau menambah bangunan-bangunan yang telah ada; 
c. Mengubah bentuk/status hukum dan/atau bidang usaha Debitur; 
d. Mengadakan penjualan dan pemindahtanganan atau melepaskan ha 

katas harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan/Penjamin; 
e. Mengikat sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau 

menjaminkan dan/atau mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain, 
atau kewajiban-kewajiban tersebut timbul atas dasar keputusan 
hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti setelah 
tanggal Perjanjian; 

f. Menjaminkan, menjual atau dengan cara lain melepaskan barang 
jaminan yang dijaminkan kepada Kreditur; 

g. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan 
pembayaran utang (surseance van betaling); 

h. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan atau pada bidang 
usaha lainnya yang dapat mengakibatkan/membawa dampak 
negative terhadap pengelolaan usaha Debitur; 

i. Menjadi penjamin utang pihak lain; 
j. Lalai untuk membayar utang Debitur dan/atau Pemberi Jaminan 

kepada pihak lain berdasarkan perjanjian utang atau kredit yang 
dibuat oleh dan antara Debitur dengan pihak lain; 

k. Mengalihkan pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak 
manapun juga; 

l. Mengalihkan usaha Debitur kepada pihak lain dengan cara apapun 
juga. 

Cross Default : Debitur dan/atau Pemberi Jaminan lalai untuk membayar pada jatuh 
temponya sesuatu utang untuk mana ia bertanggung jawab, baik untuk 
kredit langsung maupun kredit tidak langsung atau terdapat kelalaian lain 
yang berkenaan dengan suatu perjanjian yang berkaitan dengan utang 
yang mengakibatkan percepatan jatuh waktu utang tersebut atau apabila 
utang demikian diharuskan untuk dibayar lebih dini daripada jatuh waktu 
yang telah ditentukan. 

Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
 
Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.08 tanggal 10 Januari 2017, dibuat di hadapan Suharyanto, S.H., pengganti dari 
Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta yang terakhir diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit 
No.005/PPWK-2/I/2019 tertanggal 9 Januari 2019, yang menerangkan mengenai: 
 

                                                                                                                                                       
  

 
 

Para Pihak : PT Bank Shinhan Indonesia (selaku Kreditur) 
Perseroan (selaku Debitur) 
Wonhyuk Choi (selaku Penjamin) 

Jenis Fasilitas : Commercial Loan (Pinjaman Korporasi Modal kerja) 
Jumlah Fasilitas : USD2.000.000,- 
Penggunaan : Modal kerja 
Bunga : LIBOR 3 (tiga) bulan + 3,2% per tahun 
Jangka waktu  : Fasilitas kredit diberikan selama 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran 

sekaligus terhitung sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 
10 Januari 2020 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Kreditur 

Jaminan : Jaminan Perorangan (personal guarantee) dari Won Hyuk Choi. 
Kewajiban-kewajiban 
Tertentu 

: a. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur apabila mengubah 
bentuk/status hukum, anggaran dasar, susunan pengurus dan susunan 
pemegang saham Debitur; 

b. Mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur bilamana 
terjadi perubahan dalam ruang lingkup usaha Debitur atau bilamana 
terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi secara 
mendalam keadaan usaha Debitur. 

Pembatasan (Negative 
Covenant) 

: Untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, Debitur dan/atau Penjamin 
harus memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur dan mendapatkan 
persetujuan dari Kreditur: 
a. Menyewakan tanah-tanah dan bangunan-bangunan tersebut kepada 

pihak lain; 
b. Mengubah dan/atau menambah bangunan-bangunan yang telah ada; 
c. Mengubah bentuk/status hukum dan/atau bidang usaha Debitur; 
d. Mengadakan penjualan dan pemindahtanganan atau melepaskan hak 

atas harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan/Penjamin; 
e. Mengikat sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau 

menjaminkan dan/atau mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain, 
atau kewajiban-kewajiban tersebut timbul atas dasar keputusan 
hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti setelah 
tanggal Perjanjian; 

f. Menjaminkan, menjual atau dengan cara lain melepaskan barang 
jaminan yang dijaminkan kepada Kreditur; 

g. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan 
pembayaran utang (surseance van betaling); 

h. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan atau pada bidang 
usaha lainnya yang dapat mengakibatkan/membawa dampak 
negative terhadap pengelolaan usaha Debitur; 

i. Menjadi penjamin utang pihak lain; 
j. Lalai untuk membayar utang Debitur dan/atau Pemberi Jaminan 

kepada pihak lain berdasarkan perjanjian utang atau kredit yang 
dibuat oleh dan antara Debitur dengan pihak lain; 

k. Mengalihkan pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak 
manapun juga; 

l. Mengalihkan usaha Debitur kepada pihak lain dengan cara apapun 
juga. 

Cross Default : Debitur dan/atau Pemberi Jaminan lalai untuk membayar pada jatuh 
temponya sesuatu utang untuk mana ia bertanggung jawab, baik untuk 
kredit langsung maupun kredit tidak langsung atau terdapat kelalaian lain 
yang berkenaan dengan suatu perjanjian yang berkaitan dengan utang 
yang mengakibatkan percepatan jatuh waktu utang tersebut atau apabila 
utang demikian diharuskan untuk dibayar lebih dini daripada jatuh waktu 
yang telah ditentukan. 

Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
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Berdasarkan Surat No.07/Corp-Banking/IV/2019 tertanggal 1 April 2019, PT Bank Shinhan Indonesia menyampaikan 
kepada Perseroan, persetujuan atas: 
1. Perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan IPO; 
2. Pengesampingan/waiver dan perubahan khusus ketentuan kewajiban Perseroan untuk memberitahukan secara 

tertulis kepada PT Bank Shinhan Indonesia atas perubahan status hukum, anggaran dasar, susunan pengurus, 
dan susunan pemegang saham; 

3. Perubahan nama Perseroan yang semula PT Hilon Felt menjadi PT Inocycle Technology Group; 
4. Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku di bidang pasar 

modal khususnya peraturan Bapepam LK dan OJK; dan 
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 

 
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 
 
Perjanjian Fasilitas Kredit No.C2017-285 (IDD017053889) tanggal 11 Juli 2017 juncto Perjanjian Perpanjangan 
Fasilitas Kredit No.C2018-297 (ID017053889), yang menerangkan mengenai: 
 
Para Pihak : PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (selaku Kreditur) 

Perseroan (selaku Debitur) 
Jenis Fasilitas : Pinjaman Umum untuk tujuan modal kerja 
Jumlah Fasilitas : Tidak melebihi USD2.000.000,- (dua juta Dolar Amerika Serikat) 
Penggunaan : Modal kerja Debitur 
Bunga : 3M LIBOR + 2,9% per tahun 
Jangka waktu : Berlaku sampai dengan 11 Juli 2019. 
Pembayaran : - Pembayaran dilakukan oleh Debitur pada hari yang bukan merupakan 

Hari Kerja akan jatuh tempo pada Hari Kerja berikutnya 
- Debitur dapat pada setiap saat dan dari waktu ke waktu sebelum 

Tanggal Jatuh tempo membayar lebih awal atas pencairan secara 
keseluruhan atau sebagian, dengan ketentuan: (i) Debitur wajib 
memberitahukan rencana pembayaran lebih awal secara keseluruhan 
atau sebagian kepada Kreditur dan pemberitahuan tersebut harus telah 
diterima Kreditur setidaknya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 
pembayaran lebih awal yang diusulkan; (ii) Pemberitahuan pembayaran 
lebih awal saat diterima oleh Kreditur tidak dapat dibatalkan  dan 
mewajibkan Debitur untuk membuat pembayaran lebih awal dalam 
jumlah dan pada tanggal yang disebutkan di dalamnya; (iii) setiap 
pembayaran di muka harus dibuat pada akhir Periode Bunga;                        
(iv) Pinjaman yang telah dicairkan sebelum 1 bulan, akan dikenakan 
penalti sebesar 0,5% dari nilai pelunasan; (v) penutupan fasilitas kredit 
sebelum Tanggal Jatuh Tempo dikenakan penalti sebesar 2% dari 
batas kredit. 

Jaminan : - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 14, seluas 873 m2, 
berlokasi di Jl, Dk Banaran/Pekarangan, Desa Butuh, Kecamatan 
Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama 
Perseroan. 

- SHGB No. 16, seluas 671 m2, berlokasi di Desa Butuh, Kecamatan 
Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama 
Perseroan. 

- SHGB No. 18, seluas 2.748 m2, berlokasi di Desa Butuh, Kecamatan 
Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama 
Perseroan. 

- SHGB No. 19, seluas 2.980 m2, berlokasi di Dk Banaran/Pekarangan 
Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi 
Jawa Tengah atas nama Perseroan. 

- SHGB No. 20, seluas 5.306 m2, berlokasi di Desa Butuh, Kecamatan 
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Berdasarkan Surat No.07/Corp-Banking/IV/2019 tertanggal 1 April 2019, PT Bank Shinhan Indonesia menyampaikan 
kepada Perseroan, persetujuan atas: 
1. Perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan IPO; 
2. Pengesampingan/waiver dan perubahan khusus ketentuan kewajiban Perseroan untuk memberitahukan secara 

tertulis kepada PT Bank Shinhan Indonesia atas perubahan status hukum, anggaran dasar, susunan pengurus, 
dan susunan pemegang saham; 

3. Perubahan nama Perseroan yang semula PT Hilon Felt menjadi PT Inocycle Technology Group; 
4. Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku di bidang pasar 

modal khususnya peraturan Bapepam LK dan OJK; dan 
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 

 
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 
 
Perjanjian Fasilitas Kredit No.C2017-285 (IDD017053889) tanggal 11 Juli 2017 juncto Perjanjian Perpanjangan 
Fasilitas Kredit No.C2018-297 (ID017053889), yang menerangkan mengenai: 
 
Para Pihak : PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (selaku Kreditur) 

Perseroan (selaku Debitur) 
Jenis Fasilitas : Pinjaman Umum untuk tujuan modal kerja 
Jumlah Fasilitas : Tidak melebihi USD2.000.000,- (dua juta Dolar Amerika Serikat) 
Penggunaan : Modal kerja Debitur 
Bunga : 3M LIBOR + 2,9% per tahun 
Jangka waktu : Berlaku sampai dengan 11 Juli 2019. 
Pembayaran : - Pembayaran dilakukan oleh Debitur pada hari yang bukan merupakan 

Hari Kerja akan jatuh tempo pada Hari Kerja berikutnya 
- Debitur dapat pada setiap saat dan dari waktu ke waktu sebelum 

Tanggal Jatuh tempo membayar lebih awal atas pencairan secara 
keseluruhan atau sebagian, dengan ketentuan: (i) Debitur wajib 
memberitahukan rencana pembayaran lebih awal secara keseluruhan 
atau sebagian kepada Kreditur dan pemberitahuan tersebut harus telah 
diterima Kreditur setidaknya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 
pembayaran lebih awal yang diusulkan; (ii) Pemberitahuan pembayaran 
lebih awal saat diterima oleh Kreditur tidak dapat dibatalkan  dan 
mewajibkan Debitur untuk membuat pembayaran lebih awal dalam 
jumlah dan pada tanggal yang disebutkan di dalamnya; (iii) setiap 
pembayaran di muka harus dibuat pada akhir Periode Bunga;                        
(iv) Pinjaman yang telah dicairkan sebelum 1 bulan, akan dikenakan 
penalti sebesar 0,5% dari nilai pelunasan; (v) penutupan fasilitas kredit 
sebelum Tanggal Jatuh Tempo dikenakan penalti sebesar 2% dari 
batas kredit. 

Jaminan : - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 14, seluas 873 m2, 
berlokasi di Jl, Dk Banaran/Pekarangan, Desa Butuh, Kecamatan 
Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama 
Perseroan. 

- SHGB No. 16, seluas 671 m2, berlokasi di Desa Butuh, Kecamatan 
Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama 
Perseroan. 

- SHGB No. 18, seluas 2.748 m2, berlokasi di Desa Butuh, Kecamatan 
Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama 
Perseroan. 

- SHGB No. 19, seluas 2.980 m2, berlokasi di Dk Banaran/Pekarangan 
Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi 
Jawa Tengah atas nama Perseroan. 

- SHGB No. 20, seluas 5.306 m2, berlokasi di Desa Butuh, Kecamatan 

                                                                                                                                                       
  

 
 

Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama 
Perseroan. 

- SHGB No. 21, seluas 2.256 m2, berlokasi di Desa Butuh, Kecamatan 
Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama 
Perseroan. 

- SHGB No. 22, seluas 802 m2, berlokasi di Desa Butuh, Kecamatan 
Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama 
Perseroan. 

- SHGB No. 24, seluas 2.234 m2, berlokasi di Dk Banaran/Pekarangan 
Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi 
Jawa Tengah atas nama Perseroan. 

- Jaminan Pribadi dari JaeHyuk Choi. 
Kewajiban-kewajiban : - Menggunakan pinjaman sesuai dengan tujuan 

- Menyampaikan kepada Kreditur neraca dan laporan laba rugi dalam 30 
(tiga puluh) hari setelah akhir setiap periode enam bulanan (Juni dan 
Desember) atas setiap tahun buku Debitur 

- Menyampaikan kepada Kreditur laporan keuangan audit Debitur dalam 
180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir dari setiap tahun buku 
Debitur 

- Menyampaikan kepada Kreditur kondisi keuangan dan bisnis Debitur 
- Mempertahankan asuransi pada perusahaan asuransi yang dapat 

diterima Kreditur dan dalam bentuk substansi yang memuaskan Krediur. 
Seluruh Polis asuransi atas kekayaan Debitur wajib memuat loss 
payable endorsment untuk kepentingan dan dalam bentuk yang 
memuaskan Kreditur. Segala Polis asuransi atas asuransi wajib 
diserahkan dan disimpan oleh Kreditur. 

Pembatasan (Negative 
Covenant) 

: Tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur, Debitur tidak akan: 
- membayar, membuat atau mendeklarasi dividen apapun atau distribusi 

apapun 
- memperoleh fasilitas kredit tambahan apapun 
- kecuali diperjanjikan dalam Perjanjian ini, membuat atau mengijinkan 

penjaminan baik atas semua atau sebagian dari pendapatan atau aset 
yang ada saat ini maupun yang akan diperoleh di kemudian hari yang 
dijadikan agunan bagi Kreditur 

- membuat perjanjian untuk akuisisi atau merger dari kegiatan usaha atau 
bagian apapun dari kegiatan usaha Debitur 

- menjual atau mentransfer, menyewakan, meminjamkan atau 
melepaskan dengan cara lain atas seluruh aset-aset atau bagian 
apapun dari Perjanjian ini dan Dokumen Jaminan 

- mengubah struktur permodalan kecuali peningkatan modal dari laba 
ditahan atau penambahan saham baru dari pemegang saham yang 
telah ada atau presentase kepemilikan dari masing-masing pemegang 
saham 

- memberikan penjaminan atau ganti rugi untuk pinjaman pihak manapun. 
Cross Default : Utang lainnya dari Debitur kepada Kreditur: 

- tidak dibayar ketika jatuh tempo atau dalam tenggang waktu yang 
berlaku berdasarkan perjanjian yang mendasari utang tersebut; atau 

- menjadi jatuh tempo dan terutang sebelum Tanggal Jatuh Tempo 
karena adanya cidera janji. 

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Jakarta Selatan 
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Perjanjian Fasilitas Kredit No.C2018-176 (IDD018032915) tanggal 18 April 2018, yang menerangkan mengenai: 
 
Para Pihak : PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (selaku Kreditur) 

Perseroan (selaku Debitur) 
Jenis Fasilitas : Pinjaman Export Impor 
Jumlah Fasilitas : Tidak melebihi US$ 500.000 (lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) 
Penggunaan : Pembukaan L/C dan Pinjaman T/R 
Bunga : Suku Bunga Time Deposit + 1,2% per tahun 
Jangka waktu : Berlaku sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan 18 April 2020. 
Pembayaran : - Pembayaran dilakukan oleh Debitur pada hari yang bukan merupakan 

Hari Kerja akan jatuh tempo pada Hari Kerja berikutnya 
- Debitur dapat pada setiap saat dan dari waktu ke waktu sebelum 

Tanggal Jatuh tempo membayar lebih awal atas pencairan secara 
keseluruhan atau sebagian, dengan ketentuan: (i) Debitur harus 
memberitahukan keinginannya untuk membayar lebih awal pencairan 
yang manapun secara keseluruhan atau sebagian kepada Kreditur dan 
pemberitahuan tersebut harus telah diterima Kreditur setidaknya 7 
(tujuh) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih awal yang 
diusulkan; (ii) Pemberitahuan pembayaran lebih awal saat diterima oleh 
Kreditur tidak dapat dibatalkan oleh Debitur dan mewajibkan Debitur 
untuk membuat pembayaran lebih awal dalam jumlah dan pada tanggal 
yang disebutkan di dalamnya; (iii) setiap pembayaran di muka harus 
dibuat pada akhir Periode Bunga; (iv) Pencairan actual dilunasi sebelum 
1 (satu) bulan dikenakan denda sebesar 0,5% dari nilai pelunasan; (v) 
penutupan limit atau fasilitas kredit sebelum Tanggal Jatuh Tempo 
dikenakan denda sebesar 2% dari limit kredit. 

Jaminan : - Deposito Berjangka No.400931011973 atas nama Debitur dengan 
jumlah USD500.000,- (lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) 

Kewajiban-kewajiban : - Menggunakan pinjaman sesuai dengan tujuan 
- Menyampaikan kepada Kreditur neraca dan laporan laba rugi dalam 30 

(tiga puluh) hari setelah akhir setiap periode enam bulanan (Juni dan 
Desember) atas setiap tahun buku Debitur 

- Menyampaikan kepada Kreditur laporan keuangan audit Debitur dalam 
180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir dari setiap tahun buku 
Debitur 

- Menyampaikan kepada Kreditur kondisi keuangan dan bisnis Debitur 
- Mempertahankan asuransi pada perusahaan asuransi yang dapat 

diterima Kreditur dan dalam bentuk substansi yang memuaskan 
Kreditur. Seluruh Polis asuransi atas kekayaan Debitur wajib memuat 
loss payable endorsment untuk kepentingan dan dalam bentuk yang 
memuaskan Kreditur. Segala Polis asuransi atas asuransi wajib 
diserahkan dan disimpan oleh Kreditur. 

Pembatasan (Negative 
Covenant) 

: Tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur, Debitur tidak akan: 
- membayar, membuat atau mendeklarasi dividen apapun atau distribusi 

apapun 
- memperoleh fasilitas kredit tambahan apapun 
- kecuali diperjanjikan dalam Perjanjian ini, membuat atau mengijinkan 

penjaminan baik atas semua atau sebagian dari pendapatan atau aset 
yang ada saat ini maupun yang akan diperoleh di kemudian hari yang 
dijadikan agunan bagi Kreditur 

- membuat perjanjian untuk akuisisi atau merger dari kegiatan usaha atau 
bagian apapun dari kegiatan usaha Debitur 

- menjual atau mentransfer, menyewakan, meminjamkan atau 
melepaskan dengan cara lain atas seluruh aset-aset atau bagian 
apapun dari Perjanjian ini dan Dokumen Jaminan 
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Perjanjian Fasilitas Kredit No.C2018-176 (IDD018032915) tanggal 18 April 2018, yang menerangkan mengenai: 
 
Para Pihak : PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (selaku Kreditur) 

Perseroan (selaku Debitur) 
Jenis Fasilitas : Pinjaman Export Impor 
Jumlah Fasilitas : Tidak melebihi US$ 500.000 (lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) 
Penggunaan : Pembukaan L/C dan Pinjaman T/R 
Bunga : Suku Bunga Time Deposit + 1,2% per tahun 
Jangka waktu : Berlaku sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan 18 April 2020. 
Pembayaran : - Pembayaran dilakukan oleh Debitur pada hari yang bukan merupakan 

Hari Kerja akan jatuh tempo pada Hari Kerja berikutnya 
- Debitur dapat pada setiap saat dan dari waktu ke waktu sebelum 

Tanggal Jatuh tempo membayar lebih awal atas pencairan secara 
keseluruhan atau sebagian, dengan ketentuan: (i) Debitur harus 
memberitahukan keinginannya untuk membayar lebih awal pencairan 
yang manapun secara keseluruhan atau sebagian kepada Kreditur dan 
pemberitahuan tersebut harus telah diterima Kreditur setidaknya 7 
(tujuh) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih awal yang 
diusulkan; (ii) Pemberitahuan pembayaran lebih awal saat diterima oleh 
Kreditur tidak dapat dibatalkan oleh Debitur dan mewajibkan Debitur 
untuk membuat pembayaran lebih awal dalam jumlah dan pada tanggal 
yang disebutkan di dalamnya; (iii) setiap pembayaran di muka harus 
dibuat pada akhir Periode Bunga; (iv) Pencairan actual dilunasi sebelum 
1 (satu) bulan dikenakan denda sebesar 0,5% dari nilai pelunasan; (v) 
penutupan limit atau fasilitas kredit sebelum Tanggal Jatuh Tempo 
dikenakan denda sebesar 2% dari limit kredit. 

Jaminan : - Deposito Berjangka No.400931011973 atas nama Debitur dengan 
jumlah USD500.000,- (lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) 

Kewajiban-kewajiban : - Menggunakan pinjaman sesuai dengan tujuan 
- Menyampaikan kepada Kreditur neraca dan laporan laba rugi dalam 30 

(tiga puluh) hari setelah akhir setiap periode enam bulanan (Juni dan 
Desember) atas setiap tahun buku Debitur 

- Menyampaikan kepada Kreditur laporan keuangan audit Debitur dalam 
180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir dari setiap tahun buku 
Debitur 

- Menyampaikan kepada Kreditur kondisi keuangan dan bisnis Debitur 
- Mempertahankan asuransi pada perusahaan asuransi yang dapat 

diterima Kreditur dan dalam bentuk substansi yang memuaskan 
Kreditur. Seluruh Polis asuransi atas kekayaan Debitur wajib memuat 
loss payable endorsment untuk kepentingan dan dalam bentuk yang 
memuaskan Kreditur. Segala Polis asuransi atas asuransi wajib 
diserahkan dan disimpan oleh Kreditur. 

Pembatasan (Negative 
Covenant) 

: Tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur, Debitur tidak akan: 
- membayar, membuat atau mendeklarasi dividen apapun atau distribusi 

apapun 
- memperoleh fasilitas kredit tambahan apapun 
- kecuali diperjanjikan dalam Perjanjian ini, membuat atau mengijinkan 

penjaminan baik atas semua atau sebagian dari pendapatan atau aset 
yang ada saat ini maupun yang akan diperoleh di kemudian hari yang 
dijadikan agunan bagi Kreditur 

- membuat perjanjian untuk akuisisi atau merger dari kegiatan usaha atau 
bagian apapun dari kegiatan usaha Debitur 

- menjual atau mentransfer, menyewakan, meminjamkan atau 
melepaskan dengan cara lain atas seluruh aset-aset atau bagian 
apapun dari Perjanjian ini dan Dokumen Jaminan 

                                                                                                                                                       
  

 
 

- mengubah struktur permodalan kecuali peningkatan modal dari laba 
ditahan atau penambahan saham baru dari pemegang saham yang 
telah ada atau presentase kepemilikan dari masing-masing pemegang 
saham 

- memberikan penjaminan atau ganti rugi untuk pinjaman pihak manapun. 
Cross Default : Utang lainnya dari Debitur kepada Kreditur: 

- tidak dibayar ketika jatuh tempo atau dalam tenggang waktu yang 
berlaku berdasarkan perjanjian yang mendasari utang tersebut; atau 

- menjadi jatuh tempo dan terutang sebelum Tanggal Jatuh Tempo 
karena adanya cidera janji. 

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Jakarta Selatan 
 
Berdasarkan Surat No.081/BWS/DIVMKRD/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019, PT Bank Woori Saudara Indonesia 
1906 Tbk menyampaikan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut kepada Perseroan: 
1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk mengubah struktur permodalan dan susunan serta jumlah 

kepemilikan saham pemegang saham dengan melakukan pengeluaran saham baru dari portepel Perseroan yang 
akan ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham kepada masyarakat (IPO) 
sehingga dengan adanya pengeluaran saham baru dan penawaran kepada masyarakat akan terjadi perubahan 
struktur permodalan susunan pemegang saham Perseroan dengan masuknya pemegang saham 
publik/masyarakat. 

2. Memberikan persetujuan untuk dilakukannya pengesampingan/mencabut (waiver)  khusus ketentuan kewajiban 
Perseroan untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 
Tbk atas tindakan “membayar, membuat, atau mendeklarasi dividen apapun atau distribusi apapun”, sehingga 
setelah Perseroan melakukan IPO dan menjadi perusahaan terbuka tidak dipersyaratkan/diperlukan lagi 
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. 

 
Ironcapital Co Ltd 
 
Loan Agreement tertanggal 16 September 2014 junctis Loan Agreement tertanggal 16 September 2017 dan Loan 
Agreement tanggal 30 Maret 2018, yang mengatur hal-hal sebagai berikut: 
 
Para Pihak : Ironcapital Co Ltd (Kreditur) 

Perseroan (Debitur) 
Jumlah Fasilitas : USD500.000,- 
Bunga : 10% per tahun yang dibayar setiap 3 (tiga) bulan 
Bunga atas Kelalaian : 12% per tahun 
Jangka waktu : 19 September 2017 sampai dengan 19 September 2020 

 
B. Perjanjian Pembiayaan 
 

PT Koexim Mandiri Finance 
 
Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No.PC-HF16020013 tanggal 19 Februari 2016, yang mengatur hal-hal sebagai 
berikut: 
 
Para Pihak : PT Koexim Mandiri Finance (Kreditur) 

Perseroan (Debitur) 
Jenis Fasilitas : Fasilitas pembiayaan  
Jumlah Fasilitas : Tanah dan bangunan pabrik Rp10.500.000.000,- 

Mesin-mesin Rp6.500.000.000 
Dalam jumlah USD900.000 atau setara dengan Rp11.900.000.000,- 

Penggunaan : Untuk membiayai pembelian tanah dan bangunan pabrik beserta mesin-
mesin dengan lokasi di Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten 
Mojokerto, Jawa Timur. 
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Bunga : LIBOR 3 bulan + 4,0% pertahun (sebelum penyelesaian APHT) 
LIBOR 3 bulan + 3,2% pertahun (setelah penyelesaian APHT) 

Jangka waktu : 60 (enam puluh) bulan  dengan masa tenggang 12 (dua belas) bulan 
Jaminan : Hak Tanggungan peringkat 1 atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna 

Bangunan (SHGB) no: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 
17 /Desa Kalipuro, Mojokerto 

Pembayaran Lebih Awal : Debitur dapat melakukan pembayaran lebih awal semua fasilitas yang 
terutang secara sekaligus termasuk angsuran yang belum jatuh tempo 
dengan ketentuan Kreditur harus telah menerima terlebih dahulu dari 
Debitur pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif 
pembayaran tersebut. 

Kewajiban-kewajiban : - Debitur wajib menyerahkan laporan keuangan semesteran dan tahunan 
kepada Kreditur dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan 120 
(seratus dua puluh) hari setelah setiap periodenya 

- Debitur wajib menutup asuransi atas barang jaminan 
- Debitur wajib memberi  laporan kepada Kreditur jika diminta 
- Debitur wajib memberikan laporan kepada Kreditur atas setiap kejadian 

kelalaian.  
Pembatasan (Negative 
Covenant) 

: - Debitur dilarang menjual atau setuju untuk menjual barang kepada 
pihak lain dan wajib menggunakan barang hanya untuk kegiatan usaha 
Debitur 

- Debitur dilarang memberikan jaminan atau menerima pinjaman yang 
dapat mengurangi keamanan dari Barang tanpa persetujuan tertulis dari 
Kreditur 

- Dilarang menunjuk, meleasingkan kembali ataupun mengalihkan tugas 
dan tanggung jawab kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari 
Kreditur 

- Debitur dilarang merubah struktur pemegang saham atau kepemilikan 
saham, manajemen kunci dan anggaran dasar tanpa persetujuan 
tertulis dari Kreditur 

- Kreditur dapat mengakhiri Perjanjian fasilitas ini jika Debitur gagal 
menyerahkan tanda terima BPN untuk pendaftaran APHT dalam jangka 
waktu 6 (enam) bulan sejak pencairan. 

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
 
 
Perjanjian Leasing No.LS-HF16061323  tanggal 9 Juni 2016, yang mengatur hal-hal sebagai berikut: 
 
Para Pihak : PT Koexim Mandiri Finance (Lessor) 

Perseroan (Lessee) 
Jenis Fasilitas : Fasilitas Sale and Lease Back 
Jumlah Fasilitas : Nilai perolehan USD1.306.353,- 

Nilai bersih pembiayaan USD1.000.000,- 
Nilai sisa USD306.353,- 

Barang Leasing : mesin-mesin dengan lokasi di Pabrik Debitur Jl. Putra Utama Raya No. 11 
Pasar Kemis-Tangerang 

Bunga : LIBOR 3 bulan + 3,80% mengambang (dengan penyesuaian setiap 3 bulan 
sekali) 

Jangka waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan 
Jaminan : Jaminan Perusahaan PT Hilon Indonesia 
Pembelian Barang Leasing : Lessee wajib melunasi seluruh kewajibannya yang tidak terbatas pada 

pembayaran Sewa Leasing dan pembayaran lain yang harus dilunasi 
berdasarkan Perjanjian ini. 
Kecuali ditentukan lain oleh Lessor, harga pembelian Barang Leasing  yang 
jumlahnya sama dengan Nilai Sisa  adalah sekurangnya sejumlah simpanan 
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Bunga : LIBOR 3 bulan + 4,0% pertahun (sebelum penyelesaian APHT) 
LIBOR 3 bulan + 3,2% pertahun (setelah penyelesaian APHT) 

Jangka waktu : 60 (enam puluh) bulan  dengan masa tenggang 12 (dua belas) bulan 
Jaminan : Hak Tanggungan peringkat 1 atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna 

Bangunan (SHGB) no: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 
17 /Desa Kalipuro, Mojokerto 

Pembayaran Lebih Awal : Debitur dapat melakukan pembayaran lebih awal semua fasilitas yang 
terutang secara sekaligus termasuk angsuran yang belum jatuh tempo 
dengan ketentuan Kreditur harus telah menerima terlebih dahulu dari 
Debitur pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif 
pembayaran tersebut. 

Kewajiban-kewajiban : - Debitur wajib menyerahkan laporan keuangan semesteran dan tahunan 
kepada Kreditur dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan 120 
(seratus dua puluh) hari setelah setiap periodenya 

- Debitur wajib menutup asuransi atas barang jaminan 
- Debitur wajib memberi  laporan kepada Kreditur jika diminta 
- Debitur wajib memberikan laporan kepada Kreditur atas setiap kejadian 

kelalaian.  
Pembatasan (Negative 
Covenant) 

: - Debitur dilarang menjual atau setuju untuk menjual barang kepada 
pihak lain dan wajib menggunakan barang hanya untuk kegiatan usaha 
Debitur 

- Debitur dilarang memberikan jaminan atau menerima pinjaman yang 
dapat mengurangi keamanan dari Barang tanpa persetujuan tertulis dari 
Kreditur 

- Dilarang menunjuk, meleasingkan kembali ataupun mengalihkan tugas 
dan tanggung jawab kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari 
Kreditur 

- Debitur dilarang merubah struktur pemegang saham atau kepemilikan 
saham, manajemen kunci dan anggaran dasar tanpa persetujuan 
tertulis dari Kreditur 

- Kreditur dapat mengakhiri Perjanjian fasilitas ini jika Debitur gagal 
menyerahkan tanda terima BPN untuk pendaftaran APHT dalam jangka 
waktu 6 (enam) bulan sejak pencairan. 

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
 
 
Perjanjian Leasing No.LS-HF16061323  tanggal 9 Juni 2016, yang mengatur hal-hal sebagai berikut: 
 
Para Pihak : PT Koexim Mandiri Finance (Lessor) 

Perseroan (Lessee) 
Jenis Fasilitas : Fasilitas Sale and Lease Back 
Jumlah Fasilitas : Nilai perolehan USD1.306.353,- 

Nilai bersih pembiayaan USD1.000.000,- 
Nilai sisa USD306.353,- 

Barang Leasing : mesin-mesin dengan lokasi di Pabrik Debitur Jl. Putra Utama Raya No. 11 
Pasar Kemis-Tangerang 

Bunga : LIBOR 3 bulan + 3,80% mengambang (dengan penyesuaian setiap 3 bulan 
sekali) 

Jangka waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan 
Jaminan : Jaminan Perusahaan PT Hilon Indonesia 
Pembelian Barang Leasing : Lessee wajib melunasi seluruh kewajibannya yang tidak terbatas pada 

pembayaran Sewa Leasing dan pembayaran lain yang harus dilunasi 
berdasarkan Perjanjian ini. 
Kecuali ditentukan lain oleh Lessor, harga pembelian Barang Leasing  yang 
jumlahnya sama dengan Nilai Sisa  adalah sekurangnya sejumlah simpanan 

                                                                                                                                                       
  

 
 

jaminan yang untuk selanjutnya disebut simpanan atas Sewa Leasing. 
Lessor akan memberikan bukti penjualan dan semua surat-surat yang 
berkaitan dengan Barang Leasing kepada Lessee. 

Kewajiban-kewajiban : - Debitur wajib menyerahkan laporan keuangan semesteran dan tahunan 
kepada Kreditur dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan 120 
(seratus dua puluh) hari setelah setiap periodenya 

- Debitur wajib menutup asuransi atas barang jaminan 
- Debitur wajib memberi  laporan kepada Kreditur jika diminta 
- Debitur wajib memberikan laporan kepada Kreditur atas setiap kejadian 

kelalaian.  
Pembatasan (Negative 
Covenant) 

: - Debitur dilarang menjual atau setuju untuk menjual barang kepada 
pihak lain dan wajib menggunakan barang hanya untuk kegiatan usaha 
Debitur 

- Debitur dilarang memberikan jaminan atau menerima pinjaman yang 
dapat mengurangi keamanan dari Barang tanpa persetujuan tertulis dari 
Kreditur 

- Dilarang menunjuk, meleasingkan kembali ataupun mengalihkan tugas 
dan tanggung jawab kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari 
Kreditur 

- Debitur dilarang merubah struktur pemegang saham atau kepemilikan 
saham, manajemen kunci dan anggaran dasar tanpa persetujuan 
tertulis dari Kreditur 

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
 
Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No.BC-HF17050035 29 Mei 2017 juncto Surat Koexim No.KMF 2019/VI/335/MKT 
tertanggal 20 Juni 2019, yang mengatur hal-hal sebagai berikut: 
 
Para Pihak : PT Koexim Mandiri Finance (Kreditur) 

Perseroan (Debitur) 
Jenis Fasilitas : Fasilitas Kredit Usaha 
Jumlah Fasilitas : USD2.000.000,- 

Nilai bersih pembiayaan adalah 100% dari nilai pembelian bahan baku dan 
utilitas dalam batas jumlah fasilitas. 

Tujuan  : Pembiayaan bahan baku dan utilitas untuk Debitur yang dibeli dari setiap 
pemasok bahan baku dan utilitas untuk Debitur. 

Bunga : LIBOR 3 bulan + 2,80% per tahun mengambang (dengan penyesuaian 
setiap 3 bulan sekali) 

Jangka waktu : Sampai dengan tanggal 29 Mei 2021 
Jaminan : -  Hak Tanggungan peringkat 2 atas tanah dan bangunan pabrik dengan 

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) no: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 /Desa Kalipuro, Mojokerto sejumlah 
USD650.000,-  

-  Hak Tanggungan peringkat 1 atas tanah dan bangunan pabrik dengan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) no: 18 dan 19 /Desa Kalipuro, 
Mojokerto sejumlah USD650.000 

-  Hak Tanggungan peringkat 2 atas tanah dan bangunan pabrik dengan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) no: 47 dan 48 /Desa 
Gunungsari, Pasuruan atas nama PT Hilon Indonesia sejumlah 
USD700.000 

-  Hak Tanggungan peringkat 1 atas tanah kosong PT Hilon Indonesia di 
Mojokerto sejumlah USD400.000,- 

Kewajiban-kewajiban : - Debitur wajib menyerahkan laporan keuangan semesteran dan tahunan 
kepada Kreditur dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan 120 
(seratus dua puluh) hari setelah setiap periodenya 

- Debitur wajib menutup asuransi atas barang jaminan 
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- Debitur wajib memberi  laporan kepada Kreditur jika diminta 
- Debitur wajib memberikan laporan kepada Kreditur atas setiap kejadian 

kelalaian  
Pembatasan (Negative 
Covenant) 

: - Debitur dilarang menjual atau setuju untuk menjual barang kepada 
pihak lain dan wajib menggunakan barang hanya untuk kegiatan usaha 
Debitur 

- Debitur dilarang memberikan jaminan atau menerima pinjaman yang 
dapat mengurangi keamanan dari Barang tanpa persetujuan tertulis dari 
Kreditur 

- Dilarang menunjuk, meleasingkan kembali ataupun mengalihkan tugas 
dan tanggung jawab kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari 
Kreditur 

- Debitur dilarang merubah struktur pemegang saham atau kepemilikan 
saham, manajemen kunci dan anggaran dasar tanpa persetujuan 
tertulis dari Kreditur 

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
 
Berdasarkan Surat No.REF.KMF 2019/III/164/MKT tertanggal 27 Maret 2019, PT Koexim Mandiri Finance 
menyampaikan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut kepada Perseroan: 
1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk:  

a. mengubah struktur permodalan atau kepemilikan saham dengan melakukan pengeluaran saham baru 
Perseroan yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham kepada 
masyarakat (IPO) sehingga dengan adanya pengeluaran saham baru dan penawaran kepada masyarakat, 
maka akan terjadi perubahan susunan pemegang saham Perseroan dengan masuknya pemegang saham 
publik/masyarakat; 

b. Melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris (khususnya dengan adanya jabatan Komisaris 
Independen); dan 

c. Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan guna disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar bagi 
perseroan terbuka sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya peraturan 
Bapepam LK dan OJK. 

2. Memberikan persetujuan untuk pengesampingan/mencabut (waiver) dan perubahan khusus ketentuan kewajiban 
Perseroan untuk memberitahukan secara tertulis kepada PT Koexim Mandiri Finance atas perubahan struktur 
pemegang saham dan kepemilikan saham. 

3. Memberikan persetujuan untuk perubahan nama Perseroan yang semula PT Hilon Felt menjadi PT Inocycle 
Technology Group dengan ketentuan Hak Tanggungan atas nama PT Koexim Mandiri Finance yang sudah 
dipasang terhadap obyek jaminan tetap melekat. 

 
C. Perjanjian Penerbitan Obligasi  
 

Perjanjian tertanggal 8 Desember 2017 juncto addendum tertanggal 10 April 2019, dan Amendment II tertanggal 24 
Mei 2019, yang mengatur hal-hal sebagai berikut : 
 
Para Pihak : PT Hilon Felt sebagai Penerbit 

PT Putra Kary International sebagai Pemesan. 
Obyek Perjanjian : Penerbit menerbitkan Obligasi dalam Rupiah atau Dollar Amerika 

dengan jumlah total yang setara dengan Korean Won (KRW) 
12.000.000.000. 
 
Catatan: 
Dalam Amendment II, Para Pihak menegaskan bahwa seluruh syarat 
dan ketentuan yang berkaitan dengan sifat yang dapat dikonversi 
dari Obligasi telah dihapuskan terhitung sejak tanggal Amendment II 
dan karenanya seluruh pasal yang mengandung syarat dan 
ketentuan tersebut harus dianggap telah disesuaikan. 
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- Debitur wajib memberi  laporan kepada Kreditur jika diminta 
- Debitur wajib memberikan laporan kepada Kreditur atas setiap kejadian 

kelalaian  
Pembatasan (Negative 
Covenant) 

: - Debitur dilarang menjual atau setuju untuk menjual barang kepada 
pihak lain dan wajib menggunakan barang hanya untuk kegiatan usaha 
Debitur 

- Debitur dilarang memberikan jaminan atau menerima pinjaman yang 
dapat mengurangi keamanan dari Barang tanpa persetujuan tertulis dari 
Kreditur 

- Dilarang menunjuk, meleasingkan kembali ataupun mengalihkan tugas 
dan tanggung jawab kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari 
Kreditur 

- Debitur dilarang merubah struktur pemegang saham atau kepemilikan 
saham, manajemen kunci dan anggaran dasar tanpa persetujuan 
tertulis dari Kreditur 

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
 
Berdasarkan Surat No.REF.KMF 2019/III/164/MKT tertanggal 27 Maret 2019, PT Koexim Mandiri Finance 
menyampaikan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut kepada Perseroan: 
1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk:  

a. mengubah struktur permodalan atau kepemilikan saham dengan melakukan pengeluaran saham baru 
Perseroan yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham kepada 
masyarakat (IPO) sehingga dengan adanya pengeluaran saham baru dan penawaran kepada masyarakat, 
maka akan terjadi perubahan susunan pemegang saham Perseroan dengan masuknya pemegang saham 
publik/masyarakat; 

b. Melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris (khususnya dengan adanya jabatan Komisaris 
Independen); dan 

c. Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan guna disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar bagi 
perseroan terbuka sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya peraturan 
Bapepam LK dan OJK. 

2. Memberikan persetujuan untuk pengesampingan/mencabut (waiver) dan perubahan khusus ketentuan kewajiban 
Perseroan untuk memberitahukan secara tertulis kepada PT Koexim Mandiri Finance atas perubahan struktur 
pemegang saham dan kepemilikan saham. 

3. Memberikan persetujuan untuk perubahan nama Perseroan yang semula PT Hilon Felt menjadi PT Inocycle 
Technology Group dengan ketentuan Hak Tanggungan atas nama PT Koexim Mandiri Finance yang sudah 
dipasang terhadap obyek jaminan tetap melekat. 

 
C. Perjanjian Penerbitan Obligasi  
 

Perjanjian tertanggal 8 Desember 2017 juncto addendum tertanggal 10 April 2019, dan Amendment II tertanggal 24 
Mei 2019, yang mengatur hal-hal sebagai berikut : 
 
Para Pihak : PT Hilon Felt sebagai Penerbit 

PT Putra Kary International sebagai Pemesan. 
Obyek Perjanjian : Penerbit menerbitkan Obligasi dalam Rupiah atau Dollar Amerika 

dengan jumlah total yang setara dengan Korean Won (KRW) 
12.000.000.000. 
 
Catatan: 
Dalam Amendment II, Para Pihak menegaskan bahwa seluruh syarat 
dan ketentuan yang berkaitan dengan sifat yang dapat dikonversi 
dari Obligasi telah dihapuskan terhitung sejak tanggal Amendment II 
dan karenanya seluruh pasal yang mengandung syarat dan 
ketentuan tersebut harus dianggap telah disesuaikan. 
 

                                                                                                                                                       
  

 
 

Bunga : 8,5% (delapan koma lima persen). 
Pajak : Penerbit wajib menanggung semua Pajak yang dibebankan atas 

biaya untuk Penerbitan Obligasi. 

Tanggal Jatuh Tempo  

: Sebagian Obligasi setara dengan 40% dari dana yang diperoleh dari 
Penawaran Umum Perdana Saham Penerbit melalui pasar modal 
Indonesia (“IPO”) (setelah dikurangi dengan biaya emisi) akan 
dilunasi oleh Penerbit kepada Pemesan selambatnya pada tanggal 
31 Juli 2019.  

 
Sisa Obligasi akan jatuh tempo dan dilunasi oleh Penerbit 
selambatnya pada tanggal 20 Mei 2021. 

Hukum yang berlaku : Hukum Indonesia 
Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri (Pengadilan Tingkat Pertama) dengan Yurisdiksi 

di Indonesia. 
 
D. Perjanjian Lisensi Merek 
 

Perjanjian Lisensi Merek yang dbuat tanggal 1 April 2019 antara PT Hilon Indonesia selaku Pemberi Lisensi dan PT 
Hilon Felt selaku Penerima Lisensi, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut: 
 
Keterangan Para Pihak : Pemberi Lisensi adalah pemilik hak atas Merek Pillow People untuk kelas 

20 (dua puluh) yang terdaftar di Direktora Hak Kekayaan Intelektual di 
bawah No.IDM000544381. 
 
Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi merupakan perusahaan-
perusahaan yang tergabung dalam satu group usaha, sehingga Penerima 
Lisensi turut menggunakan Merek atas nama Pemberi Lisensi tersebut. 

Lisensi Merek : a. Pemberian lisensi dari Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi 
dilakukan tanpa adanya pembayaran ataupun kompensasi dalam 
bentuk apapun yang wajib diberikan oleh Penerima Lisensi kepada 
Pemberi Lisensi. 

b. Lisensi diberikan bersifat non exclusive, sehingga Pemberi Lisensi 
tetap mempunyai hak untuk menggunakan sendiri, memberikan lisensi 
lebih lanjut atau memberikan izin kepada pihak/badan usaha lain 
untuk menggunakan Merek tersebut. 

c. Lisensi tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin tertulis 
terlebih dahulu dari Pemberi Lisensi. 

Jangka Waktu : Lisensi Merek diberikan oleh Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi 
berlaku selama Penerima Lisensi tetap menggunakan satu grup usaha 
dengan Pemberi Lisensi atau selama Pemberi Lisensi memiliki penyertaan 
saham mayoritas baik langsung maupun tidak langsung dalam Penerima 
Lisensi. 

Pernyataan dan Jaminan : Pemberi Lisensi menyatakan dan menjamin bahwa: 
a. Pemberi Lisensi merupakan badan hukum yang didirikan secara sah 

berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. 
b. Pemberi Lisensi adalah satu-satunya pihak yang secara sah 

berkedudukan sebagai pemilik Merek. 
c. Pemberi Lisensi telah memperoleh seluruh persetujuan korporasi 

yang diperlukan untuk membuat perjanjian ini. 
 
Penerima Lisensi menyatakan dan menjamin bahwa: 
a. Pemberi Lisensi merupakan badan hukum yang didirikan secara sah 

berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. 
b. Pemberi Lisensi telah memperoleh seluruh persetujuan korporasi 

yang diperlukan untuk membuat perjanjian ini. 
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Penyelesaian Sengketa : Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan mengenai interpretasi 
atau pelaksanaan dari perjanjian ini yang timbul di antara Para Pihak, 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara 
Para Pihak. 
 
Apabila penyelesaian perselisihan atau sengketa diatas tidak dapat 
tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang 
umum dan tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang. 

 
E. Polis Asuransi 
  
 Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan aset tetapnya dengan jumlah yang 

memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi.  
 

a. Polis Nomor : 1JB01091800502 tanggal 26 September 2018, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai 
berikut: 

 
Perusahaan Asuransi : PT KSK Insurance Indonesia 
Jenis Pertanggungan : Property All Risk 
Nama Tertanggung : PT Hilon Felt 
Alamat Tertanggung : Jl. Putera Raya Utama No.11, Tangerang - Banten 
Obyek Pertanggungan : Dsn Madyopuro RT 01 RW 01 Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, 

Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 
Periode Pertanggungan : 25 September 2018 s.d. 25 September 2019 
Total Premi : Rp87.588.250,00 
Nilai Pertanggungan : 1. Bangunan : Rp15.000.000.000,- 

2. Mesin : Rp15.000.000.000,- 
 

b. Polis Nomor : 1JB01091800571 tanggal 6 November 2018, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai berikut: 
 

Perusahaan Asuransi : PT KSK Insurance Indonesia 
Jenis Pertanggungan : Property All Risk 
Nama Tertanggung : PT Hilon Felt 
Alamat Tertanggung : Jl. Putera Raya Utama No.11, Tangerang - Banten 
Obyek Pertanggungan : Jl. Taman Ubud Asri No.12, Binong, Curug, Kab. Tangerang 

Jl. Taman Ubud Indah VIII No.53 Binong, Curug, Kab. Tangerang 
Periode Pertanggungan : 17 November 2018 s.d. 17 November 2019 
Total Premi : Rp1.404.856,80 
Nilai Pertanggungan : Jl. Taman Ubud Asri No.12, Binong, Curug, Kab. Tangerang 

Bangunan : Rp613.000.000,00 
Jl. Taman Ubud Indah VIII No.53 Binong, Curug, Kab. Tangerang 
Bangunan: Rp717.600.000,- 

 
c. Polis Nomor : 1JB01091800684 tanggal 31 Desember 2018, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai 

berikut: 
 

Perusahaan Asuransi : PT KSK Insurance Indonesia 
Jenis Pertanggungan : Property All Risk 
Nama Tertanggung : PT Hilon Felt 
Alamat Tertanggung : Jl. Putera Raya Utama No.11, Tangerang - Banten 
Obyek Pertanggungan : Dukuh Selorejo RT 009/002, Dusun Sugihwaras, Desa Wonorejo, 

Gondangrejo, Karanganyar - Jawa Tengah 
Periode Pertanggungan : 31 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2019 
Total Premi : USD4.105,34 
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Penyelesaian Sengketa : Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan mengenai interpretasi 
atau pelaksanaan dari perjanjian ini yang timbul di antara Para Pihak, 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara 
Para Pihak. 
 
Apabila penyelesaian perselisihan atau sengketa diatas tidak dapat 
tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang 
umum dan tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang. 

 
E. Polis Asuransi 
  
 Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan aset tetapnya dengan jumlah yang 

memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi.  
 

a. Polis Nomor : 1JB01091800502 tanggal 26 September 2018, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai 
berikut: 

 
Perusahaan Asuransi : PT KSK Insurance Indonesia 
Jenis Pertanggungan : Property All Risk 
Nama Tertanggung : PT Hilon Felt 
Alamat Tertanggung : Jl. Putera Raya Utama No.11, Tangerang - Banten 
Obyek Pertanggungan : Dsn Madyopuro RT 01 RW 01 Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, 

Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 
Periode Pertanggungan : 25 September 2018 s.d. 25 September 2019 
Total Premi : Rp87.588.250,00 
Nilai Pertanggungan : 1. Bangunan : Rp15.000.000.000,- 

2. Mesin : Rp15.000.000.000,- 
 

b. Polis Nomor : 1JB01091800571 tanggal 6 November 2018, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai berikut: 
 

Perusahaan Asuransi : PT KSK Insurance Indonesia 
Jenis Pertanggungan : Property All Risk 
Nama Tertanggung : PT Hilon Felt 
Alamat Tertanggung : Jl. Putera Raya Utama No.11, Tangerang - Banten 
Obyek Pertanggungan : Jl. Taman Ubud Asri No.12, Binong, Curug, Kab. Tangerang 

Jl. Taman Ubud Indah VIII No.53 Binong, Curug, Kab. Tangerang 
Periode Pertanggungan : 17 November 2018 s.d. 17 November 2019 
Total Premi : Rp1.404.856,80 
Nilai Pertanggungan : Jl. Taman Ubud Asri No.12, Binong, Curug, Kab. Tangerang 

Bangunan : Rp613.000.000,00 
Jl. Taman Ubud Indah VIII No.53 Binong, Curug, Kab. Tangerang 
Bangunan: Rp717.600.000,- 

 
c. Polis Nomor : 1JB01091800684 tanggal 31 Desember 2018, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai 

berikut: 
 

Perusahaan Asuransi : PT KSK Insurance Indonesia 
Jenis Pertanggungan : Property All Risk 
Nama Tertanggung : PT Hilon Felt 
Alamat Tertanggung : Jl. Putera Raya Utama No.11, Tangerang - Banten 
Obyek Pertanggungan : Dukuh Selorejo RT 009/002, Dusun Sugihwaras, Desa Wonorejo, 

Gondangrejo, Karanganyar - Jawa Tengah 
Periode Pertanggungan : 31 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2019 
Total Premi : USD4.105,34 

                                                                                                                                                       
  

 
 

Nilai Pertanggungan : Bangunan : USD1.500.000,- 
d. Polis Nomor : 1JB01091800685 tanggal 31 Desember 2018, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai 

berikut: 
 

Perusahaan Asuransi : PT KSK Insurance Indonesia 
Jenis Pertanggungan : Property All Risk 
Nama Tertanggung : PT Hilon Felt 
Alamat Tertanggung : Jl. Putera Raya Utama No.11, Tangerang - Banten 
Obyek Pertanggungan : Palembang - Betung KM 55 RT 002 RW 001, Suak Tapeh, Banyuasin, 

Sumatera Selatan 
Periode Pertanggungan : 31 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2019 
Total Premi : USD1.574,67 
Nilai Pertanggungan : Mesin : USD200.000,- 

Persediaan : USD500.000,- 
 

e. Polis Nomor : 1JB01091800686 tanggal 31 Desember 2018, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai 
berikut: 

 
Perusahaan Asuransi : PT KSK Insurance Indonesia 
Jenis Pertanggungan : Property All Risk 
Nama Tertanggung : PT Hilon Felt 
Alamat Tertanggung : Jl. Putera Raya Utama No.11, Tangerang - Banten 
Obyek Pertanggungan : Dusun Banaran RT 18/10, Desa Butuh, Kec. Tengaran, Semarang - Jawa 

Tengah 
Periode Pertanggungan : 31 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2019 
Total Premi : USD 2,471.62 
Nilai Pertanggungan : 1. Mesin : USD 600,000,- 

2. Persediaan : USD 500.000,- 
 

f. Polis Nomor : 1JB01091800687 tanggal 31 Desember 2018 juncto endorsement tanggal 12 Maret 2019, yang 
menerangkan mengenai hal-hal sebagai berikut: 

 
Perusahaan Asuransi : PT KSK Insurance Indonesia 
Jenis Pertanggungan : Property All Risk 
Nama Tertanggung : PT Hilon Felt 
Banker’s Clause : PT Koexim Mandiri Finance 
Alamat Tertanggung : Jl. Putera Raya Utama No.11, Tangerang - Banten 
Obyek Pertanggungan : Dukuh Selorejo RT 009/002, Dusun Sugihwaras, Desa Wonorejo, 

Gondangrejo, Karanganyar - Jawa Tengah 
Periode Pertanggungan : 31 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2019 
Total Premi : USD 11,485.95 
Nilai Pertanggungan : Mesin : USD2.500.000,- 

Bangunan (Mess) : USD200.000,- 
Persediaan : USD1.500.000,- 

 
g. Polis Nomor : 1JB01091800693 tanggal 31 Desember 2018, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai 

berikut: 
 

Perusahaan Asuransi : PT KSK Insurance Indonesia 
Jenis Pertanggungan : Property All Risk 
Nama Tertanggung : PT Hilon Felt 
Alamat Tertanggung : Jl. Putera Raya Utama No.11, Tangerang - Banten 
Obyek Pertanggungan : Kawasan Industri Pasar Kemis. Jl. Putera Utama raya No.10 - Tangerang 
Periode Pertanggungan : 31 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2019 
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Total Premi : USD 10.532,22 
Nilai Pertanggungan : Bangunan: USD1.000.000,- 

Mesin : USD3.000.000,- 
Persediaan : USD600.000,- 

 
h. Polis Nomor : 1JB01221900003 tanggal 9 Januari 2019, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai berikut: 

 
Perusahaan Asuransi : PT KSK Insurance Indonesia 
Jenis Pertanggungan : Gempa Bumi 
Nama Tertanggung : PT Hilon Felt 
Alamat Tertanggung : Jl. Putera Raya Utama No.11, Tangerang - Banten 
Obyek Pertanggungan : Dukuh Selorejo RT 009/002, Dusun Sugihwaras, Desa Wonorejo, 

Gondangrejo, Karanganyar - Jawa Tengah 
Periode Pertanggungan : 31 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2019 
Total Premi : USD 1.989,13 
Nilai Pertanggungan : Bangunan  : USD1.500.000,- 

 
 

i. Polis Nomor : 1JB01091800119 tanggal 14 Maret 2019, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai berikut: 
 

Perusahaan Asuransi : PT KSK Insurance Indonesia 
Jenis Pertanggungan : Property All Risk 
Nama Tertanggung : PT Hilon Felt 
Banker’s Clause : PT Bank Shinhan Indonesia 
Alamat Tertanggung : Jl. Putera Raya Utama No.11, Tangerang - Banten 
Obyek Pertanggungan : Jl. Raya Serang Km. 21 RT 17 / RW 07 Kampung Cibadak, Kel. Bojong, 

Kec. Cikupa, Tangerang 15710 
Periode Pertanggungan : 14 Maret 2019 s.d. 14 Maret 2020  
Total Premi : USD21.516,35,- 
Nilai Pertanggungan : On Building  : USD2.310.068,- 

 
j. Polis Nomor : 1JB01221800160 tanggal 27 September 2018, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai 

berikut: 
 

Perusahaan Asuransi : PT KSK Insurance Indonesia 
Jenis Pertanggungan : Gempa Bumi 
Nama Tertanggung : PT Hilon Felt 
Alamat Tertanggung : Jl. Putera Raya Utama No.11, Tangerang - Banten 
Obyek Pertanggungan : Dsn Madyopuro RT 01 RW 01 Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, 

Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 
Periode Pertanggungan : 25 September 2018 s.d. 25 September 2019 
Total Premi : Rp27.787.000,- 
Nilai Pertanggungan : 1. Bangunan  : Rp15.000.000.000,- 

2. Mesin : Rp15.000.000.000,- 
 

k. Polis Nomor : 1JB01221900002 tanggal 9 Januari 2019, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai berikut: 
 

Perusahaan Asuransi : PT KSK Insurance Indonesia 
Jenis Pertanggungan : Gempa Bumi 
Nama Tertanggung : PT Hilon Felt 
Alamat Tertanggung : Jl. Putera Raya Utama No.11, Tangerang - Banten 
Obyek Pertanggungan : Dukuh Selorejo RT 009/002, Dusun Sugihwaras, Desa Wonorejo, 

Gondangrejo, Karanganyar - Jawa Tengah 
Periode Pertanggungan : 31 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2019 
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Total Premi : USD 10.532,22 
Nilai Pertanggungan : Bangunan: USD1.000.000,- 

Mesin : USD3.000.000,- 
Persediaan : USD600.000,- 

 
h. Polis Nomor : 1JB01221900003 tanggal 9 Januari 2019, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai berikut: 

 
Perusahaan Asuransi : PT KSK Insurance Indonesia 
Jenis Pertanggungan : Gempa Bumi 
Nama Tertanggung : PT Hilon Felt 
Alamat Tertanggung : Jl. Putera Raya Utama No.11, Tangerang - Banten 
Obyek Pertanggungan : Dukuh Selorejo RT 009/002, Dusun Sugihwaras, Desa Wonorejo, 

Gondangrejo, Karanganyar - Jawa Tengah 
Periode Pertanggungan : 31 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2019 
Total Premi : USD 1.989,13 
Nilai Pertanggungan : Bangunan  : USD1.500.000,- 

 
 

i. Polis Nomor : 1JB01091800119 tanggal 14 Maret 2019, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai berikut: 
 

Perusahaan Asuransi : PT KSK Insurance Indonesia 
Jenis Pertanggungan : Property All Risk 
Nama Tertanggung : PT Hilon Felt 
Banker’s Clause : PT Bank Shinhan Indonesia 
Alamat Tertanggung : Jl. Putera Raya Utama No.11, Tangerang - Banten 
Obyek Pertanggungan : Jl. Raya Serang Km. 21 RT 17 / RW 07 Kampung Cibadak, Kel. Bojong, 

Kec. Cikupa, Tangerang 15710 
Periode Pertanggungan : 14 Maret 2019 s.d. 14 Maret 2020  
Total Premi : USD21.516,35,- 
Nilai Pertanggungan : On Building  : USD2.310.068,- 

 
j. Polis Nomor : 1JB01221800160 tanggal 27 September 2018, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai 

berikut: 
 

Perusahaan Asuransi : PT KSK Insurance Indonesia 
Jenis Pertanggungan : Gempa Bumi 
Nama Tertanggung : PT Hilon Felt 
Alamat Tertanggung : Jl. Putera Raya Utama No.11, Tangerang - Banten 
Obyek Pertanggungan : Dsn Madyopuro RT 01 RW 01 Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, 

Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 
Periode Pertanggungan : 25 September 2018 s.d. 25 September 2019 
Total Premi : Rp27.787.000,- 
Nilai Pertanggungan : 1. Bangunan  : Rp15.000.000.000,- 

2. Mesin : Rp15.000.000.000,- 
 

k. Polis Nomor : 1JB01221900002 tanggal 9 Januari 2019, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai berikut: 
 

Perusahaan Asuransi : PT KSK Insurance Indonesia 
Jenis Pertanggungan : Gempa Bumi 
Nama Tertanggung : PT Hilon Felt 
Alamat Tertanggung : Jl. Putera Raya Utama No.11, Tangerang - Banten 
Obyek Pertanggungan : Dukuh Selorejo RT 009/002, Dusun Sugihwaras, Desa Wonorejo, 

Gondangrejo, Karanganyar - Jawa Tengah 
Periode Pertanggungan : 31 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2019 

                                                                                                                                                       
  

 
 

Total Premi : USD5.560,55 
Nilai Pertanggungan : 1. Bangunan : USD200.000,- 

2. Mesin  : USD2.500.000,- 
3. Persediaan : USD 1.500.000,- 

 
l. Polis Nomor : 2002201101900001 tanggal 14 Januari 2019, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai 

berikut: 
 

Perusahaan Asuransi : PT KB Insurance Indonesia 
Jenis Pertanggungan : Industrial All Risk 
Nama Tertanggung : PT Hilon Felt 
Alamat Tertanggung : Jl. Putera Raya Utama No.11, Tangerang - Banten 
Obyek Pertanggungan : Dusun Banaran RT 18/10, Desa Butuh, Kec. Tengaran, Semarang - Jawa 

Tengah 
Periode Pertanggungan : 31 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2019 
Total Premi : USD 2.307,99 
Nilai Pertanggungan : Bangunan : USD1.000.000,- 

 
15. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI 

Dalam kegiatan bisnis normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut: 
 

A. Piutang Usaha 

NO Pihak Berelasi Desember 2018 (dalam jutaan) 

1 PT Samudera Industri 30.604 
2 PT Hilon Indonesia 14.172 
3 PT Hilon Sumatera 1.831 
4 PT Urecel Indonesia 18 

Total 46.626 
 

B. Piutang lain-lain 

NO Pihak Berelasi Desember 2018 (dalam jutaan) 

1 PT Hilon Indonesia 5.043 
2 PT Urecel Indonesia 4.000 

Total 9.043 
 

C. Aset Keuangan Lancar lain-lain 

NO Pihak Berelasi Desember 2018 (dalam jutaan) 

1 Dewan Komisaris dan Direksi 2.825 
Total 2.825 

 
D. Utang Usaha 

NO Pihak Berelasi Desember 2018 (dalam jutaan) 

1 PT Hilon Indonesia 4.273 
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2 PT Samudera Industri 945 
3 PT Urecel Indonesia  315 

Total 5.534 
 

E. Utang lain-lain 

NO Pihak Berelasi Desember 2018 (dalam jutaan) 

1 PT Urecel Indonesia 410 
Total 410 

 
F. Akrual 

NO Pihak Berelasi Desember 2018 (dalam jutaan) 

1 PT Hilon Indonesia 20.849 
2 PT Putra Kary International 12.883 

Total 33.372 
 

G. Pinjaman Jangka Panjang lain-lain 

NO Pihak Berelasi Desember 2018 (dalam jutaan) 

1 PT Putra Kary International 156.360 
Total 156.360 

 
H. Penjualan Bersih 

NO Pihak Berelasi Desember 2018 (dalam jutaan) 

1 PT Hilon Indonesia 139.956 
2 PT Samudera Industri 23.976 
3 PT Hilon Sumatera 22.858 
4 PT Putra Pile Indah 75 
5 PT Urecel Indonesia 44 

Total 186.909 
 

I. Pembelian 

NO Pihak Berelasi Desember 2018 (dalam jutaan) 

1 PT Hilon Indonesia 46.620 
2 PT Hilon Sumatera  1.892 
3 PT Urecel Indonesia 1.513 
4 PT Samudera Industri 1.301 

Total 51.327 
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2 PT Samudera Industri 945 
3 PT Urecel Indonesia  315 

Total 5.534 
 

E. Utang lain-lain 

NO Pihak Berelasi Desember 2018 (dalam jutaan) 

1 PT Urecel Indonesia 410 
Total 410 

 
F. Akrual 

NO Pihak Berelasi Desember 2018 (dalam jutaan) 

1 PT Hilon Indonesia 20.849 
2 PT Putra Kary International 12.883 

Total 33.372 
 

G. Pinjaman Jangka Panjang lain-lain 

NO Pihak Berelasi Desember 2018 (dalam jutaan) 

1 PT Putra Kary International 156.360 
Total 156.360 

 
H. Penjualan Bersih 

NO Pihak Berelasi Desember 2018 (dalam jutaan) 

1 PT Hilon Indonesia 139.956 
2 PT Samudera Industri 23.976 
3 PT Hilon Sumatera 22.858 
4 PT Putra Pile Indah 75 
5 PT Urecel Indonesia 44 

Total 186.909 
 

I. Pembelian 

NO Pihak Berelasi Desember 2018 (dalam jutaan) 

1 PT Hilon Indonesia 46.620 
2 PT Hilon Sumatera  1.892 
3 PT Urecel Indonesia 1.513 
4 PT Samudera Industri 1.301 

Total 51.327 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
  

 
 

J. Pendapatan Sewa 

NO Pihak Berelasi Desember 2018 (dalam jutaan) 

1 PT Urecel Indonesia 2.400 
2 PT Hilon Indonesia  1.354 

Total 3.754 
 

K. Beban Sewa 

NO Pihak Berelasi Desember 2018 (dalam jutaan) 

1 PT Hilon Indonesia 498 
Total 498 

 
L. Beban Bunga 

NO Pihak Berelasi Desember 2018 (dalam jutaan) 

1 PT Hilon Indonesia 3.699 
2 PT Putra Kary International 12.969 

Total 16.668 
 

M. Remunerasi Manajemen Kunci 

NO Pihak Berelasi Desember 2018 (dalam jutaan) 

1 
Gaji dan imbalan jangka 
pendek lain-lain untuk 
Dewan Komisaris dan Direksi 

6.085 

Total 6.085 
 
Melalui transaksi‐transaksi dengan pihak Afiliasi tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan 
operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.  Transaksi yang dilakukan 
Perseroan dengan afiliasinya adalah transaksi yang bersifat wajar (arm’s length transaction) atau dilakukan dengan harga 
dan syarat-syarat yang dapat diperbandingkan dengan transaksi serupa dengan pihak ketiga. 
 
Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut: 
 
Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 2 Januari 2017 juncto Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No.003/AMD-P/HF-
UI/I/2018 tertanggal 2 Januari 2018, yang terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa No. 004/AMD-
P2/HF-UI/I/2019 tanggal 2 Januari 2019, yang mengatur hal-hal sebagai berikut: 

 
Para Pihak : Perseroan (Pihak Pertama) 

PT Urecel Indonesia (Pihak Kedua) 
Obyek Sewa : Pihak Pertama menyewakan kepada Pihak Kedua sebidang tanah seluas 

+/- 48.141M2 berikut bangunan pabrik di atasnya, setempat dikenal sebagai 
Komplek Industri Kampung Cibadak, Desa Bojong, Jalan Raya Serang 
KM.21, Cikupa Tangerang (“Tanah dan Bangunan”).   

Harga sewa : Rp2.400.000.000,- 
Penggunaan  : Untuk tempat usaha/pabrik berikut fasilitas-fasilitasnya. 
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Tanggal Akhir Masa Sewa : Untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. 

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Tangerang 
 
Perjanjian Sewa Menyewa Mesin No. 0004/SP HF-HI/I/2019 tertanggal 2 Januari 2019, yang menerangkan hal-hal sebagai 
berikut: 

 
Para Pihak : Perseroan (Pihak Pertama) 

PT Hilon Indonesia (Pihak Kedua) 
Obyek Sewa : Pihak Pertama bersediakan menyewakan mesin kepada Pihak Kedua dan 

Pihak Kedua setuju untuk menyewa mesin kepada Pihak Pertama berupa 
mesin Produksi Tekstil Non Woven.   

Harga sewa : Pihak Kedua dibebankan biaya sewa mesin berdasarkan invoice yang akan 
dikirimkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua di akhir periode 
perjanjian ini.  

Penggunaan  : Untuk kegiatan Industri Non Woven Pihak Kedua. 
Tanggal Akhir Masa Sewa : Untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. 
Kewajiban Pihak Kedua : Pihak Kedua wajib memelihara dan menjaga mesin-mesin yang disewakan 

dalam perjanjian ini dengan sebaik-baiknya atas biaya Pihak Kedua, dan 
menyerahkannya setelah perjanjian ini berakhir kepada Pihak Pertama. 

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Tangerang 
 
Perjanjian Pembayaran Bunga Pinjaman tanggal 30 September 2018, yang mengatur hal-hal sebagai berikut: 

 
Para Pihak : PT Hilon Indonesia (Pihak Pertama) 

Perseroan (Pihak Kedua) 
Pernyataan Para Pihak : Para Pihak telah mengikatkan diri pada: 

a. Perjanjian Pinjaman tanggal 1 September 2015 juncto Addendum No. 
0011/AMD-P/IX/2017 tanggal 28 September 2017; 

b. Perjanjian Pinjaman tanggal 17 September 2015 juncto Addendum No. 
0013/AMD-P/IX/2017 tanggal 13 September 2017. 

 
Pihak Kedua telah melakukan pembayaran pelunasan seluruh hutang 
pokok pinjaman kepada Pihak Pertama. 
 
Dikarenakan Pihak Kedua hanya membayar pokok hutangnya saja 
sedangkan bunga atas pinjaman belum dibayarkan maka perlu dibuatkan 
Perjanjian Pembayaran Bunga Pinjaman. 

Pokok Utang : Terhitung sejak tanggal Perjanjian ini (“Tanggal Efektif”), Pihak Kedua 
diwajibkan untuk membayar bunga pinjaman sebesar Rp.20.509.137.880 
(dua puluh miliar lima ratus sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu 
delapan ratus delapan puluh Rupiah) kepada Pihak Pertama. 

Jangka Waktu Pembayaran : Kecuali disetujui oleh Para Pihak secara tertulis, Para Pihak sepakat bahwa 
pembayaran bunga akan dibayar seluruhnya oleh Pihak Kedua kepada 
Pihak Pertama dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 September 
2020.  

Agunan : Para Pihak sepakat dan dengan ini mengakui bahwa kewajiban 
pembayaran Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini tidak dijamin secara 
khusus oleh harta kekayaan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Penyelesaian Sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 
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Tanggal Akhir Masa Sewa : Untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. 

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Tangerang 
 
Perjanjian Sewa Menyewa Mesin No. 0004/SP HF-HI/I/2019 tertanggal 2 Januari 2019, yang menerangkan hal-hal sebagai 
berikut: 

 
Para Pihak : Perseroan (Pihak Pertama) 

PT Hilon Indonesia (Pihak Kedua) 
Obyek Sewa : Pihak Pertama bersediakan menyewakan mesin kepada Pihak Kedua dan 

Pihak Kedua setuju untuk menyewa mesin kepada Pihak Pertama berupa 
mesin Produksi Tekstil Non Woven.   

Harga sewa : Pihak Kedua dibebankan biaya sewa mesin berdasarkan invoice yang akan 
dikirimkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua di akhir periode 
perjanjian ini.  

Penggunaan  : Untuk kegiatan Industri Non Woven Pihak Kedua. 
Tanggal Akhir Masa Sewa : Untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. 
Kewajiban Pihak Kedua : Pihak Kedua wajib memelihara dan menjaga mesin-mesin yang disewakan 

dalam perjanjian ini dengan sebaik-baiknya atas biaya Pihak Kedua, dan 
menyerahkannya setelah perjanjian ini berakhir kepada Pihak Pertama. 

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Tangerang 
 
Perjanjian Pembayaran Bunga Pinjaman tanggal 30 September 2018, yang mengatur hal-hal sebagai berikut: 

 
Para Pihak : PT Hilon Indonesia (Pihak Pertama) 

Perseroan (Pihak Kedua) 
Pernyataan Para Pihak : Para Pihak telah mengikatkan diri pada: 

a. Perjanjian Pinjaman tanggal 1 September 2015 juncto Addendum No. 
0011/AMD-P/IX/2017 tanggal 28 September 2017; 

b. Perjanjian Pinjaman tanggal 17 September 2015 juncto Addendum No. 
0013/AMD-P/IX/2017 tanggal 13 September 2017. 

 
Pihak Kedua telah melakukan pembayaran pelunasan seluruh hutang 
pokok pinjaman kepada Pihak Pertama. 
 
Dikarenakan Pihak Kedua hanya membayar pokok hutangnya saja 
sedangkan bunga atas pinjaman belum dibayarkan maka perlu dibuatkan 
Perjanjian Pembayaran Bunga Pinjaman. 

Pokok Utang : Terhitung sejak tanggal Perjanjian ini (“Tanggal Efektif”), Pihak Kedua 
diwajibkan untuk membayar bunga pinjaman sebesar Rp.20.509.137.880 
(dua puluh miliar lima ratus sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu 
delapan ratus delapan puluh Rupiah) kepada Pihak Pertama. 

Jangka Waktu Pembayaran : Kecuali disetujui oleh Para Pihak secara tertulis, Para Pihak sepakat bahwa 
pembayaran bunga akan dibayar seluruhnya oleh Pihak Kedua kepada 
Pihak Pertama dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 September 
2020.  

Agunan : Para Pihak sepakat dan dengan ini mengakui bahwa kewajiban 
pembayaran Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini tidak dijamin secara 
khusus oleh harta kekayaan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Penyelesaian Sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 
 
 

                                                                                                                                                       
  

 
 

Perjanjian Pinjam Pakai Pabrik No. 0056/HF-TGR/AL/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016, yang mengatur hal-hal sebagai 
berikut: 

 
Para Pihak : PT Hilon Felt (Pihak Pertama) 

PT Hilon Indonesia (Pihak Kedua) 
Objek Perjanjian : Pihak Pertama dengan ini memberikan kepada Pihak Kedua secara 

Pinjam Pakai atas bangunan seluas 3.118 m2 yang terletak di Dukuh 
Ngaran No. 3 RT/RW 05/02, Kelurahan Kuncen, Kecamatan Ceper, 
Kabupaten Klaten (selanjutnya disebut “Pabrik”) 

Penggunaan : Pabrik di gunakan untuk tempat usaha 
Jangka Waktu : Dilangsungkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 

ditandatangani perjanjian sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021. 
Kewajiban Pihak Kedua : Pihak Kedua wajib memelihara dan menjaga apa yang 

dipinjampakaikan dalam perjanjian ini dengan sebaik-baiknya atas 
biaya Pihak Kedua, dan menyerahkannya setelah perjanjian ini berakhir 
kepada Pihak Pertama. 

Penyelesaian Sengketa : Pangadilan Negeri setempat. 
 
Perjanjian tertanggal 8 Desember 2017 juncto addendum tertanggal 10 April 2019, dan Amendment II tertanggal 24 Mei 
2019 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Putra Kary International sebagaimana diuraikan pada butir 14.C di 
atas. 
 

16. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN 

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan :  
 
1. Perseroan maupun aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang terlibat atau menjadi obyek perkara perdata 

maupun pidana yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia 
maupun pengadilan-pengadilan lainnya di luar wilayah Republik Indonesia; 

 
2. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa 

perkara tata usaha negara yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh 
wilayah Republik Indonesia, baik sebagai Penggugat, Penggugat II Intervensi maupun sebagai Tergugat II Intervensi; 

 
3. Perseroan tidak sedang terlibat sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase atau mediasi dan tercatat di Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase atau mediasi lainnya baik di dalam maupun di luar 
wilayah Republik Indonesia;  

 
4. Perseroan tidak sedang/telah mengajukan maupun terhadap Perseroan tidak sedang/telah diajukan permohonan 

kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,  dan Perseroan tidak sedang terlibat dalam 
sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tercatat di Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Republik Indonesia;  

 
5. Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak; 
 
6. Perseroan tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Pengadilan Hubungan 

Industrial di seluruh wilayah Republik Indonesia; 
 
7. Perseroan tidak sedang menjadi pihak dalam sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di seluruh wilayah 

Republik Indonesia; 
 
8. Perseroan tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik 

Indonesia; 
 
9. Perseroan tidak sedang menjadi Pelapor maupun Terlapor di hadapan seluruh instansi kepolisian di wilayah Republik 

Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia; 
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10. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa atau perselisihan 
yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul 
dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan. 

 
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang 
tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-
badan arbitrase lainnya, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta 
sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin 
timbul dan dapat berdampak material. 
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10. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa atau perselisihan 
yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul 
dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan. 

 
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang 
tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-
badan arbitrase lainnya, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta 
sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin 
timbul dan dapat berdampak material. 
 
  

                                                                                                                                                       
  

 
 

17. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN USAHA 
 

Sejarah Perseroan 
2001 Perseroan Berdiri 
2011 Pabrik di Karanganyar Berdiri  
2011 Pabrik di Kota Semarang berdiri 
2012 Pabrik di Karanganyar mulai memproduksi Serat Poliester dengan kapasitas : 600 Ton / Bulan  
2013 Pabrik di Banyuasin (Palembang) berdiri 
2013 Pabrik di Kota Semarang dipindah ke Kabupaten Semarang (lebih dikenal sebagai cabang Salatiga)  
2014 Peningkatan kapasitas Pabrik di Karanganyar menjadi sebesar 900 Ton / Bulan  
2016 Pabrik di Mojokerto berdiri dengan kapasitas 500 Ton / Bulan 
2018 Perluasan Pabrik Mojokerto kapasitas 1.000 Ton / Bulan 
2018 Pabrik Tangerang mulai produksi fiber kapasitas 1.200 Ton / Bulan 
2019 Berubah nama menjadi PT Inocycle Technology Group Tbk 
2019 Melakukan Proses penawaran umum saham dari Perseroan 

 
Perseroan saat ini memiliki 5 (lima pabrik) yang terletak di Kabupaten Tangerang (yang juga merupakan kantor pusat), 
Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Semarang, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Mojokerto. Berikut adalah deskripsi 
mengenai lokasi pabrik dari Perseroan: 
 
 

NO PABRIK ALAMAT NO TELP. & FAX KEGIATAN USAHA JENIS PRODUK 
YANG DIHASILKAN 

1 Kantor Pusat dan 
Pabrik Tangerang 

Kawasan Industri Pasar Kemis  
Jl. Putra Utama No. 11 

 Tangerang 15560 
Telepon :  62-21 590 9626   

FAX : 62-21 590 9620 Industri Serat Buatan Polyester Staple Fiber 

2 Pabrik Karanganyar 
Jl. Raya Solo - Purwodadi KM. 7,2 

Desa Selorejo RT.02/RW.09, 
Wonorejo, Gondangrejo, 

Karanganyar 57178 

Telepon : 62-271 825 0292 
FAX : 62-271 854 391 Industri Serat Buatan Polyester Staple Fiber 

3 Pabrik Kabupaten 
Semarang 

Dusun Banaran RT 18/RW 10,  
Desa Butuh,  

Kecamatan Tengaran,  
Kabupaten Semarang 

Telepon : 62-98 342 9002  
FAX : 62-98 342 9002 

Industri Tekstil  
Non Woven 

Non Woven ,  
Bedding Goods 

4 Pabrik Banyuasin 

JL. Palembang - Betung Km 55  
RT. 02/RW. 01,  

Desa Lubuk Lancang,  
Kecamatan Suak Tape,  

Kabupaten Banyuasin 30758 

Telepon : 62-711 744 1974 
FAX : 62-711 564 5474 

Industri Tekstil  
Non Woven 

Non Woven ,  
Bedding Goods 

5 Pabrik Mojokerto 
Dsn. Madyopuro RT. 01/RW. 01, 

Desa Kalipuro,  
Kecamatan Pungging,  
Kabupaten Mojokerto 

Telepon : 62-321 685 0446 Industri Serat Buatan Polyester Staple Fiber 

 
 
PENDAHULUAN 

 
Perseroan merupakan salah satu dari perusahaan di Indonesia yang ramah lingkungan karena bidang usaha Perseroan 
adalah dalam pembuatan produksi serat staple buatan / Recycle Polyester Fiber dan produk non woven (bukan tenunan). 
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Perseroan menjadi salah satu pionir akan penggunaan Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester 
dari Produk Daur Ulang yang di produksi Perseroan dari botol plastik. 
 
Perseroan mendirikan pabrik di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang menghasilkan sampah plastik yang 
dibuang kelaut terbesar kedua di dunia. (berdasarkan hasil penelitian Jambeck di tahun 2015 / National Geographic). 
 
Berdasarkan penelitian tersebut, berikut adalah negara yang menghasilkan sampah plastik yang dibuang ke laut   : 

1. China   262,9 juta ton per tahun 
2. Indonesia      187,2 juta ton per tahun 
3. Filipina  83,4 juta ton per tahun 
4. Vietnam  55,9 juta ton per tahun 
5. Srilanka  14,6 juta ton per tahun 

 
Sedangkan data dari  World Atlas pada tahun 2017, Indonesia menjadi Negara ke-4 pengguna botol plastik terbanyak di 
dunia. Tercatat penggunaan plastik di Negara Indonesia mencapai 4,82 miliar galon. Dengan semakin bertambahnya jumlah 
penduduk akan mendorong penggunaan botol plastik.  
 
Berikut daftar lengkap negara pengguna botol plastik terbesar di dunia: 

1. China 10,42 miliar galon 
2. Amerika Serikat 10,13 miliar galon 
3. Mexico 8,23 miliar galon 
4. Indonesia 4,82 miliar galon 
5. Brazil 4,80 miliar galon 
6. Thailand 3,99 miliar galon 
7. Italia 3,17 miliar gallon 
8. Jerman 3,11 miliar galon 
9. Prancis 2,41 miliar galon 
10. India 1,04 miliar galon 

 
Penggunaan botol plastik sendiri masih sangat popular dibandingkan dengan botol kaca. selain Karena masih biayanya 
yang lebih murah, juga karena lebih ringan dan tidak mudah pecah. Padahal, penelitian yang dilakukan oleh Orb Online 
Survey menunjukkan bahwa pemindajan dan pembuatan kaca membutuhkan energy lima kali lebih besar dibandingkan 
plastik.  
 
PT Inocycle Technology Group Tbk menjadi salah satu pionir akan penggunaan Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) 
atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang yang di produksi Perseron dibuat dari PET (Polyethylene Terephthalate) 
bottle flakes / botol plastik yang telah dicacah produk daur ulang. Hal ini menjadi solusi dari masalah semakin banyaknya 
penggunaan botol plastik. 
 
Mengingat potensi besarnya sampah terutama botol plastik yang dihasilkan oleh Indonesia, maka pendiri Perseroan, yang 
juga pendiri dari Hilon Indonesia, mendirikan Hilon Indonesia 30 tahun yang lalu, serta mendirikan Perseroan di tahun 2001. 
 
Kerjasama yang terjalin antara Perseroan dengan PT Hilon Indonesia bersifat saling menguntungkan dimana Perseroan 
memiliki kepastian permintaan dari Hilon Indonesia sebagai pengguna produk Perseroan, sedangkan PT Hilon Indonesia 
diuntungkan oleh kepastian ketersediaan bahan baku dari Perseroan. 
 
Transaksi pembelian bahan baku dari PT Hilon Indonesia kepada Perseroan serta penjualan bahan baku dari Perseroan 
kepada Hilon Indonesia  mengikuti syarat dan ketentuan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (arm’s length). Hal 
ini terlihat dari umur piutang yang tidak ada yang lebih dari 180 hari, yang menandakan kualitas piutang dari PT Hilon 
Indonesia cukup baik. 
 
Pada tahun 2015 Perseroan mulai menggunakan ERP yaitu SAP Business One sebagai sistem informasi manajemen yang 
digunakan meliputi seluruh aktifitas perusahaan sepeti produksi, perpindahan inventory, distribusi produk, customer 
database, vendor database dan lain lain. Dengan sistem ini Perseroan dapat terintegrasi dengan group Hilon Indonesia.       
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Perseroan menjadi salah satu pionir akan penggunaan Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester 
dari Produk Daur Ulang yang di produksi Perseroan dari botol plastik. 
 
Perseroan mendirikan pabrik di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang menghasilkan sampah plastik yang 
dibuang kelaut terbesar kedua di dunia. (berdasarkan hasil penelitian Jambeck di tahun 2015 / National Geographic). 
 
Berdasarkan penelitian tersebut, berikut adalah negara yang menghasilkan sampah plastik yang dibuang ke laut   : 

1. China   262,9 juta ton per tahun 
2. Indonesia      187,2 juta ton per tahun 
3. Filipina  83,4 juta ton per tahun 
4. Vietnam  55,9 juta ton per tahun 
5. Srilanka  14,6 juta ton per tahun 

 
Sedangkan data dari  World Atlas pada tahun 2017, Indonesia menjadi Negara ke-4 pengguna botol plastik terbanyak di 
dunia. Tercatat penggunaan plastik di Negara Indonesia mencapai 4,82 miliar galon. Dengan semakin bertambahnya jumlah 
penduduk akan mendorong penggunaan botol plastik.  
 
Berikut daftar lengkap negara pengguna botol plastik terbesar di dunia: 

1. China 10,42 miliar galon 
2. Amerika Serikat 10,13 miliar galon 
3. Mexico 8,23 miliar galon 
4. Indonesia 4,82 miliar galon 
5. Brazil 4,80 miliar galon 
6. Thailand 3,99 miliar galon 
7. Italia 3,17 miliar gallon 
8. Jerman 3,11 miliar galon 
9. Prancis 2,41 miliar galon 
10. India 1,04 miliar galon 

 
Penggunaan botol plastik sendiri masih sangat popular dibandingkan dengan botol kaca. selain Karena masih biayanya 
yang lebih murah, juga karena lebih ringan dan tidak mudah pecah. Padahal, penelitian yang dilakukan oleh Orb Online 
Survey menunjukkan bahwa pemindajan dan pembuatan kaca membutuhkan energy lima kali lebih besar dibandingkan 
plastik.  
 
PT Inocycle Technology Group Tbk menjadi salah satu pionir akan penggunaan Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) 
atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang yang di produksi Perseron dibuat dari PET (Polyethylene Terephthalate) 
bottle flakes / botol plastik yang telah dicacah produk daur ulang. Hal ini menjadi solusi dari masalah semakin banyaknya 
penggunaan botol plastik. 
 
Mengingat potensi besarnya sampah terutama botol plastik yang dihasilkan oleh Indonesia, maka pendiri Perseroan, yang 
juga pendiri dari Hilon Indonesia, mendirikan Hilon Indonesia 30 tahun yang lalu, serta mendirikan Perseroan di tahun 2001. 
 
Kerjasama yang terjalin antara Perseroan dengan PT Hilon Indonesia bersifat saling menguntungkan dimana Perseroan 
memiliki kepastian permintaan dari Hilon Indonesia sebagai pengguna produk Perseroan, sedangkan PT Hilon Indonesia 
diuntungkan oleh kepastian ketersediaan bahan baku dari Perseroan. 
 
Transaksi pembelian bahan baku dari PT Hilon Indonesia kepada Perseroan serta penjualan bahan baku dari Perseroan 
kepada Hilon Indonesia  mengikuti syarat dan ketentuan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (arm’s length). Hal 
ini terlihat dari umur piutang yang tidak ada yang lebih dari 180 hari, yang menandakan kualitas piutang dari PT Hilon 
Indonesia cukup baik. 
 
Pada tahun 2015 Perseroan mulai menggunakan ERP yaitu SAP Business One sebagai sistem informasi manajemen yang 
digunakan meliputi seluruh aktifitas perusahaan sepeti produksi, perpindahan inventory, distribusi produk, customer 
database, vendor database dan lain lain. Dengan sistem ini Perseroan dapat terintegrasi dengan group Hilon Indonesia.       
 

                                                                                                                                                       
  

 
 

Dengan bekerjasama dengan Hilon Indonesia maka Perseroan diuntungkan baik dari segi bahan baku maupun dari segi 
penjualan. Dari segi bahan baku kerjasama dengan Hilon Indonesia menciptakan ketersediaan akan pasokan bahan baku 
sedangkan dari segi penjualan terdapat kepastian permintaan dari group Hilon Indonesia.  

 
Kedepan Perseroan berencana untuk mulai meningkatkan penjualan kepada pihak ketiga sehingga ketergantungan kepada 
group Hilon Indonesia dapat dikurangi. 
 
Untuk pengolahan plastik daur ulang, Perseroan saat ini memperoduksi Recycle Polyester Staple Fiber atau Serat Stapel 
Poliester dari Produk Daur Ulang yang dibuat dari PET (Polyethylene Terephthalate) bottle flakes / botol plastik yang telah 
dicacah. Namun tidak menutup kemungkinan dimasa mendatang Perseroan akan mengembangkan inovasi lain dari produk 
plastik daur ulang lainnya. 
 
KEGIATAN USAHA PERSEROAN 
 
Sesuai dengan maksud dan tujuan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah 
berusaha dalam bidang industri pengelolaan.  
 
A. Kegiatan usaha utama : 
 

1. Pembuatan Serat Stapel Buatan  
 
Perseroan saat ini memproduksi Recycle Polyester Staple Fiber atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur 
Ulang yang dibuat dari PET (polyethylene terephthalate) bottle flakes / botol plastik yang telah dicacah. PET yang 
umumnya berasal dari botol air mineral. Recycle Poliester Fiber adalah salah satu dari jenis serat stapel buatan 
yang di produksi oleh Perseroan. 
 
Definisi dari Polyester Fiber  
 
Bahan polyester adalah salah satu bahan kain yang dibuat oleh manusia. Bahan polyester bukan berasal dari 
alam, melainkan melalui proses kimiawi. Kata polyester sendiri berasal dari dua kata, polymer yang berarti plastik 
dan ester yang merupakan hasil pencampuran minyak bumi, alkohol, dan asam karboksilat. 
 
Bahan sintestis ini memiliki tiga tipe utama yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu PET, PCDT, dan 
benang sintetis. PET atau polyethylene terephthalate adalah polyester yang paling populer digunakan. Tidak hanya 
dipakai sebagai bahan pakaian, PET juga digunakan sebagai bahan dasar botol air mineral, minuman bersoda, 
dan botol minum langsung buang lainnya. 
 
PET bisa didaur ulang. PET dihasilkan melalui pencampuran ethylene glycol dengan asam terephtalic atau methyl 
ester dan antimony catalyst. Antimony catalyst membantu terjadinya reaksi kimia yang menghasilkan bahan 
poliester. 

 
2. Pembuatan produk non woven / Bukan Tenunan. 

 
Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang jika diolah lebih lanjut 
dapat digunakan sebagai bahan baku untuk beragam aplikasi produk mulai dari produk Non-woven / bukan 
tenunan hingga Otomotif, konstruksi, pertanian, dan infrastruktur, Garmen, Mebel. Produk Perseroan dapat 
ditemukan di industri utama Indonesia : Penambangan, konstruksi, manufaktur, dan infrastruktur. 
 
Perseroan juga memproduksi beberapa aplikasi yang menggunakan bahan baku Recycle Polyester Fiber (re-PSF) 
atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang. 
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B. Kegiatan usaha penunjang : 
  

- Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha  
pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya 
kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud diatas. 

 
Jenis dan Karateristik dari Recycle Polyester Staple Fiber Yang Dijual Oleh Perseroan 
 
Jenis re-PSF (Recycle Polyester Staple Fiber) diantaranya PSF Hollow Conjugated Siliconized, Hollow Conjugated Non 
Siliconized, Solid White Regular, Solid Black  Regular, Flame Retadant Fiber dan Anti Fungus Fiber. Selain itu Perseroan 
juga memproduksi Fiber Staple Polypropylene dan PPSF Solid White and Black 
 
Recycle Polyester Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang yang diproduksi oleh Perseroan juga 
memiliki kualitas yang sangat baik untuk Bantal, Boneka, Perlengkapan Tempat Tidur, Mebel, Interior Karpet / Otomotif dan 
Produk Non-woven / Nir-Anyam / Tidak Ditenun. 
 

Jenis produk/ Lini produk Jenis Produk Re-PSF Target pasar Daerah penjualan 

Produk  Staple Fiber 

Hollow Conjugate Fiber Domestic & Internasional Domestic & 
Internasional 

Hollow Conjugate Silicon 
Fiber Domestic & Internasional Domestic & 

Internasional 

Solid Fiber Domestic & Internasional Domestic & 
Internasional 

Special Function Fiber Domestic & Internasional Domestic & 
Internasional 

 

Karateristik Teknis Hollow Conjugted Fibers 

Pattern Non-Silliconized with Spiral crimps 
Fineness 1.5d, 3d, 7d, 15d, 20d 
Fiber Length 32mm, 51mm, 64mm 
Quality Recycled and semi-Virgin 
Color White, Natural. Balck, Green 
Special Features Anti-Static, Flame Retardant, Anti-Bacterial 
Place of Origin Indonesia 
Certification GRS 

 

 Karateristik Teknis Solid Fibers 

Pattern Solid Fiber withZig Zag crimps 
Fineness 1.5d, 3d, 7d, 15d, 20d 
Fiber Length 32mm, 51mm, 64mm 
Quality Recycled and semi-Virgin 
Color White, Natural. Balck, Green 
Special Features Anti-Static, Flame Retardant, Anti-Bacterial 
Place of Origin Indonesia 
Certification GRS 
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B. Kegiatan usaha penunjang : 
  

- Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha  
pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya 
kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud diatas. 

 
Jenis dan Karateristik dari Recycle Polyester Staple Fiber Yang Dijual Oleh Perseroan 
 
Jenis re-PSF (Recycle Polyester Staple Fiber) diantaranya PSF Hollow Conjugated Siliconized, Hollow Conjugated Non 
Siliconized, Solid White Regular, Solid Black  Regular, Flame Retadant Fiber dan Anti Fungus Fiber. Selain itu Perseroan 
juga memproduksi Fiber Staple Polypropylene dan PPSF Solid White and Black 
 
Recycle Polyester Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang yang diproduksi oleh Perseroan juga 
memiliki kualitas yang sangat baik untuk Bantal, Boneka, Perlengkapan Tempat Tidur, Mebel, Interior Karpet / Otomotif dan 
Produk Non-woven / Nir-Anyam / Tidak Ditenun. 
 

Jenis produk/ Lini produk Jenis Produk Re-PSF Target pasar Daerah penjualan 

Produk  Staple Fiber 

Hollow Conjugate Fiber Domestic & Internasional Domestic & 
Internasional 

Hollow Conjugate Silicon 
Fiber Domestic & Internasional Domestic & 

Internasional 

Solid Fiber Domestic & Internasional Domestic & 
Internasional 

Special Function Fiber Domestic & Internasional Domestic & 
Internasional 

 

Karateristik Teknis Hollow Conjugted Fibers 

Pattern Non-Silliconized with Spiral crimps 
Fineness 1.5d, 3d, 7d, 15d, 20d 
Fiber Length 32mm, 51mm, 64mm 
Quality Recycled and semi-Virgin 
Color White, Natural. Balck, Green 
Special Features Anti-Static, Flame Retardant, Anti-Bacterial 
Place of Origin Indonesia 
Certification GRS 

 

 Karateristik Teknis Solid Fibers 

Pattern Solid Fiber withZig Zag crimps 
Fineness 1.5d, 3d, 7d, 15d, 20d 
Fiber Length 32mm, 51mm, 64mm 
Quality Recycled and semi-Virgin 
Color White, Natural. Balck, Green 
Special Features Anti-Static, Flame Retardant, Anti-Bacterial 
Place of Origin Indonesia 
Certification GRS 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
  

 
 

Berikut adalah beberapa jenis re-PSF yang dijual oleh Perseroan : 
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Berikut adalah deskripsi aplikasi-aplikasi atau hasil dari Recycle Polyester Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari 
Produk Daur Ulang jika diolah lebih lanjut: 
 
Perseroan juga memproduksi beberapa aplikasi yang menggunakan bahan baku Recycle Polyester Fiber (re-PSF) atau 
Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang. 
 

 
 
Hampir sebagian besar dari produsen spring bed di Indonesia menggunakan produk Perseroan yang bahan baku nya 
berasal dari Serat Poliester dari produk Daur Ulang. 
 
Perseroan juga menjual produk peralatan tidur produk berupa : bantal, guling, pelindung bantal/guling, selimut dan seprei  
serta lainnya berupa  dengan merek dagang Hippo. 
 
Serat Stapel Poliester dari produk Daur Ulang yang menjadi bahan baku produk bedding lebih di kenal dengan nama 
Dacron.  
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Berikut adalah deskripsi aplikasi-aplikasi atau hasil dari Recycle Polyester Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari 
Produk Daur Ulang jika diolah lebih lanjut: 
 
Perseroan juga memproduksi beberapa aplikasi yang menggunakan bahan baku Recycle Polyester Fiber (re-PSF) atau 
Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang. 
 

 
 
Hampir sebagian besar dari produsen spring bed di Indonesia menggunakan produk Perseroan yang bahan baku nya 
berasal dari Serat Poliester dari produk Daur Ulang. 
 
Perseroan juga menjual produk peralatan tidur produk berupa : bantal, guling, pelindung bantal/guling, selimut dan seprei  
serta lainnya berupa  dengan merek dagang Hippo. 
 
Serat Stapel Poliester dari produk Daur Ulang yang menjadi bahan baku produk bedding lebih di kenal dengan nama 
Dacron.  
 
 
 

                                                                                                                                                       
  

 
 

Berikut adalah spesifikasi dari produk bedding goods untuk pabrik salatiga: 
 

Jenis Produk/ Lini Produk Karakteristik Teknis Target Pasar Daerah Penjualan 

Produk Bedding Goods Bantal Guling Kasur Selimut 
Toko, 

Home Industry, 
End User 

Jawa Tengah 

 
Berikut adalah spesifikasi dari produk bedding goods untuk pabrik Banyuasin: 
 

Jenis Produk/ Lini Produk Karakteristik Teknis Target Pasar Daerah Penjualan 

Produk Bedding Goods Pillow & Bolster Toko-Toko &  Domestic Sumatera Selatan dan 
sekitarnya 

 Mattras Toko-Toko  Sumatera Selatan dan 
sekitarnya 

 Bed Cover Set Toko-Toko Sumatera Selatan dan 
sekitarnya 

 Carpet Toko-Toko Sumatera Selatan dan 
sekitarnya 

 Quilting Toko-Toko Sumatera Selatan dan 
sekitarnya 

 Blanket Toko-Toko Sumatera Selatan dan 
sekitarnya 

 Fo Alas Setrika Toko-Toko Sumatera Selatan dan 
sekitarnya 

 Mattrass Protector Toko-Toko &  Domestic Sumatera Selatan dan 
sekitarnya 

 
 

 
 
Produk Insulasi dari Perseroan berguna untuk menahan panas serta meredam suara dari luar (atau dalam) sesuai dengan 
kebutuhan konsumen.  
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Produk Peredam Suara and peredam panas dari Perseroan diproduksi oleh pabrik yang telah memiliki sertifikat ISO 9001 
dan ISO 14000,. Kelebihan produk Perseroan yaitu selain meredam panas dapat juga untuk meredam suara. Selain itu, 
produk ini sudah memenuhi syarat environmentally friendly insulation dan recycle insulation sehingga ramah terhadap 
lingkungan dan dapat didaur ulang kembali. 
 
Aplikasi produk peredam panas dan suara dari Produk Insulasi Perseroan bisa digunakan untuk berbagai tempat seperti 
residentials, chiller room, karaoke room, music studio dan berbagai tempat lainnya yang membutuhkan insulasi peredam 
suara dan/atau peredam panas.  

 
Perseroan juga membuat dan mengintegrasikan teknologi tinggi dalam pembuatan produk yang bermutu untuk semua 
segmen seperti bangunan industri, dan komersial. 
 
 

 
 
 
 
Non-Woven Geotextile (Nir-Anyam / Tidak Ditenun) 

 
Geotextile Non Woven, adalah Filter Fabric yang jenisnya tidak teranyam, berbentuknya seperti karpet kain. Umumnya 
bahan dasarnya terbuat dari bahan polimer Polyesther atau Polypropylene dalam hal ini Perseroan membuat produk Non-
Woven Geo Textile dari bahan Serat Stapel Poliester dari produk Daur Ulang. 

 
Berikut adalah spesifikasi dari produk non woven untuk pabrik Salatiga: 

Jenis produk/ Lini produk Karakteristik Teknis 
Jenis Produk Target pasar Daerah penjualan 

Produk  Non Woven AR,FA,Hal,HDP,CF Garment,Home 
Industry Jateng,Jatim 

 
Berikut adalah spesifikasi dari produk non woven untuk pabrik Banyuasin: 

Jenis produk/ Lini 
produk Karakteristik teknis Target pasar Daerah penjualan 

Produk  Non Woven HDP Home Industri &  
Domestic 

Sumatera Selatan dan 
sekitarnya 

 HP Home Industri &  
Domestic 

Sumatera Selatan dan 
sekitarnya 

 Padding Home Industri &  
Domestic 

Sumatera Selatan dan 
sekitarnya 



113

                                                                                                                                                       
  

 
 

Produk Peredam Suara and peredam panas dari Perseroan diproduksi oleh pabrik yang telah memiliki sertifikat ISO 9001 
dan ISO 14000,. Kelebihan produk Perseroan yaitu selain meredam panas dapat juga untuk meredam suara. Selain itu, 
produk ini sudah memenuhi syarat environmentally friendly insulation dan recycle insulation sehingga ramah terhadap 
lingkungan dan dapat didaur ulang kembali. 
 
Aplikasi produk peredam panas dan suara dari Produk Insulasi Perseroan bisa digunakan untuk berbagai tempat seperti 
residentials, chiller room, karaoke room, music studio dan berbagai tempat lainnya yang membutuhkan insulasi peredam 
suara dan/atau peredam panas.  

 
Perseroan juga membuat dan mengintegrasikan teknologi tinggi dalam pembuatan produk yang bermutu untuk semua 
segmen seperti bangunan industri, dan komersial. 
 
 

 
 
 
 
Non-Woven Geotextile (Nir-Anyam / Tidak Ditenun) 

 
Geotextile Non Woven, adalah Filter Fabric yang jenisnya tidak teranyam, berbentuknya seperti karpet kain. Umumnya 
bahan dasarnya terbuat dari bahan polimer Polyesther atau Polypropylene dalam hal ini Perseroan membuat produk Non-
Woven Geo Textile dari bahan Serat Stapel Poliester dari produk Daur Ulang. 

 
Berikut adalah spesifikasi dari produk non woven untuk pabrik Salatiga: 

Jenis produk/ Lini produk Karakteristik Teknis 
Jenis Produk Target pasar Daerah penjualan 

Produk  Non Woven AR,FA,Hal,HDP,CF Garment,Home 
Industry Jateng,Jatim 

 
Berikut adalah spesifikasi dari produk non woven untuk pabrik Banyuasin: 

Jenis produk/ Lini 
produk Karakteristik teknis Target pasar Daerah penjualan 

Produk  Non Woven HDP Home Industri &  
Domestic 

Sumatera Selatan dan 
sekitarnya 

 HP Home Industri &  
Domestic 

Sumatera Selatan dan 
sekitarnya 

 Padding Home Industri &  
Domestic 

Sumatera Selatan dan 
sekitarnya 

                                                                                                                                                       
  

 
 

 HD Home Industri &  
Domestic 

Sumatera Selatan dan 
sekitarnya 

 Carded Fiber Home Industri &  
Domestic 

Sumatera Selatan dan 
sekitarnya 

 
Geotextile Non Woven digunakan sebagai : 
 
Penyaring (Filter) 
Penyaring Geotextile Non Woven bermanfaat untuk mencegah terbawanya partikel tanah pada aliran air. Geotextile Non 
Woven bersifat permeable (tembus air) oleh karena itu air dapat melewati Geotextile dan partikel tanah dapat tersaring,. 
Aplikasi Geotextile Non Woven biasanya digunakan sebagai aplikasi filtrasi pada proyek drainase bawah tanah. 
 
Aplikasi Separator / Pemisah 
Bahan geotextile non woven digunakan sebagai aplikasi pemisah agar mencegah tercampurnya material yang satu dengan 
material yang lain. Seperti penggunaan Geotextile pada proyek pembangunan jalan di atas tanah yang dasarnya lunak. 
Pada proyek tersebut, Geotextile berguna untuk mencegah naiknya lumpur ke sistem perkerasan, Supaya tidak terjadi 
pumping effect yang akan merusak perkerasan jalan yang sudah terbentuk. Keberadaan Geotextile dapat mempermudah 
proses pemadatan sistem pengerasan. 
 
Aplikasi Stabilisator 
Manfaat Geotextile biasa disebut sebagai Reinforcement / Perkuatan. Contohnya dipakai untuk proyek timbunan tanah, 
penguatan lereng agar tidak longsor dll. Fungsi tersebut masih dijadikan perdebatan dikalangan ahli geoteknik, karena 
Geotextile metode kerjanya menggunakan membrane effect yang hanya mengandalkan tensile strength (kuat tarik) sehingga 
kemungkinan terjadinya penurunan pada timbunan setempat masih besar, dan geotextile kekuatannya kurang karena bahan 
geotextile memiliki sifat mudah mulur bila terkena air (terjadi reaksi hidrolisis) hal tersebut rawan untuk bahan penguatan 
lereng. 
 
Fungsi Lainnya 
Fungsi Geotextile lainnya yaitu sebagai pengganti karung goni pada proses curing beton karena dapat mencegah terjadinya 
retak saat proses pengeringan beton baru. 
 
Beberapa keuntungan menggunakan geotekstil,diantaranya : 

a. Mencegah kontaminasi agregat subbase dan base oleh tanah dasar lunak dan mendistribusikan beban 
lalulintas yang efektif melalui lapisan-lapisan timbunan. 

b. Meniadakan kehilangan agregat timbunan ke dalam tanah dasar yang lunak dan memperkecil biaya dan 
kebutuhan tambahan ‘lapisan agregat terbuang’. 

c. Mengurangi tebal galian stripping dan meminimalkan pekerjaan persiapan. 
d. Meningkatkan ketahanan agregat timbunan terhadap keruntuhan setempat pada lokasi beban dengan 

memperkuat tanah timbunan. 
e. Mengurangi penurunan dan deformasi yang tidak merata serta deformasi dari struktur jadi. 

 
 
Produk Perseroan telah banyak digunakan serta direferensikan untuk berbagai proyek-proyek jalan di seluruh Indonesia. 
Dan saat ini sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada maka pengaplikasian produk Perseroan bertambah sesuai 
dengan teknologi yang berkembang. 
 
Produk-produk Non woven dapat dijumpai di berbagai titik industri penting di Indonesia. Dari mulai pertambangan, 
konstruksi, pertanian, manufaktur, hingga infrastruktur. 
 
Geotextile merupakan produk unggulan Perseroan yang kualitas dan kemampuan kuantitasnya dapat di uji serta mendapat 
sertifikat KAN ataupun standart Internasional. 
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Pengaplikasian geotextile meliputi : 
 
1. Erosian Protection/ Kontrol erosi 
2. Filtartion/ Penyaring 
3. Stabilization/ Kestabilan tanah 
4. Drainase/ Saluran air 
5. Land Reclamation/ Reklamasi tanah 
6. Road Embankment/ Tanggul jalan 
7. Separator/ Pemisah 
 
Berikut adalah deskripsi dan kegunaan Geotextile 
 

1. Curing 
 

 
 
Curing merupakan suatu usaha perawatan beton setelah beton dicor. Perawatan beton wajib dilakukan karena 
bertujuan untuk menjaga kelembaban dan temperatur yang diperlukan bagi semen untuk melakukan proses hidrasi 
dengan sempurna. 
 
Curing merupakan suatu usaha perawatan beton setelah beton dicor.Perawatan beton wajib dilakukan karena 
bertujuan untuk menjaga kelembaban dan temperatur yang diperlukan bagi semen untuk melakukan proses hidrasi 
dengan sempurna. 
 
Untuk proses ini geotextile nonwoven diletakkan dipermukaan beton yang baru dicor dengan melakukan 
penyiraman agar kelembaban beton terjaga. 
 
Untuk menjaga agar proses hidrasi beton dapat berlangsung dengan sempurna maka di perlukan curing untuk 
menjaga kelembabannya. Lamanya Proses curing sekitar 7 hari berturut – turut mulai hari kedua setelah 
pengecoran. 
 
Tujuan pelaksanaan curing beton adalah : 
 
memastikan reaksi hidrasi senyawa semen termasuk bahan tambahan atau pengganti agar dapat berlangsung 
secara optimal sehingga mutu beton yang diharapkan dapat tercapai, dan menjaga supaya tidak terjadi susut yang 
berlebihan pada beton akibat kehilangan kelembaban yang terlalu cepat atau tidak seragam, sehingga dapat 
menyebabkan retak. 
 
Pelaksanaan curing/perawatan beton dilakukan segera setelah beton mengalami atau memasuki fase hardening 
(untuk permukaan beton yang terbuka) atau setelah pembukaan cetakan/acuan/bekisting, selama durasi tertentu 
yang dimaksudkan untuk memastikan terjaganya kondisi yang diperlukan untuk proses reaksi senyawa kimia yang 
terkandung dalam campuran beton 
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Pengaplikasian geotextile meliputi : 
 
1. Erosian Protection/ Kontrol erosi 
2. Filtartion/ Penyaring 
3. Stabilization/ Kestabilan tanah 
4. Drainase/ Saluran air 
5. Land Reclamation/ Reklamasi tanah 
6. Road Embankment/ Tanggul jalan 
7. Separator/ Pemisah 
 
Berikut adalah deskripsi dan kegunaan Geotextile 
 

1. Curing 
 

 
 
Curing merupakan suatu usaha perawatan beton setelah beton dicor. Perawatan beton wajib dilakukan karena 
bertujuan untuk menjaga kelembaban dan temperatur yang diperlukan bagi semen untuk melakukan proses hidrasi 
dengan sempurna. 
 
Curing merupakan suatu usaha perawatan beton setelah beton dicor.Perawatan beton wajib dilakukan karena 
bertujuan untuk menjaga kelembaban dan temperatur yang diperlukan bagi semen untuk melakukan proses hidrasi 
dengan sempurna. 
 
Untuk proses ini geotextile nonwoven diletakkan dipermukaan beton yang baru dicor dengan melakukan 
penyiraman agar kelembaban beton terjaga. 
 
Untuk menjaga agar proses hidrasi beton dapat berlangsung dengan sempurna maka di perlukan curing untuk 
menjaga kelembabannya. Lamanya Proses curing sekitar 7 hari berturut – turut mulai hari kedua setelah 
pengecoran. 
 
Tujuan pelaksanaan curing beton adalah : 
 
memastikan reaksi hidrasi senyawa semen termasuk bahan tambahan atau pengganti agar dapat berlangsung 
secara optimal sehingga mutu beton yang diharapkan dapat tercapai, dan menjaga supaya tidak terjadi susut yang 
berlebihan pada beton akibat kehilangan kelembaban yang terlalu cepat atau tidak seragam, sehingga dapat 
menyebabkan retak. 
 
Pelaksanaan curing/perawatan beton dilakukan segera setelah beton mengalami atau memasuki fase hardening 
(untuk permukaan beton yang terbuka) atau setelah pembukaan cetakan/acuan/bekisting, selama durasi tertentu 
yang dimaksudkan untuk memastikan terjaganya kondisi yang diperlukan untuk proses reaksi senyawa kimia yang 
terkandung dalam campuran beton 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
  

 
 

Curing dapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain : 
 
- Menyemprotkan dengan lapisan khusus ( semacam Vaseline ) pada permukaan beton. 
- Membasahi secara terus menerus permukaan beton dengan air. Setelah proses curing, di lakukan 

pengurugan tanah kembali lapis demi lapis. 
 

2. Proteksi 
 

 
Geotextile di aplikasikan untuk melindungi konstruksi geomembran atau produk lain dari tusukan benda-benda 
tajam seperti batu, batang atau ranting pohon dan lain-lain. 
 
Hilon geotextile digunakan sebelum material geomembran yang dipasang sehingga dapat mencegah kerusakan 
pada geomembran tersebut. 
 
Aplikasi : pelapis pada geomembrane, Tempat Pembuangan Sampah, Stockpile batu bara, Terowongan, dll. 
 

3. Filtrasi dan Separasi 
 
Filtrasi 
Geotextile untuk menyaring dan mencegah bermigrasinya partikel-partikel dari tanah/lumpur bersama aliran air 
yang ada dalam sistem konstruksi. sehingga air dari permukaan tanah dapat mengalir secara baik dan cepat ke 
saluran yang sudah disiapkan. 
 
Separasi 
Geotextile sebagai pemisah tercampurnya dua jenis lapisan yang berbeda granulasinya (Tanah-Batu / Batu-Pasir), 
sehingga meningkatkan perlindungan area yang lebih stabil. 
 

4. Drainase 
 
Suatu system penyaluran air permukaan atau air bawah permukaan kedalam saluran pembuangan, dimana dalam 
system drainase harus bisa memisahkan material tanah, pasir atau bebatuan agar tidak ikut dengan air. Untuk 
penahan material lain ikut dalam saluran buang tersebut diperlukan Geotextile sebagai penahan material tersebut, 
tetapi tidak menghambat air untuk keluar. 
 
Aplikasi : Pipa Drainase di green dan bungker golf, rel kereta api atau lapangan bola, dll 
 

5. Stabilitasi 
 
Dimana fungsi utama dari stabilisasi geotextile adalah untuk menyebarkan beban permukaan agar lebih merata, 
sehingga tanah tersebut dapat menopang beban dengan baik. 
 
Aplikasi : Jalur rel kereta api, Timbunan, Jalan Raya, jalan Paving blok, reklamasi pantai, dll 
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6. Geobag 
 
Geobag adalah Geotextile berfungsi sebagai pelindung dan pembungkus media penahan longsoran tanah atau 
breakwater pada pesisir pantai, penahan luapan air pada sistem irigasi, perkuatan longsor atau dapat diaplikasikan 
sebagai tanggung pada luapan air. 
 
Aplikasi : Danau Buatan, Tempat Pembuangan Sampah, Stockpile batu bara, Terowongan, dll. 
 

7. Agriculture 
 

a. Vertical Roof Garden 
 
Vertical Roof Garden adalah textile yang terbuat dari bahan polimer, yang lolos air, berupa tenunan, 
rajutan atau nir tenun (non woven) yang digunakan dengan geoteknik dan tehnik sipil. Geotextile nir 
tenun (non woven) adalah geotextile yang tidak teranyam, proses penyatuan serat-serat pembentuknya 
terjadi karena proses mekanis dengan tusukan jarum-jarum kecil dan disatukan dengan panas. 
 
Ruang hijau sangat diperlukan untuk keseimbangan kehidupan manusia. Ironisnya, di kota-kota besar, 
lahan terbuka hijau makin sempit. Perumahan-perumahan di kota besar juga menyisakan lahan terbuka 
hijau yang sangat terbatas. Terbatasnya lahan yang dapat digunakan untuk menanam tanaman, menjadi 
kendala serius dan harus dicari jalan agar rumah hunian tetap dapat memiliki taman yang cukup. 
 
Ruang hijau tidak hanya dibutuhkan untuk resapan air serta  keindahan semata. Tanaman juga memiliki 
fungsi untuk memperbaiki struktur udara di  perkotaan. Tanaman hidup dapat mengurangi dampak polusi 
udara dan sebagai sumber oksigen  bagi kehidupan manusia.  

 
b. Pelindung Kompos 

 
Pelindung Kompos terbuat dari bahan poliester yang berkualitas tinggi dan dirancang khusus untuk 
menutup proses pengomposan. Dengan menggunakan hilon pelindung Kompos, kompos yang terbuat 
akan mempuanyai kualitas yang tinggi karena pelindung kompos ini dapat menjaga tumpukan kompos 
dari sinar matahari dan hujan. 
 
Sirkulasi udara didalam tumpukan kompos juga dapat berjalan sehingga suhu dan kelembapan dapat 
terjaga dan memastikan proses kompos dapat lebih cepat. 
 

c. Mulsa Pertanian 
 
Mulsa adalah material penutup tanaman budidaya yang dimaksudkan untuk menjaga kelembaban tanah 
serta menekan pertumbuhan gulma dan penyakit sehingga membuat tanaman tumbuh dengan baik. 
Mulsa dapat diaplikasikan sebelum penanaman dimulai maupun setelah tanaman muncul. Mulsa 
digunakan pada berbagai aktivitas pertanian, mulai dari pertanian umum, berkebun, hingga pertanian 
industri. Mulsa disamping berfungsi sebagai pelestari lengas tanah, dalam jangka panjang juga akan 
meningkatkan kadar bahan organik tanah dan daya sangganya terhadap air. 
 
PEMULSAAN ( MULCHING ) 
Pemulsaan (mulching) merupakan penambahan bahan organik mentah dipermukaan tanah dalam usaha 
konservasi air pemberian mulsa bertujuan untuk menghambat penguapan air, sehingga sampai batas 
waktu tertentu, tanaman akan mampu menyerap air dari dalam tanah. Penghambatan penguapan air 
oleh pemulsaan dipengaruhi oleh tingkat penutupan permukaan tanah, bukan oleh tebalnya mulsa. 
 
Ada macam-macam mulsa yang dikenal seperti : 
 

i. Mulsa sisa tanaman 
ii. Musa vertikal 
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6. Geobag 
 
Geobag adalah Geotextile berfungsi sebagai pelindung dan pembungkus media penahan longsoran tanah atau 
breakwater pada pesisir pantai, penahan luapan air pada sistem irigasi, perkuatan longsor atau dapat diaplikasikan 
sebagai tanggung pada luapan air. 
 
Aplikasi : Danau Buatan, Tempat Pembuangan Sampah, Stockpile batu bara, Terowongan, dll. 
 

7. Agriculture 
 

a. Vertical Roof Garden 
 
Vertical Roof Garden adalah textile yang terbuat dari bahan polimer, yang lolos air, berupa tenunan, 
rajutan atau nir tenun (non woven) yang digunakan dengan geoteknik dan tehnik sipil. Geotextile nir 
tenun (non woven) adalah geotextile yang tidak teranyam, proses penyatuan serat-serat pembentuknya 
terjadi karena proses mekanis dengan tusukan jarum-jarum kecil dan disatukan dengan panas. 
 
Ruang hijau sangat diperlukan untuk keseimbangan kehidupan manusia. Ironisnya, di kota-kota besar, 
lahan terbuka hijau makin sempit. Perumahan-perumahan di kota besar juga menyisakan lahan terbuka 
hijau yang sangat terbatas. Terbatasnya lahan yang dapat digunakan untuk menanam tanaman, menjadi 
kendala serius dan harus dicari jalan agar rumah hunian tetap dapat memiliki taman yang cukup. 
 
Ruang hijau tidak hanya dibutuhkan untuk resapan air serta  keindahan semata. Tanaman juga memiliki 
fungsi untuk memperbaiki struktur udara di  perkotaan. Tanaman hidup dapat mengurangi dampak polusi 
udara dan sebagai sumber oksigen  bagi kehidupan manusia.  

 
b. Pelindung Kompos 

 
Pelindung Kompos terbuat dari bahan poliester yang berkualitas tinggi dan dirancang khusus untuk 
menutup proses pengomposan. Dengan menggunakan hilon pelindung Kompos, kompos yang terbuat 
akan mempuanyai kualitas yang tinggi karena pelindung kompos ini dapat menjaga tumpukan kompos 
dari sinar matahari dan hujan. 
 
Sirkulasi udara didalam tumpukan kompos juga dapat berjalan sehingga suhu dan kelembapan dapat 
terjaga dan memastikan proses kompos dapat lebih cepat. 
 

c. Mulsa Pertanian 
 
Mulsa adalah material penutup tanaman budidaya yang dimaksudkan untuk menjaga kelembaban tanah 
serta menekan pertumbuhan gulma dan penyakit sehingga membuat tanaman tumbuh dengan baik. 
Mulsa dapat diaplikasikan sebelum penanaman dimulai maupun setelah tanaman muncul. Mulsa 
digunakan pada berbagai aktivitas pertanian, mulai dari pertanian umum, berkebun, hingga pertanian 
industri. Mulsa disamping berfungsi sebagai pelestari lengas tanah, dalam jangka panjang juga akan 
meningkatkan kadar bahan organik tanah dan daya sangganya terhadap air. 
 
PEMULSAAN ( MULCHING ) 
Pemulsaan (mulching) merupakan penambahan bahan organik mentah dipermukaan tanah dalam usaha 
konservasi air pemberian mulsa bertujuan untuk menghambat penguapan air, sehingga sampai batas 
waktu tertentu, tanaman akan mampu menyerap air dari dalam tanah. Penghambatan penguapan air 
oleh pemulsaan dipengaruhi oleh tingkat penutupan permukaan tanah, bukan oleh tebalnya mulsa. 
 
Ada macam-macam mulsa yang dikenal seperti : 
 

i. Mulsa sisa tanaman 
ii. Musa vertikal 

                                                                                                                                                       
  

 
 

iii. Mulsa lembaran plastik 
iv. Mulsa Batu 

 
Dalam aplikasinya, geotextile dari serat stapel digunakan sebagai separator, filtrating, drainage, stabilizer dan juga sebagai 
penyangga dalam konstruksi sipil. Beberapa proyek yang telah memakai produk Perseroan adalah : 
 
1) pelapisan jalan pada tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo, Jakarta,  
2) curing dan perlindungan pada tol Cipali,  
3) Pemisah jalur rel kereta pada jalur Bojonegoro-Surabaya, Jawa Timur  
4) Double Track railway Serpong-Manggarai,  
5) Integrated shore base di Lamongan - JawaTimur. 

 

 
 
Salah satu aplikasi dari Produk Perseroan juga dapat di temukan dalam segala jenis Sarung Tangan, Jaket , Sepatu dan 
Kantung Tidur / Sleeping Bag. 
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Sejumlah merek mobil ternama telah bekerjasama dengan Perseroan untuk memberikan pengalaman berkendara yang 
kedap suara dan nyaman, Produk Perseroan melindungi badan mobil untuk memastikannya kedap geetaran saat 
berkendara dan suhu dalam kabin bisa di sesuaikan. Bahan baku Serat Stapel Poliester dari produk daur ulang yang di 
produksi oleh Perseroan digunakan dalam produksi karpet, headrest serta produk lainnya yang memberikan kenyamanan 
terdetail terkecil di dalam kendaraan.      
 

18. PRODUKSI 

Perseroan melakukan produksi serat staple buatan / Recycle Polyester Fiber dan produk non woven (bukan tenunan). 
 
Perseroan memproduksi Recycle Poliester Fiber / Re-PSF dari PET yang didaur ulang.  PET yang umumnya berasal dari 
botol air mineral. Recycle Poliester Fiber adalah salah satu dari jenis serat stapel buatan yang di produksi oleh Perseroan. 
 
Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang yang di produksi Perseron 
dibuat dari PET (polyethylene terephthalate) Bottle Flakes.  
 
Bahan baku berupa Polyethylene terephthalate / PET Bottle Flake atau  lebih dikenal sebagai botol plastik yang telah 
dicacah yang di campur dengan biji plastik yang akan di bentuk menjadi bahan setengah jadi berupa Recycle Polyester 
Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang. 
 
Jika di proses lebih lanjut Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) akan produk jadi seperti produk non woven / bukan 
tenunan atau produk lainnya seperti bantal , boneka dan produk lainnya. 
 
Perseroan sebagai salah satu pemain di industri Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang, yang merupakan produk 
pengganti dari Serat Stapel Polister yang dibuat dari bahan baku minyak mentah. 
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Sejumlah merek mobil ternama telah bekerjasama dengan Perseroan untuk memberikan pengalaman berkendara yang 
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produksi oleh Perseroan digunakan dalam produksi karpet, headrest serta produk lainnya yang memberikan kenyamanan 
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Perseroan melakukan produksi serat staple buatan / Recycle Polyester Fiber dan produk non woven (bukan tenunan). 
 
Perseroan memproduksi Recycle Poliester Fiber / Re-PSF dari PET yang didaur ulang.  PET yang umumnya berasal dari 
botol air mineral. Recycle Poliester Fiber adalah salah satu dari jenis serat stapel buatan yang di produksi oleh Perseroan. 
 
Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang yang di produksi Perseron 
dibuat dari PET (polyethylene terephthalate) Bottle Flakes.  
 
Bahan baku berupa Polyethylene terephthalate / PET Bottle Flake atau  lebih dikenal sebagai botol plastik yang telah 
dicacah yang di campur dengan biji plastik yang akan di bentuk menjadi bahan setengah jadi berupa Recycle Polyester 
Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang. 
 
Jika di proses lebih lanjut Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) akan produk jadi seperti produk non woven / bukan 
tenunan atau produk lainnya seperti bantal , boneka dan produk lainnya. 
 
Perseroan sebagai salah satu pemain di industri Serat Stapel Poliester dari Produk Daur Ulang, yang merupakan produk 
pengganti dari Serat Stapel Polister yang dibuat dari bahan baku minyak mentah. 
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Kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan yaitu penambahan sarana produksi berupa peningkatan kapasitas dengan pembangunan pabrik di Tangerang dan Mojokerto serta 
Pembelian Mesin, dimana kedepannya akan meningkatkan kapasitas yang saat ini berada di level 19.300 Ton / Tahun 
 
Saat ini kapasitas produksi re-PSF dari Perseroan (dalam Ton / Tahun) : 

Pabrik 2018 2017 2016 

Karang Anyar  10.200  10.200 10.200 

Mojokerto  8.250  6.600 1.000 

Tangerang  850  - - 

Total 19.300 16.800 11.200 

Sumber : Perseroan 
 
Selain dari re-PSF, Perseroan juga memproduksi produk-produk Non-Woven, dimana bahan baku produk tersebut berasal dari re-PSF. Berikut adalah kapasitas maksimum (dalam KG dan Pcs) Produk Non-
Woven dari Perseroan :   

Pabrik Kapasitas Maksimum 2016 - 2018 Unit 

Kabupaten Semarang 
Non Woven 1.252.000  KG 

Bedding Goods    547.000 Pcs 

Banyuasin 
Non Woven 1.046.197 KG 

Bedding Goods 296.850 Pcs 

Sumber: Perseroan 
 

19. BAHAN BAKU DAN PEMASOK 

Didalam memilih bahan baku, Perseroan memilih bahan baku yang berkualitas agar dapat memenuhi standar dari 
produknya, namun demikian untuk memenuhi standar tinggi, Perseroan memiliki banyak alternatif pemasok yang dapat 
memenuhi standar tersebut sehingga tidak dipengaruhi oleh beberapa pemasok saja.  
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Kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan yaitu penambahan sarana produksi berupa peningkatan kapasitas dengan pembangunan pabrik di Tangerang dan Mojokerto serta 
Pembelian Mesin, dimana kedepannya akan meningkatkan kapasitas yang saat ini berada di level 19.300 Ton / Tahun 
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Karang Anyar  10.200  10.200 10.200 

Mojokerto  8.250  6.600 1.000 

Tangerang  850  - - 

Total 19.300 16.800 11.200 

Sumber : Perseroan 
 
Selain dari re-PSF, Perseroan juga memproduksi produk-produk Non-Woven, dimana bahan baku produk tersebut berasal dari re-PSF. Berikut adalah kapasitas maksimum (dalam KG dan Pcs) Produk Non-
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Kabupaten Semarang 
Non Woven 1.252.000  KG 

Bedding Goods    547.000 Pcs 

Banyuasin 
Non Woven 1.046.197 KG 

Bedding Goods 296.850 Pcs 

Sumber: Perseroan 
 

19. BAHAN BAKU DAN PEMASOK 

Didalam memilih bahan baku, Perseroan memilih bahan baku yang berkualitas agar dapat memenuhi standar dari 
produknya, namun demikian untuk memenuhi standar tinggi, Perseroan memiliki banyak alternatif pemasok yang dapat 
memenuhi standar tersebut sehingga tidak dipengaruhi oleh beberapa pemasok saja.  

                                                                                                                                                       
  

 
 

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah untuk bahan baku. Sebab itu risiko terjadinya fluktuasi 
nilai tukar berpengaruh terhadap harga pembelian bahan baku.   
 
Perseroan umumnya tidak bergantung pada satu pemasok dikarenakan kemudahan Perseroan untuk berpindah ke pemasok 
lain jika diperlukan. Faktor-faktor seperti efisiensi, reliabilitas, kapasitas, penetapan harga dan layanan dipertimbangkan 
sebelum memilih pemasok.  
 
Persentase bahan baku dan bahan pembantu terhadap total pembelian Desember 2018 : 
 

Nama Pemasok persentase terhadap 
pembelian 

PT. Hilon Indonesia 18,20% 
Taekwang Industrial Co.Ltd 9,75% 
Woojin Chemical 5,66% 
Urecel Technology Co., Ltd 2,72% 
Samat 2,53% 
PT. Susilia Indah Synthetic Fibers Industries 2,40% 
Dibawah 2% 58,74% 
Total  100,00% 

 
Perseroan memperoleh bahan baku dari PT Hilon Indonesia menggunakan jaringan yang luas di seluruh Indonesia. 
Pembelian dari PT Hilon Indonesia menggunakan tingkat harga dan persyaratan yang wajar (arm’s length). 
 

20. PENJUALAN, PEMASARAN DAN PELANGGAN 

Penjualan 
 
Penjualan Perseroan tidak hanya menggunakan mata uang Rupiah, namun juga dalam USD, berikut adalah nilai Penjualan 
Bersih Perseroan : 
 

Uraian dan Keterangan 
(dalam Jutaan Rupiah) 

31 Desember  
2018 2017 2016 

Fiber  299.491 237.146 149.693 
Homeware 28.896 25.783 30.483 
Non-Woven 65.668 64.345 111.738 
Lainnya 1.578 111 22.955 
Total 395.633 327.384 314.869 

 
Penjualan 
 (dalam jutaan) 

31 Desember   
2018 2017 2016 

Pihak Afiliasi 186.834 166.985 143.813 
Pihak Ketiga 208.798 160.400 171.055 
Jumlah 395.633 327.384 314.869 

 
Rincian Sistem Penjualan 
 

A. Rencana Penjualan   

Perseroan membuat rencana penjualan yang dipersiapkan oleh Marketing Manager serta stafmya.  Rencana detail 
Penjualan dilakukan oleh Staf Marketing melakukan riset  pasar, data  kompetitor, data  produk  baru dan upaya-
upaya lainnya dalam  rangka  menambah omzet  penjualan. 
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Untuk mencapai target yang telah dipersiapakan oleh staf nya, Manager Marketing melakukan pengendalian atas 
hasil kerja bidang marketing untuk mencapai sasaran penjualan dan pembayaran yang ditetapkan. 
 
Setelah rencana penjualan difinalisasi, kemudian diberikan kepada President Director sebagai bahan perencanaan 
dan pengendalian di bidang marketing.     
 

B. Penawaran harga  
 
1. Jika pelanggan meminta penawaran harga dari bagian pemasaran, maka Staf Marketing mengajukan 

permintaan akan penawaran harga atau form Quotation sesuai dengan kebutuhan atau apabila terjadi 
perubahan harga dan strategi pemasaran dengan mengisi form Cost Calculation Work Sheet. 

2. Form Cost Calculation Work Sheet  yang telah diisi diajukan ke Factory Manager untuk diberikan perhitungan 
harga. 

3. Factory Manager memberikan penawaran harga berdasarkan kondisi harga bahan baku dan ongkos produksi 
ditambah biaya-biaya lain. 

4. Setelah diisi  oleh  Factory Manager  kemudian di  review  kembali oleh General  Manager, apabila disetujui 
dokumen di simpan oleh Factory Manager. 

5. Factory Manager mengirimkan price quotation yang sudah disetujui General Manager dengan mengisi form 
Tanda Bukti Penerimaan Cost Calculation  ke staf marketing, staf marketing lalu memberikan penawaran 
harga ke customer. 

6. General Manager berhak untuk menambahkan atau mengurangi harga sesuai dengan kondisi pasar. 
 

C. Penerimaan order baru 
 
1. Penerimaan order baru 

a. Dalam hal penerimaan order yang bukan merupakan produk repeat, staf marketing mengisi form Sample 
Request  berisi tentang: 

1) Sample Produk, 
2) Waktu Pengiriman, 
3) Jumlah yang akan diproduksi, 
4) Persyaratan pelanggan termasuk peraturan perundangan   dan persyaratan lingkungan yang 

berlaku, dan 
5) Post Delivery  

b. Berdasarkan standar dan spesifikasi sample produk yang diterima, bagian QC memberikan konfirmasi 
apakah produk tersebut dapat diproduksi atau tidak oleh Perseroan. 

c. Apabila tidak dapat diproduksi oleh Perseroan, maka staf marketing mendiskusikan hal tersebut dengan 
Marketing Manager atau Factory Manager. 

 
D. Penerimaan Repeat Order 

 
1. Customer memberikan order berupa P.O yang selanjutnya dikirim langsung ke pabrik atau melalui marketing. 
2. Apabila diterima langsung oleh pabrik, maka bagian delivery menerima P.O tersebut dan diberikan stempel 

penerimaan P.O. 
a. P.O yang telah distempel diajukan ke General Manager untuk  direview. 
b. Genenal Manager mempertimbangkan persyaratan pelanggan dengan kesesuaian proses dan 

kapabilitas perusahaan. 
1) Bila disahkan, maka bagian delivery mendistribusikan dokumen tersebut kepada PPIC 

divisi terkait dan marketing. 
2)  Bila tidak disetujui, maka akan dikonfirmasikan kepada staf marketing untuk diadakan 

negosiasi ulang. 
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Untuk mencapai target yang telah dipersiapakan oleh staf nya, Manager Marketing melakukan pengendalian atas 
hasil kerja bidang marketing untuk mencapai sasaran penjualan dan pembayaran yang ditetapkan. 
 
Setelah rencana penjualan difinalisasi, kemudian diberikan kepada President Director sebagai bahan perencanaan 
dan pengendalian di bidang marketing.     
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permintaan akan penawaran harga atau form Quotation sesuai dengan kebutuhan atau apabila terjadi 
perubahan harga dan strategi pemasaran dengan mengisi form Cost Calculation Work Sheet. 

2. Form Cost Calculation Work Sheet  yang telah diisi diajukan ke Factory Manager untuk diberikan perhitungan 
harga. 

3. Factory Manager memberikan penawaran harga berdasarkan kondisi harga bahan baku dan ongkos produksi 
ditambah biaya-biaya lain. 

4. Setelah diisi  oleh  Factory Manager  kemudian di  review  kembali oleh General  Manager, apabila disetujui 
dokumen di simpan oleh Factory Manager. 

5. Factory Manager mengirimkan price quotation yang sudah disetujui General Manager dengan mengisi form 
Tanda Bukti Penerimaan Cost Calculation  ke staf marketing, staf marketing lalu memberikan penawaran 
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6. General Manager berhak untuk menambahkan atau mengurangi harga sesuai dengan kondisi pasar. 
 

C. Penerimaan order baru 
 
1. Penerimaan order baru 

a. Dalam hal penerimaan order yang bukan merupakan produk repeat, staf marketing mengisi form Sample 
Request  berisi tentang: 

1) Sample Produk, 
2) Waktu Pengiriman, 
3) Jumlah yang akan diproduksi, 
4) Persyaratan pelanggan termasuk peraturan perundangan   dan persyaratan lingkungan yang 

berlaku, dan 
5) Post Delivery  

b. Berdasarkan standar dan spesifikasi sample produk yang diterima, bagian QC memberikan konfirmasi 
apakah produk tersebut dapat diproduksi atau tidak oleh Perseroan. 

c. Apabila tidak dapat diproduksi oleh Perseroan, maka staf marketing mendiskusikan hal tersebut dengan 
Marketing Manager atau Factory Manager. 

 
D. Penerimaan Repeat Order 

 
1. Customer memberikan order berupa P.O yang selanjutnya dikirim langsung ke pabrik atau melalui marketing. 
2. Apabila diterima langsung oleh pabrik, maka bagian delivery menerima P.O tersebut dan diberikan stempel 

penerimaan P.O. 
a. P.O yang telah distempel diajukan ke General Manager untuk  direview. 
b. Genenal Manager mempertimbangkan persyaratan pelanggan dengan kesesuaian proses dan 

kapabilitas perusahaan. 
1) Bila disahkan, maka bagian delivery mendistribusikan dokumen tersebut kepada PPIC 

divisi terkait dan marketing. 
2)  Bila tidak disetujui, maka akan dikonfirmasikan kepada staf marketing untuk diadakan 

negosiasi ulang. 

                                                                                                                                                       
  

 
 

3. Apabila order diterima oleh staf marketing, staf Administrasi Marketing mengirimkan purchase order ke factory 
dan mengkonfirmasi kembali. 

4. Selanjutnya berlaku proses seperti poin 2 

Rincian Prosedur Distribusi 
 

A. Pengiriman barang yang ada digudang 
 
1. Operasional pengiriman menerima rencana pengiriman barang/hari dari staf delivery 
2. Operasional pengiriman  memastikan kendaraan yang akan digunakan dan memastikan bahwa barang yang 

akan di kirim sesuai dengan rencana pengirimam barang/hari. 
3. Apabila terdapat kendala dalam proses pengiriman, operasional pengiriman mencatatnya dalam form laporan 

masalah delivery, untuk kekurangan pengiriman dicatat dalam form kekurangan pengiriman. 
4. Staf pengiriman atas persetujuan Kepala Pengirirnan dan operasional memutuskan apakah barang jadi 

dikirim atau tidak. 
5. Pengiriman yang tertunda dicatat dalam form Perubahan Jadwal Pengiriman. 
6. Selama proses pengiriman berlangsung disaksikan oleh sopir angkutan dan satpam Perseroan. 
7. Barang yang masuk ke dalam kendaraan di catat dalam form packing list berdasarkan permintaan dari 

pelanggan. 
8. Setelah barang selesai loading, Operasional pengiriman mengisi form daftar Muat Barang. 
9. Staf Administrasi delivery membuat Surat Jalan. 
10. Factory Manager atau Kepala Bagian PPIC memeriksa surat jalan dan memutuskan pengiriman diteruskan 

atau dibatalkan dengan pertimbangan tertentu. 
11. Staf Administrasi delivery mengajukan surat jalan ke Factory Manager dan Kepala Bagian PPIC untuk 

mendapatkan persetujuan. 

Rincian penjualan domestik dan ekspor 
 

Penjualan 
 (dalam Rp jutaan) 

31 Desember   
2018 2017 2016 

Domestik 356.330 326.706 314.423 
Ekspor 39.302 678 446 
Jumlah 395.632 327.384 314.869 

 
 

Nama Pelanggan 
2018 

(berdasarkan 
persentase 
penjualan) 

Nama Pelanggan 
2017 

(berdasarkan 
persentase 
penjualan) 

Nama Pelanggan 
2016 

(berdasarkan 
persentase 
penjualan) 

PT. Hilon Indonesia 35% PT. Hilon Indonesia 35% PT. Hilon Indonesia 27% 
PT. Samudera 
Industri 6% PT. Samudera 

Industri 9% PT. Samudera 
Industri 7% 

PT. Hilon Sumatera 6% PT. Hilon Sumatera 7% PT. Hilon Sumatera 5% 
PT. Acuan Kapas 
Utama 4% PT. Acuan Kapas 

Utama 4% CV. Aneka Jaya 
Toys 4% 

UD. Nunggal Jaya 3% CV. Aneka Jaya 
Toys 3% PT Toyota Tsusho 

Indonesia 3% 

Total 54% Total 58% Total 46% 
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Penjualan  kepada PT Hilon Indonesia maupun pihak afiliasi lain menggunakan tingkat harga dan persyaratan yang wajar 
(arm’s length). Penjualan kepada pihak afiliasi menggunakan sistem Pre-Order (PO) 
 

21. PENGEMBANGAN DAN INOVASI PRODUK 

Salah satu hasil dari interaksi hubungan dengan pelanggan adalah masukan dari pelanggan mengenai jenis produk yang 
sesuai dengan selera pasar. Informasi yang didapat ini merupakan salah satu kunci didalam pengembangan dan inovasi 
produk yang dilakukan. Perseroan yakin bahwa pengembangan produk merupakan salah satu kunci keberhasilan dan 
pertumbuhannya.  
 
Perseroan bersama dengan Group Hilon Indonesia terus melakukan invoasi dan peremajaan produk untuk memenuhi 
preferensi dan kebutuhan konsumen yang terus berubah, untuk mengikuti evolusi teknologi dan untuk mempertahankan 
daya saing. Perseroan terus mengevaluasi pasar untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai preferensi 
konsumen, dan Perseroan juga terus melakukan tinjauan pada produk baru serta pengemasan dan penyajian dari produk 
Perseroan yang telah ada. Dari waktu ke waktu, Perseroan terus memperkenalkan produk baru. 

 
Penetapan Harga 
 
Produk Perseroan bersaing di berbagai segmen pasar. Perseroan pada umumnya menentukan harga produk Perseroan 
dengan memperhatikan strategi perusahaan dan pemasaran, biaya masukan, daya beli, persaingan dan beban logistik.  
 
Dikarenakan Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan Produk tersendiri, maka tidak ada biaya yang 
telah dikeluarkan oleh Perseroan 
 

22. TEKNOLOGI INFORMASI 

Perusahaan menggunakan ERP yaitu SAP Business One sebagai sistem informasi manajemen yang digunakan meliputi 
seluruh aktifitas perusahaan sepeti produksi, perpindahan inventory, distribusi produk, customer database, vendor database 
dan lain lain. Kantor pusat, cabang, atau gudang dihubungkan dengan menggunakan ERP SAP B1. Untuk menunjang ERP 
SAP B1, perusahaan memiliki server sendiri yang dikelola dengan baik. ERP SAP B1 merupakan ERP yang bisa 
dikembangkan sehingga tidak menutup kemungkinan akan dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan mendatang.  
 

23. LOGISTIK DAN PERSEDIAAN 

Manajemen Persediaan 
 
Perseroan mengawasi dan mengelola tingkat persediaan bahan baku dan produk jadi untuk mengoptimalkan usaha. 
Perseroan memiliki manajemen untuk merencanakan dan mengalokasikan ruang gudang dan stok bahan baku dan produk 
jadi untuk menyesuaikan kebutuhan dan jadwal pengiriman. 
 
Perseroan secara aktif mengawasi dan mereview tingkat persediaan Perseroan secara rutin dan berusaha untuk mengelola 
tingkat persediaan yang layak untuk kebutuhan proses produksi Perseroan. 
 
Perseroan tidak pernah mengalami pesanan yang menumpuk seiring dengan proses manajemen yang terpadu antara 
proses Produksi dan Penjualan. 
 

24. PENGENDALIAN KUALITAS 

Sebelum memilih pemasok, Perseroan menetapkan standar terhadap pemasok untuk memastikan proses produksi tersebut 
telah memenuhi seluruh ketentuan. Bahan baku yang diterima juga diinspeksi secara teliti melalui berberbagai proses untuk 
memastikan bahan baku telah memenuhi standar kualitas Perseroan. Selama proses produksi dan sebelum barang jadi 
didistribusikan, seluruh produk Perseroan harus melalui berbagai macam inspeksi pengawasan kualitas.  
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Penjualan  kepada PT Hilon Indonesia maupun pihak afiliasi lain menggunakan tingkat harga dan persyaratan yang wajar 
(arm’s length). Penjualan kepada pihak afiliasi menggunakan sistem Pre-Order (PO) 
 

21. PENGEMBANGAN DAN INOVASI PRODUK 

Salah satu hasil dari interaksi hubungan dengan pelanggan adalah masukan dari pelanggan mengenai jenis produk yang 
sesuai dengan selera pasar. Informasi yang didapat ini merupakan salah satu kunci didalam pengembangan dan inovasi 
produk yang dilakukan. Perseroan yakin bahwa pengembangan produk merupakan salah satu kunci keberhasilan dan 
pertumbuhannya.  
 
Perseroan bersama dengan Group Hilon Indonesia terus melakukan invoasi dan peremajaan produk untuk memenuhi 
preferensi dan kebutuhan konsumen yang terus berubah, untuk mengikuti evolusi teknologi dan untuk mempertahankan 
daya saing. Perseroan terus mengevaluasi pasar untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai preferensi 
konsumen, dan Perseroan juga terus melakukan tinjauan pada produk baru serta pengemasan dan penyajian dari produk 
Perseroan yang telah ada. Dari waktu ke waktu, Perseroan terus memperkenalkan produk baru. 
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dengan memperhatikan strategi perusahaan dan pemasaran, biaya masukan, daya beli, persaingan dan beban logistik.  
 
Dikarenakan Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan Produk tersendiri, maka tidak ada biaya yang 
telah dikeluarkan oleh Perseroan 
 

22. TEKNOLOGI INFORMASI 

Perusahaan menggunakan ERP yaitu SAP Business One sebagai sistem informasi manajemen yang digunakan meliputi 
seluruh aktifitas perusahaan sepeti produksi, perpindahan inventory, distribusi produk, customer database, vendor database 
dan lain lain. Kantor pusat, cabang, atau gudang dihubungkan dengan menggunakan ERP SAP B1. Untuk menunjang ERP 
SAP B1, perusahaan memiliki server sendiri yang dikelola dengan baik. ERP SAP B1 merupakan ERP yang bisa 
dikembangkan sehingga tidak menutup kemungkinan akan dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan mendatang.  
 

23. LOGISTIK DAN PERSEDIAAN 

Manajemen Persediaan 
 
Perseroan mengawasi dan mengelola tingkat persediaan bahan baku dan produk jadi untuk mengoptimalkan usaha. 
Perseroan memiliki manajemen untuk merencanakan dan mengalokasikan ruang gudang dan stok bahan baku dan produk 
jadi untuk menyesuaikan kebutuhan dan jadwal pengiriman. 
 
Perseroan secara aktif mengawasi dan mereview tingkat persediaan Perseroan secara rutin dan berusaha untuk mengelola 
tingkat persediaan yang layak untuk kebutuhan proses produksi Perseroan. 
 
Perseroan tidak pernah mengalami pesanan yang menumpuk seiring dengan proses manajemen yang terpadu antara 
proses Produksi dan Penjualan. 
 

24. PENGENDALIAN KUALITAS 

Sebelum memilih pemasok, Perseroan menetapkan standar terhadap pemasok untuk memastikan proses produksi tersebut 
telah memenuhi seluruh ketentuan. Bahan baku yang diterima juga diinspeksi secara teliti melalui berberbagai proses untuk 
memastikan bahan baku telah memenuhi standar kualitas Perseroan. Selama proses produksi dan sebelum barang jadi 
didistribusikan, seluruh produk Perseroan harus melalui berbagai macam inspeksi pengawasan kualitas.  
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
  

 
 

25. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN 

Perseroan menganggap bahwa pengimplementasian dari praktek tanggung jawab lingkungan dan pengelolaan standar 
lingkungan yang baik merupakan asset dan keunggulan bersaing yang berharga, disamping menurunkan dampak usaha 
Perseroan terhadap lingkungan sebagai bagian dari komitmen tanggung jawab sosial. Pengimplementasian praktek 
tanggung jawab lingkungan hidup juga menurunkan risiko Perseroan atas timbulnya tanggung jawab Perseroan sehubungan 
dengan peraturan dan hukum perlindungan lingkungan.  
 
Perseroan tunduk pada berbagai macam peraturan lingkungan hidup dan tindakan tertentu yang telah dilakukan Perseroan 
kepada Pemerintah berdasarkan ketentuan dari berbagai macam izin dan lisensi yang dimilikinya. Perseroan yakin bahwa 
usaha Perseroan telah memenuhi aspek yang material sehubungan dengan peraturan lingkungan hidup yang berlaku dan 
Perseroan telah mendapatkan izin yang diperlukan sehubungan dengan peraturan lingkungan. 
 
Perijinan yang berhubungan dengan lingkungan dapat dilihat pada Sub Bab : Dokumen Lingkungan Hidup 
 
Deskripsi lebih jelas mengenai kegiatan operasional dari Perseroan yang ramah lingkungan dapat dilihat pada Sub Bab : 
Kegiatan Usaha Yang Ramah Lingkungan dan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 
Responsibility / CSR) 
 

26. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DIBANDINGKAN DENGAN PESAING 

• Perseroan merupakan bagian dari Group Hilon Indonesia yang telah berpengalaman selama 30 tahun dalam industri 
pengolahan plastik 

• Hubungan dengan Group Hilon memberikan keuntungan baik dari segi penyediaan bahan baku maupun dari segi 
penjualan bahan setengah jadi 

• Model bisnis yang unik dimana bahan baku produk Perseroan berupa plastik, cukup banyak di Indonesia 
• Perseroan diuntungkan dengan tingginya harga minyak mentah dunia 
• Kemampuan Pengembangan Produk Dan Kapabilitas Produksi Yang Kuat, Dan Rekam Jejak Pada Inovasi Produk 

Yang Telah Terbukti. 
• Tim Manajemen Yang Berpengalaman Dengan Rekam Jejak Yang Baik Dalam Industri 

 
Berikut adalah deskripsi dari keunggulan kompetitif Perseroan 
 
Perseroan merupakan bagian dari Group Hilon Indonesia yang telah berpengalaman selama 30 tahun dalam 
industry pengolahan plastik 
 
Perseroan merupakan bagian dari Group Hilon Indonesia yang telah lebih berkecimpung dalam produk daur ulang di 
Indonesia. Pada awalnya semua ada produksi bahan baku menjadi bahan jadi ada di Hilon Indonesia namun kemudian di 
tahun 2001, Hilon Indonesia mulai mendirikan Perseroan yang  memproduksi Recycle Polyester Staple Fiber atau Serat 
Staple Poliester dari produk daur uang yang bahan bakunya menggunakan PET Bottle Flakes / PET Botol Plastik yang telah 
dicacah.  
 
Hubungan dengan Group Hilon memberikan keuntungan baik dari segi penyediaan bahan baku maupun dari segi 
penjualan bahan setengah jadi 
 
Didalam mencari bahan baku, Perseroan selalu mencari harga bahan baku yang bersaing. Salah satu cara yang dilakukan 
selain mencari supplier PET Botol Plastik yang sudah dicacah dengan harga yang paling murah. Perseroan juga mencari 
bahan baku menggunakan jaringan pabrik dari group Hilon Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Terkadang harga 
bahan baku yang di beli didaerah plus ongkos antar lebih murah harganya dengan pembelian di sekitar pabrik Perseroan 
didaerah Tangerang.  
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Model bisnis yang unik dimana bahan baku produk Perseroan berupa plastik, cukup banyak di Indonesia 
 
Perseroan merupakan salah satu dari perusahaan yang menggunakan botol plastik yang telah dicacah / PET Bottle Flakes 
sebagai bahan baku. Oleh sebab itu Perseroan memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh industri pengolahan lainnya di 
Indonesia. Indonesia yang merupakan penghasil sampah kedua terbesar dunia memberikan potensi akan bahan baku yang 
berlimpah di Indonesia 
 
Perseroan diuntungkan dengan tingginya harga minyak mentah dunia 
 
Perseroan sebagai salah satu pemain di industri Recycle Polyester Staple Fiber (re-PSF) atau Serat Stapel Poliester dari 
Produk Daur Ulang, yang merupakan produk pengganti dari Serat Stapel Polister yang dibuat dari bahan baku minyak 
mentah / Virgin PSF. Dengan demikian jika harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan maka Perseroan adalah pihak 
yang paling menikmati keuntungan dari kenaikan harga bahan baku. 
 
Kemampuan Pengembangan Produk Dan Kapabilitas Produksi Yang Kuat, Dan Rekam Jejak Pada Inovasi Produk 
Yang Telah Terbukti. 
 
Kemampuan yang baik dalam pengembangan produk telah membuat Perseroan mampu memproduksi beragam produk dan 
meningkatkan kualitas produknya bertahun-tahun. Tim pengembangan mengumpulkan intelejensi pasar secara regular dari 
tim penjualan dan pemasaran untuk mengembangkan produk baru dalam rangka peningkatan dan perluasan ragam produk-
produk Perseroan.  
 
Tim pengembangan produk Perseroan memiliki rekam jejak yang baik atas inovasi-inovasi produk yang memenuhi tren 
konsumen, perkembangan tekonologi dan persaingan. Perseroan meyakini bahwa riset produk dan kemampuan 
pengembangan produk telah menjadikan Perseroan mampu meningkatkan kualitas produk yang ada, perluasan ragam 
produk secara terus menerus dan diversifikasi bauran produk dari produk-produk Perseroan, serta mempertahankan daya 
saing Perseroan di dalam industri plastik daur ulang di Indonesia. 
 
Perseroan yakin bahwa pedoman yang digunakan pada fasilitas produksi Perseroan memastikan bahwa pelanggan 
Perseroan telah mendapatkan produk yang berkualitas yang sesuai dengan cara produksi yang baik (best in class 
manufacturing process).  
 
Tim Manajemen Yang Berpengalaman Dengan Rekam Jejak Yang Baik Dalam Industri 
 
Tim manajemen senior Perseroan telah lama bekerja di Perseroan dan memiliki pengalaman yang luas dalam industri 
pengolahan plastik daur ulang di Indonesia.  
 
Perseroan juga mendapat manfaat dari tim manajemen yang berpengalaman dan memiliki jiwa kewirausahaan yang selama 
ini telah menunjukkan kemampuannya dalam mengembangkan bisnis, mengembangkan merek di berbagai segmen 
konsumen, mengembangkan dan menumbuhkan budaya inovasi dan unggul pada seluruh organisasi Perseroan, dan 
meningkatkan pertumbuhan usaha Perseroan.  
 
Perseroan meyakini bahwa pengalaman dan pengetahuan pasar dari tim manajemen Perseroan dan hubungan bisnis yang 
telah mereka kembangkan dengan mitra utama, pemasok dan pelanggan akan terus memberi keuntungan terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan Perseroan di masa depan. 
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produk secara terus menerus dan diversifikasi bauran produk dari produk-produk Perseroan, serta mempertahankan daya 
saing Perseroan di dalam industri plastik daur ulang di Indonesia. 
 
Perseroan yakin bahwa pedoman yang digunakan pada fasilitas produksi Perseroan memastikan bahwa pelanggan 
Perseroan telah mendapatkan produk yang berkualitas yang sesuai dengan cara produksi yang baik (best in class 
manufacturing process).  
 
Tim Manajemen Yang Berpengalaman Dengan Rekam Jejak Yang Baik Dalam Industri 
 
Tim manajemen senior Perseroan telah lama bekerja di Perseroan dan memiliki pengalaman yang luas dalam industri 
pengolahan plastik daur ulang di Indonesia.  
 
Perseroan juga mendapat manfaat dari tim manajemen yang berpengalaman dan memiliki jiwa kewirausahaan yang selama 
ini telah menunjukkan kemampuannya dalam mengembangkan bisnis, mengembangkan merek di berbagai segmen 
konsumen, mengembangkan dan menumbuhkan budaya inovasi dan unggul pada seluruh organisasi Perseroan, dan 
meningkatkan pertumbuhan usaha Perseroan.  
 
Perseroan meyakini bahwa pengalaman dan pengetahuan pasar dari tim manajemen Perseroan dan hubungan bisnis yang 
telah mereka kembangkan dengan mitra utama, pemasok dan pelanggan akan terus memberi keuntungan terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan Perseroan di masa depan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
  

 
 

27. TINJAUAN INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA 

Informasi dalam bab ini telah di ambil dari berbagai sumber independen dimana laporan tersebut mencerminkan kondisi 
market berdasarkan survei dan sumber informasi publik. Referensi terhadap sumber independen tidak mencerminkan 
pendapat tentang kelayakan investasi pada Perseroan. Direksi Perseroan percaya bahwa sumber informasi yang tercantum 
dalam bab ini adalah informasi yang berasal dari sumber terpercaya dan informasi tersebut telah direproduksi secara akurat 
dan dalam bentuk dan konteks yang tepat. Direksi tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa informasi tersebut salah atau 
menyesatkan. Informasi yang telah disiapkan oleh pihak independen dan tertera pada bab Tinjauan Industri tidak diverifikasi 
secara independen oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi, Penjamin Emisi Efek atau pihak lainnya yang terlibat dalam 
Penawaran Umum Perdana. Tidak ada juga jaminan dari Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek 
atau pihak lainnya yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana pada keakuratan informasi dan informasi tersebut tidak 
boleh diandalkan dalam keputusan investasi. 
 
27.1  TINJAUAN MAKROEKONOMI  

 
Pada bagian tinjauan makroekonomi ini, pertama, akan dibahas perbandingan secara umum perekonomian Indonesia 
dengan negara-negara pembanding seperti AS dan Tiongkok untuk mewakili negara maju, kemudian akan dibandingkan 
pula dengan India, Korea, Thailand, Malaysia, dan Vietnam sebagai pembanding negara berkembang Asia. Bagian kedua 
akan membahas indikator-indikator penting ekonomi, kondisi perekonomian, serta pandangan ke depan perekonomian 
Indonesia. 
 
27.1.1 PERBANDINGAN MAKROEKONOMI INDONESIA DENGAN INTERNASIONAL 

 
Gambar 1: PDB Nominal di Pasar Sasaran Terpilih, 2013 – 2023F 
 

 
CAGR AS Tiongkok India Korea Indonesia Thailand  Malaysia Vietnam 

2013 – 2018E  4,1% 6,9% 7,7% 4,9% 1,9% 3,1% 1,3% 7,2% 
2018E – 2023F 3,8% 7,8% 10% 4,4% 7,5% 5,9% 7,5% 9,3% 
Sumber: International Monetary Fund (IMF) 
 
Untuk melihat perkembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, maka diperlukan perbandingan dengan negara maju 
dan berkembang. Jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti Tiongkok, India, Thailand, Malaysia dan 
Vietnam, negara Indonesia mengalami pertumbuhan yang relatif rendah yang dikarenakan kejadian-kejadian ekonomi global 
di tahun sebelum 2018. Pada tahun 2013, negara Tiongkok yang merupakan salah satu negara target ekspor Indonesia, 
mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga terjadi penurunan ekspor Indonesia ke Tiongkok dari US$ 17,6 
miliar pada tahun 2014 menjadi US$ 15,0 miliar di tahun 2015. Di samping itu, secara global, juga terjadi penurunan harga 
minyak dan komoditas, sehingga neraca defisit berjalan Indonesia mengalami peningkatan dan memuncak pada tahun 
2013. Kejadian-kejadian tersebut mengakibatkan terjadinya taper tantrum di Indonesia dan menyebabkan keluarnya arus 
modal keluar dari Indonesia pada tahun 2013 dan 2014. Jika dibandingkan dengan Thailand, Vietnam dan Malaysia, 
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Indonesia tetap memiliki pertumbuhan PDB secara nominal yang lebih besar, yaitu sebesar US $ 88 miliar, hal ini 
menunjukan pertumbuhan Indonesia masih stabil di tengah ketidakpastian ekonomi pada periode tersebut. 
 
Menurut prediksi IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami pemulihan dan percepatan tahun 2018 ke depan, 
dengan pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 7.5% selama lima tahun ke depan sehingga akan mencapai PDB nominal 
sebesar US$ 1.446 miliar pada tahun 2023, dengan pertumbuhan di kisaran 6% pada tahun 2019, kemudian terjadi 
percepatan di tahun 2020 dengan pertumbuhan 10%, diikuti dengan pertumbuhan stabil pada 7% antara tahun 2020 sampai 
2023. Jika dibandingkan dengan negara berkembang dan maju yang terpilih, Indonesia diproyeksi memiliki pertumbuhan 
yang bersaing dengan negara lain seperti Tiongkok dan Malaysia. Proyeksi laju pertumbuhan PDB nominal yang tinggi ini 
disebabkan oleh perubahan fokus pemerintah Indonesia untuk membangun dan investasi infrastruktur yang besar, kondisi 
politik yang diprediksi stabil, dan perkembangan kondisi neraca yang terus membaik dari Indonesia. 
 
Untuk mengembangkan infrastruktur dan investasi produktif negara, Pemerintah Indonesia akhir-akhir ini lebih agresif dalam 
meningkatkan hutang negara, di mana hutang negara pada kuartal 1 tahun 2019 sebesar 1.7 kali lebih besar dari hutang 
tahun 2014. Meskipun terdapat kekhawatiran atas meningkatnya hutang negara, jika dibandingkan dengan negara lain, 
Indonesia masih mempertahankan rasio hutang-dengan-PDB dibawah 30%. Ditambah lagi, rasio ini lebih kecil jika 
dibandingkan dengan negara berkembang lain seperti Thailand (42%), Malaysia (55%), Vietnam (58%), atau Brazil (88%).  
 
 
Gambar 2: Rasio Hutang-dengan-PDB Indonesia 
Dibandingkan dengan Negara Lain 

Gambar 3: Hutang Negara – Jangka Panjang dan Jangka 
Pendek 

Sumber: CEIC, LPEM Universitas Indonesia 
 
Aspek berikutnya adalah melihat sifat dari hutang negara tersebut, untuk melihat keberlangsungan manajemen hutang 
tersebut. Pertama, sebagian besar dari hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah dalam mata uang domestik. Pada 
kuartal 3 tahun 2018, hutang bermata uang Rupiah berjumlah sebesar IDR 2.544 miliar atau sekitar 58% dari total hutang. 
Jika dibandingkan dengan tahun 2014, total hutang bermata uang Rupiah meningkat dari 57% ke 58% di tahun 2018 dan 
mengingat Rupiah telah terdepresiasi 20% semenjak 2014, Pemerintah Indonesia tergolong hebat dalam menjaga rasio 
hutang dengan mata uang asing. Kedua, hampir semua hutang pemerintah adalah dalam waktu jangka panjang 
dibandingkan dengan jangka pendek. Hutang dalam jangka panjang lebih diprioritaskan oleh pemerintah karena  hutang 
tersebut digunakan untuk infrastruktur dan pengembangan manusia yang produktif, di mana manfaat investasi tersebut akan 
direalisasikan dalam jangka panjang sesuai dengan periode hutang tersebut. 
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Indonesia tetap memiliki pertumbuhan PDB secara nominal yang lebih besar, yaitu sebesar US $ 88 miliar, hal ini 
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Gambar 2: Rasio Hutang-dengan-PDB Indonesia 
Dibandingkan dengan Negara Lain 

Gambar 3: Hutang Negara – Jangka Panjang dan Jangka 
Pendek 

Sumber: CEIC, LPEM Universitas Indonesia 
 
Aspek berikutnya adalah melihat sifat dari hutang negara tersebut, untuk melihat keberlangsungan manajemen hutang 
tersebut. Pertama, sebagian besar dari hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah dalam mata uang domestik. Pada 
kuartal 3 tahun 2018, hutang bermata uang Rupiah berjumlah sebesar IDR 2.544 miliar atau sekitar 58% dari total hutang. 
Jika dibandingkan dengan tahun 2014, total hutang bermata uang Rupiah meningkat dari 57% ke 58% di tahun 2018 dan 
mengingat Rupiah telah terdepresiasi 20% semenjak 2014, Pemerintah Indonesia tergolong hebat dalam menjaga rasio 
hutang dengan mata uang asing. Kedua, hampir semua hutang pemerintah adalah dalam waktu jangka panjang 
dibandingkan dengan jangka pendek. Hutang dalam jangka panjang lebih diprioritaskan oleh pemerintah karena  hutang 
tersebut digunakan untuk infrastruktur dan pengembangan manusia yang produktif, di mana manfaat investasi tersebut akan 
direalisasikan dalam jangka panjang sesuai dengan periode hutang tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
  

 
 

Gambar 4: Persentase Kelas Menengah pada Pasar Berkembang Terpilih, Tahun 2015 dan 2020F 

                                                                                                                                                                                              
CAGR Tiongkok Indonesia India Thailand Malaysia Vietnam 
2015 – 2020F  4.0% 5,5% 4,8% 2,3% 1,3% 8,9% 
Sumber: BCG. Capitalizing on Asia’s Booming Upper Middle Class, https://www.bcg.com/publications/2016/globalization-growth-capitalizing-asias-
boomingupper-middle-class.aspx 
 
Dibandingkan dengan negara lain di dunia seperti Jepang dan Singapura, Indonesia merupakan negara dengan penduduk 
yang relatif muda dengan median umur pada 30.2 tahun. Ditambah lagi menurut data BCG, Indonesia juga merupakan salah 
satu negara yang memiliki laju pertumbuhan populasi kelas menengah dibandingkan negara berkembang Asia lainnya. 
Pertumbuhan kelas menengah Indonesia diprediksi akan bertumbuh secara majemuk tahunan sebesar 5,5% dari tahun 
2015 hingga 2020. Kemudian, jika dibandingkan dengan negara lain, persentase kelas menengah Indonesia merupakan 
yang rendah yaitu 20% dari total penduduk, di mana hal ini menunjukan potensi perkembangan yang paling besar jika 
dibanding negara Asia lain. Dengan perkembangan ekonomi dan lonjakan kelas menengah tersebut, jumlah konsumen dan 
pasar polyester di Indonesia akan terus bertambah dan menciptakan peluang bagi pendaur ulang plastik dan produsen 
polyester. 
 
27.1.2 KONDISI MAKROEKONOMI INDONESIA DAN PANDANGAN KE DEPAN 

Secara umum, Perekonomian Indonesia menuju ke arah yang lebih baik menimbang pemerintah telah lebih bijaksana dalam 
mengatur RAPBN tahun 2019 dalam menjaga kestabilan makroekonomi di tengah ketidakpastian global. Pada tahun 
sebelumnya, belanja fiskal pemerintah terfokus pada belanja infrastruktur dalam rangka menstimulus pertumbuhan PDB di 
jangka panjang, di mana pertumbuhan belanja infrastruktur mencapai 41% di tahun 2017 dibanding tahun 2016. Untuk tahun 
2019 ini, pemerintah lebih memfokuskan belanja untuk meningkatkan konsumsi dan menjaga kestabilan, di mana hal ini 
dibuktikan pada peningkatan belanja infrastruktur hanya pada angka 2,4% di 2019 dibandingkan tahun 2018.Dengan 
meningkatkan anggaran untuk kemiskinan dan perlindungan, hal ini diharapkan akan mendukung konsumsi masyarakat 
kelas bawah dan menurunkan pengangguran di kelas tersebut. 
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Gambar 5: Pertumbuhan Tahun-ke-Tahun RAPBN Pemerintah Indonesia 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 
 
Dengan anggaran RAPBN yang lebih ketat serta kebijakan yang bertujuan untuk menghemat anggaran negara, defisit fiskal 
akan berkurang di angka rasio defisit fiskal dengan PDB di angka 1,84% dan rasio neraca primer dengan PDB mendekati 
angka nol pada -0,13%. Dengan berkurangnya defisit tersebut, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dari 
surat hutang negara di tengah ketidakpastian global terhadap pasar obligasi negara seperti yang terjadi di Argentina, Turki 
dan Italia, yang telah memberi efek negatif kepada nilai Rupiah. Dengan adanya tantangan global ke depan, Indonesia 
diprediksi akan menjaga defisit fiskal di angka yang rendah. Namun, dengan adanya RAPBN yang mendukung konsumsi, 
diharapkan akan mengimbangi efek ketatnya anggaran. Ditambah dengan adanya kegiatan pemilihan umum dan 
meningkatnya permintaan secara umum, diharapkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 akan bertumbuh stabil dan 
mendukung industri manufaktur. 
 

Gambar 6: Defisit Fiskal Berjalan Gambar 7: Neraca Pendapatan Primer Indonesia 

Sumber: Kementerian Keuangan 
 
Di bidang moneter, Pemerintah Indonesia telah meningkatkan suku bunga acuan (7D Repo Rate) untuk keenam kalinya 
pada tahun 2018 dan perubahan suku bunga acuan tersebut akan bergantung dengan data tahun ke depannya. Pasar 
Bloomberg Consensus memprediksi suku bunga acuan bertahan pada tingkat 6%, karena angka sekarang telah 
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AS dan Tiongkok, tingkat suku bunga 6% telah mengurangi ketidakpastian dari pergerakan US Fed Rate. Secara 
keseluruhan, meskipun peningkatan suku bunga terjadi, tingkat inflasi bulanan Indonesia masih terjaga dan stabil di angka 
2,7% sampai 3,1%. Di tahun 2019, tingkat inflasi diprediksi akan meningkat seiring dengan terjadinya pemilihan umum dan 
meningkatnya konsumsi. Hal ini akan berimbas kepada perkembangan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2019, dan 
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Gambar 5: Pertumbuhan Tahun-ke-Tahun RAPBN Pemerintah Indonesia 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 
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Gambar 8: Inflasi Bulanan dan BI 7 Day Repo Rate 

 
Sumber: Bloomberg 
 
Gambar 9: Pertumbuhan Indeks Manufaktur dan Produksi (Kiri) dan Indeks Konsumsi (Kanan) 

 
Sumber: Bloomberg 
 
Industri manufaktur merupakan salah satu industri terpenting dalam mendorong perekonomian Indonesia. Menurut data 
BPS, sektor manufaktur diprediksi berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 19.66% pada kuartal 3 tahun 2019. 
Sektor manufaktur juga merupakan salah satu kontributor dari PDB dari sektor lainnya, yaitu sebesar 0.91% di kuartal 3 
tahun 2018 lalu. Mengingat Indonesia memiliki populasi muda dan pendapatan yang bertumbuh, ditambah perkembangan 
infrastruktur yang signifikan selama ini, industri manufaktur akan berkembang untuk melayani kebutuhan domestik yang 
meningkat. Selain domestik, produsen manufaktur yang berorientasi ekspor akan didukung oleh melemahnya Rupiah dan 
berkembangnya pasar ekspor. Melihat indeks konsumsi masyarakat yang terus meningkat di atas angka 120 dan indeks PMI 
(Purchasing Manager’s Index) yang menunjukan kesehatan industri manufaktur dan jasa pada angka di atas 50, diharapkan 
tren ini akan terus membaik untuk mendukung produsen seperti Inocycle. 
 
Pertumbuhan PDB Indonesia dari tahun 2000 hingga 2016 sebagian besar ditopang oleh konsumsi masyarakat (55% 
pertumbuhan PDB) dan investasi (36% dari pertumbuhan PDB). Oleh karena itu Pemerintah Indonesia telah sadar akan 
pentingnya membangkitkan industry manufaktur, mengingat Indonesia telah berkembang mulai dari meningkatnya ranking 
dari 41 ke 36 di Global Competitive Index, bonus demografi untuk 15 tahun ke depan, namun masih minimnya nilai ekspor 
Indonesia dibanding negara ASEAN lainnya. Ditambah lagi, kompetisi global untuk buruh semakin ketat, dimana Indonesia 
masih tertinggal di angka produktivitas dan biaya bagi pekerja buruh, jika dibandingkan dengan Tiongkok dan India. Untuk 
mengatasi masalah tersebut, Kementerian Perindustrian meluncurkan program “Industri 4.0”, yang merupakan prioritas 
nasional untuk membangkitkan industri manufaktur Indonesia melalui teknologi. Bersama Presiden Joko Widodo, 
membangkitkan industri manufaktur telah menjadi prioritas strategis nasional, menunjukan keseriusan pemerintah dalam 
membangun industri ini. 
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Gambar 10: Produktivitas Pekerja Gambar 11: Produktivitas Pekerja per Biaya 
 

 
Sumber: A.T. Kearney, Economist Intelligence Unit 
 
Program “Industri 4.0” memiliki beberapa target terukur di tahun 2030, yang pertama pertumbuhan PDB 1-2% yang berasal 
dari industri manufaktur, kedua, 10 juta lapangan pekerjaan baru, dan yang terakhir adalah 25% PDB berasal dari industri 
manufaktur. Terdapat lima sektor yang menjadi fokus pemerintah, yang memiliki target untuk menjadi total 60% PDB 
manufaktur Indonesia, salah satunya adalah industri tekstil dan produk tekstil. Perlu diketahui bahwa industri tekstil adalah 
industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja (2,7 juta pekerja di tahun 2017), sehingga kemajuan industri lewat program 
ini diharapkan dapat mengurangi biaya yang signifikan di bidang tenaga kerja. Teknologi canggih di bidang manufaktur 
tekstil, selain mengurangi biaya dan mempercepat produksi, juga dapat mengembangkan industri baru seperti yang 
dilakukan oleh Inocycle dalam mendaur ulang sampah plastik menjadi bahan pakaian. Inocycle diharapkan dapat menjadi 
pelopor dalam inovasi industri tekstil dan industri daur ulang, yang dapat menjadi contoh bagi industri tekstil dalam 
menggabungkan teknologi dan daur ulang untuk menjadi bahan tekstil. 
 
Gambar 12: Sektor Prioritas Industry 4.0 – Kementerian Perindustrian 

 
Sumber: A.T. Kearney 
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Sumber: A.T. Kearney, Economist Intelligence Unit 
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27.2  ANALISA PERMINTAAN SERAT STAPEL POLIESTER (PSF) DI KANCAH GLOBAL 

Konsumsi global untuk serat stapel poliester (Polyester Staple Fiber atau PSF) diprediksi akan berlanjut dengan total 
konsumsi pada 17.812 kilo ton pada tahun 2018. Konsumsi tersebut diproyeksi akan bertumbuh sebesar 4,7% setiap tahun 
dan mencapai 23.464 kilo ton di tahun 2025. Kenaikan tersebut bukan hanya karena kegunaan aplikasi PSF di industri 
tekstil, namun juga aplikasi yang baru seperti industri bangunan dan pengerjaan sipil, otomotif, perumahan, dan infrastruktur, 
 
Seiring dunia mulai sadar akan keberlangsungan alam dan lingkungan, permintaan kepada serat stapel poliester daur ulang 
semakin diminati untuk pemakaian industri tekstil yang berkelanjutan. Dengan berubahnya persepsi dan tingkah laku 
masyarakat terhadap pemakaian bahan baku daur ulang yang ramah lingkungan, diharapkan pemakaian PSF daur ulang 
akan meningkat secara bertahap. Tren pemakaian ini secara industri akan menguntungkan produsen yang membuat 
produknya menggunakan bahan baku daur ulang seperti daur ulang PSF. 
 
Gambar 13: Konsumsi Serat stapel poliester Global Gambar 14: Konsumsi Nonwoven Global  

Sumber: Inocycle, Riset Shinhan Sekuritas Indonesia 
 
Polyester memiliki beberapa keunggulan sebagai pengganti bahan katun. PSF bersifat kuat, dapat menahan gerakan 
repetitif, tahan terhadap peregangan, penyusutan, dan gangguan jamur. PSF dapat dengan mudah menyimpan suhu 
panas,dan tetap elastis jika basah maupun kering. Karena bahan PSF bersifat hidrofobik (menolak air), bahan ini bisa 
dipakai di lingkungan lembab atau basah. Kemudian, PSF dapat dibentuk menjadi beragam bentuk tanpa menjadi kusut dan 
memiliki sifat tahan terhadap suhu tinggi. Keunikan PSF ini telah membuat bahan ini semakin digunakan di banyak bidang 
seperti sebagai serat bahan, otomotif, tekstil, filtrasi, dan pembuatan rumah. Luasnya penggunaan PSF telah mendorong 
konsumsi global PSF lebih cepat dari pertumbuhan penduduk dan tumbuh seiring pertumbuhan PDB. Pertumbuhan 
konsumsi PSF secara global juga telah lebih cepat daripada pertumbuhan PDB dunia. Konsumsi PSF secara global 
diestimasi akan tumbuh sebesar 6,2% (CAGR) mencapai 13.367 ton pada tahun 2022 
 
Gambar 15: Penyumbang Sampah Plastik Terbesar di Dunia 2017 

 
 
Sumber: The Jakarta Post, Shinhan Sekuritas Indonesia 
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Dunia semakin berkembang dan berubah, dan kepedulian terhadap masalah lingkungan semakin mendapatkan momentum. 
Sayangnya, Indonesia adalah salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, dengan 3,22 juta metrik ton, 
dan hanya di bawah angka Tiongkok pada 8,82 juta metrik ton. Hal ini telah mendorong pemerintah untuk menyelesaikan 
masalah lingkungan segera mungkin, dengan mendorong daur ulang sampah botol plastik PET dalam rangka mencapai 
tujuan mengurangi sampah plastik di laut sebanyak 70% di tahun 2025. Aplikasi pemakaian sampah botol plastik semakin 
banyak dipakai di dunia. Contohnya, perusahaan merek Nike sejak 2018 telah mulai memproduksi sepatunya dengan 
memanfaatkan sampah botol plastik PET sebagai bahan untuk mengurangi konsumsi sebesar 30%, dibanding dengan 
polyester non-daur ulang. Tren pemakaian bahan baku yang berkelanjutan dan ramah lingkungan akan menjadi pendorong 
pertumbuhan perusahaan seperti Inocycle yang fokus memproduksi polyester dari botol daur ulang. Secara global, Inocycle 
memiliki posisi yang diuntungkan secara global dikarenakan tren untuk memakai bahan daur ulang oleh merek global 
semakin bertambah. 
 
27.3  ANALISA PERMINTAAN SERAT STAPEL POLIESTER (PSF) DI INDONESIA 

Permintaan untuk serat stapel poliester di Indonesia diestimasikan akan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan PDB dan 
populasi masyarakat yang memiliki tren konsumsi yang meningkat. Total konsumsi serat stapel poliester telah mencapai 814 
ribu ton pada tahun 2017 dan diprediksi akan bertumbuh sebesar 7% di tahun 2018, dengan asumsi tren pertumbuhan yang 
sama. Bahan Virgin Serat Stapel Poliester (PSF) dan Recycled Serat stapel poliester (Re-PSF) adalah bahan yang dapat 
disubstitusi satu dengan yang lainnya. Namun demikian, bahan Re-PSF memiliki harga lebih murah daripada Virgin PSF 
dikarenakan stabilnya harga Re-PSF sebagai bahan baku. Hal ini dikarenakan Pemerintah Tiongkok memiliki aturan untuk 
melarang seluruh impor bahan PET, sehingga jumlah persediaan PET yang tinggi di Asia mendorong harga PET untuk 
turun. Porsi dari konsumsi Re-PSF dari total serat stapel poliester di Indonesia adalah sekitar 17% atau sekitar 138 ribu ton, 
dan perbedaan harga antara Re-PSF dan virgin PSF adalah sekitar 10%, dimana harga Re-PSF lebih rendah. Untuk lebih 
mengerti permintaan Re-PSF di Indonesia, perlu dilihat tren pemakaian bahan tersebut di berbagai bidang di Indonesia 
seperti otomotif, konstruksi dan sipil, serta kasur dan pakaian. 
 
Gambar 16: Konsumsi Serat stapel poliester Indonesia  Gambar 17: Konsumsi Nonwoven Indonesia 

 

 
Sumber: Smithers Apex, PwC Analysis, estimasi Shinhan Sekuritas Indonesia 
 
Gambar 18: Komposisi Penggunaan Re-PSF dan Virgin-PSF 
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Dunia semakin berkembang dan berubah, dan kepedulian terhadap masalah lingkungan semakin mendapatkan momentum. 
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seperti otomotif, konstruksi dan sipil, serta kasur dan pakaian. 
 
Gambar 16: Konsumsi Serat stapel poliester Indonesia  Gambar 17: Konsumsi Nonwoven Indonesia 

 

 
Sumber: Smithers Apex, PwC Analysis, estimasi Shinhan Sekuritas Indonesia 
 
Gambar 18: Komposisi Penggunaan Re-PSF dan Virgin-PSF 
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27.3.1 PERMINTAAN PSF DI BIDANG OTOMOTIF 

Gambar 19: Konsumsi Nonwoven Otomotif Indonesia Gambar 20: Jumlah Kendaraan per 1000 Penduduk 
 

 
Sumber: Smithers Apex, PwC Analysis, estimasi Shinhan Sekuritas Indonesia 
 
Permintaan PSF di bidang otomotif bertumbuh seiring pemakaian bahan staple fiber di industri otomotif yang bertumbuh, 
dikarenakan pemakaian staple fiber sebagai bahan utama untuk pelapis bagian atap, isolasi kap, dan karpet lantai mobil. 
Bertumbuhnya kepemilikan mobil di Indonesia didukung oleh bertambahnya jumlah masyarakat kelas menengah dan 
rendahnya penetrasi pasar mobil Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara lain, angka kepemilikan kendaraan per 1000 
penduduk di angka 87 di Indonesia masih jauh d ibawah negara-negara lain seperti Singapura yang berada di angka 147 
kendaraan atau Malaysia yang berada di angka 433 kendaraan. Rendahnya penetrasi ini dapat menjadi ruang tumbuh yang 
sangat besar bagi produsen pelengkap bahan mobil seperti Inocycle. Penjualan mobil menjadi indikator penting dan akan 
mendorong konsumsi non woven otomotif Indonesia sebesar 7,2% per tahun sampai tahun 2022 dan akan mencapai 
konsumsi sebesar 21,4 kiloton dari 2018. Inocycle sebagai grup telah mendapatkan kontrak produksi dengan merek-merek 
otomotif besar di Indonesia seperti Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi, dan Nissan melalui produksi non woven 
untuk bahan bagian dalam mobil tersebut. 
 
Gambar 21: Produk Inocycle di Industri Otomotif 
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konsumsi non woven di bidang konstruksi sipil akan mencapai 21.7 kiloton pada tahun 2022. Dalam aplikasinya, geotekstil 
dari serat stapel digunakan sebagai separator, filtrating, drainage, stabilizer dan juga sebagai penyangga dalam konstruksi 
sipil Dalam konteks Inocycle, beberapa proyek yang telah memakai produk Perseroan adalah; 1.) pelapisan jalan pada tol 
Prof. Dr. Ir. Sedyatmo, Jakarta, 2.) curing dan perlindungan pada tol Cipali, 3.) Pemisah jalur rel kereta pada jalur 
Bojonegoro-Surabaya, Jawa Timur 4.) Double Track railway Serpong-Manggarai, 5.) Integrated shore base di Lamongan - 
JawaTimur. 
 

Gambar 22: Konsumsi Nonwoven Pekerjaan Sipil Indonesia Gambar 22: Konsumsi Nonwoven Bangunan/Atap Indonesia 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Smithers Apex, PwC Analysis, estimasi Shinhan Sekuritas Indonesia 
 
Di bidang konstruksi perumahan, permintaan bahan nonwoven juga diestimasi akan bertumbuh karena pertumbuhan 
pemukiman residensial dan bangunan komersial. Berarti, pertumbuhan seluruh kota Indonesia dan proyek properti baru 
akan mendukung permintaan tekstil non woven sebagai bahan pendukung dalam pembangunan. Inocycle Felt memiliki 
beberapa produk untuk melayani bangunan dan konstruksi seperti bantalan isolasi termal (roll), panel insulasi akustik 
(lembaran), pembungkus saluran fleksibel (roll) dan konstruksi bangunan linier kondisi udara Hvac. Permintaan potensial di 
Indonesia untuk bangunan / atap nonwoven diperkirakan 6,9 kiloton pada tahun 2019atau tumbuh sebesar 13,6% (CAGR) 
sejak 2012 sebesar 3,2 kilo. Konsumsi bangunan / atap bukan tenunan diperkirakan akan meningkat sebesar 12% (CAGR) 
menjadi 10,85 kilometer di 2022 atau mencerminkan 2 kali dari pertumbuhan PDB sebagaimana tercermin pada pola historis 
sebelumnya. 
 
27.3.3 PERMINTAAN PSF SEBAGAI PAKAIAN DAN KASUR   

Penerapan PSF sebagai pengganti kapas di pasar pakaian jadi diperkirakan akan terus meningkat. Inocycle sebagai 
produsen kembali PSF telah menjadi pemasok terkemuka untuk bahan nonwoven di Indonesia mulai dari jaket, sepatu, topi 
dan tas. Pasangan pertumbuhan pendapatan menengah dengan populasi besar akan memberikan peluang besar bagi 
Inocycle untuk memperluas bisnisnya. Total ukuran pasar seperti ditunjukkan oleh pendapatan pakaian jadi di Indonesia 
untuk pria dan wanita sebesar US $ 5.340 juta pada 2018 atau naik 5% dari tahun ke tahun. Total pasar pakaian jadi 
diperkirakan tumbuh sebesar 5,9% pada USD 6.245juta hingga 2021 dengan mengasumsikan laju pertumbuhan yang sama. 
Poliester tetap menjadi bahan dominan dalam tekstil yang menyerap 77% yang menunjuk ke ruang bagi Re-PSF untuk 
meningkatkan bagian secara bertahap selama lima tahun kedepan. 
 
 
 
 
 
 
 

CAGR : 12.5% CAGR : 14.5% 
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Gambar 24: Besar Pasar Pakaian Pria dan Wanita di Indonesia 

 
Sumber: Bank Indonesia 
 
Produk dan kasur terkait tempat tidur Indonesia sebagai penerapan serat poliester dan kain garmen daur ulang diperkirakan 
meningkat sebesar 4,3% CAGR dari 27,9 kilo di 2018 menjadi 34,4 kilo ton pada 2022. Pertumbuhan hotel dan pariwisata 
juga memicu permintaan tempat tidur produk barang. Inocycle sebagai grup telah menghasilkan busa cepat kering sebagai 
bantal dekorasi  yang biasa digunakan oleh hotel sebagai furnitur luar ruang. Aplikasi serba guna dari poliester daur ulang di 
Indonesia dapat mendukung prospek perusahaan untuk tumbuh dengan mantap. Produk tempat tidur Inocycle memiliki 
banyak varian termasuk bantal, pelindung guling, bed cover, duvet, dan pelindung kasur yang telah dijual di pasar modern 
dan pasar tradisional di Indonesia. Selain pasar modern dan tradisional, Inocycle juga telah menjual produknya secara 
online melalui website dalam jaringan seperti Tokopedia.  
 

 
Gambar 25: Komposisi Pemakaian Bahan untuk Pakaian Gambar 26: Konsumsi Kasur dan Seprai dari 

Nonwoven 

Sumber: Fibre2Fashion, Smithers Apex, PwC Analysis, estimasi Shinhan Sekuritas Indonesia 
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27.4  TREN DAN PERGERAKAN HARGA VIRGIN PSF DAN RE-PSF 

Gambar 24: Tren Harga PSF dari Kuartal 1 2018 sampai Kuartal 1 2019 

Sumber: China Chemical Fiber Group 
 
 
Virgin PSF dan Re-PSF memiliki harga yang cenderung tidak mahal dibandingkan dengan serat kimia lainnya. Namun, 
Virgin PSF biasanya harganya lebih tinggi daripada Re-PSF karena sensitivitasnya yang tinggi terhadap fluktuasi harga 
minyak sebagai bahan bakunya. Meskipun demikian, daya saing biaya Re-PSF dijamin dengan biaya bahan baku yang lebih 
stabil, yaitu limbah botol PET yang dikumpulkan dari pengumpul limbah. Secara praktiknya, harga resin Virgin PET akan 
menetapkan batas harga untuk Re-PSF. Melihat harga Re-PSF, harga limbah PET global diperkirakan akan menurun karena 
peraturan impor PET limbah pemerintah Cina yang diperkenalkan pada tahun 2018. Indonesia adalah importir limbah PET 
terbesar untuk Cina dari negara-negara Asia Tenggara. Statistik Indonesia menunjukkan penurunan 48% YoY sampah 
plastik dan limbah pada tahun 2018, menciptakan limbah plastik tambahan untuk didaur ulang. Banyaknya bahan baku akan 
mendorong harga limbah botol PET lebih rendah dan diharapkan akan membantu meningkatkan margin Re-PSF. 
 
Jika melihat importir PET terbesar dunia, Tiongkok telah mengumumkan kebijakan untuk melarang impor 32 jenis limbah 
dan bahan bekas termasuk botol PET bekas dan juga PET botol plastik yang telah dicacah pada tahun 2018. Peraturan di 
Cina diharapkan akan mendorong harga Re-PSF lebih tinggi dan menawarkan peluang perusahaan di negara lain seperti 
Indonesia untuk ekspor. Di pasar PSF global, produksi Tiongkok adalah yang terbesar dengan proporsi 59% dari total 
produksi global. Namun, industri Re-PSF Tiongkok sangat bergantung pada impor karena negara itu mengimpor sekitar 
setengah dari kebutuhan bahan bakunya. Diharapkan bahwa pasokan Re-PSF di pasar global berkurang dikarenakan 
peraturan impor plastik limbah Cina. Kekurangan pasokan yang timbul seiring dengan menurunnya volume produksi 
Tiongkok, diperkirakan akan mendongkrak harga Re-PSF. Situasi ini akan menguntungkan Perseroan untuk memenuhi 
permintaan potensial dari ekspor. Indonesia saat ini berada di peringkat ke-6 dalam hal volume ekspor Re-PSF 
dibandingkan dengan eksportir PSF global lainnya, tetapi Indonesia mencatat CAGR ekspor tertinggi 2013-2017 sebesar 
17,6%. Proporsi ekspor Re-PSF Indonesia tercatat sebesar 4,1% dari total volume produksi dalam negeri, dan diperkirakan 
akan meningkat menjadi 6,0% seiring penurunan ekspor Tiongkok-PSF ke pasar global yang diharapkan akan dipenuhi oleh 
Indonesia.  
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BAB IX.  EKUITAS 
 
 
Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang diambil dari laporan 
posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.  
 
Laporan keuangan Perseroan  untuk pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang terdapat di 
bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma 
PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI, dengan opini 
tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 22 April 2019 yang diterbikan kembali pada 27 Mei 2019, yang ditandatangani 
oleh Lok Budianto, S.E., Ak., CPA.  
 
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun –tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, yang 
terdapat di bagian lain Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan  (anggota jaringan 
firma RSM), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa 
modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 22 April 2019 yang ditandatangani oleh Didik 
Wahyudiyanto. 
 
 (dalam jutaan Rupiah) 

Uraian 
 Tanggal 31 Desember 

2018 2017 2016 
Modal ditempatkan dan di setor penuh 120.022  120.022   120.022  
Selisih Kurs atas Modal Disetor  (7.087)  (7.087)  (7.087) 
Tambahan Setoran Modal  425   425   425  
Komponen Ekuitas Lainnya  2.396   2.396   2.396  
Saldo Laba :    
   - Dicadangkan 217 217 217 
   - Belum Dicadangkan 50.502 34.220 18.868 
Jumlah Ekuitas 166.476 150.194 134.841 

 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Inocycle Technology Group Tbk                  
No. 118 tanggal 15 April 2019 dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah 
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan                              
No. AHU-0021374.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 18 April 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan                             
No. AHU-AH.01.03-0211443 Tahun 2019 tanggal 18 April 2019. (“Akta 118/2019”) 
 
Berdasarkan  Akta No 118/2019, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: 
Modal Dasar : Rp336.750.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) 

terbagi atas 3.367.500.000 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) 
saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah). 

Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

: Rp120.022.190.000,- (seratus dua puluh miliar dua puluh dua juta seratus sembilan puluh 
ribu Rupiah) terbagi atas 1.200.221.900 (satu miliar dua ratus juta dua ratus dua puluh satu 
ribu sembilan ratus) saham dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- 
(seratus Rupiah). 
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Berdasarkan Akta No. 118/2019, terjadi perubahan struktur permodalan menjadi sebagai berikut : 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

Modal Dasar 3.367.500.000 336.750.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT Hilon Indonesia 823.499.675 82.349.967.500 68,612 
2. PT Samudera Industri 376.722.225 37.672.222.500 31,388 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.200.221.900 120.022.190.000 100,000 
Saham dalam Portepel 2.167.278.100 216.727.810.000  
 
Selain yang telah disebutkan diatas, setelah tanggal laporan keuangan 31 Desember 2018 hingga Prospektus ini diterbitkan, 
tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi. 
 
 
TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 Desember 2018 
 
Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 608.000.000 (enam ratus delapan 
juta) Saham dengan nilai nominal Rp100,‐ (seratus Rupiah) per Saham dan harga penawaran Rp250,‐ (dua ratus lima puluh 
Rupiah) setiap Saham dengan total nilai Rp152.000.000.000,‐ (seratus lima puluh dua miliar Rupiah) yang harus dibayar 
penuh pada saat mengajukan FPPS. 
 
Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat terjadi 
pada tanggal 31 Desember 2018, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai 
berikut: 

              (dalam jutaan Rupiah) 

Uraian 
Modal 

Ditempatkan 
dan Disetor 

Penuh 

Selisih Kurs 
Atas Modal 

Disetor 

Tambahan 
Modal 
Disetor 

Komponen 
Ekuitas 
Lainnya 

Saldo Laba – 
Belum 

Dicadangkan 

Saldo Laba – 
Sudah 

Dicadangkan 
Jumlah 
Ekuitas 

Posisi Ekuitas menurut laporan 
keuangan per tanggal 31 
Desember 2018;  120.022 (7.087) 425 2.396 217 50.502 166.476 
Perubahan Ekuitas setelah tanggal                   
31 Desember 2018 jika 
diasumsikan terjadi pada tanggal 
tersebut: 
 

- Penawaran Umum sebanyak 
608.000.000 (enam ratus 
delapan juta) Saham Baru 
dengan nilai nominal Rp100,- 
(seratus Rupiah) per saham 
dengan Harga Penawaran 
sebesar Rp250,- (dua ratus 
lima puluh ribu Rupiah) per 
saham 60.800 - 91.200 - - - 152.000 
        

Proforma Ekuitas per tanggal                           
31 Desember 2018 sesudah 
Penawaran umum kepada 
pemegang saham dilaksanakan  180.822 (7.087) 91.625 2.396 217 50.502 318.476 
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Berdasarkan Akta No. 118/2019, terjadi perubahan struktur permodalan menjadi sebagai berikut : 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

Modal Dasar 3.367.500.000 336.750.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT Hilon Indonesia 823.499.675 82.349.967.500 68,612 
2. PT Samudera Industri 376.722.225 37.672.222.500 31,388 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.200.221.900 120.022.190.000 100,000 
Saham dalam Portepel 2.167.278.100 216.727.810.000  
 
Selain yang telah disebutkan diatas, setelah tanggal laporan keuangan 31 Desember 2018 hingga Prospektus ini diterbitkan, 
tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi. 
 
 
TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 Desember 2018 
 
Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 608.000.000 (enam ratus delapan 
juta) Saham dengan nilai nominal Rp100,‐ (seratus Rupiah) per Saham dan harga penawaran Rp250,‐ (dua ratus lima puluh 
Rupiah) setiap Saham dengan total nilai Rp152.000.000.000,‐ (seratus lima puluh dua miliar Rupiah) yang harus dibayar 
penuh pada saat mengajukan FPPS. 
 
Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat terjadi 
pada tanggal 31 Desember 2018, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai 
berikut: 

              (dalam jutaan Rupiah) 

Uraian 
Modal 

Ditempatkan 
dan Disetor 

Penuh 

Selisih Kurs 
Atas Modal 

Disetor 

Tambahan 
Modal 
Disetor 

Komponen 
Ekuitas 
Lainnya 

Saldo Laba – 
Belum 

Dicadangkan 

Saldo Laba – 
Sudah 

Dicadangkan 
Jumlah 
Ekuitas 

Posisi Ekuitas menurut laporan 
keuangan per tanggal 31 
Desember 2018;  120.022 (7.087) 425 2.396 217 50.502 166.476 
Perubahan Ekuitas setelah tanggal                   
31 Desember 2018 jika 
diasumsikan terjadi pada tanggal 
tersebut: 
 

- Penawaran Umum sebanyak 
608.000.000 (enam ratus 
delapan juta) Saham Baru 
dengan nilai nominal Rp100,- 
(seratus Rupiah) per saham 
dengan Harga Penawaran 
sebesar Rp250,- (dua ratus 
lima puluh ribu Rupiah) per 
saham 60.800 - 91.200 - - - 152.000 
        

Proforma Ekuitas per tanggal                           
31 Desember 2018 sesudah 
Penawaran umum kepada 
pemegang saham dilaksanakan  180.822 (7.087) 91.625 2.396 217 50.502 318.476 

 
 

                                                                                                                                                       
 

 
 

 
BAB X.  KEBIJAKAN DIVIDEN 
 
 
Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang 
ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen. 
 
Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 
Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan 
tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan 
lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. 
 
Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan 
pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat 
membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif. 
 
Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dan akan 
bergantung pada persetujuan RUPS. Besarnya dividen bergantung pada sejumlah faktor termasuk  :  
 
▪ Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal 
▪ Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang;  
▪ Rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan 
▪ Faktor lainnya yang dianggap penting oleh manajemen Perseroan.  
 
Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal termasuk kondisi perekonomian secara umum yang 
berlaku terhadap Perseroan atau usaha Perseroan, dimana sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali 
Perseroan. 
 
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen mengusulkan kebijakan dividen kas sebanyak-banyaknya 40% 
(empat puluh persen) dari laba bersih Perseroan setelah pajak mulai tahun buku 2019, dengan mempertimbangkan 
keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak 
dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.  
 
Dividen yang diterima oleh pemegang saham, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak 
penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu 
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pajak yang berlaku antara Indonesia dan negaranya 
masing-masing. 
 
Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen 
dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai 
yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan 
perpajakan di Indonesia. 
 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) dalam hal 
Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara 
Perseroan dengan para krediturnya. 
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BAB XI.  PERPAJAKAN 
 
 
A. Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek 

 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam: 
 

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);  
 

2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas 
Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997; 
 

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang 
pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek; 

 
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan 

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah 
dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997. 

 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut: 
 

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualansaham di bursa 
efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. 
Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek 
pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. 
 

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham 
pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO). Besarnya nilai saham 
tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham 
pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, 
selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).  
 
Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 
Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan 
Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif. 
 

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri 
sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan 
sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham 
pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak 
Penghasilan. 

 
B. Perpajakan atas Dividen 

 
Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas 
sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan 
modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan 
dengan syarat: 
 
1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

 
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, 

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. 
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BAB XI.  PERPAJAKAN 
 
 
A. Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek 

 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam: 
 

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);  
 

2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas 
Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997; 
 

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang 
pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek; 

 
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan 

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah 
dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997. 

 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut: 
 

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualansaham di bursa 
efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. 
Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek 
pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. 
 

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham 
pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO). Besarnya nilai saham 
tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham 
pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, 
selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).  
 
Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 
Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan 
Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif. 
 

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri 
sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan 
sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham 
pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak 
Penghasilan. 

 
B. Perpajakan atas Dividen 

 
Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas 
sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan 
modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan 
dengan syarat: 
 
1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

 
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, 

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. 
 

                                                                                                                                                       
 

 

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari 
penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak 
penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 
234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan 
kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.  
 
Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak 
dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan 
tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib 
membayarkan (Perseroan). Sesuai pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima 
atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari 
pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.  
 
Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% 
dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah 
No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib 
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.03/2010 
tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak  penghasilan atas Dividen yang 
Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 
10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar 
dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan. 
 
Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada 
Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU 
Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan 
kepada pemilik manfaat (Beneficial Owner) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah 
menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi 
penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 
November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010. 
 
Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif 
sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara 
Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate 
of Tax Residence dalam format sebagai berikut: 
 

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini. 
 

2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia 
dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari 
transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain 
bunga dan dividen. 
 

3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang 
berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut 
diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuh persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima 
penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatanganinya pada tempat 
yang telah disediakan. 

 
Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk 
masa pajak terutangnya pajak. 
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C. PEMENUHAN LIABILITAS PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN 
 
Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki Liabilitas perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi Liabilitas perpajakannya sesuai 
dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, 
Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. 
 

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA 
SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT 
PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI 
MELALUI PENAWARAN UMUM INI. 
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C. PEMENUHAN LIABILITAS PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN 
 
Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki Liabilitas perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi Liabilitas perpajakannya sesuai 
dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, 
Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. 
 

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA 
SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT 
PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI 
MELALUI PENAWARAN UMUM INI. 

 

                                                                                                                                                       
 

 

BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK 
 

 
1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek 
 
Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 158 tanggal                   
23 April 2019 dan Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas Perseroan No. 258 
tanggal 27 Mei 2019 dan Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas Perseroan 
No. 82 tanggal 24 Juni 2019 dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta,  Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual Saham Biasa Atas Nama 
yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam portepel kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh 
(full commitment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana 
Saham ini yaitu sebanyak 608.000.000 (enam ratus delapan juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 33,624 
% (tiga puluh tiga koma enam dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana 
Saham, sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada 
tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing. 
 
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjamin Emisi Saham 
Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7  tentang 
Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.  
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan 
PT Bahana Sekuritas. 
 
Sedangkan Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia. 
 
Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan dibawah ini, secara bersama‐sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui 
sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan sesuai bagian penjaminannya masing‐masing dengan 
kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal 
penutupan Masa Penawaran. 
 
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran 
Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

No Penjamin Emisi Efek Porsi Penjaminan 
Lembar Saham Rupiah Persentase 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
1 PT Shinhan Sekuritas Indonesia 218.000.000 54.500.000.000 35,86% 
2 PT Bahana Sekuritas 60.000.000 15.000.000.000 9,87% 

Penjamin Emisi Efek 
1 PT Jasa Utama Capital Sekuritas 330.000.000 82.500.000.000 54,28% 

Total 608.000.000 152.000.000.000 100,00% 
 
PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT Bahana Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta PT Jasa Utama 
Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun 
tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.   
 
2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana 
 
Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, 
Perseroan serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (bookbuilding) yang 
dilakukan sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 20 Juni 2019. 
 
Dengan mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan 
kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per 
saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut: 
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• Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan; 
• Permintaan dari calon investor yang berkualitas;  
• Kinerja Keuangan Perseroan; 
• Data dan informasi mengenai Perseroan;  
• Penilaian terhadap operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan 

prospek pendapatan di masa mendatang; 
• Status dari perkembangan terakhir Perseroan; 
• Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa 

perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; 
 
Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan 
terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa 
dimana Saham tersebut dicatatkan.  
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BAB XIII.  LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
 
Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini 
adalah sebagai berikut: 
 

1. Auditor Independen  : Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &  
Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) 
WTC 3 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 
Jakarta 12920 - Indonesia 
Tel.  T: +62 21 5212901 
F: +62 21 52905555 / 52905050 

 STTD    : 102/BL/STTD-AP/2010 terdaftar an. Lok Budianto 
 Pedoman Kerja   : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 
      Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) 
 Surat Penunjukan   : 33/SP-LEGAL/INO-TGR/IV/2019  

Tugas dan Kewajiban Pokok : 
 
Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 
Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan 
yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas 
pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik 
mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam 
Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan 
yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan. 

 
2. Konsultan Hukum   : Irma & Solomon Law Firm 

Sequis Center 9th Floor 
Jl. Jend. Sudirman 71 

      Jakarta 12190 Indonesia 
Tel.   +62215290397 
Fax.  +6221 52903958 

 STTD    : STTD.KH-52/PM.22/2018 terdaftar an. Mathilda Irma Untadi 
STTD.KH-53/PM.22/2018  terdaftar an. Sihar Solomon 
Siahaan  

 Assosiasi   : Himpunan Konsultan Hukum Pasar modal  
No. 200131 dan 200609 

 Pedoman Kerja   : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal  
 

 Surat Penunjukan   : Surat Penunjukan tanggal 6 Maret 2019 
Tugas dan Kewajiban Pokok : 
 
Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan 
lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada 
Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji 
Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan 
mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, 
sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan 
Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku. Tugas dan fungsi 
Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang 
berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. 
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3. Notaris    : Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. 
Komp.Ketapang Indah Blok B-2 No.3  
Jl.K.H Zainul Arifin No.2 
Jakarta 11140  - Indonesia  
Tel.  (021) 634 5668 
Fax. (021) 634 5666 

STTD    : STTD.N-29/PM.22/2018 terdaftar an. Christina Dwi Utami 
 Assosiasi   : Ikatan Notaris Indonesia 
 Pedoman Kerja   : Undang-Undang Jabatan Notaris dan 

Standar Profesi Penunjang Pasar Modal 
 Surat Penunjukan   : 31/SP-LEGAL/INO-TGR/IV/2019  

Tugas dan Kewajiban Pokok : 
 
Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh 
Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan 
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi 
Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek, beserta Akta‐akta perubahannya, sesuai dengan peraturan 
jabatan Notaris. 

  
4. Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora 

Rukan Kirana Buotique Office 
Jl Kirana Aveneu III Blok F3 No 5 
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250 
Tel.   +6221 29745222 
Fax.  +6221 29289961 

Izin Usaha : Surat Keputusan Ketua Bapepam No KEP-41/D.04/2014 
tanggal 19 September 2014 

Assosiasi : Assosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No ABI/II/2015-012 
Pedoman Kerja : Peraturan / Perundang undangan Pasar Modal / OJK 
Surat Penunjukan : 29/SP-LEGAL/INO-TGR/IV/2019 
Tugas dan Kewajiban Pokok : 
 
Tugas pokok BAE dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang 
berlaku, yaitu bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian 
Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen 
sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin 
Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan 
administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. 
 
Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian 
saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. 
 
Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses 
penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh manajer penjatahan, mencetak Formulir 
Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan serta menyiapkan daftar menyiapkan daftar 
pembayaran kembali (refund).  
 
BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan 
Penawaran Umum perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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3. Notaris    : Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. 
Komp.Ketapang Indah Blok B-2 No.3  
Jl.K.H Zainul Arifin No.2 
Jakarta 11140  - Indonesia  
Tel.  (021) 634 5668 
Fax. (021) 634 5666 

STTD    : STTD.N-29/PM.22/2018 terdaftar an. Christina Dwi Utami 
 Assosiasi   : Ikatan Notaris Indonesia 
 Pedoman Kerja   : Undang-Undang Jabatan Notaris dan 

Standar Profesi Penunjang Pasar Modal 
 Surat Penunjukan   : 31/SP-LEGAL/INO-TGR/IV/2019  

Tugas dan Kewajiban Pokok : 
 
Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh 
Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan 
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi 
Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek, beserta Akta‐akta perubahannya, sesuai dengan peraturan 
jabatan Notaris. 

  
4. Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora 

Rukan Kirana Buotique Office 
Jl Kirana Aveneu III Blok F3 No 5 
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250 
Tel.   +6221 29745222 
Fax.  +6221 29289961 

Izin Usaha : Surat Keputusan Ketua Bapepam No KEP-41/D.04/2014 
tanggal 19 September 2014 

Assosiasi : Assosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No ABI/II/2015-012 
Pedoman Kerja : Peraturan / Perundang undangan Pasar Modal / OJK 
Surat Penunjukan : 29/SP-LEGAL/INO-TGR/IV/2019 
Tugas dan Kewajiban Pokok : 
 
Tugas pokok BAE dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang 
berlaku, yaitu bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian 
Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen 
sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin 
Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan 
administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. 
 
Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian 
saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. 
 
Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses 
penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh manajer penjatahan, mencetak Formulir 
Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan serta menyiapkan daftar menyiapkan daftar 
pembayaran kembali (refund).  
 
BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan 
Penawaran Umum perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
 

 
  

                                                                                                                                                       
 

 
 

5. Penilai    : KJPP Felix Sutandar & Rekan 
Jl. Balikpapan I No.6, RT.7/RW.6 
Petojo Utara, Gambir 
Jakarta Pusat 10130, Indonesia 

 Tel.   +62 21 63851341 
Fax.  +62 21 6385 1340 

Ijin Penilai Publik   : PB-1.08.00022 
STTD    : STTD.PPB-31/PM.2/2018 terdaftar an. Felix Sutandar 

 Assosiasi   : MAPPI 
 Pedoman Kerja   : Standar Penilaian Indonesia 
 Surat Penunjukan   : 28/SP-LEGAL/INO-TGR/IV/2019  

Tugas dan Kewajiban Pokok : 
Tugas dan tanggung jawab Penilai dalam Penawaran Umum ini meliputi pemeriksaan fisik secara langsung di 
masing‐masing lokasi, penganalisaan data untuk menentukan nilai pasar untuk penggunaan yang ada dari aktiva 
tetap yang dimiliki Perseroan. 

 
Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan pendapat mengenai nilai pasar untuk penggunaan 
yang ada atas aktiva tetap Perseroan, Penilai senantiasa mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia 
(SPI‐2013), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan peraturan pasar modal yang berlaku. 

 
 
 
Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini 
menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan 
sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar 
Modal. 
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BAB  XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING 
LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM  

 
Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang 
terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Inocycle Technology Group Tbk No. 118 tanggal 15 April 2019, dibuat dihadapan 
Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah:  
 
a. disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan                                                     

No. AHU-0021374.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal18 April 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan                                                              
No.AHU-0064150.AH.01.11.TAHUN 2019  tanggal 18 April 2019; 

b. diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan 
dicatat pada tanggal 18 April 2019 dengan No. AHU-AH.01.03-0211443 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan                 
No. AHU-0064150.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 April 2019. 

 
Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan 
 
1. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan 

 
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :   

 
Berusaha dalam bidang industri pengelolaan. 

 
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai 

berikut : 
 

i.  Kegiatan usaha utama 
- industri pengelolaan dibidang industri non woven (bukan tenunan), mencakup usaha industri kain yang dibuat 

tanpa proses anyaman atau perajutan; 
- industri pengelolaan dibidang industry serat staple buatan, mencakup usaha pembuatan serat staple buatan, 

seperti poliamid, polyester, rayon viscose, akri lik, selulosa asetat dan sebagainya (kecuali serat gelas dan 
serat optic) untuk diolah lebih lanjut dalam industry tekstil; 
 

ii. Kegiatan usaha penunjang 
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha 
pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan 
usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas. 

 
 
2. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan 

 
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp336.750.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh 

juta Rupiah ), terbagi atas 3.367.500.000 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham, 
masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah). 
 

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 35,64% (tiga puluh lima koma enam 
empat persen), atau sejumlah 1.200.221.900 (satu miliar dua ratus juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan 
ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp120.022.190.000,- (seratus dua puluh miliar dua puluh 
dua juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah) oleh para pemegang saham. 

 
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud 

maupun tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :   
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BAB  XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING 
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No. AHU-0021374.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal18 April 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan                                                              
No.AHU-0064150.AH.01.11.TAHUN 2019  tanggal 18 April 2019; 

b. diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan 
dicatat pada tanggal 18 April 2019 dengan No. AHU-AH.01.03-0211443 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan                 
No. AHU-0064150.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 April 2019. 
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2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai 

berikut : 
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- industri pengelolaan dibidang industri non woven (bukan tenunan), mencakup usaha industri kain yang dibuat 
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- industri pengelolaan dibidang industry serat staple buatan, mencakup usaha pembuatan serat staple buatan, 
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serat optic) untuk diolah lebih lanjut dalam industry tekstil; 
 

ii. Kegiatan usaha penunjang 
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha 
pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan 
usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas. 
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a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat 
Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Rapat 
Umum Pemegang Saham” atau “RUPS”), mengenai penyetoran tersebut; 
 

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa 
Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksananya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini 
cukup disebut dengan “OJK”), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; 

 
c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 

dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; 
 

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang 
tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan   

 
e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur 

modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya 
tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang 
terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 

 
- Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
 

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan 
syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan 
mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan 
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham 
Perseroan dicatatkan. 
 

5. a.   Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham 
atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham 
antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib 
dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya 
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui 
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar 
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal 
tersebut; 

 
b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu 

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal; 

 
c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan 

terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran 
Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan 
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;  

  
d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan 

Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek 
Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek 
Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan 
sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing 
pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; 

 
e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham 

sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas 
tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan 
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syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal; 
 

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan 
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh 
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
 

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang 
saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi 
keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan 
modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; 

 
h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan 

seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat 
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya. 

 
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau 

Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu 
yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di 
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. 
 

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran 
dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia. 

 
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua 

puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : 
 

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; 
 

b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
 

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) 
dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b 
Pasal ini; 

 
d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi 

sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan 
dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam 
ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi; 

 
e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk 

mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini. 
 

9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran 
modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal 
dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak 
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. 
 



153

                                                                                                                                                       
 

 

syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal; 
 

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan 
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh 
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
 

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang 
saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi 
keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan 
modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; 

 
h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan 

seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat 
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya. 

 
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau 

Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu 
yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di 
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. 
 

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran 
dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia. 

 
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua 

puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : 
 

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; 
 

b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
 

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) 
dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b 
Pasal ini; 

 
d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi 

sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan 
dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam 
ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi; 

 
e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk 

mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini. 
 

9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran 
modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal 
dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak 
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. 
 

                                                                                                                                                       
 

 

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) 
dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan 
menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

 
3. Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPSLB 

 
1. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah 

seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. Permintaan tersebut diajukan 
kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. 

 
2. Permintaan penyelenggaraan RUPS, harus : 

a. dilakukan dengan itikad baik; 
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;   
c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; 
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan 
e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. 

 
3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 

(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi. 
 

4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan 
penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. 
 

5. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling 
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris. 

 
6. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana 

dimaksud, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan :   
 

i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham; dan 
ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS : 
 

- dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan 
RUPS dari pemegang saham; 

- Pengumuman tersebut paling kurang melalui media : 
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 
b. situs web Bursa Efek; dan 
c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing 

yang digunakan  paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama. 
 

7. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS, pemegang saham dapat mengajukan 
permintaan diselenggarakannya RUPS, kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.  
 

8. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana 
dimaksud pada Pasal ini, wajib : 
 
a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, 

atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan 
Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; 

 
b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti 

pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK, atas RUPS yang 
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan 
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;   
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c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada 
Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan 
pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada OJK terkait akan 
diselenggarakan RUPS tersebut. 

 
9. Pemegang saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) 

bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau 
Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. 

 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
 
1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. 

 
2. Dalam RUPS Tahunan : 

 
a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan 

persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan 
keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di 
mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
 

b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; 
 

c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan 
akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal; 
 

d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan 
Komisaris Perseroan; 

 
e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai 

dengan ketentuan Anggaran Dasar.   
 

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan 
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan 
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. 

 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

 
RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau 
Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
 

4. Hak, preferensi, dan pembatasan yang terdapat pada masing-masing jenis saham, yang meliputi : 
 
a. Hak atas dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen 

 
Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang 
diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. 
Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu 
terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari 
RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang 
saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah 
RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.   
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c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada 
Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan 
pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada OJK terkait akan 
diselenggarakan RUPS tersebut. 

 
9. Pemegang saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) 

bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau 
Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. 

 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
 
1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. 

 
2. Dalam RUPS Tahunan : 

 
a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan 

persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan 
keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di 
mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
 

b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; 
 

c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan 
akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal; 
 

d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan 
Komisaris Perseroan; 

 
e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai 

dengan ketentuan Anggaran Dasar.   
 

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan 
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan 
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. 

 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

 
RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau 
Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
 

4. Hak, preferensi, dan pembatasan yang terdapat pada masing-masing jenis saham, yang meliputi : 
 
a. Hak atas dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen 

 
Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang 
diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. 
Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu 
terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari 
RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang 
saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah 
RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.   
 

                                                                                                                                                       
 

 

b. Hak suara 
 
Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 
 
Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa 
harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan 
memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata 
serta diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. 
 
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan  Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, 
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. 
 
Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) 
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 

 
Hak atas pembagian sisa aset dalam terjadi likuidasi 
 
Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka  waktu berdirinya atau dibubarkan 
berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus 
diadakan likuidasi oleh likuidator.   
 
Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.   
 
Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.   
 
Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta 
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.   
 
Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku 
sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara 
terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para 
likuidator.   
 
Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima 
bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki 
masing-masing.   
 
Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah 
dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal.   
 
Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk 
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.   
 

c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 
 
Perseroan dapat melakukan penambahanan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat 
Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk 
memperoleh saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran), yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal 
tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham 
yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang 
menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah 
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal 
tersebut. 
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Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
 
Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek 
Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat 
Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat 
Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding 
dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham 
yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
 
Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham 
sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut 
wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat 
yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang 
Pasar Modal;  
 
Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan 
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh 
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
 

5. Ringkasan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang berkaitan dengan Direksi : 
 
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, 

seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih 
Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
 

2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

 
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan 

memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 

pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan 
anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, 
setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam 
RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya 
kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. 

 
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS. 

 
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS 

dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 
 

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah 
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak 
terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang 
yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya 
telah menjadi lowong tersebut. 
 

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan 
puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan 
untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. 
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Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
 
Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek 
Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat 
Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat 
Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding 
dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham 
yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
 
Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham 
sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut 
wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat 
yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang 
Pasar Modal;  
 
Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan 
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh 
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
 

5. Ringkasan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang berkaitan dengan Direksi : 
 
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, 

seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih 
Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
 

2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

 
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan 

memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 

pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan 
anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, 
setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam 
RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya 
kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. 

 
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS. 

 
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS 

dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 
 

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah 
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak 
terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang 
yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya 
telah menjadi lowong tersebut. 
 

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan 
puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan 
untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. 

                                                                                                                                                       
 

 

 
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib 

menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. 
 

10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi 
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada 
anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya 
dalam RUPS tersebut. 

 
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait 

ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang 
Pasar Modal. 

 
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang 

dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS 
dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi 
tersebut.  

 
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : 

 
a. Meninggal dunia; 
b. Masa jabatannya berakhir; 
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; 
d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; 
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
6. Ringkasan ketentuan dalam anggaran dasar yang penting berkaitan dengan Dewan Komisaris 

 
1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya 

diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris 
Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
 

2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

 
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan 

Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS 

Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan 
menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir 
dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS 
yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. 

 
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS. 

 
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh 

RUPS.  
 

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan 
Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan 
puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa 
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jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan 
Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.  

  
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib 

menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. 
 

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan 
Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. 
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya 
dalam RUPS tersebut. 

 
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait 

ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal.  
 

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan 
Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah 
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan 
minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. 
 

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :  
  

a. Meninggal dunia; 
b. Masa jabatannya berakhir; 
c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; 
d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; 
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran 

Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
 

7. Ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham 
 

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham yang mengatur 
tentang pembatasan hak untuk memiliki saham termasuk hak bagi pemegang saham asing untuk memiliki atau 
melaksanakan hak suara, atau tentang perjanjian atau peraturan yang dapat berpengaruh terhadap perubahan 
pengendalian Perseroan, penggabungan usaha, akuisisi, atau restrukturisasi Perseroan, maupun tentang kewajiban 
pengungkapan kepemilikan saham dengan batasan tertentu.  
 
Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa anggaran dasar yang dimuat dalam Prospektus ini merupakan 
anggaran dasar Perseroan yang terakhir. 
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jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan 
Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.  

  
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib 

menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. 
 

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan 
Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. 
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya 
dalam RUPS tersebut. 

 
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait 

ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal.  
 

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan 
Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah 
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan 
minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. 
 

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :  
  

a. Meninggal dunia; 
b. Masa jabatannya berakhir; 
c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; 
d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; 
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran 

Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
 

7. Ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham 
 

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham yang mengatur 
tentang pembatasan hak untuk memiliki saham termasuk hak bagi pemegang saham asing untuk memiliki atau 
melaksanakan hak suara, atau tentang perjanjian atau peraturan yang dapat berpengaruh terhadap perubahan 
pengendalian Perseroan, penggabungan usaha, akuisisi, atau restrukturisasi Perseroan, maupun tentang kewajiban 
pengungkapan kepemilikan saham dengan batasan tertentu.  
 
Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa anggaran dasar yang dimuat dalam Prospektus ini merupakan 
anggaran dasar Perseroan yang terakhir. 
 

 

                                                                                                                                                       
 

 

BAB XV.  PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM  
 
 
1. Pemesanan Pembelian Saham 

 
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir 
Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) dan Prospektus ini. Pemesanan Pembelian Saham dilakukan dengan 
menggunakan FPPS asli yang dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek yang 
namanya tercantum pada Bab XII dalam Prospektus ini. FPPS tersedia cukup bagi para pemesan. Bilamana 
pemesanan menggunakan FPPS fotocopy maka yang bersangkutan diminta untuk menyalin kembali pada FPPS asli 
yang dapat diperoleh di Penjamin Emisi Efek. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang 
dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.  

 
Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi 
pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).: 

 
Pemesanan pembelian saham yang telah disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak dapat dibatalkan 
oleh pemesan. 
 

2. Pemesan yang Berhak 
 

Pemesan yang berhak adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-
undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung 
Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. 

 
- Jumlah Pemesanan 
 

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang 
berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham. 

 
- Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif 
 

Seluruh saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan 
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di No. SP-039/SHM/KSEI/0419 yang ditandatangani antara Perseroan 
dengan KSEI pada tanggal 14 Mei 2019. 

 
A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai 

berikut:  
 

a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum ini dalam bentuk Surat Kolektif Saham (“SKS”). 
Saham akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham 
hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama Pemegang Rekening selambat-
lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama 
KSEI dari Perseroan atau BAE.  

b. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan 
memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan 
(“FKP”). 

c. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang 
rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat 
konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek. 

d. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. 
e. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan 

efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham. 
f. Pembayaran dividen,  saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada 

pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening 
Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang menjadi 
pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. 
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g. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki 
sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham 
hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang 
telah ditunjuk. 

h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui 
Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek. 

i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk SKS selambat-lambatnya 5 
(lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai 
permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham. 

j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk 
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk 
mengadministrasikan saham tersebut. 

 
B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan SKS-nya tidak dapat 

dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham 
dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat di mana FPPS yang bersangkutan 
diajukan. 

 
- Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham 
 

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat mengajukan pemesanan pembelian saham selama jam 
kerja yang umum berlaku dan sudah harus disampaikan kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, di 
mana FPPS  diperoleh.  
 
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan 
melampirkan :  
- Fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar serta Akta Pengangkatan Direksi terakhir bagi 

badan hukum), bagi pemesan badan usaha asing, disamping melampirkan fotocopy paspor/KIMS, AOA dan POA 
yang berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS, nama dan alamat di luar negeri secara lengkap dan jelas; 

- Bukti kepemilikan Rekening Efek atas nama pemesan; 
- Bukti pembayaran sebesar jumlah pemesanan.. 
 
Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di 
luar negeri serta domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran 
sesuai dengan jumlah pesanan. 
 
Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak 
pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian 
saham tidak terpenuhi. 
 
FPPS yang telah dipesan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh pemesan. 

  
- Masa Penawaran 

 
Masa Penawaran akan berlangsung selama  4 (empat) hari kerja, dimulai pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 10.00 WIB 
dan ditutup pada tanggal 4 Juli 2019 pukul 15.00 WIB. Untuk memberikan waktu bagi pemesan melakukan 
pembayaran dan menghindari keterlambatan pembayaran good fund di rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek, 
pengambilan FPPS pada tanggal 4 Juli 2019 akan ditutup pada pukul 12.00 WIB, sedangkan pengajuan FPPS masih 
diterima selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB.  

 
- Tanggal Penjatahan 
 

Tanggal penjatahan di mana penjatahan saham telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 
8 Juli 2019. 

 
 
 



161

                                                                                                                                                       
 

 

g. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki 
sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham 
hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang 
telah ditunjuk. 

h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui 
Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek. 

i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk SKS selambat-lambatnya 5 
(lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai 
permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham. 

j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk 
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk 
mengadministrasikan saham tersebut. 

 
B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan SKS-nya tidak dapat 

dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham 
dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat di mana FPPS yang bersangkutan 
diajukan. 

 
- Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham 
 

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat mengajukan pemesanan pembelian saham selama jam 
kerja yang umum berlaku dan sudah harus disampaikan kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, di 
mana FPPS  diperoleh.  
 
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan 
melampirkan :  
- Fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar serta Akta Pengangkatan Direksi terakhir bagi 

badan hukum), bagi pemesan badan usaha asing, disamping melampirkan fotocopy paspor/KIMS, AOA dan POA 
yang berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS, nama dan alamat di luar negeri secara lengkap dan jelas; 

- Bukti kepemilikan Rekening Efek atas nama pemesan; 
- Bukti pembayaran sebesar jumlah pemesanan.. 
 
Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di 
luar negeri serta domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran 
sesuai dengan jumlah pesanan. 
 
Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak 
pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian 
saham tidak terpenuhi. 
 
FPPS yang telah dipesan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh pemesan. 

  
- Masa Penawaran 

 
Masa Penawaran akan berlangsung selama  4 (empat) hari kerja, dimulai pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 10.00 WIB 
dan ditutup pada tanggal 4 Juli 2019 pukul 15.00 WIB. Untuk memberikan waktu bagi pemesan melakukan 
pembayaran dan menghindari keterlambatan pembayaran good fund di rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek, 
pengambilan FPPS pada tanggal 4 Juli 2019 akan ditutup pada pukul 12.00 WIB, sedangkan pengajuan FPPS masih 
diterima selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB.  

 
- Tanggal Penjatahan 
 

Tanggal penjatahan di mana penjatahan saham telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 
8 Juli 2019. 

 
 
 

                                                                                                                                                       
 

 

- Persyaratan Pembayaran 
 
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, PB (Pindah Buku), cek atau wesel bank dalam mata uang 
Rupiah dan dibayarkan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli 
beserta copynya dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan pada 
waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada: 

 
Nama Bank : Bank Central Asia Cabang Bursa Efek Indonesia 

Atas Nama : PT Shinhan Sekuritas IPO Inocycle 
No. Rekening : 4589555888 

 
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang 
mengajukan (menandatangani) FPPS. Untuk menghindari keterlambatan pembayaran, maka hari terakhir Masa 
Penawaran diwajibkan untuk melakukan pembayaran dalam bentuk uang tunai ataupun PB (Pindah Buku) antar 
rekening. Seluruh pembayaran harus sudah dapat diuangkan segera selambat-lambatnya pada hari terakhir Masa 
Penawaran pukul 15:00 WIB (good funds). Apabila pembayaran tidak diterima (good funds) pada hari terakhir Masa 
Penawaran pukul 15:00 WIB pada rekening tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak 
berhak atas penjatahan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan 
sebagai akibat keterlambatan pembayaran (good funds) yang terjadi, yang dapat diakibatkan karena kesalahan 
penulisan nomor rekening, kesalahan tujuan penerima dana ataupun kesalahan teknis sistem perbankan.  
 
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan pemesan. 
Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel 
bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk 
pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk 
pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalulintas 
Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. 

 
- Bukti Tanda Terima 
 

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada 
pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda 
terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima 
pemesanan saham tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang 
pemesanan dan/atau penerimaaan FKP atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesanan pembelian saham 
secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan. 

 
- Penjatahan Saham 
 

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan 
sistim kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) sesuai  dengan 
Peraturan Bapepam No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku. Adapun 
sistim penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti (Fixed Allotment) dan penjatahan terpusat (Pooling), di 
mana penjatahan pasti dibatasi hingga jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham 
yang ditawarkan, dimana didalamnya termasuk jatah pasti yang mungkin diambil oleh karyawan Perseroan sampai 
dengan maksimum sejumlah 10% (sepuluh persen). Sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan dengan 
penjatahan terpusat. 
 
Tanggal penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 Juli 2019. 
 
Pelaksanaan penjatahan dilakukan oleh PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan 
peraturan No.IX.A.7, dengan menggunakan Metode Penjatahan Lain khusus untuk penjatahan Terpusat (Pooling 
Allotment) yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai Surat No. S-593/PM.22/2019 tanggal 11 Juni 2019. 
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A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) 

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
1) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti 

dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan 
pemesan perorangan; 

2) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang 
melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh 
perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan 

3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada  
a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari 

suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan 
dengan Penawaran Umum; 

b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau 
c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang 

melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga. 
 

Dengan mempertimbangkan alokasi penjatahan yang baik dan tepat, pihak-pihak yang mendapatkan penjatahan pasti 
dalam Penawaran Umum ini diantaranya adalah Perusahaan Asuransi, Korporasi, Dana Pensiun, Manager Investasi, 
Reksadana, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Investasi ataupun perorangan. 

 
B. Penjatahan Terpusat (Pooling) 
 
Penjatahan terpusat dibatasi sampai dari jumlah yang ditawarkan, yaitu 1% (satu persen) dari total saham ditawarkan 
dalam Penawaran Umum. 

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana 
Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah 
alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut: 

 
1) Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai butir a.3) diatas yang bukan merupakan pihak yang 

melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih 
besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah 
saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan 
sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada 
Pemesan Saham sesuai butir a.3) . 

 
2) Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai butir a.3) diatas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya 

lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan 
dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
- para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu sampai duapuluh satuan perdagangan di 

Bursa Efek (100 saham sampai dengan 2.000 saham), jika terdapat cukup satuan perdagangan yang 
tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan 
dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan 
perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan 

- apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu sampai duapuluh satuan perdagangan 
dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam 
satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan. 

 
Adapun alasan dan latar belakang dilakukan penggunaan metode penjatahan lain tersebut diatas adalah  sebagai 
berikut : 

a. Sampai sejauh ini harga Penawaran Saham yang akan ditetapkan antara Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) 
sampai dengan Rp380,- (tiga ratus delapan puluh Rupiah), tergantung kepada kondisi akhir pasar modal 
Indonesia, sehingga jumlah yang harus dikeluarkan oleh investor untuk memiliki 1 satuan perdagangan atau 100 
saham adalah sebanyak-banyaknya  Rp38.000,- (tiga puluh delapan ribu Rupiah).  
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A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) 

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
1) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti 

dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan 
pemesan perorangan; 

2) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang 
melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh 
perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan 

3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada  
a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari 

suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan 
dengan Penawaran Umum; 

b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau 
c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang 

melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga. 
 

Dengan mempertimbangkan alokasi penjatahan yang baik dan tepat, pihak-pihak yang mendapatkan penjatahan pasti 
dalam Penawaran Umum ini diantaranya adalah Perusahaan Asuransi, Korporasi, Dana Pensiun, Manager Investasi, 
Reksadana, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Investasi ataupun perorangan. 

 
B. Penjatahan Terpusat (Pooling) 
 
Penjatahan terpusat dibatasi sampai dari jumlah yang ditawarkan, yaitu 1% (satu persen) dari total saham ditawarkan 
dalam Penawaran Umum. 

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana 
Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah 
alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut: 

 
1) Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai butir a.3) diatas yang bukan merupakan pihak yang 

melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih 
besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah 
saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan 
sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada 
Pemesan Saham sesuai butir a.3) . 

 
2) Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai butir a.3) diatas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya 

lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan 
dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
- para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu sampai duapuluh satuan perdagangan di 

Bursa Efek (100 saham sampai dengan 2.000 saham), jika terdapat cukup satuan perdagangan yang 
tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan 
dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan 
perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan 

- apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu sampai duapuluh satuan perdagangan 
dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam 
satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan. 

 
Adapun alasan dan latar belakang dilakukan penggunaan metode penjatahan lain tersebut diatas adalah  sebagai 
berikut : 

a. Sampai sejauh ini harga Penawaran Saham yang akan ditetapkan antara Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) 
sampai dengan Rp380,- (tiga ratus delapan puluh Rupiah), tergantung kepada kondisi akhir pasar modal 
Indonesia, sehingga jumlah yang harus dikeluarkan oleh investor untuk memiliki 1 satuan perdagangan atau 100 
saham adalah sebanyak-banyaknya  Rp38.000,- (tiga puluh delapan ribu Rupiah).  

                                                                                                                                                       
 

 

Hal tersebut  akan menjadi kendala bagi investor yang melakukan pemesanan pembelian saham, apabila alokasi 
penjatahan untuk Penjatahan Terpusat hanya sebesar 1 satuan perdagangan untuk setiap pemesanan, karena 
nilai nominal saham yang akan dimiliki menjadi sangat kecil, tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan 
untuk melakukan pemesanan pembelian saham, sehingga dapat mengurangi minat investor untuk berinvestasi 
secara jangka panjang pada saham Emiten, sedangkan Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan persyaratan 
mengenai jumlah minimal pemegang saham untuk Emiten yang tercatat di BEI. 

b. Hal khusus yang juga menjadi dasar pertimbangan kami adalah berdasarkan pengalaman  pada beberapa 
penawaran umum sebelumnya terdapat sebagian kecil  investor yang melakukan pemesanan pembelian saham 
dalam jumlah yang sangat besar, sehingga apabila alokasi penjatahan untuk Penjatahan Terpusat hanya sebesar 
1 satuan perdagangan untuk setiap pemesanan, maka hampir seluruh sisa saham yang akan dialokasikan secara 
proporsional, akan diserap hanya oleh sebagian kecil investor dengan pemesanan dalam jumlah sangat besar 
tersebut. 

Hal ini akan mengakibatkan terjadinya penyebaran yang tidak merata bagi kepemilikan saham Emiten untuk 
Penjatahan Terpusat. 

C. Penjatahan Bagi Pihak Yang Terafiliasi 
  
Jika para pemesan pegawai perusahaan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan 
sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional 
kepada para pemesan yang terafiliasi. 

 
Manajer Penjahatan, menyampaikan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai 
kewajaran dari pelaksanaan penjahatan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII. G. tentang Pedoman 
Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjahatan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan 
Nomor IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. 

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 
(lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 yang disertai dengan Laporan 
Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7. 

 
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek 
melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum baik secara langsung maupun tidak 
langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir 
pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 

 
- Penundaan dan Pembatalan Penawaran Umum 
 

Berdasarkan  Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., 
Notaris di Jakarta dan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka 
Penawaran Umum,  dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perseroan sampai dengan 
berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan mempunyai hak untuk menunda masa Penawaran Umum untuk 
masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum 
dengan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila : 

 
a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa 

berturut-turut; 
b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

kelangsungan usaha Emiten; dan/atau 
c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan. 
 
- Pengembalian Uang Pemesanan 
 

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran 
Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen 
Penjualan di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-
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lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan 
Penawaran Umum. 
 
Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam uang tunai, cek, atau bilyet giro atau instruksi surat pembayaran 
atas nama pemesan atau disetor ke rekening atas nama pemesan melalui instrument pembayaran lainnya.  
 
Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil 
dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengakhiran, maka Perseroan dan/atau para Penjamin Emisi Efek 
dan/atau para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan 
pembayaran denda kepada para pemesan sehubungan dengan keterlambatan pengambilan uang pemesanan oleh 
para pemesan yang bersangkutan. 
 
Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya 
pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari 
keterlambatan dengan tingkat bunga sebesar suku bunga per hari dari jumlah uang yang terlambat dibayar, yang 
dihitung dari hari kerja ke 3 (tiga) sejak tanggal Penjatahan sebesar tarif suku bunga jasa giro yang pada saat itu 
berlaku pada bank penerima (Receiving Bank) untuk setiap hari keterlambatan. 
 
Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian dalam hal terjadinya kelebihan pemesanan terkait 
penjatahan, maka Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang 
pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian Saham sesegera mungkin 
paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan 
Penawaran Umum. 
 
Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPS, langsung oleh pemodal di 
kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan di mana FPPS diajukan dengan menyerahkan bukti tanda 
terima pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang pemesanan diatur dan dilakukan 
oleh Perseroan. 

 
- Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKP”) atas Pemesanan Pembelian Saham 
 

FKP akan didistribusikan melalui Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan 
pemesanan saham  selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKP atas pemesanan 
pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk dengan 
menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. 
Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan Perseroan.  
 

14.   Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus 
 
 Pelaksanaan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan tetap dan/atau pengurus Perseroan, kecuali 

Komisaris Independen dengan Harga Penawaran dapat diajukan langsung kepada Perseroan selama Masa 
Penawaran sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan tanpa melalui Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan. 

 
15. Distribusi Efek 
 

Perseroan melalui KSEI dan BAE akan melakukan distribusi saham secara elektronik ke rekening efek pemesan yang 
namanya tercantum dalam FKP pada tanggal 9 Juli 2019.  
 

16. Lain-lain 
 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham 
secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan pembelian saham dapat ditolak apabila: 

 
1. Tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian 

Saham. 
2. KTP atau tanda jati diri telah kadaluarsa. 
3. Pembayaran tidak diterima tepat waktu. 
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lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan 
Penawaran Umum. 
 
Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam uang tunai, cek, atau bilyet giro atau instruksi surat pembayaran 
atas nama pemesan atau disetor ke rekening atas nama pemesan melalui instrument pembayaran lainnya.  
 
Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil 
dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengakhiran, maka Perseroan dan/atau para Penjamin Emisi Efek 
dan/atau para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan 
pembayaran denda kepada para pemesan sehubungan dengan keterlambatan pengambilan uang pemesanan oleh 
para pemesan yang bersangkutan. 
 
Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya 
pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari 
keterlambatan dengan tingkat bunga sebesar suku bunga per hari dari jumlah uang yang terlambat dibayar, yang 
dihitung dari hari kerja ke 3 (tiga) sejak tanggal Penjatahan sebesar tarif suku bunga jasa giro yang pada saat itu 
berlaku pada bank penerima (Receiving Bank) untuk setiap hari keterlambatan. 
 
Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian dalam hal terjadinya kelebihan pemesanan terkait 
penjatahan, maka Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang 
pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian Saham sesegera mungkin 
paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan 
Penawaran Umum. 
 
Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPS, langsung oleh pemodal di 
kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan di mana FPPS diajukan dengan menyerahkan bukti tanda 
terima pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang pemesanan diatur dan dilakukan 
oleh Perseroan. 

 
- Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKP”) atas Pemesanan Pembelian Saham 
 

FKP akan didistribusikan melalui Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan 
pemesanan saham  selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKP atas pemesanan 
pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk dengan 
menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. 
Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan Perseroan.  
 

14.   Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus 
 
 Pelaksanaan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan tetap dan/atau pengurus Perseroan, kecuali 

Komisaris Independen dengan Harga Penawaran dapat diajukan langsung kepada Perseroan selama Masa 
Penawaran sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan tanpa melalui Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan. 

 
15. Distribusi Efek 
 

Perseroan melalui KSEI dan BAE akan melakukan distribusi saham secara elektronik ke rekening efek pemesan yang 
namanya tercantum dalam FKP pada tanggal 9 Juli 2019.  
 

16. Lain-lain 
 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham 
secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan pembelian saham dapat ditolak apabila: 

 
1. Tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian 

Saham. 
2. KTP atau tanda jati diri telah kadaluarsa. 
3. Pembayaran tidak diterima tepat waktu. 

                                                                                                                                                       
 

 

 
Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari 1 (satu) formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk 
keperluan penjatahan dengan mengikutsertakan formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan 
bersangkutan. 

 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau 
memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya 
diperkenankan untuk membeli saham dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak 
yang tidak terafiliasi baik lokal maupun asing. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak 
dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek. 
 
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin 
Emisi efek dan Agen Penjualan atau pihak‐pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan 
dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam 
Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek. 
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BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN 
SAHAM  

 
Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan 
para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek, pada 
masa Penawaran Umum. 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut: 

 
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK 

 
PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA 

International Financial Centre 2, 30th Floor 
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22-23 

Jakarta 12920 Indonesia  
Telp. (62-21) 8086 9900 
Fax. (62-21) 2205 7925 

PT BAHANA SEKURITAS 
Graha Niaga, 19th Floor 

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 
Jakarta 12190 Indonesia  
Telp. (62-21) 250 5081 
Fax. (62-21) 250 5071 

 
 

PENJAMIN EMISI EFEK 
 

PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS 
Gedung Kospin Jasa Lt. 7-8 

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.1 
Jakarta Selatan 12870 

Telp. (62-21) 8378 9000 
Fax. (62-21) 8378 8908 

 
Selain di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek, Prospektus dan Formulir Pemesanan 
Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh di gerai Penawaran Umum yang bertempat di: 
 

PT Adimitra Jasa Korpora 
Rukan Kirana Boutique Office 
Jl. Kirana Avenue III F3 No. 5 

Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 
Telp. : (62-21) 2974 5222 
Fax : (62-21) 2928 9961 
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BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN 
SAHAM  

 
Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan 
para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek, pada 
masa Penawaran Umum. 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut: 

 
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK 

 
PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA 

International Financial Centre 2, 30th Floor 
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22-23 

Jakarta 12920 Indonesia  
Telp. (62-21) 8086 9900 
Fax. (62-21) 2205 7925 

PT BAHANA SEKURITAS 
Graha Niaga, 19th Floor 

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 
Jakarta 12190 Indonesia  
Telp. (62-21) 250 5081 
Fax. (62-21) 250 5071 

 
 

PENJAMIN EMISI EFEK 
 

PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS 
Gedung Kospin Jasa Lt. 7-8 

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.1 
Jakarta Selatan 12870 

Telp. (62-21) 8378 9000 
Fax. (62-21) 8378 8908 

 
Selain di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek, Prospektus dan Formulir Pemesanan 
Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh di gerai Penawaran Umum yang bertempat di: 
 

PT Adimitra Jasa Korpora 
Rukan Kirana Boutique Office 
Jl. Kirana Avenue III F3 No. 5 

Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 
Telp. : (62-21) 2974 5222 
Fax : (62-21) 2928 9961 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                       
 

 

BAB XVII. LAPORAN PENILAI 
 

 
Berikut ini adalah salinan dari Laporan Penilai, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham. 
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Halaman ini senagaja dikosongkan
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BAB XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
 

 
Berikut ini adalah salinan dari Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, 
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham. 
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BAB XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 
 

 
Berikut ini adalah salinan dari Laporan Auditor Independen, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham. 
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BAB XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 
 

 
Berikut ini adalah salinan dari Laporan Auditor Independen, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham. 
 
 

PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk
(SEBELUMNYA/FORMERLY PT HILON FELT)

LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER/DECEMBER 2018, 2017 DAN/AND 2016
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PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk
(SEBELUMNYA/FORMERLY PT HILON FELT)

Lampiran - 1/1 - Schedule

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of
these financial statements.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2018, 2017 AND 2016

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

Catatan/
Notes 2018 2017 2016

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas 4 45,468,178 18,951,455 12,857,059 Cash and cash equivalents
Piutang usaha Trade receivables

- Pihak berelasi 5,29,2c,2e,2r 46,626,309 43,966,442 45,503,515 Related parties -
- Pihak ketiga 5,2c,2e 21,753,838 31,083,443 17,946,423 Third parties -

Piutang lain-lain Other receivables
- Pihak berelasi 29,2c,2e,2r 9,043,154 - - Related parties -
- Pihak ketiga 2c,2e - - - Third parties -

Persediaan 6,2f 99,810,994 57,890,534 55,023,911 Inventories
Beban dibayar di muka 2g 638,747 679,627 844,427 Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka 8a,2l 3,195,918 1,135,207 904,832 Prepaid taxes
Uang muka 7 3,340,031 5,196,274 3,701,984 Advances
Aset keuangan lancar lain-lain 29,2c 4,638,927 5,437,486 741,895 Other current financial assets

234,516,096 164,340,468 137,524,046

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS
Investasi pada entitas

asosiasi 9,2k 15,666,935 16,687,677 14,733,797 Investment in associate
Aset pajak tangguhan 8d,2l - - 929,881 Deferred tax assets
Aset tetap 10,2h 298,090,722 208,675,737 197,006,271 Property, plant and equipment
Properti investasi 11,2i 20,822,875 21,702,734 22,582,593 Investment property
Uang muka jangka panjang 7 3,599,468 - - Advances – non current
Aset keuangan tidak Other non-current

lancar lain-lain - 2,785,390 2,234,331 financial assets

338,180,000 249,851,538 237,486,873

JUMLAH ASET 572,696,096 414,192,006 375,010,919 TOTAL ASSETS

LIABILITAS LIABILITIES

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES
Pinjaman jangka pendek 14,2n 116,367,000 46,741,800 - Short-term loans
Utang usaha Trade payables

- Pihak berelasi 12,29,2c,2m,2r 5,534,518 6,305,264 28,863,942 Related parties -
- Pihak ketiga 12,2c,2m 41,158,772 15,224,260 34,149,788 Third parties -

Utang lain-lain Other payables
- Pihak berelasi 29,2c,2r 410,000 - - Related parties -
- Pihak ketiga 3,273,251 - - Third parties -

Utang pajak Taxes payable
- Pajak penghasilan badan 8b,2l 211,375 472,588 95,499 Corporate income taxes -
- Pajak lain-lain 8b 604,020 1,312,530 538,966 Other income taxes -

Akrual 13,2c 42,777,771 20,992,985 14,180,138 Accruals
Liabilitas keuangan jangka Other current financial

pendek lain-lain 352,798 3,195,748 652,921 liabilities
Bagian jangka pendek dari liabilitas Current portion of

jangka panjang: long-term liabilities:
- Liabilitas sewa pembiayaan 16,2o 2,896,201 5,419,199 12,920,952 Finance lease obligation -
- Pinjaman jangka

panjang lain-lain 17,2c,2n 21,890,559 - - Other long-term loans -
- Pinjaman bank

jangka panjang 15,2c,2n - - 246,327 Long-term bank loans -

235,476,265 99,664,374 91,648,533
LIABILITAS JANGKA

PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES
Utang pihak berelasi 17,29,2c,2r - 125,114,344 119,347,944 Due to related party
Liabilitas sewa pembiayaan 16,2o - 2,709,600 8,061,599 Finance lease obligation
Liabilitas pajak tangguhan 8d,2l 2,168,525 1,781,968 - Deferred tax liabilities
Pinjaman jangka panjang lain-lain 17,29,2n 167,322,167 33,720,523 18,557,201 Other long-term loans

Employee benefits
Kewajiban imbalan kerja 18,2p 1,253,010 1,007,061 2,555,012 obligation

170,743,702 164,333,496 148,521,756

JUMLAH LIABILITAS 406,219,967 263,997,870 240,170,189 TOTAL LIABILITIES
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PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk
(SEBELUMNYA/FORMERLY PT HILON FELT)

Lampiran - 1/2 - Schedule

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of
these financial statements.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2018, 2017 AND 2016

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

Catatan/
Notes 2018 2017 2016

EKUITAS EQUITY
Modal saham - nilai nominal Share capital - par value

Rp1,122,500 (USD 100) of stock Rp1,122,500
per saham (USD 100) per share
Modal dasar - 300.000 saham, Authorised capital -
modal ditempatkan dan 300,000 shares, issued
disetor penuh and 106,924 fully paid
106.924 saham 19,2s 120,022,190 120,022,190 120,022,190 shares

Differences in exchange rate
Selisih kurs atas modal disetor 20 (7,086,962) (7,086,962) (7,086,962) for paid-in capital
Tambahan modal disetor 21 424,515 424,515 424,515 Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lain-lain 22 2,396,460 2,396,460 2,396,460 Other equity component
Saldo laba Retained earnings

- Dicadangkan 217,458 217,458 217,458 Appropriated -
- Belum dicadangkan 50,502,468 34,220,475 18,867,069 Unappropriated -

JUMLAH EKUITAS 166,476,129 150,194,136 134,840,730 TOTAL EQUITY

JUMLAH LlABILITAS DAN TOTAL LIABILITIES AND
EKUITAS 572,696,096 414,192,006 375,010,919 EQUITY
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PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk
(SEBELUMNYA/FORMERLY PT HILON FELT)

Lampiran - 2 - Schedule

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of
these financial statements.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018, 2017 AND 2016

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

Catatan/
Notes 2018 2017 2016

PENJUALAN BERSIH 24,2q 395,632,600 327,384,515 314,868,705 NET SALES

BEBAN POKOK
PENJUALAN 25,2q (288,634,885) (254,638,812) (243,170,080) COST OF GOODS SOLD

LABA BRUTO 106,997,715 72,745,703 71,698,625 GROSS PROFIT

Beban usaha 26,2q (57,426,058) (47,156,280) (56,225,720) Operating expenses
Pendapatan lain-lain 28 5,744,188 5,304,435 6,899,223 Other income
Beban lain-lain 28 (9,490,579) (1,338,983) (1,499,985) Other expenses

LABA USAHA 45,825,266 29,554,875 20,872,143 OPERATING INCOME

Biaya keuangan neto 27 (23,037,120) (11,676,722) (10,745,863) Net finance costs
Bagian (rugi)/laba dari Equity share in the (loss)/

entitas asosiasi 9,2k (1,097,220) 1,953,880 1,729,347 profit of associate

LABA SEBELUM PAJAK PROFIT BEFORE
PENGHASILAN 21,690,926 19,832,033 11,855,627 INCOME TAX

Beban pajak penghasilan 8c,2l (5,649,779) (4,575,697) (5,035,062) Income tax expense

LABA TAHUN BERJALAN 16,041,147 15,256,336 6,820,565 PROFIT FOR THE YEAR

PENGHASILAN
KOMPREHENSIF OTHER COMPREHENSIVE
LAIN-LAIN INCOME

Pos yang tidak akan Items that
direklasifikasi ke will not be reclassified
laba rugi: to profit or loss:
Pengukuran kembali Remeasurement of

imbalan pasca kerja : employee benefits obligation:
Remeasurement of -

- Pengukuran kembali employee
imbalan pasca kerja 219,157 129,427 (79,470) benefits obligation

- Pajak penghasilan terkait 8d,2p (54,789) (32,357) 19,868 Related income tax -
Bagian penghasilan komprehensif Share of other comprehensive

lain dari entitas asosiasi, income of associate, net
setelah pajak 9,2k 76,478 - - of tax

PENGHASILAN/(RUGI) OTHER COMPREHENSIVE
KOMPREHENSIF LAIN INCOME/(LOSS)
TAHUN BERJALAN 240,846 97,070 (59,602) FOR THE YEAR

JUMLAH PENGHASILAN TOTAL COMPREHENSIVE
KOMPREHENSIF INCOME
TAHUN BERJALAN 16,281,993 15,353,406 6,760,963 FOR THE YEAR

LABA PER SAHAM - EARNINGS PER SHARE -
DASAR DAN DILUSIAN BASIC AND DILUTED
(DALAM SATUAN RUPIAH) 23,2t 13.37 12.71 5.68 (IN FULL RUPIAH)
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PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk
(SEBELUMNYA/FORMERLY PT HILON FELT)

Lampiran - 3 - Schedule

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED

31 DECEMBER 2018, 2017 AND 2016
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Selisih kurs
atas modal disetor/ Tambahan Komponen Saldo laba/Retained earnings

Differences of modal disetor/ ekuitas lain/ Belum
Catatan/ Modal saham/ exchange rate for Additional Other equity Dicadangkan/ dicadangkan/ Jumlah/

Notes Share capital paid-in capital paid-in capital component Appropriated Unappropriated Total

Saldo 1 Januari 2016 120,022,190 (7,086,962) (3,075,485) - 217,458 12,106,106 122,183,307 Balance at 1 January 2016

Penerapan PSAK 70 - Adoption of PSAK 70 -
pengampunan pajak 8f - - 3,500,000 2,396,460 - - 5,896,460 Tax amnesty

Laba tahun berjalan - - - - - 6,820,565 6,820,565 Profit for the year

Pengukuran kembali kewajiban Remeasurement of-
imbalan pasca kerja - - - - - (79,470) (79,470) employee benefits obligation

Pajak penghasilan terkait - - 19,868 19,868 Related income tax

Saldo 31 Desember 2016 120,022,190 (7,086,962) 424,515 2,396,460 217,458 18,867,069 134,840,730 Balance at 31 December 2016

Laba tahun berjalan - - - - - 15,256,336 15,256,336 Profit for the year

Pengukuran kembali kewajiban Remeasurement of
Imbalan pasca kerja - - - - - 129,427 129,427 employee benefits obligation

Pajak penghasilan terkait - - (32,357) (32,357) Related income tax

Saldo 31 Desember 2017 120,022,190 (7,086,962) 424,515 2,396,460 217,458 34,220,475 150,194,136 Balance at 31 December 2017

Laba tahun berjalan - - - - - 16,041,147 16,041,147 Profit for the year

Bagian penghasilan komprehensif
lain dari entitas asosiasi – Share of other comprehensive income
setelah pajak - - - - - 76,478 76,478 of associate, net of tax

Pengukuran kembali kewajiban Remeasurement of
imbalan pasca kerja - - - - - 219,157 219,157 employee benefits obligation

Pajak penghasilan terkait - - (54,789) (54,789) Related income tax

Saldo 31 Desember 2018 120,022,190 (7,086,962) 424,515 2,396,460 217,458 50,502,468 166,476,129 Balance at 31 December 2018
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PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk
(SEBELUMNYA/FORMERLY PT HILON FELT)

Lampiran - 4 - Schedule

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial
statements.

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED

31 DECEMBER 2018, 2017 AND 2016
(Expressed in thousands of Rupiah,

unless otherwise stated)
Notes 2018 2017 2016

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI OPERATING ACTIVITIES

Penerimaan dari pelanggan 424,419,730 315,784,566 312,291,967 Receipts from customers
Pembayaran kepada

pemasok (309,901,764) (303,814,547) (201,964,492) Payments to suppliers
Pembayaran kepada

karyawan (49,346,342) (41,388,867) (64,120,210) Payments to employees
Penerimaan pendapatan

bunga 27 447,313 85,364 150,150 Receipts from interest income
Pembayaran pajak Payments of

penghasilan badan 8 (7,639,935) (1,519,116) (4,699,117) corporate income taxes
Pembayaran bunga (5,438,378) (3,475,626) (2,470,749) Payments of interest

Arus kas neto diperoleh dari/ Net cash generated from/
(digunakan untuk) (used in)
aktivitas operasi 52,540,624 (34,328,226) 39,187,549 operating activities

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI INVESTING ACTIVITIES

Penerimaan dari penjualan Proceeds from the sale of
aset tetap 10 1,763,534 1,330,394 - property, plant and equipment

Acquisitions of property,
Perolehan aset tetap 10,33 (109,063,642) (19,301,976) (59,091,704) plant and equipment

Arus kas neto digunakan Net cash used in
untuk aktivitas investasi (107,300,108) (17,971,582) (59,091,704) investing activities

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN FINANCING ACTIVITIES

Pinjaman bank jangka panjang 15 Long-term bank loans
Penerimaan - - - Proceeds
Pembayaran - (246,327) (7,123,885) Payment

Pinjaman jangka pendek 14 Short-term loans
Penerimaan 86,830,000 46,741,800 - Proceeds
Pembayaran (19,496,910) - (8,277,000) Payment

Utang kepada pihak berelasi 29 Due to related parties
Penerimaan - 9,550,804 14,293,111 Proceeds
Pembayaran (122,733,000) - - Payment

Kewajiban sewa pembiayaan – Finance lease obligation
pihak ketiga 16 – third party
Penerimaan - - 13,355,050 Proceeds
Pembayaran (5,419,199) (12,853,752) (10,328,990) Payment

Pinjaman jangka panjang Other non-current financial
lain-lain – pihak berelasi 17,29 liabilities – related party
Penerimaan 142,450,340 - - Proceeds
Pembayaran - - - Payment

Pinjaman jangka panjang Other non-current financial
lain-lain – pihak ketiga 17 liabilities – third party
Penerimaan - 15,163,321 11,659,702 Proceeds
Pembayaran (3,120,997) - - Payment

Arus kas neto diperoleh
dari/(digunakan untuk) Net cash generated from/
aktivitas pendanaan 78,510,234 58,355,846 13,577,988 (used in) financing activities

NET INCREASE/(DECREASE)
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH IN CASH AND CASH

KAS DAN SETARA KAS 23,750,750 6,056,038 (6,326,166) EQUIVALENTS

EFFECT OF FOREIGN
DAMPAK SELISIH KURS EXCHANGE ON CASH

KAS DAN SETARA KAS 2,765,973 38,358 (26,717) AND CASH EQUIVALENTS

CASH AND CASH
SALDO KAS DAN SETARA KAS EQUIVALENTS AT

ATAS AWAL TAHUN 18,951,455 12,857,059 19,209,942 BEGINNING OF THE YEAR

CASH AND CASH
SALDO KAS DAN SETARA KAS EQUIVALENTS AT END

PADA AKHIR TAHUN 5 45,468,178 18,951,455 12,857,059 OF THE YEAR
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PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk
(SEBELUMNYA/FORMERLY PT HILON FELT)

Lampiran - 5/1 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018, 2017 AND 2016

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM 1. GENERAL

a. Pendirian Perusahaan dan informasi umum a. The Company’s establishment and general
information

PT Inocycle Technology Group Tbk
sebelumnya PT Hilon Felt (“Perusahaan”)
didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 35
tanggal 17 Juli 2001 yang dibuat di hadapan
Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi,
S.H., notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini
disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-
13811 HT.01.01.TH.2001 tanggal 21 November
2001 serta diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 5018 Tambahan
tanggal 20 Maret 2002.

PT Inocycle Technology Group Tbk formerly
known PT Hilon Felt (the “Company”) was
established based on Deed of Establishment
No. 35 dated 17 July 2001 which was made in
the presence of Fransiscus Xaverius Budi
Santoso Isbandi, S.H., a notary in Jakarta. The
Deed of Establishment was approved by the
Minister of Justice of the Republic of Indonesia
with Decree No. C-13811 HT.01.01.TH.2001
dated 21 November 2001 and was published in
State Gazette of the Republic of Indonesia No.
5018 dated 20 March 2002.

Pada 31 Desember 2018, anggaran dasar
Perusahaan telah mengalami beberapa kali
perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris
No. 8 tanggal 5 Desember 2018 yang dibuat di
hadapan Yohannes Irson Purba, S.H., notaris di
Jakarta, mengenai perubahan kegiatan usaha
Perusahaan dan susunan pengurus
Perusahaan. Perubahan tersebut disetujui oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia melalui Surat Keputusan
No. AHU-AH.01.03-0273178 Tahun 2018 dan
melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-
0273179 Tahun 2018 tanggal
10 Desember 2018.

As at 31 December 2018, the Company’s
articles of association have been amended
several times with the latest amendment by
Notarial Deed No. 8 dated 5 December 2018
which was made in the presence of Yohannes
Irson Purba, S.H., a notary in Jakarta, regarding
the change of business activities and the
Company’s management composition. The
amendment was approved by the Minister of
Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.03-
0273178 Tahun 2018 and Decree No. AHU-
AH.01.03-0273179 Tahun 2018 dated 10
December 2018.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar
Perusahaan, ruang lingkup kegiatan
Perusahaan meliputi usaha bidang pengelolaan
industri bukan tenunan dan industri serat stapel
buatan.

In accordance with article 3 of the Company’s
articles of association, the Company’s scope of
activities relates to business in the
manufacturing industry of non-woven and
staple fibre.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Kawasan
Industri Pasar Kemis, Tangerang. Perusahaan
mulai beroperasi secara komersial pada tahun
2003.

The Company’s head office is located in
Kawasan Industri Pasar Kemis, Tangerang.
The Company started its commercial operation
in 2003.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Hilon
Indonesia dan entitas induk utama Perusahaan
adalah PT Sambros Invesco International,
keduanya didirikan di Indonesia.

The parent of the Company is PT Hilon
Indonesia and the ultimate parent is PT
Sambros Invesco International, both are
incorporated in Indonesia.
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PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk
(SEBELUMNYA/FORMERLY PT HILON FELT)

Lampiran - 5/2 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018, 2017 AND 2016

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

b. Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite
Audit dan karyawan

b. Boards of Commissioners, Directors, Audit
Committee and employees

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018,
2017 dan 2016 masing-masing adalah sebagai
berikut:

The Company’s Boards of Commissioners and
Directors as of 31 December 2018, 2017 and
2016, respectively are as follows:

2018 2017 2016
Dewan Komisaris/Board of Commissioners
Komisaris Utama/President Commissioner Jung Hyo Choi Jung Hyo Choi Jung Hyo Choi

Dewan Direksi/Board of Directors
Direktur Utama/President Director Jae Hyuk Choi Won Hyuk Choi Won Hyuk Choi
Direksi/Directors Won Hyuk Choi Jae Hyuk Choi

Victor Seng Hyeok Choi Victor Seng Hyeok Choi
Byoung Wook Koh
Seung Koo Yang

Yoon Chong Hyun
Jong Ho Park

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan
memiliki karyawan tetap kurang lebih 91 orang
(2017: 62 orang, 2016: 134 orang) – tidak
diaudit.

As at 31 December 2018, the Company has
approximately 91 permanent employees
(2017: 62 personnel, 2016: 134 personnel) –
unaudited.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES

a. Dasar penyusunan laporan keuangan a. Basis of preparation of financial statements

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun,
disajikan dan diotorisasi oleh Direksi diterbitkan
pada tanggal 27 Mei 2019.

The Company’s financial statements were
prepared, presented and authorised by the
Directors for issuance on 27 May 2019.

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi
Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang
diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK
IAI) dan peraturan No. VIII.G.7 mengenai
“Penyajian dan Pengungkapan Laporan
Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”
yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK
sebagaimana terlampir dalam surat keputusan
Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012.

The financial statements were prepared and
presented in accordance with Indonesian
Financial Accounting Standards which include
the Statements of Financial Accounting
Standards (“PSAK”) and Interpretations of
Financial Accounting Standards (“ISAK”) issued
by the Financial Accounting Standards Board of
the Indonesian Institute of Accountants (DSAK
IAI) and Regulation No. VIII.G.7 regarding the
“Presentation and Disclosure of Financial
Statements of Issuers or Public Companies”
issued by BAPEPAM-LK as enclosed in the
Decision Letter No. KEP-347/BL/2012 of the
Chief of BAPEPAM-LK.

Laporan keuangan disusun berdasarkan
konsep harga perolehan serta menggunakan
dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

The financial statements have been prepared
on the basis of historical cost and also using the
accruals basis except for the statements of
cash flows.
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31 DECEMBER 2018, 2017 AND 2016

(Expressed in thousands of Rupiah,
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan
(lanjutan)

a. Basis of preparation of financial statements
(continued)

Laporan arus kas disajikan dengan metode
langsung dengan mengelompokkan arus kas
dalam aktivitas operasi, investasi dan
pendanaan.

The statements of cash flows are prepared
using the direct method by classifying cash
flows into operating, investing and financing
activities.

Kecuali dinyatakan lain, kebijakan akuntansi
telah diterapkan secara konsisten dengan
laporan keuangan untuk tahun-tahun yang
berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia.

Unless otherwise stated, the accounting
policies are applied consistently with the
financial statements for the years ended
31 December 2018, 2017 and 2016 which
conform with Indonesian Financial Accounting
Standards.

Penyusunan laporan keuangan yang disusun
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia memerlukan penggunaan estimasi
akuntansi tertentu dan asumsi-asumsi. Hal ini
juga mengharuskan manajemen untuk
melakukan pertimbangan dalam proses
penerapan kebijakan akuntansi di dalam
Perusahaan. Area yang kompleks atau
memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih
tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi
dapat berdampak signifikan terhadap laporan
keuangan diungkapkan dalam Catatan 3.

The preparation of the financial statements in
conformity with Indonesian Financial
Accounting Standards requires the use of
certain critical accounting estimates and
assumptions. It also requires management to
exercise its judgement in the process of
applying the Company’s accounting policies.
The areas involving a higher degree of
judgement or complexity, or areas where
judgements and estimates are significant to the
financial statements are disclosed in Note 3.

Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
("ISAK")

Changes to the Statements of Financial
Accounting Standards (“PSAK”) and
Interpretations of Statements of Financial
Accounting Standards (“ISAK”)

Standar serta interpretasi standar akuntansi
revisian berikut yang relevan untuk
Perusahaan, dan berlaku efektif sejak tanggal
1 Januari 2018, tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap laporan keuangan
Perusahaan:

The following revised accounting standards and
interpretations of the accounting standards,
which are relevant to the Company, are
effective from 1 January 2018, and did not
result in significant impact to the Company’s
financial statements:

- PSAK 2 (Amandemen/Amendment) : Laporan arus kas/statement of cash flows
- PSAK 46 (Amandemen/Amendment) : Pajak penghasilan/income taxes
- PSAK 67 (Amandemen/Amendment) : Pengungkapan kepentingan dalam entitas

lain/disclosure of interests in other entities
- PSAK 16 (Amandemen/Amendment) : Aset tetap/fixed assets
- PSAK 13 (Amandemen/Amendment) : Properti investasi/investment property
- PSAK 15 (Amandemen/Amendment) : Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama/

investments in associates and joint ventures
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan
(lanjutan)

a. Basis of preparation of financial statements
(continued)

Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
("ISAK") (lanjutan)

Changes to the Statements of Financial
Accounting Standards (“PSAK”) and
Interpretations of Statements of Financial
Accounting Standards (“ISAK”) (continued)

Standar baru dan amandemen berikut yang
relevan pada Perusahaan akan berlaku efektif
untuk tahun buku yang dimulai pada:

The following new standards and amendments
which are relevant to the Company will be
effective for the financial year beginning:

1 Januari/January 2019
- ISAK 33 : Transaksi valuta asing dan imbalan di muka/foreign

currency transactions and advance consideration
- ISAK 34 : Ketidakpastian dalam pengakuan pajak penghasilan/

uncertainty over income tax treatments
- PSAK 24 (Amandemen/Amendment) : Imbalan kerja/employee benefits
- PSAK 46 (Amandemen/Amendment) : Pajak penghasilan/income taxes

1 Januari/January 2020
- PSAK 71 : Instrumen keuangan/financial instruments
- PSAK 72 : Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan/

revenue from contracts with customers
- PSAK 73 : Sewa/leases

Penerapan dini atas standar-standar tersebut
diperbolehkan, kecuali untuk PSAK 73 dimana
penerapan dini hanya diperkenankan bagi
entitas yang telah menerapkan PSAK 72.

Early adoption of the above standards is
permitted, except for PSAK 73 for which early
adoption is permitted only when an entity has
applied PSAK 72.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini,
manajemen sedang mempelajari dampak yang
mungkin timbul dari penerapan standar baru
dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada
laporan keuangan Perusahaan.

As at the authorisation date of these financial
statements, management is still evaluating the
potential impact of these new and revised
standards on the financial statements of the
Company.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing b. Foreign currency transactions and balances

i. Mata uang fungsional dan penyajian i. Functional and presentation currency

Hal-hal yang disertakan dalam laporan
keuangan Perusahaan diukur
menggunakan mata uang yang sesuai
dengan lingkungan ekonomi utama dimana
entitas beroperasi (“mata uang
fungsional”).

Laporan keuangan disajikan dalam
“Rupiah” (“Rp”) yang merupakan mata
uang fungsional dan penyajian
Perusahaan.

Items included in the financial statements
of the Company are measured using the
currency of the primary economic
environment in which the entity operates
(the “functional currency”).

The financial statements are presented in
“Rupiah” (“Rp”), which is the functional and
presentation currency of the Company.

ii. Transaksi dan saldo ii. Transactions and balances

Transaksi dalam mata uang asing
dijabarkan ke dalam Rupiah dengan
menggunakan kurs yang berlaku pada
tanggal transaksi. Pada setiap tanggal
pelaporan, aset dan liabilitas moneter
dalam mata uang asing dijabarkan dengan
menggunakan kurs yang berlaku pada saat
itu. Keuntungan dan kerugian selisih kurs
yang timbul dari penyelesaian transaksi
dalam mata uang asing dan dari
penjabaran aset dan liabilitas moneter
dalam mata uang asing diakui di dalam
laporan laba rugi.

Transactions denominated in foreign
currencies are translated into Rupiah at the
exchange rate prevailing at the dates of the
transactions. At the reporting date,
monetary assets and liabilities in foreign
currencies are translated at the exchange
rates prevailing at that date. Foreign
exchange gains and losses resulting from
the settlement of such transactions and
from the translation of monetary assets and
liabilities denominated in foreign currencies
are recognised in the profit or loss.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang
berhubungan dengan pinjaman, serta kas
dan setara kas disajikan pada laporan laba
rugi sebagai “Pendapatan lain-lain atau
beban lain-lain”.

Foreign exchange gains and losses related
to borrowings and cash and cash
equivalents are presented in the profit or
loss within “Other income or other
expenses”.

Penjabaran aset dan liabilitas moneter
dalam mata uang asing menggunakan kurs
tengah Bank Indonesia pada 31 Desember
2018, 2017 dan 2016 sebagai berikut
(dalam Rupiah penuh):

Translation of monetary assets and
liabilities denominated in foreign currencies
uses the Bank Indonesia middle rate at 31
December 2018, 2017 and 2016, as
follows (in full Rupiah):

2018 2017 2016

USD 1 14,481 13,548 13,436 USD 1
EUR 1 16,560 16,174 14,162 EUR 1
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31 DECEMBER 2018, 2017 AND 2016

(Expressed in thousands of Rupiah,
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Instrumen keuangan c. Financial instruments

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak
yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan
dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau
instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

A financial instrument is any contract that gives
rise to a financial asset of one entity and a
financial liability or equity instrument of another
entity.

(a) Aset keuangan (a) Financial assets

Perusahaan mengklasifikasikan aset
keuangan dalam kategori berikut: diukur
pada nilai wajar melalui laporan laba rugi,
pinjaman dan piutang, tersedia untuk
dijual, serta dimiliki hingga jatuh tempo.

The Company classifies its financial assets
into the following categories: at fair value
through profit or loss, loans and
receivables, available-for-sale, and held to
maturity.

Perusahaan menentukan klasifikasi aset
keuangan tersebut pada pengakuan awal
sesuai tujuan perolehan aset keuangan.

The Company determines the classification
of its financial assets at initial recognition in
accordance with the purpose for which the
financial assets were acquired.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017
dan 2016 Perusahaan hanya memiliki aset
keuangan yang diklasifikasikan sebagai
pinjaman yang diberikan dan piutang yang
terdiri dari kas dan setara kas, piutang
usaha, piutang lain-lain dan aset keuangan
lain-lain.

As at 31 December 2018, 2017 and 2016
the Company only has financial assets
classified as loans and receivables, which
comprised cash and cash equivalents,
trade receivables, other receivables and
other financial assets.

Pinjaman yang diberikan dan piutang
adalah aset keuangan non-derivatif dengan
pembayaran yang tetap atau dapat
ditentukan dan tidak mempunyai harga
kuotasi di pasar aktif. Pinjaman yang
diberikan dan piutang dimasukkan sebagai
aset lancar, kecuali jika jatuh temponya
melebihi 12 bulan setelah akhir periode
pelaporan. Pinjaman yang diberikan dan
piutang ini dimasukkan sebagai aset tidak
lancar.

Loans and receivables are non-derivative
financial assets with fixed or determinable
payments that are not quoted in an active
market. Loans and receivables are
included in current assets, except for those
with maturities greater than 12 months after
the end of the reporting period. These are
classified as non-current assets.

Pembelian dan penjualan aset keuangan
yang lazim (reguler) diakui pada tanggal
perdagangan yaitu tanggal dimana
Perusahaan berkomitmen untuk membeli
atau menjual aset. Aset keuangan
dihentikan pengakuannya ketika hak untuk
menerima arus kas telah jatuh tempo atau
telah ditransfer dan Perusahaan telah
mentransfer secara substansial seluruh
risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

Regular purchases and sale of financial
assets are recognised on the trade-date,
which is the date on which the Company
commits to purchase or sell the assets.
Financial assets are derecognised when
the rights to receive cash flows have
expired or have been transferred and the
Company has transferred substantially all
risks and rewards of ownership.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Instrumen keuangan (lanjutan) c. Financial instruments (continued)

(a) Aset keuangan (lanjutan) (a) Financial assets (continued)

Semua aset keuangan pada awalnya
diakui sebesar nilai wajarnya ditambah
dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset
keuangan dicatat pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi.

All financial assets are recognised initially
at fair value plus transaction costs, except
in the case of financial assets which are
recorded at fair value through profit or loss.

Pengukuran aset keuangan setelah
pengakuan awal tergantung pada
klasifikasinya.

The subsequent measurement of financial
assets depends on their classification.

Pinjaman yang diberikan dan piutang
setelah pengakuan awal diukur dengan
biaya perolehan yang diamortisasi dengan
menggunakan metode suku bunga efektif
(effective interest rate atau “EIR”), setelah
dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya
perolehan yang diamortisasi dihitung
dengan memperhitungkan diskonto atau
premi atas biaya akuisisi atau biaya yang
merupakan bagian integral dari EIR
tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam
laporan laba rugi. Kerugian yang timbul
dari penurunan nilai juga diakui pada
laporan laba rugi.

Loans and receivables are subsequently
measured at cost which is amortised using
the effective interest rate (“EIR”) method,
less impairment. Amortised cost is
calculated by taking into account any
discount or premium on acquisition fees or
costs that are an integral part of the EIR.
The EIR amortisation is included in the
profit or loss. The losses arising from
impairment are also recognised in the profit
or loss.

(b) Liabilitas keuangan (b) Financial liabilities

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas
keuangan dalam kategori berikut: liabilitas
keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi dan liabilitas
keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan
diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka
panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan
dan sebagai liabilitas jangka pendek jika
jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12
bulan.

The Company classifies its financial
liabilities into the following categories: at
fair value through profit or loss and
financial liabilities measured at amortised
cost. Financial liabilities are classified as
non-current liabilities when the remaining
maturity is more than 12 months, and as
current liabilities when the remaining
maturity is less than 12 months.

Perusahaan menentukan klasifikasi
liabilitas keuangan pada saat pengakuan
awal.

The Company determines the classification
of its financial liabilities at initial recognition.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Instrumen keuangan (lanjutan) c. Financial instruments (continued)

(b) Liabilitas keuangan (lanjutan) (b) Financial liabilities (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017
dan 2016, Perusahaan hanya memiliki
liabilitas keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi, yang terdiri dari
utang usaha, utang lain-lain, akrual,
pinjaman bank, utang sewa pembiayaan,
pinjaman jangka panjang lain-lain dan
liabilitas keuangan lain-lain.

As at 31 December 2018, 2017 and 2016,
the Company only has financial liabilities
measured at amortised cost, which
consisted of trade payables, other
payables, accruals, bank loans, finance
lease obligations, other long-term loans
and other financial liabilities.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada
awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal
pinjaman, termasuk biaya transaksi yang
dapat diatribusikan secara langsung.

All financial liabilities are recognised initially
at fair value and, in the case of borrowings,
inclusive of directly attributable transaction
costs.

Liabilitas keuangan dihentikan
pengakuannya ketika liabilitas keuangan
telah dilunasi, dilaporkan atau kadaluarsa.
Selisih antara jumlah tercatat liabilitas
keuangan yang dihentikan pengakuannya
dan imbalan yang dibayarkan diakui dalam
laporan laba rugi.

Financial liabilities are derecognised when
the Company’s obligations are
extinguished, discharged or expired. The
difference between the carrying amount of
the financial liability derecognised and the
consideration paid is recognised in the
profit or loss.

(c) Instrumen keuangan disalinghapus (c) Offsetting financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan
disalinghapuskan dan nilai bersihnya
disajikan dalam laporan posisi keuangan
jika, dan hanya jika, entitas saat ini
memiliki hak yang dapat dipaksakan
secara hukum untuk melakukan saling
hapus atas jumlah yang telah diakui dan
berniat untuk menyelesaikan secara neto,
atau untuk merealisasikan aset dan
menyelesaikan kewajibannya secara
simultan. Hak yang berkekuatan hukum
tersebut tidak harus bergantung pada
kejadian masa depan dan harus dapat
dilaksanakan dalam kegiatan usaha normal
dan dalam hal gagal bayar, pailit atau
kebangkrutan dari Perusahaan atau pihak
lawan.

Financial assets and financial liabilities are
offset and the net amount reported in the
statements of financial position if, and only
if, there is a currently enforceable legal
right to offset the recognised amounts and
there is an intention to settle on a net
basis, or to realize the assets and settle the
liabilities simultaneously. The legally
enforceable right must not be contingent on
future events and must be enforceable in
the normal course of business and in the
event of default, insolvency or bankruptcy
of the Company or the counterparty.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Instrumen keuangan (lanjutan) c. Financial instruments (continued)

(d) Penurunan nilai aset keuangan (d) Impairment of financial assets

Pada setiap akhir periode pelaporan,
Perusahaan menilai apakah terdapat bukti
objektif bahwa aset keuangan atau
kelompok aset keuangan mengalami
penurunan nilai. Aset keuangan atau
kelompok aset keuangan dianggap
mengalami penurunan nilai jika, dan hanya
jika, terdapat bukti objektif bahwa
penurunan nilai merupakan akibat dari satu
atau lebih peristiwa yang terjadi setelah
pengakuan awal aset (“peristiwa kerugian”)
dan peristiwa kerugian tersebut memiliki
dampak pada estimasi arus kas masa
datang dari aset keuangan atau kelompok
aset keuangan dapat diestimasi secara
andal.

The Company assesses at the end of each
reporting period whether there is any
objective evidence that a financial asset or
a group of financial assets is impaired. A
financial asset or a group of financial
assets is deemed to be impaired if, and
only if, there is objective evidence of
impairment as a result of one or more
events that have occurred after the initial
recognition of the assets (“a loss event”)
and that loss event(s) has an impact on the
estimated future cash flows of the financial
asset or the group of financial assets that
can be reliably estimated.

d. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas pada
bank dan investasi likuid jangka pendek yang
jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan
atau kurang dan tidak digunakan sebagai
jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

d. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on
hand, cash at bank and short-term highly liquid
investments with original maturities of three
months or less and which are not used as
collateral or are not restricted.

e. Piutang usaha dan piutang lain-lain e. Trade and other receivables

Piutang usaha merupakan jumlah yang
terutang dari pelanggan atas penyerahan
barang dalam kegiatan usaha normal. Jika
piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu
satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan
sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang
disajikan sebagai aset tidak lancar.

Trade receivables are amounts due from
customers for goods delivered in the ordinary
course of business. If collection is expected in
one year or less, they are classified as current
assets. If not, they are presented as non-
current assets.

Piutang lain-lain dari pihak berelasi merupakan
saldo piutang yang terkait dengan
pengembalian dana dan piutang atas sewa dari
pihak berelasi Perusahaan.

Other receivables from related parties
represent reimbursement and rental
receivables from related parties of the
Company.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada
awalnya diakui sebesar nilai wajar dan
selanjutnya diukur pada
biaya perolehan diamortisasi dengan
menggunakan metode bunga efektif, apabila
dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi
provisi atas penurunan nilai.

Trade and other receivables are recognised
initially at fair value and subsequently
measured at amortised cost using the effective
interest method, if the impact of discounting is
significant, less any provision for impairment.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Piutang usaha dan piutang lain-lain
(lanjutan)

e. Trade and other receivables (continued)

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang lain-
lain ditinjau secara berkala. Piutang yang
diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan
secara langsung mengurangi nilai tercatatnya.
Akun penyisihan digunakan ketika terdapat
bukti yang objektif bahwa Perusahaan tidak
dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai
dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan
keuangan signifikan yang dialami debitur,
kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau
melakukan reorganisasi keuangan dan gagal
bayar atau menunggak pembayaran
merupakan indikator yang dianggap dapat
menunjukan adanya penurunan nilai piutang.
Jumlah penurunan nilai adalah sebesar selisih
antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari
estimasi arus kas masa depan pada tingkat
suku bunga efektif awal. Arus kas terkait
dengan piutang jangka pendek tidak
didiskontokan apabila efek diskonto tidak
material.

Collectibility of trade and other receivables is
reviewed on an ongoing basis. Debts which are
known to be uncollectible are written off by
reducing the carrying amount directly. An
allowance account is used when there is
objective evidence that the Company will not be
able to collect all amounts due according to the
original terms of the receivables. Significant
financial difficulties of the debtor, probability
that the debtor will enter bankruptcy or financial
reorganisation, and default or delinquency in
payments are considered indicators that the
trade receivable is impaired. The amount of the
impairment allowance is the difference between
the asset’s carrying amount and the present
value of estimated future cash flows,
discounted at the original effective interest rate.
Cash flows related to short-term receivables
are not discounted if the effect of discounting is
immaterial.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada
laporan laba rugi dan disajikan dalam “beban
penurunan nilai”. Ketika piutang usaha dan
piutang lain-lain, yang rugi penurunan nilainya
telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode
selanjutnya, maka piutang tersebut
dihapusbukukan dengan mengurangi akun
penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat
ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya
telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap
“beban penurunan nilai” pada laporan laba rugi.

The amount of the impairment loss is
recognised in profit or loss within “impairment
charges”. When a trade and other receivable
for which an impairment allowance had been
recognised becomes uncollectible in a
subsequent period, it is written off against the
allowance account. Subsequent recoveries of
amounts previously written off are credited
against “impairment charges” in profit or loss.

f. Persediaan f. Inventories

Persediaan dinilai menurut nilai yang terendah
antara harga perolehan atau nilai realisasi
bersih. Nilai realisasi bersih adalah estimasi
harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa,
dikurangi beban penjualan variabel terkait.
Harga perolehan ditetapkan berdasarkan
metode rata-rata tertimbang. Harga perolehan
barang jadi dan pekerjaan dalam proses terdiri
dari bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya
langsung lain-lain dan biaya overhead produksi
(berdasarkan kapasitas normal operasi).
Persediaan tidak mencakup biaya pinjaman.

Inventories are valued at the lower of cost or
net realizable value. Net realizable value is the
estimated selling price in the ordinary course of
business less applicable variable selling
expenses. Cost is determined using the
weighted average method. The cost of finished
goods and work in progress comprises of raw
materials, direct labour, other direct costs and
related production overheads (based on normal
operating capacity). It excludes borrowing
costs.

Provisi penurunan nilai persediaan ditentukan
berdasarkan estimasi penjualan masing-
masing persediaan tersebut di masa
mendatang.

A provision for impairment of inventory is
determined on the basis of the estimated future
sales of individual inventory items.
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31 DECEMBER 2018, 2017 AND 2016
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Beban dibayar di muka g. Prepaid expenses

Beban dibayar dimuka diamortisasi sesuai
masa manfaat dengan menggunakan metode
garis lurus.

Prepaid expenses are amortised over their
beneficial periods using the straight-line
method.

h. Aset tetap h. Property, plant and equipment

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya
perolehan yang meliputi harga perolehannya
dan setiap biaya yang dapat diatribusikan
langsung untuk membawa aset ke kondisi dan
lokasi yang diinginkan agar aset siap
digunakan sesuai intensi manajemen.

Property, plant and equipment are initially
recognised at historical cost, which comprises
its purchase price and any cost directly
attributable in bringing the assets to the
location and condition necessary for it to be
capable of operating in the manner intended by
management.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali
tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan
dikurangi akumulasi penyusutan dan
akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

After initial recognition, property, plant and
equipment, except land, are carried at cost less
any accumulated depreciation and
accumulated impairment losses, if any.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan
tidak disusutkan.

Land is recognised at its historical cost and not
depreciated.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui
sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai
aset yang terpisah, sebagaimana mestinya,
hanya jika kemungkinan besar Perusahaan
akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa
depan berkenaan dengan aset tersebut dan
biaya perolehan aset dapat diukur dengan
andal. Nilai tercatat dari komponen yang
diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan
pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan
laba rugi dalam periode keuangan ketika
biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the asset’s
carrying amount or recognised as a separate
asset, as appropriate, only when it is probable
that future economic benefits associated with
the item will flow to the Company and the cost
of the item can be measured reliably. The
carrying amount of replaced part is
derecognised. All other repairs and
maintenance are charged to the profit or loss
during the financial period in which they are
incurred.

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal
diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah,
biaya-biaya tersebut tidak didepresiasikan.
Biaya terkait dengan pembaruan hak atas
tanah diakui sebagai aset takberwujud dan
diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights
are recognised as part of the acquisition cost of
the land, and these costs are not depreciated.
Costs related to renewal of land rights are
recognised as intangible assets and amortised
during the period of the land rights.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset
tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud
penggunaannya dan dihitung dengan
menggunakan metode garis lurus berdasarkan
estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai
berikut:

Depreciation of property, plant and equipment
starts when it is available for its intended use
and computed by using straight-line method
based on the estimated useful lives of assets
as follows:
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

h. Aset tetap (lanjutan) h. Property, plant and equipment (continued)

Tahun/Years

Bangunan dan struktur 4 - 20 Buildings and structure
Mesin-mesin 4 - 16 Machineries
Kendaraan 8 Vehicles
Peralatan pabrik 4 - 8 Factory equipment
Peralatan kantor 4 - 8 Office equipment

Akumulasi biaya konstruksi bangunan dan
struktur, pabrik dan pemasangan mesin-mesin
dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam proses
pembangunan. Biaya tersebut direklasifikasi
ke akun aset tetap pada saat proses
konstruksi atau pemasangan selesai.
Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut
siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan
yang diinginkan manajemen.

The accumulated costs of the construction of
buildings and structure, factories and the
installation of machineries are capitalised as
fixed asset under construction. These costs are
reclassified to property, plant and equipment
when the construction or installation is
complete. Depreciation is charged from the
date the assets are ready for use in the
manner intended by management.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan
pengakuannya pada saat pelepasan atau
ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis
masa depan yang diharapkan dari
penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan
atau kerugian yang timbul dari penghentian
pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar
selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika
ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan
dalam laba rugi pada saat penghentian
pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of property,
plant and equipment is derecognised on
disposal or when no future economic benefits
are expected from its use or disposal. Any gain
or loss arising from derecognition (that
determined as the difference between the net
disposal proceeds, if any, and the carrying
amount of the item) is included in profit or loss
when item is derecognised.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar
jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat
aset lebih besar dari estimasi jumlah yang
dapat dipulihkan.

An asset’s carrying amount is written down
immediately to its recoverable amount if the
asset’s carrying amount is greater than its
estimated recoverable amount.

Keuntungan atau kerugian bersih atas
pelepasan aset tetap ditentukan dengan
membandingkan hasil yang diterima dengan
nilai tercatat dan diakui pada
“pendapatan/(beban) lain-lain” dalam laporan
laba rugi.

Net gains or losses on disposals are
determined by comparing the proceeds with
the carrying amount and are recognised within
“other income/(expenses)” in the profit or loss.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan
melakukan penelaahan berkala atas masa
manfaat, nilai residu dan metode penyusutan,
berdasarkan kondisi teknis.

At the end of each reporting period, the
Company performs regular review of the useful
lives, residual values and depreciation method
based on the technical conditions.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

i. Properti investasi i. Investment property

Properti yang dimiliki untuk disewakan dalam
jangka panjang atau untuk kenaikan harga
atau keduanya, dan yang tidak ditempatkan
oleh Perusahaan diklasifikasikan sebagai
properti investasi. Properti investasi juga
mencakup properti yang sedang dikonstruksi
atau dikembangkan untuk digunakan sebagai
properti investasi di masa depan.

Property that is held for long-term rental yields
or for capital appreciation or both, and that is
not occupied by the Company, is classified as
investment property. Investment property also
includes property that is being constructed or
developed for future use as investment
property.

Properti investasi awalnya diukur berdasarkan
biayanya, termasuk biaya transaksi yang
terkait dan biaya pinjaman yang berlaku.
Properti investasi Perusahaan terdiri dari
tanah yang tidak disusutkan dan bangunan
yang memiliki masa manfaat ekonomis 20
tahun.

Investment property is measured initially at its
cost, including related transaction costs and
where applicable borrowing costs. The
Company’s investment properties consist of
land which is not depreciated and buildings
with economic useful life of 20 years.

Setelah pengakuan awal, properti investasi
dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi
akumulasi penyusutan dan rugi penurunan
nilai, jika ada.

Penambahan selanjutnya dikapitalisasi ke nilai
tercatat aset hanya ketika ada keuntungan
ekonomi di masa yang akan datang dapat
dinikmati oleh Perusahaan dari penambahan
tersebut dan hal tersebut dapat diukur secara
andal. Biaya perbaikan dan perawatan lain-
lain akan menjadi biaya saat terjadi. Ketika
bagian dari properti investasi digantikan, nilai
tercatat dari bagian yang digantikan tersebut
akan dihapus.

After initial recognition, investment property are
carried at its cost less any accumulated
depreciation and accumulated impairment
losses, if any.

Subsequent expenditure is capitalised to the
asset’s carrying amount only when it is
probable that future economic benefits
associated with the expenditure will flow to the
Company and the cost of the item can be
measured reliably. All other repairs and
maintenance costs are expensed when
incurred. When part of an investment property
is replaced, the carrying amount of the
replaced part is derecognized.

j. Penurunan nilai aset non-keuangan j. Impairment of non-financial assets

Aset non-keuangan diuji atas penurunan nilai
ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya
mungkin tidak dapat dipulihkan. Kerugian atas
penurunan nilai diakui di laporan laba rugi
sebesar selisih lebih nilai tercatat aset atas
jumlah terpulihkan, yaitu yang lebih tinggi
antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk
menjual dan nilai pakai aset. Dalam
menentukan penurunan nilai, aset
dikelompokkan pada tingkat yang paling
rendah dimana terdapat arus kas yang dapat
diidentifikasi. Aset non-keuangan yang
mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal
pelaporan untuk menentukan apakah terdapat
kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Non-financial assets are reviewed for
impairment whenever events or changes in
circumstances indicate that the carrying
amount of assets may not be recoverable. An
impairment loss is recognised in the profit or
loss for the amount by which the carrying
amount of the asset exceeds its recoverable
amount, which is the higher of an asset’s fair
value less cost to sell and value in use. For the
purposes of assessing impairment, assets are
grouped at the lowest levels for which there are
separately identifiable cash flows. Non-
financial assets that suffer impairment are
reviewed for possible reversal of the
impairment at each reporting date.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

k. Investasi pada entitas asosiasi k. Investment in associate

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana
Perusahaan mempunyai pengaruh yang
signifikan dalam pengambilan keputusan atas
kebijakan finansial dan operasional entitas
tersebut, tetapi tidak mengendalikan atau
mengendalikan bersama atas kebijakan
tersebut. Pada umumnya pengaruh signifikan
dianggap ada jika terdapat kepemilikan hak
suara antara 20% dan 50%.

An associate is an entity over which the
Company has a significant influence in
decision making on financial and operational
policies of the entity, but does not control or
jointly control those policies. Generally,
significant influence is presumed to exist if the
investor owns between 20% and 50% voting
rights.

Investasi pada entitas asosiasi pada awalnya
diakui sebesar biaya perolehan. Nilai tercatat
tersebut ditambah atau dikurangi untuk
mengakui bagian laba atau rugi entitas
asosiasi setelah tanggal perolehan sesuai
dengan persentase pemilikan, dan dikurangi
dengan dividen yang diterima (metode
ekuitas).

Bagian laba atau rugi entitas asosiasi pasca
akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan
bagian atas mutasi penghasilan komprehensif
lain pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan
komprehensif lain dan diikuti dengan
penyesuaian pada jumlah tercatat investasi.

Investment in associate is initially recognised at
cost. The carrying amount is increased or
decreased by the share in profit or loss of the
associate after the date of acquisition in
proportion with the percentage of ownership
and reduced by dividends received (equity
method).

The shares of post-acquisition profits or losses
are recognised in the profit or loss, and its
share of post-acquisition movements in other
comprehensive income is recognised in other
comprehensive income with a corresponding
adjustment to the carrying amount of the
investment.

l. Pajak penghasilan l. Income tax

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak
tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba
rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan
item-item yang diakui di penghasilan
komprehensif lain atau langsung diakui ke
ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-
masing diakui dalam penghasilan
komprehensif lain atau ekuitas.

The tax expense comprises current and
deferred tax. Tax is recognised in the profit or
loss, except to the extent that it relates to items
recognised in other comprehensive income or
directly in equity. In this case, the tax is also
recognised in other comprehensive income or
directly in equity, respectively.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan
peraturan perpajakan yang berlaku atau yang
secara substantif berlaku pada akhir periode
pelaporan, di negara dimana Perusahaan
beroperasi dan menghasilkan pendapatan
kena pajak. Manajemen secara periodik
mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan
dengan situasi di mana aturan pajak yang
berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu,
manajemen menentukan provisi berdasarkan
jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada
otoritas pajak.

The current income tax charge is calculated on
the basis of the tax laws enacted or
substantively enacted at the end of the
reporting period in the countries where the
Company operates and generates taxable
income. Management periodically evaluates
positions taken in tax returns with respect to
situations in which applicable tax regulation is
subject to interpretation. It establishes
provisions where appropriate on the basis of
amounts expected to be paid to the tax
authorities.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

l. Pajak penghasilan (lanjutan) l. Income tax (continued)

Pajak penghasilan tangguhan diakui
sepenuhnya, dengan menggunakan metode
liabilitas untuk semua perbedaan temporer
yang berasal dari selisih antara dasar
pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan
nilai tercatatnya pada laporan keuangan.
Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan
tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal
goodwill. Pajak penghasilan tangguhan juga
tidak diperhitungkan jika pajak penghasilan
tangguhan tersebut timbul dari pengakuan
awal aset atau pengakuan awal liabilitas
dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis
yang pada saat transaksi tidak mempengaruhi
laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi
pajak.

Deferred income tax is provided in full, using
the liability method, on temporary differences
which arise from the difference between the tax
bases of assets and liabilities and their carrying
amounts in the financial statements. However,
deferred tax liabilities are not recognised if they
arise from the initial recognition of goodwill.
Deferred income tax is also not accounted for if
it arises from initial recognition of an asset or
liability in a transaction other than a business
combination that at the time of the transaction
affects neither accounting nor taxable profit or
loss.

Pajak penghasilan tangguhan diukur dengan
menggunakan tarif pajak yang sudah
diberlakukan atau secara substantif berlaku
pada akhir periode pelaporan dan
diekspektasi akan digunakan ketika aset pajak
tangguhan yang berhubungan direalisasi atau
liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Deferred income tax is determined using tax
rates (and laws) that have been enacted or
substantially enacted by the end of the
reporting period and is expected to be applied
when the related deferred income tax asset is
realized or the deferred income tax liability is
settled.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika
kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak
di masa depan akan memadai untuk
dikompensasi dengan perbedaan temporer
yang masih dapat dimanfaatkan.

Deferred tax assets are recognised only if it is
probable that future taxable amounts will be
available to utilise those temporary differences.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan
tangguhan dapat saling hapus apabila
terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk
melakukan saling hapus antara aset pajak kini
dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset
dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan
dikenakan oleh otoritas perpajakan yang
sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini
akan saling hapus ketika entitas memiliki hak
yang berkekuatan hukum untuk melakukan
saling hapus dan adanya niat untuk
melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut
secara neto atau untuk merealisasikan dan
menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Deferred tax assets and liabilities are offset
when there is a legally enforceable right to
offset current tax assets and liabilities and
when the deferred tax balances relate to the
same taxation authority. Current tax assets and
tax liabilities are offset where the entity has a
legally enforceable right to offset and intends
either to settle on a net basis, or to realize the
asset and settle the liability simultaneously.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

m. Utang usaha m. Trade payables

Utang usaha adalah kewajiban membayar
barang atau jasa yang telah diterima dalam
kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang
usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka
pendek jika pembayarannya jatuh tempo
dalam waktu satu tahun atau kurang (atau
dalam siklus operasi normal, jika lebih lama).
Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai
liabilitas jangka panjang.

Trade payables are obligations to pay for
goods or services that have been acquired in
the ordinary course of business from suppliers.
Trade payables are classified as current
liabilities if payment(s) is due within one year or
less (or in the normal operating cycle of the
business if longer). If not, they are presented
as non-current liabilities.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar
nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya
perolehan diamortisasi dengan menggunakan
metode bunga efektif.

Trade payables are recognised initially at fair
value and subsequently measured at
amortised cost using the effective interest
method.

n. Pinjaman n. Borrowings

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui
sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya
transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman
diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi;
selisih antara penerimaan (dikurangi biaya
transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada
laporan laba rugi selama periode pinjaman
dengan menggunakan metode bunga efektif.

Borrowings are recognised initially at fair value,
net of transaction costs incurred. Borrowings
are subsequently carried at amortised cost;
any difference between the proceeds (net of
transaction costs) and the redemption value is
recognised in the profit or loss over the period
of the borrowings using the effective interest
method.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh
fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya
transaksi pinjaman sepanjang besar
kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas
akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh
pinjaman ditangguhkan sampai penarikan
pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat
bukti bahwa besar kemungkinan sebagian
atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya
memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai
pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan
diamortisasi selama periode fasilitas yang
terkait.

Fees paid on the establishment of loan
facilities are recognised as transaction costs of
the loan to the extent that it is probable that
some or all of the facility will be draw-down. In
this case, the fee is deferred until the draw-
down occurs. To the extent that there is no
evidence that it is probable that some or all of
the facility will be draw down, the fee is
capitalised as a pre-payment for liquidity
services and amortised over the period of the
facility to which it relates.

Biaya pinjaman akan dihentikan
pengakuannya dari laporan posisi keuangan
ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak
dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih
antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan
yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak
lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk
aset non kas yang dialihkan atau liabilitas
yang ditanggung, diakui dalam laba rugi
sebagai pendapatan lain-lain atau biaya
keuangan.

Borrowings are removed from the statements
of financial position when the obligation
specified in the contract is discharged,
cancelled or expired. The difference between
the carrying amount of a financial liability that
has been extinguished or transferred to
another party and the consideration paid,
including any non-cash assets transferred or
liabilities assumed, is recognised in profit or
loss as other income or finance costs.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas
jangka pendek kecuali Perusahaan memiliki
hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran
liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah
tanggal pelaporan.

Borrowings are classified as current liabilities
unless the Company has an unconditional right
to defer the settlement of the liability for at least
12 months after the reporting date.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

o. Sewa o. Leases

Penentuan apakah suatu perjanjian
merupakan, atau mengandung, sewa dibuat
berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri
dan penilaian apakah pemenuhan atas
perjanjian bergantung dari penggunaan aset
tertentu atau aset, dan apakah perjanjian
memberikan hak untuk menggunakan aset.

Determination whether an arrangement is, or
contains, a lease is made based on the
substance of the arrangement and assessment
of whether fulfilment of the arrangement is
dependent on the use of a specific asset or
assets, and the arrangement conveys a right to
use the asset.

Perusahaan menyewa aset tetap tertentu.
Sewa aset tetap dimana Perusahaan, sebagai
lessee, memiliki sebagian besar risiko dan
manfaat kepemilikan diklasifikasikan sebagai
sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan
dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar
yang lebih rendah antara nilai wajar aset
sewaan dan nilai kini pembayaran sewa
minimum.

The Company leases certain property, plant
and equipment. Leases of property, plant and
equipment where the Company as lessee has
substantially all the risks and rewards of
ownership are classified as finance leases.
Finance leases are capitalised at the lease’s
commencement at the lower of the fair value of
the leased asset and the present value of the
minimum lease payments.

Kewajiban sewa yang terkait, dikurangi
dengan beban keuangan, dimasukkan ke
dalam “liabilitas sewa pembiayaan”. Setiap
pembayaran sewa dialokasikan antara
liabilitas dan beban keuangan sehingga
menghasilkan tingkat suku bunga yang
konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.
Beban keuangan dibebankan pada laporan
laba rugi selama periode sewa sehingga
menghasilkan tingkat bunga periodik yang
konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa
pada setiap periode. Aset tetap yang diperoleh
melalui sewa pembiayaan disusutkan selama
jangka waktu yang lebih pendek antara masa
manfaat aset dan masa sewa apabila tidak
terdapat kepastian yang memadai bahwa
Perusahaan akan mendapatkan hak
kepemilikan pada akhir masa sewa.

The corresponding rental obligations, net of
finance charges, are included in “finance lease
obligation”. Each lease payment is allocated
between the liability and finance cost so as to
achieve a constant rate on the finance balance
outstanding. The finance cost is charged to the
profit or loss over the lease period so as to
produce a constant periodic rate of interest on
the remaining balance of the liability for each
period. The property, plant and equipment
acquired under finance leases is depreciated
over the shorter of the useful life of the asset
and the lease term if there is no reasonable
certainty that the Company will obtain
ownership at the end of the lease term.

Sewa dimana sebagian besar risiko dan
manfaat yang terkait dengan kepemilikan
dipertahankan oleh lessor diklasifikasikan
sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa
operasi (dikurangi insentif yang diterima dari
lessor) dibebankan pada laporan laba rugi
dengan menggunakan metode garis lurus
selama periode sewa.

Leases in which a significant portion of the
risks and rewards of ownership are retained by
the lessor are classified as operating leases.
Payments made under operating leases (net of
any incentives received from the lessor) are
charged to profit or loss on a straight-line basis
over the term of the lease.

Pendapatan sewa guna usaha dari kegiatan
operasi sewa dimana Perusahaan bertindak
sebagai pemberi sewa diakui sebagai
pendapatan secara garis lurus selama masa
sewa.

Lease income from operating leases where the
Company is a lessor is recognised in income
on a straight line basis over the lease term.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

p. Imbalan kerja p. Employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek Short-term employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika
pekerja telah memberikan jasanya dalam
suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak
terdiskonto yang diharapkan akan dibayar
sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup
antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Short-term employee benefits are recognised
as an employee renders service during an
accounting period, at the undiscounted amount
of benefits expected to be paid in exchange for
that service.

Short-term employee benefits include, among
others, salaries, bonuses and incentives.

Imbalan pascakerja Post-employment benefits

Sesuai dengan Undang-Undang
Ketenagakerjaan No. 13/2003 (“Undang-
Undang No. 13/2003”), Perusahaan
diwajibkan untuk menyediakan jumlah
imbalan pensiun minimum sebagaimana yang
diatur di dalam Undang-Undang No. 13/2003,
yaitu berupa program pensiun imbalan pasti.
Program imbalan pasti adalah program
pensiun yang menetapkan jumlah imbalan
pensiun yang akan diterima seorang
karyawan pada saat pensiun, biasanya
tergantung oleh satu faktor atau lebih,
misalnya usia, masa bekerja dan kompensasi.

In accordance with Labor Law No. 13/2003
(“Law No. 13/2003”), the Company is required
to provide a minimum amount of pension
benefits as stipulated in Law No. 13/2003,
which represents a defined benefit pension
plan. A defined benefit plan is a pension plan
that defines an amount of pension benefit that
an employee will receive on retirement, usually
dependent on one or more factors such as
age, years of service and compensation.

Liabilitas sehubungan dengan program
imbalan pasti diakui pada laporan posisi
keuangan program sebesar nilai kini
kewajiban imbalan pasti pada tanggal
pelaporan. Kewajiban imbalan pasti dihitung
setiap tahun oleh aktuaris independen dengan
menggunakan metode projected unit credit.
Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan
dengan mendiskontokan arus kas keluar yang
diestimasi dengan menggunakan tingkat imbal
hasil obligasi pemerintah (dikarenakan saat ini
tidak ada pasar aktif untuk obligasi
perusahaan berkualitas tinggi) pada tanggal
pelaporan yang didenominasikan dalam mata
uang Rupiah, dimana imbalan tersebut akan
dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo
mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

The liability recognised in the statements of
financial position in respect of the defined
benefit plan is the present value of the defined
benefit obligation at the reporting date. The
defined benefit obligation is calculated annually
by an independent actuary using the projected
unit-credit method. The present value of the
defined benefit obligation is determined by
discounting the estimated future cash outflows
using bond yields rate at the reporting date of
government bonds (considering that currently
there is no deep market for high-quality
corporate bonds) that are denominated in
Rupiah, in which the benefits will be paid and
that have terms to maturity similar to the
related pension obligation.

Pengukuran kembali yang timbul dari
penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-
asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya
melalui penghasilan komprehensif lain-lain
pada saat terjadinya.

Remeasurements arising from experience
adjustments and changes in actuarial
assumptions are charged or credited to equity
in other comprehensive income in the period in
which they arise.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan
laba rugi.

Past service cost are recognised immediately
in the statements of profit or loss.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

q. Pengakuan pendapatan dan beban q. Revenue and expenses recognition

Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan
yang diterima atau akan diterima dari
penjualan barang dalam kegiatan usaha
normal Perusahaan. Pendapatan disajikan
tidak termasuk pajak pertambahan nilai, neto
setelah dikurangi retur, potongan harga dan
diskon.

Revenue is measured at the fair value of the
consideration received or receivable for the
sale of goods in the ordinary course of the
Company’s activities. Revenue is shown
excluding value added tax, net of returns,
rebates and discounts.

Perusahaan mengakui pendapatan ketika
jumlah pendapatan dapat diukur secara andal,
besar kemungkinan manfaat ekonomis masa
depan akan mengalir kepada entitas dan
kriteria tertentu telah dipenuhi.

The Company recognises revenue when the
amount of revenue can be reliably measured, it
is probable that future economic benefits will
flow to the entity; and when specific criteria
have been met.

Pendapatan diakui pada saat penyerahan
barang kepada pelanggan. Penjualan yang
dibayar di muka diakui sebagai pendapatan
pada saat penyerahan barang kepada
pelanggan. Pendapatan jasa diakui pada saat
jasa diberikan.

Revenue is recognised when goods are
transferred to the customers. Sales paid in
advance is recognised as revenue when the
goods are transferred to the customers.
Revenue from rendering of services is
recognised when services are rendered.

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan
menggunakan dasar akrual.

Expenses are recognised as incurred, on an
accrual basis.

r. Transaksi dengan pihak berelasi r. Related party transactions

Perusahaan memiliki transaksi dengan pihak-
pihak berelasi sebagaimana yang
didefinisikan dalam PSAK 7: “Pengungkapan
Pihak-Pihak Berelasi” dan Peraturan
BAPEPAM-LK No. VIII.G.7 tentang “Penyajian
dan Pengungkapan Laporan Keuangan
Emiten atau Perusahaan Publik”, yang
terlampir dalam Surat Keputusan No. KEP-
347/BL/2012.

The Company has transactions with related
parties as defined under PSAK 7: “Related
Party Disclosures” and BAPEPAM-LK
Regulation No. VIII.G.7 regarding the
“Presentation and Disclosures of Financial
Statements of Issuers or Public Companies” as
enclosed in the Decision Letter No. KEP-
347/BL/2012.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang
terkait dengan Perusahaan yang memenuhi
persyaratan berikut:

A related party is an individual or entity related
with the Company that meets the following
requirements:

a) Orang atau anggota keluarga terdekat
mempunyai relasi dengan Perusahaan
jika:

a) Person or immediate family member has a
relationship with the Company if:

i) memiliki pengendalian atau
pengendalian bersama atas
Perusahaan;

i) has control or joint control over the
Company;

ii) memiliki pengaruh signifikan atas
Perusahaan; atau

ii) has significant influence over the
Company; or

iii) personil manajemen kunci Perusahaan
atau induk Perusahaan.

iii) is a key management personnel of the
Company or its parent.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

r. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan) r. Related party transactions (continued)

b) Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan
jika:

b) An entity is related with the Company if:

i) entitas dan Perusahaan adalah
anggota dari kelompok usaha yang
sama;

i) the entity and the Company are
members of the same business group;

ii) entitas adalah entitas asosiasi atau
ventura bersama dari entitas lain;

ii) the entity is an associate or joint venture
of another entity;

iii) kedua entitas tersebut adalah ventura
bersama dari pihak ketiga yang sama;

iii) both entities are joint ventures of the
same third party;

iv) entitas adalah ventura bersama dari
entitas ketiga dan entitas yang lain
adalah entitas asosiasi dari entitas
ketiga;

iv) the entity is a joint venture of a third
entity and the other entity is an
associate entity of the third entity;

v) entitas tersebut adalah suatu program
imbalan pasca kerja;

v) the entity is a post-employment benefit
plan;

vi) entitas yang dikendalikan atau
dikendalikan bersama oleh orang yang
diidentifikasi dalam huruf (a); atau

vi) the entity is controlled or jointly
controlled by person identified in point
(a); or

vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf
(a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas
entitas atau personil manajemen kunci
entitas.

vii) the person identified in (a) (i) has
significant influence over the entity or
the key management personnel of the
entity.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan
dengan pihak berelasi diungkapkan dalam
catatan yang relevan.

All significant transactions and balances with
related parties are disclosed in the relevant
notes.

s. Modal saham s. Share capital

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas.
Biaya tambahan yang secara langsung dapat
diatribusikan kepada penerbitan saham baru
atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai
pengurang penerimaaan, setelah dikurangi
pajak, dari jumlah yang diterima.

Ordinary shares are classified as equity.
Incremental costs directly attributable to the
issue of new shares or options are shown in
equity as a deduction, net of tax, from the
proceeds.

t. Laba per saham t. Earnings per share

Laba per saham dasar dihitung dengan
membagi laba bersih yang tersedia bagi
pemegang saham Perusahaan dengan jumlah
rata-rata tertimbang saham biasa yang
beredar pada periode berjalan.

Basic earnings per share are calculated by
dividing the profit attributable to the equity
holders of the Company by the weighted
average number of ordinary shares
outstanding during the period.

Laba per saham dilusian dihitung dengan
menyesuaikan rata-rata tertimbang jumlah
saham biasa yang beredar untuk
mengasumsikan konversi seluruh potensi
saham biasa yang dilutif.

Diluted earnings per share are calculated by
adjusting the weighted average number of
ordinary shares outstanding to assume the
conversion of all dilutive potential ordinary
shares.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

t. Laba per saham (lanjutan) t. Earnings per share (continued)

Jika terjadi perubahan jumlah saham biasa
setelah periode pelaporan tetapi sebelum
laporan keuangan diotorisasi untuk terbit,
sebagai akibat dari penerbitan saham baru,
perhitungan laba per saham untuk periode
berjalan dan setiap periode sajian
sebelumnya disajikan berdasarkan jumlah
saham yang baru.

If there is a change in the number of ordinary
shares after the reporting period, but prior to
authorisation for issuance of the financial
statements, as a result of the issuance of new
shares, the calculation of earnings per share
for the current and each previous comparative
period should be presented based on the new
number of shares.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan
2016 tidak ada efek yang berpotensi menjadi
saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham
dilusian sama dengan laba per saham dasar.

As at 31 December 2018, 2017 and 2016 there
were no existing instruments which could result
in the issue of further ordinary shares.
Therefore, diluted earnings per share is
equivalent to basic earnings per share.

u. Aset dan liabilitas pengampunan pajak u. Tax amnesty assets and liabilities

Aset pengampunan pajak seperti yang diatur
dalam PSAK 70 (Revisi 2016), “Akuntansi
Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak”,
diakui sebesar harga perolehan (nilai yang
tercatat pada Surat Keterangan
Pengampunan Pajak/SKPP). Selisih diantara
pengakuan aset dan liabilitas yang
dikarenakan pengampunan pajak diakui
sebagai bagian tambahan modal disetor di
ekuitas. Pembayaran uang tebusan langsung
diakui dalam laporan laba rugi periode
berjalan.

Tax amnesty assets as defined in PSAK 70
(Revised 2016), “Accounting for Tax Amnesty
Assets and Liabilities”, are recognised at cost
(value stated in Tax Amnesty Approval/SKPP).
The difference between the recognised asset
and liabilities due to the tax amnesty is
recognised as part of additional paid-in capital
in equity. Directly paid redemption money is
recognised in the profit or loss of the period.

Pengukuran setelah pengakuan awal atas
aset/liabilitas yang diperoleh dari
pengampunan pajak mengikuti PSAK yang
relevan dengan sifat atas aset/liabilitas
tersebut.

Measurement after initial recognition of the
assets/liabilities arising from the tax amnesty
follows the relevant PSAK based on the nature
of the assets/liabilities.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
PENTING

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan terus dievaluasi
berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor
lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan
yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.
Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang
diestimasi.

Estimates and judgements used in preparing the
financial statements are continually evaluated and
are based on historical experience and other
factors, including expectations of future events that
are believed to be reasonable under the
circumstances. The actual results may differ from
the estimated amounts.

Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko
menyebabkan penyesuaian material terhadap
jumlah tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan
ke depan dipaparkan di bawah ini:

Estimates and assumptions that have a significant
risk of causing a material adjustment to the carrying
amounts of assets and liabilities within the following
12 months are addressed below:
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3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (continued)

Estimasi pajak tangguhan Deferred tax estimation

Perusahaan melakukan penelaahan atas nilai
tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir
periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut
sampai tidak lagi memungkinkan dimana
penghasilan kena pajak akan tersedia untuk
penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak
tangguhan tersebut. Penelaahan Perusahaan atas
pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan
temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal
yang masih dapat dimanfaatkan didasarkan atas
tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang
ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya.
Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian
Perusahaan di masa lalu dan ekspektasi di masa
depan terhadap pendapatan dan beban,
sebagaimana juga dengan strategi perencanaan
perpajakan di masa depan. Namun, tidak terdapat
kepastian bahwa Perusahaan dapat menghasilkan
penghasilan kena pajak yang cukup untuk
memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh
bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

The Company reviews the carrying amounts of
deferred tax assets at the end of each reporting
period and reduces these to the extent that it is no
longer probable that sufficient taxable income will be
available to allow all or part of the deferred tax
assets to be utilised. The Company’s assessment
on the recognition of deferred tax assets on
deductible temporary differences and tax losses
carried forward are based on the level and timing of
forecasted taxable income of the subsequent
reporting periods. This forecast is based on the
Company’s past results and future expectations of
revenue and expenses as well as future tax
planning strategies. However, there is no certainty
that the Company will generate sufficient taxable
income to allow all or part of the deferred tax assets
to be utilised.

Estimasi umur manfaat ekonomis aset tetap Estimated useful lives of property, plant and
equipment

Perusahaan mengestimasi masa manfaat dari aset
tetap berdasarkan ekspektasi utilisasi dari aset
dengan didukung rencana dan strategi usaha yang
juga mempertimbangkan perkembangan teknologi
di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi masa
manfaat aset tetap didasarkan pada penelaahan
Perusahaan secara kolektif terhadap praktik
industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman
untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat
ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan
dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi
sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan
fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan
hukum atau pembatasan lain penggunaan aset.
Namun, ada kemungkinan, hasil operasi di masa
depan dapat dipengaruhi secara material oleh
perubahan-perubahan dalam estimasi yang
diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang
disebutkan di atas.

The Company estimates the useful lives of its
property, plant and equipment based on expected
asset utilisation as supported by business plans and
strategies that also consider expected future
technological developments and market behavior.
The estimation of the useful lives of property, plant
and equipment is based on the Company’s
collective assessment of industry practice, internal
technical evaluation and experience with similar
assets. The estimated useful lives are reviewed at
least each financial year end and are updated if
expectations differ from previous estimates due to
physical wear and tear, technical or commercial
obsolescence and legal or other limitations on the
use of the assets. It is possible, however, that future
results of operations could be materially affected by
changes in the estimates brought about by changes
in the factors mentioned above.

Jumlah dan saat beban dicatat setiap periode akan
terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan
kondisi tersebut. Pengurangan dalam estimasi
masa manfaat dari aset tetap Perusahaan akan
meningkatkan beban usaha dan menurunkan aset
tidak lancar yang tercatat. Penambahan dalam
estimasi masa manfaat aset tetap Perusahaan
menurunkan beban usaha dan meningkatkan aset
tidak lancar yang tercatat.

The amounts and timing of recorded expenses for
any period are affected by changes in these factors
and circumstances. A reduction in the estimated
useful lives of the Company’s property, plant and
equipment increases the recorded operating
expenses and decreases non-current assets. An
extension in the estimated useful lives of the
Company’s property, plant and equipment
decreases the recorded operating expenses and
increases non-current assets.
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3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (continued)

Imbalan pasca kerja Post-employment benefits

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada
beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar
aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi
yang digunakan untuk menentukan
biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat
diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya
perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi
jumlah tercatat kewajiban pensiun.

The present value of the pension obligation depends
on a number of factors that are determined on an
actuarial basis using a number of assumptions. The
assumptions used in determining the net
cost/(income) for pension benefits include the
discount rate and future salary increase. Any
changes in these assumptions will have an impact
on the carrying amount of pension obligations.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto dan
kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir
periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat
suku bunga yang harus digunakan untuk
menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar
masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan
kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku
bunga yang sesuai, Perusahaan
mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi
pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang
imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu
yang serupa dengan jangka waktu kewajiban
pensiun yang terkait.

The Company determines the appropriate discount
rate and future salary increase at the end of each
reporting period. The discount rate is the interest
rate that should be used to determine the present
value of estimated future cash outflows expected to
be required to settle the pension obligation. In
determining the appropriate discount rate, the
Company considers the interest rates of government
bonds that are denominated in the currency in which
the benefits will be paid and that have terms to
maturity approximating the terms of the related
pension obligation.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang,
Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai
perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya
dengan perencanaan bisnis masa datang.

For the rate of future salary increases, the Company
collects all historical data related to changes in base
salaries and adjusts it for future business plans.

Asumsi kunci lainnya sebagian ditentukan
berdasarkan kondisi pasar saat ini, selama periode
dimana liabilitas imbalan pascakerja terselesaikan.
Perubahan asumsi imbalan kerja ini akan
berdampak pada pengakuan keuntungan atau
kerugian aktuarial pada akhir periode pelaporan.
Informasi mengenai asumsi dan jumlah liabilitas dan
beban imbalan pascakerja diungkapkan pada
Catatan 18.

Another key assumption is partly determined by
current market conditions during the period in which
the post-employment benefits liability is resolved.
Changes in the employee benefits assumption will
impact recognition of actuarial gains or losses at the
end of the reporting period. Information regarding
the assumptions and post-employment benefits
liabilities and expenses is disclosed in Note 18.

Penurunan nilai aset non-keuangan Impairment of non-financial assets

Evaluasi penurunan nilai dilakukan ketika terdapat
indikasi adanya penurunan nilai aset. Penentuan
nilai aset menggunakan estimasi pendapatan yang
diterima pada masa mendatang berdasarkan hasil
dari penggunaan aset dan penjualan aset. Meskipun
asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai
dari aset yang diharapkan tercermin dalam laporan
keuangan dianggap telah sesuai dan wajar, tetapi
perubahan signifikan atas asumsi ini akan
berdampak material terhadap penentuan jumlah
yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian
penurunan nilai yang timbul akan berdampak pada
hasil usaha.

An impairment review is performed when there is an
indication of asset impairment. The determination of
an asset’s recoverable amount requires the
estimation of cash flows expected to result from the
continued use of assets and the sale of the assets.
Although the assumptions used in estimating the
value of disposable assets reflected in the financial
statements are considered appropriate and
reasonable, significant changes in these
assumptions would have a material effect on the
determination of the amount that can be recovered
and as a result, impairment losses will affect the
financial performance.
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4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

2018 2017 2016

Kas 642,403 1,089,079 3,377,134 Cash on hand
Kas pada bank 15,863,775 17,862,376 9,479,925 Cash at bank
Deposito jangka pendek 28,962,000 - - Short-term bank deposits

Kas dan setara kas 45,468,178 18,951,455 12,857,059 Cash and cash equivalents

Kas dan setara kas termasuk hal-hal berikut untuk
kepentingan penyajian laporan arus kas:

Cash and cash equivalents include the following for
the purposes of the statements of cash flows:

a. Kas a. Cash on hand
2018 2017 2016

Kas Cash on hand
Rupiah 526,877 1,034,616 3,353,003 Rupiah
Dolar AS 115,526 54,463 24,131 US Dollar

642,403 1,089,079 3,377,134

b. Kas pada bank b. Cash at bank
2018 2017 2016

Pihak ketiga Third parties
Rupiah Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk 2,621,810 7,350,752 3,392,028 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk 1,157,876 945,563 979,305 (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk 806,342 3,969,312 2,071,354 PT Bank Permata Tbk
PT Bank Maybank PT Bank Maybank

Indonesia Tbk 582,031 66,545 310,406 Indonesia Tbk
PT Bank Woori Saudara PT Bank Woori Saudara

Indonesia 1906 Tbk 470,574 475,799 518,076 Indonesia 1906 Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk 468,176 203,481 1,029,605 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank UOB Indonesia 119,261 118,362 101,226 PT Bank UOB Indonesia
PT Bank KEB PT Bank KEB

Hana Indonesia 97,508 96,716 102,110 Hana Indonesia
Lain-lain (masing-masing Others (each below

di bawah Rp 50 juta) 121,234 50,368 - Rp 50 million)

6,444,812 13,276,898 8,504,110

Dolar AS US Dollar
PT Bank Shinhan Indonesia 4,673,874 355,874 - PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Woori Saudara PT Bank Woori Saudara

Indonesia 1906 Tbk 3,501,693 3,214,119 690,590 Indonesia 1906 Tbk
PT Bank Maybank PT Bank Maybank

Indonesia Tbk 830,149 687,574 5,672 Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk 223,252 239,714 167,662 PT Bank Permata Tbk
PT Bank KEB Hana PT Bank KEB Hana

Indonesia 134,101 35,686 59,618 Indonesia
PT Bank UOB Indonesia 55,894 52,511 52,273 PT Bank UOB Indonesia

9,418,963 4,585,478 975,815

15,863,775 17,862,376 9,479,925

c. Deposito jangka pendek c. Short-term bank deposits
2018 2017 2016

Pihak ketiga Third parties
Dolar AS US Dollar
PT Bank Woori Saudara PT Bank Woori Saudara

Indonesia 1906 Tbk 21,721,500 - - Indonesia 1906 Tbk
PT Bank Shinhan Indonesia 7,240,500 - - PT Bank Shinhan Indonesia

28,962,000 - -



231

PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk
(SEBELUMNYA/FORMERLY PT HILON FELT)

Lampiran - 5/25 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018, 2017 AND 2016

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

d. Informasi lain-lain d. Other information

Tingkat suku bunga kontraktual untuk kas pada
bank dan deposito bank jangka pendek adalah
sebagai berikut:

Contractual interest rates on cash at bank and
short-term bank deposits are as follows:

2018 2017 2016

Rupiah 0.25% - 2% 0.00% - 1.50% 0.00% - 1.50% Rupiah
Dolar AS 0.1% - 2.5% 0.05% - 0.20% 0.05% - 0.70% US Dollar

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada
akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah
tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas
sebagaimana yang dijabarkan di atas.

The maximum exposure to credit risk at the end
of the reporting period is the carrying amount of
each class of cash and cash equivalents
mentioned above.

5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES

2018 2017 2016

Pihak berelasi (Catatan 29) Related parties (Note 29)
Rupiah 46,626,309 43,966,442 45,503,515 Rupiah
Mata uang asing - - - Foreign currencies

46,626,309 43,966,442 45,503,515

Pihak ketiga Third parties
Rupiah 18,091,337 30,207,359 17,214,920 Rupiah
Mata uang asing 3,662,501 1,567,243 1,422,662 Foreign currencies

21,753,838 31,774,602 18,637,582
Dikurangi: Less:

Allowance for impairment
Penyisihan penurunan nilai of receivables

piutang pihak ketiga - (691,159) (691,159) third parties

21,753,838 31,083,443 17,946,423

68,380,147 75,049,885 63,449,938

Piutang usaha dalam mata uang asing disajikan
pada Catatan 31.

Trade receivables denominated in foreign
currencies are presented in Note 31.

Tidak ada bunga yang dibebankan pada piutang
usaha.

No interest is charged on trade receivables.

Analisis piutang usaha berdasarkan umur disajikan
sebagai berikut:

Analysis of aging trade receivables is presented as
follows:

2018 2017 2016

Belum jatuh tempo 29,591,607 36,013,625 23,337,407 Current
Lewat jatuh tempo tetapi

tidak mengalami Overdue
penurunan nilai but not impaired
- <90 hari 18,031,217 20,979,877 11,462,555 <90 days -
- 90 – 180 hari 20,757,323 18,056,383 28,649,976 90 – 180 days -
- >180 hari - - - > 180 days -

Lewat jatuh tempo dan
mengalami penurunan nilai - - - Overdue and impaired

68,380,147 75,049,885 63,449,938
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5. PIUTANG USAHA (lanjutan) 5. TRADE RECEIVABLES (continued)

Perubahan penyisihan penurunan nilai piutang
usaha adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment of trade
receivables is as follows:

2018 2017 2016

Saldo awal (691,159) (691,159) (691,159) Beginning balance
Penambahan - - - Addition
Pembalikan 691,159 - - Reversal

Saldo akhir - (691,159) (691,159) Ending balance

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan
penurunan nilai tersebut cukup untuk menutupi
kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya
piutang tersebut. Pembalikan penyisihan
penurunan nilai piutang didasarkan pada penilaian
manajemen bahwa sudah tidak terdapat kondisi
yang menyebabkan piutang mungkin tidak tertagih.

Management believes that the allowance for
impairment is adequate to cover the possible losses
of uncollectible receivables. The reversal of
allowance for impairment of trade receivables is
based on management’s assessment that the
condition raising concern on the collectibility of
receivables no longer exists.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016,
tidak ada piutang usaha yang digunakan sebagai
jaminan atas pinjaman bank.

As of 31 December 2018, 2017 and 2016, no trade
receivables were pledged as collateral for bank
loans.

6. PERSEDIAAN 6. INVENTORIES

2018 2017 2016

Bahan baku 46,076,431 28,061,990 28,443,621 Raw materials
Barang jadi 45,427,139 25,112,481 24,104,013 Finished goods
Suku cadang 8,307,424 4,716,063 2,473,368 Spare parts
Bahan pembantu - - 2,909 Supporting materials

99,810,994 57,890,534 55,023,911

Pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
persediaan telah diasuransikan terhadap risiko
kebakaran, gempa bumi dan risiko lainnya dengan
jumlah pertanggungan masing-masing sebesar
USD 17.333.568, USD 11.349.102 dan USD
11.500.000.

As of 31 December 2018, 2017 and 2016
inventories have been insured against fire,
earthquake and other risks with the sum insured of
USD 17,333,568, USD 11,349,102 and USD
11,500,000, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa nilai
pertanggungan asuransi tersebut cukup memadai
untuk menutup kemungkinan kerugian.

Management believes that the sum insured is
adequate to cover any possible losses.
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6. PERSEDIAAN (lanjutan) 6. INVENTORIES (lanjutan)

Pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016,
manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat
indikasi penurunan nilai persediaan.

As at 31 December 2018, 2017 and 2016,
management believes there was no indication of
impairment of inventories value.

Jumlah persediaan yang dibebankan ke beban
pokok penjualan adalah sebesar Rp 202.648.062,
Rp 190.962.552, dan Rp 168.215.615 masing-
masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada
31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

The inventory charged to cost of goods sold
amounted to Rp 202,648,062, Rp 190,962,552, and
Rp 168,215,615 for the years ended 31 December
2018, 2017 and 2016, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016,
tidak ada persediaan yang dijaminkan untuk
pinjaman.

As at 31 December 2018, 2017 and 2016, there was
no inventory that was pledged as collateral for
borrowings.

7. UANG MUKA 7. ADVANCES

Akun ini terutama merupakan uang muka pembelian
Perusahaan kepada pemasok atas pembelian
bahan baku, bahan pembantu lain-lain dan aset
tetap.

This account mainly represents advance payments
to suppliers for purchases of raw materials, other
supporting inventories and fixed assets.

8. PERPAJAKAN 8. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka a. Prepaid taxes

2018 2017 2016

Pajak penghasilan badan: Corporate income tax:
- 2016 904,832 904,832 904,832 2016 -
- 2017 2,022,161 230,375 - 2017 -
- 2018 268,925 - - 2018 -

3,195,918 1,135,207 904,832

b. Utang pajak b. Taxes payable

2018 2017 2016

Pajak penghasilan badan: Corporate income tax:
Pasal 25 211,375 472,588 95,499 Article 25
Pasal 29 - - - Article 29

211,375 472,588 95,499

Pajak lain-lain: Other taxes:
Pasal 21 270,889 150,240 236,768 Article 21
Pasal 23 44,536 23,953 4,860 Article 23
Pasal 26 21,452 16,956 - Article 26
Pasal 4(2) 2,391 9,252 41,070 Article 4(2)

Pajak Pertambahan Nilai 264,752 1,112,129 256,268 Value added tax

604,020 1,312,530 538,966

815,395 1,785,118 634,465
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8. PERPAJAKAN (lanjutan) 8. TAXATION (continued)

c. Beban/(manfaat) pajak c. Tax expenses/(benefits)

2018 2017 2016

Kini 5,318,011 1,896,205 2,263,518 Current
Tangguhan 331,768 2,679,492 596,510 Deferred
Penyesuaian tahun lalu - - 2,175,033 Adjustment of prior year

5,649,779 4,575,697 5,035,062

Laba sebelum pajak
penghasilan 21,690,926 19,832,033 11,855,627 Profit before income tax

Penyesuaian fiskal: Fiscal adjustments:
Penyusutan aset tetap 62,953 302,081 1,719,511 Depreciation of fixed assets
Penyusutan Depreciation of

properti investasi 879,859 879,859 804,802 investment property
Penghasilan kena Income subject to

pajak final (2,847,313) (3,869,767) (2,550,150) final tax
Beban yang tidak dapat

dikurangkan 1,778,425 3,414,542 3,059,181 Non-deductible expenses
Bagian laba bersih Equity in net income of

entitas asosiasi 1,097,220 (1,953,880) (1,729,347) an associate
Imbalan kerja 465,106 (1,418,524) (1,321,129) Employee benefits
Provisi piutang (691,159) - - Allowance for doubtful debts
Lain-lain (1,163,973) (9,601,524) (2,784,424) Others

(418,882) (12,247,213) (2,801,556)

Penghasilan kena pajak 21,272,044 7,584,820 9,054,071 Taxable income

Beban pajak Current income tax
Penghasilan kini 5,318,011 1,896,205 2,263,518 expense

Dikurangi: Less:
Pembayaran pajak Prepayment of

dimuka (5,586,936) (2,126,580) (3,168,350) income taxes

(Lebih bayar)/utang pajak (Overpayment)/payable
Pasal 29 (268,925) (230,375) (904,832) Article 29
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8. PERPAJAKAN (lanjutan) 8. TAXATION (continued)

c. Beban/(manfaat) pajak (lanjutan) c. Tax expenses/(benefits) (continued)

Rekonsiliasi antara hasil perhitungan teoritis
laba sebelum pajak penghasilan dengan tarif
pajak yang berlaku dan beban pajak
penghasilan yang disajikan dalam laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah
sebagai berikut:

The reconciliation between theoretical profit
before income tax calculated with applicable
income tax rate and income tax expense shown
in the statements of profit or loss and other
comprehensive income is as follows:

2018 2017 2016
Laba sebelum pajak

penghasilan 21,690,926 19,832,033 11,855,627 Profit before income tax

Pajak yang dihitung dengan Tax calculated at
tarif pajak yang berlaku 5,422,732 4,958,008 2,963,907 applicable tax rates

Penambahan/(pengurangan): Add/(lesst):
Penyusutan Depreciation of

properti investasi 219,965 219,965 201,201 investment property
Penghasilan kena Income subjected

pajak final (711,829) (967,442) (637,538) to final tax
Beban yang tidak dapat

dikurangkan 444,606 949,324 917,961 Non-deductible expenses
Penghasilan dari

entitas asosiasi 274,305 (488,470) (432,337) Income from associate
(Rugi)/laba dari (Loss)/gain from disposal

pelepasan aset tetap - (95,688) (153,166) of fixed assets

Koreksi periode lalu - - 2,175,034 Correction of previous period

5,649,779 4,575,697 5,035,062

Dalam laporan keuangan ini, jumlah
penghasilan kena pajak didasarkan atas
perhitungan sementara, karena Perusahaan
belum menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of
taxable income is based on preliminary
calculations, as the Company has not yet
submitted its corporate income tax returns.

Setelah periode pelaporan, Perusahaan telah
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
pajak penghasilan badan pada tanggal
4 Mei 2019.

Subsequent to reporting period, the Company
has submitted its corporate income tax return
on 4 May 2019.

d. Aset/(liabilitas) pajak tangguhan d. Deferred tax assets/(liabilities)

2018
Dibebankan

pada
Dikreditkan/ penghasilan
(dibebankan) komprehensif
pada laporan lain/

laba rugi/ Charged/
Saldo awal/ Credited/ to other Saldo akhir/
Beginning (charged) to comprehensive Ending

balance profit or loss income balance

Aset tetap 889,964 15,738 - 905,702 Property, plant and equipment
Penyisihan penurunan Allowance for impairment

nilai piutang usaha 172,790 (172,790) - - of trade receivables
Kewajiban imbalan kerja 251,765 116,277 (54,789) 313,253 Employee benefits obligations
Liabilitas sewa pembiayaan (3,096,487) (290,993) - (3,387,480) Finance lease obligation

(1,781,968) (331,768) (54,789) (2,168,525)
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8. PERPAJAKAN (lanjutan) 8. TAXATION (continued)

d. Aset/(liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan) d. Deferred tax assets/(liabilities) (continued)
2017

Dibebankan
pada

Dikreditkan/ penghasilan
(dibebankan) komprehensif
pada laporan lain/

laba rugi/ Charged
Saldo awal/ Credited/ to other Saldo akhir/
Beginning (charged) to comprehensive Ending

balance profit or loss income balance

Aset tetap 814,444 75,520 - 889,964 Property, plant and equipment
Penyisihan penurunan Allowance for impairment

nilai piutang usaha 172,790 - - 172,790 of trade receivables
Kewajiban imbalan kerja 638,753 (354,631) (32,357) 251,765 Employee benefits obligations
Lain-lain (696,106) (2,400,381) - (3,096,487) Others

929,881 (2,679,492) (32,357) (1,781,968)

2016
Dibebankan

pada
Dikreditkan/ penghasilan
(dibebankan) komprehensif
pada laporan lain/

laba rugi/ Charged
Saldo awal/ Credited/ to other Saldo akhir/
Beginning (charged) to comprehensive Ending

balance profit or loss income balance

Aset tetap 384,566 429,878 - 814,444 Property, plant and equipment
Penyisihan penurunan Allowance for impairment

nilai piutang usaha 172,790 - - 172,790 of trade receivables
Kewajiban imbalan kerja 949,167 (330,282) 19,868 638,753 Employee benefits obligations
Lain-lain - (696,106) - (696,106) Others

1,506,523 (596,510) 19,868 929,881

e. Administrasi e. Administration

Undang-undang Perpajakan yang berlaku di
Indonesia mengatur bahwa masing-masing
perusahaan menghitung, menetapkan dan
membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang
terutang secara individu.

Tax laws in Indonesia require entities to
calculate, determine and pay the amount of tax
payable individually.

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku,
Direktur Jendral Pajak ("DJP") dapat
menetapkan atau mengubah kewajiban pajak
dalam jangka waktu lima tahun sejak saat
terutangnya pajak.

Based on the prevailing laws, the Director
General of Tax ("DGT”) may asses or amend
taxes within five years from the time the tax
becomes payable.

f. Aset pengampunan pajak f. Tax amnesty assets

Pada tahun 2016, Perusahaan berpartisipasi
dalam program pengampunan pajak.
Perusahaan telah menerima Surat Keterangan
Pengampunan Pajak (“SKPP”) tertanggal
4 Oktober 2016. Aset pengampunan pajak yang
dideklarasikan adalah mesin-mesin sebesar
Rp 3.500.000. Jumlah uang tebusan yang
dibayarkan Perusahaan adalah sebesar
Rp 70.000.

In 2016, the Company participated in the tax
amnesty program. The Company has received
Approval Letter of Tax Amnesty (“SKPP”) dated
4 October 2016. The declared tax amnesty
asset are machineries with total value of
Rp 3,500,000. Redemption payment made by
the Company was Rp 70,000.

Aset pengampunan pajak sebesar
Rp 3.500.000 dibukukan sebagai tambahan
modal disetor (Catatan 21).

The tax amnesty assets of Rp 3,500,000 were
recorded as additional paid-in capital (Note 21).
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9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI 9. INVESTMENT IN ASSOCIATE

PT Urecel Indonesia bergerak di bidang
perindustrian dan pergadangan busa polyurethane
dan berdomisili di Tangerang. Kepemilikan
Perusahaan di PT Urecel Indonesia adalah 45.8%
dengan nilai saham Rp 10.035.925.

Perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan atas
PT Urecel Indonesia karena jumlah kepemilikan
Perusahaan mencapai lebih dari 20%.

PT Urecel Indonesia is engaged in the business of
manufacturing and trading polyurethane foam and is
domiciled in Tangerang. The Company’s ownership
in PT Urecel Indonesia is 45.8% of the
Rp 10,035,925 nominal shares.

The Company has significant influence over PT
Urecel Indonesia as the Company’s percentage of
ownership exceeds 20%.

Berikut disajikan ringkasan informasi keuangan
entitas asosiasi pada 31 Desember 2018, 2017 dan
2016:

The following is a summary of financial information
of the associate as of 31 December 2018, 2017 and
2016:

2018 2017 2016

Aset lancar 91,061,825 72,311,538 52,054,147 Current assets
Aset tidak lancar 67,886,248 79,563,701 93,916,436 Non-current assets

Jumlah aset 158,948,073 151,875,239 145,970,583 Total assets

Liabilitas jangka pendek 118,988,642 101,369,988 96,556,084 Current liabilities
Liabilitas jangka panjang 5,752,149 14,128,373 17,285,187 Non-current liabilities

Jumlah liabilitas 124,740,791 115,498,361 113,841,271 Total liabilities

Aset bersih 34,207,282 36,376,878 32,129,312 Net assets

Persentase kepemilikan 45.8% 45.8% 45.8% Percentage of ownership

Bagian perusahaan atas aset The Company’s share of the net
bersih entitas asosiasi 15,666,935 16,660,610 14,715,225 asset of associate

Penyesuaian metode ekuitas - 27,067 18,572 Equity method adjustment

Nilai tercatat 15,666,935 16,687,677 14,733,797 Carrying amount

Pendapatan bersih tahun berjalan 86,380,161 75,755,202 68,405,458 Net revenue for the year
(Rugi)/laba setelah pajak (2,336,578) 4,197,135 3,808,846 (Loss)/profit after tax for the year
Jumlah (rugi)/laba dan Total (loss)/profit and

penghasilan komprehensif other comprehensive
lain tahun berjalan 166,983 50,430 (49,395) income for the year

Penghasilan/(kerugian) Total comprehensive
komprehensif tahun berjalan (2,169,595) 4,247,565 3,759,451 income/(loss) for the year

Persentase kepemilikan 45.8% 45.8% 45.8% Percentage of ownership

Penyesuaian metode ekuitas (27,067) 8,495 7,518 Equity method adjustment

Bagian atas (rugi)/laba (1,020,742) 1,953,880 1,729,347 Share of (loss)/net income

Rekonsiliasi antara ringkasan informasi keuangan
PT Urecel Indonesia terhadap nilai tercatat investasi
Perusahaan adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the summarised financial
information of PT Urecel Indonesia compared to the
carrying amount of the Company’s investment is as
follows:

2018 2017 2016

Pada awal tahun 16,687,677 14,733,797 10,607,989 At the beginning of the year
Bagian perusahaan atas

penghasilan komprehensif Share of comprehensive income:
- (Rugi)/laba tahun berjalan (1,070,153) 1,856,810 1,788,950 (Loss)/profit for the year -
- Penghasilan komprehensif

lain 76,478 97,070 (59,603) Other comprehensive income -
Penyesuaian metode ekuitas (27,067) - 2,396,461 Equity method adjustment

Pada akhir tahun 15,666,935 16,687,677 14,733,797 At the end of the year
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9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan) 9. INVESTMENT IN ASSOCIATE (continued)

Kerugian pada entitas asosiasi pada tahun yang
berakhir 31 Desember 2018 terutama disebabkan
oleh kerugian nilai tukar mata uang asing dari
pinjaman dalam mata uang asing, kenaikan biaya
produksi dan adanya tambahan biaya keuangan.

Loss in associate for the year ended 31 December
2018 is mainly due to foreign currency losses from
borrowings denominated in foreign currency,
increase in production costs and additional finance
costs.

Entitas asosiasi merupakan perusahaan tertutup
dimana tidak terdapat harga pasar saham kuotasi
yang tersedia.

The associate is a private company for which there
is no quoted market share price available.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat
penurunan nilai tercatat investasi pada entitas
asosiasi pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Management believes that there is no impairment in
the carrying value on the investment in associate as
at 31 December 2018, 2017 and 2016.

10. ASET TETAP 10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

2018
Reklasifikasi

Saldo awal/ dan koreksi/ Saldo akhir/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Reclassification Ending

balance Addition Deduction and correction balance

Harga perolehan Acquisition cost
Kepemilikan langsung Direct ownership
Tanah 45,589,902 789,875 - 230,000 46,609,777 Land
Bangunan dan struktur 75,456,157 876,553 (130,000) 13,456,472 89,659,182 Buildings and structure
Mesin-mesin 115,561,049 35,564,947 (1,225,147) 32,709,141 182,609,990 Machineries
Kendaraan 16,267,073 2,915,957 (141,654) - 19,041,376 Vehicles
Peralatan pabrik 1,804,762 674,822 (34,425) - 2,445,159 Factory equipment
Peralatan kantor 2,292,145 407,761 (20,600) - 2,679,306 Office furniture

256,971,088 41,229,915 (1,551,826) 46,395,613 343,044,790
Aset sewa pembiayaan Under finance lease
Mesin-mesin 13,355,050 - - - 13,355,050 Machineries

Aset tetap dalam proses Fixed assets
pembangunan under construction
Bangunan dan struktur 5,046,738 15,090,017 - (13,686,472) 6,450,283 Buildings and structure
Mesin-mesin 3,778,635 50,799,710 - (32,709,141) 21,869,204 Machineries

279,151,511 107,119,642 (1,551,826) - 384,719,327

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation
Kepemilikan langsung Direct ownership
Bangunan dan struktur (12,870,483) (4,665,828) 3,250 - (17,533,061)Buildings and structure
Mesin-mesin (38,225,360) (7,814,813) 386,679 - (45,653,495) Machineries
Kendaraan (7,242,218) (2,022,019) 64,840 - (9,199,397) Vehicles
Peralatan pabrik (587,625) (261,355) 483 - (848,497) Factory equipment
Peralatan kantor (1,650,438) (214,573) 2,344 - (1,862,668) Office furniture

Aset sewa pembiayaan Under finance lease
Mesin-mesin (9,899,650) (1,631,837) - - (11,531,487) Machineries

(70,475,774) (16,610,425) 457,596 - (86,628,605)

Nilai buku bersih 208,675,737 298,090,722 Net book value
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10. ASET TETAP (lanjutan) 10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(continued)

2017
Reklasifikasi

Saldo awal/ dan koreksi/ Saldo akhir/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Reclassification Ending

balance Addition Deduction and correction balance

Harga perolehan Acquisition cost
Kepemilikan langsung Direct ownership
Tanah 45,484,326 105,576 - - 45,589,902 Land
Bangunan dan struktur 67,413,267 7,823,470 - 219,420 75,456,157 Buildings and structure
Mesin-mesin 86,660,121 6,895,449 (2,516,243) 24,521,722 115,561,049 Machineries
Kendaraan 13,902,573 2,364,500 - - 16,267,073 Vehicles
Peralatan pabrik 1,802,792 57,673 (55,703) - 1,804,762 Factory equipment
Peralatan kantor 2,219,036 73,109 - - 2,292,145 Office furniture

217,482,115 17,319,777 (2,571,946) 24,741,142 256,971,088
Aset sewa pembiayaan Under finance lease
Mesin-mesin 34,251,040 - - (20,895,990) 13,355,050 Machineries

Aset tetap dalam proses Fixed assets
pembangunan under construction
Bangunan dan struktur - 5,266,158 - (219,420) 5,046,738 Buildings and structure
Mesin-mesin 3,500,000 3,904,367 - (3,625,732) 3,778,635 Machineries

255,233,155 26,490,302 (2,571,946) - 279,151,511

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation
Kepemilikan langsung Direct ownership
Bangunan dan struktur (9,108,510) (3,761,973) - - (12,870,483) Buildings and structure
Mesin-mesin (34,195,614) (4,537,441) 1,246,606 (738,911) (38,225,360) Machineries
Kendaraan (5,753,511) (1,488,707) - - (7,242,218) Vehicles
Peralatan pabrik (404,060) (200,392) 16,827 - (587,625) Factory equipment
Peralatan kantor (1,390,902) (259,536) - - (1,650,438) Office furniture

Aset sewa pembiayaan Under finance lease
Mesin-mesin (7,374,287) (3,264,274) - 738,911 (9,899,650) Machineries

(58,226,884) (13,512,323) 1,263,433 - (70,475,774)

Nilai buku bersih 197,006,271 208,675,737 Net book value

2016
Reklasifikasi

Saldo awal/ dan koreksi/ Saldo akhir/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Reclassification Ending

balance Addition Deduction and correction balance

Harga perolehan Acquisition cost
Kepemilikan langsung Direct ownership
Tanah 34,787,064 10,697,262 - - 45,484,326 Land
Bangunan dan struktur 42,614,276 14,408,515 - 10,390,476 67,413,267 Buildings and structure
Mesin-mesin 43,683,329 33,512,141 - 9,464,651 86,660,121 Machineries
Kendaraan 9,659,341 4,243,232 - - 13,902,573 Vehicles
Peralatan pabrik 1,330,021 472,771 - - 1,802,792 Factory equipment
Peralatan kantor 1,922,055 296,981 - - 2,219,036 Office furniture

133,996,086 63,630,902 - 19,855,127 217,482,115
Aset sewa pembiayaan Under finance lease
Mesin-mesin 20,895,990 - - - 34,251,040 Machineries

Aset tetap dalam proses Fixed assets
pembangunan under construction
Bangunan dan struktur 10,390,476 - - (10,390,476) - Buildings and structure
Mesin-mesin 14,003,849 12,315,852 13,355,050 (9,464,651) 3,500,000 Machineries

179,286,401 75,946,754 - - 255,233,155

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation
Kepemilikan langsung Direct ownership
Bangunan dan struktur (6,178,927) (2,929,583) - - (9,108,510) Buildings and structure
Mesin-mesin (33,746,552) (2,407,336) - 1,958,274 (34,195,614) Machineries
Kendaraan (5,137,915) (615,596) - - (5,753,511) Vehicles
Peralatan pabrik (28,214) (375,846) - - (404,060) Factory equipment
Peralatan kantor (1,342,931) (47,971) - - (1,390,902) Office furniture

Aset sewa pembiayaan Under finance lease
Mesin-mesin (4,110,014) (1,305,999) - (1,958,274) (7,374,287) Machineries

(50,544,553) (7,682,331) - - (58,226,884)

Nilai buku bersih 128,741,848 197,006,271 Net book value
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10. ASET TETAP (lanjutan) 10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(continued)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut: Depreciation charges are allocated as follows:

2018 2017 2016

Beban pokok penjualan 11,287,988 7,664,529 5,178,482 Cost of goods sold
Beban umum dan administrasi General and administrative

(lihat Catatan 26) 5,322,437 5,847,796 2,503,848 expenses (see Note 26)

16,610,425 13,512,325 9,309,532

Hak atas tanah yang dimiliki Perusahaan
seluruhnya merupakan Hak Guna Bangunan
("HGB") yang akan berakhir pada berbagai tanggal
antara tahun 2019 sampai tahun 2044. Manajemen
berkeyakinan bahwa hak atas tanah ini dapat
diperpanjang.

The land rights are held by the Company under
Building Rights Title (“HGB”) which are valid until
various dates over the period 2019 to 2044.
Management believes that the land rights are
extendable.

Beberapa tanah dan bangunan pabrik dijadikan
jaminan atas pinjaman jangka pendek dan pinjaman
jangka panjang (Catatan 14 dan 15).

Several land and factory buildings are pledged as
collateral for short-term and long-term loans (Note
14 and 15).

Aset tetap Perusahaan, kecuali tanah, telah
diasuransikan terhadap risiko kebakaran, gempa
bumi dan risiko lainnya dengan jumlah
pertanggungan sebesar USD 44.935.892, USD
27.352.377 dan USD 29.742.502 pada 31
Desember 2018, 2017 dan 2016.

The Company's property, plant and equipment,
except for land, have been insured against fire,
earthquake and other risks for a total sum insured of
USD 44,935,892, USD 27,352,377 and
USD 29,742,502 as of 31 December 2018, 2017
and 2016, respectively.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai
pertanggungan tersebut memadai untuk menutup
kemungkinan kerugian atas risiko.

Management believes that the sum insured is
adequate to cover possible losses from such risks.

Rincian keuntungan pelepasan aset tetap
Perusahaan pada tahun yang berakhir 31
Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai
berikut:

Details of gains from the disposals of property, plant
and equipment during the year ended 31 December
2018, 2017 and 2016 are as follows:

2018 2017 2016

Biaya perolehan 1,551,826 2,571,946 13,355,050 Acquisition cost
Akumulasi penyusutan (457,596) (1,263,433) - Accumulated depreciation

Nilai tercatat 1,094,230 1,308,513 13,355,050 Carrying value
Harga jual 1,763,534 1,330,394 13,355,050 Selling price

Laba pelepasan
(lihat Catatan 28) 669,304 21,881 - Gain on disposal (see Note 28)

Jumlah bruto aset tetap yang telah disusutkan
penuh dan masih digunakan adalah:

Total gross value of property, plant and equipment
which has been fully depreciated which is still in use
is:

2018 2017 2016

Bangunan dan struktur 3,921,728 3,806,046 242,083 Buildings and structure
Mesin-mesin - 1,006,381 556,881 Machineries
Kendaraan 3,301,072 3,076,071 2,183,569 Vehicles
Peralatan pabrik 5,439,043 211,325 184,200 Factory equipment
Peralatan kantor 1,532,455 1,365,520 825,736 Office furniture

14,194,298 9,465,343 3,992,469
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10. ASET TETAP (lanjutan) 10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(continued)

Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan
dijadikan jaminan atas masing-masing fasilitas sewa
pembiayaan terkait.

Property, plant and equipment acquired through
finance lease are pledged as collateral for each
respective leasing facility.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada
perubahan kondisi yang mengarah kepada indikasi
penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2018,
2017 dan 2016.

Management believes that there are no changes in
circumstances that may lead to indication of
impairment of property, plant and equipment as of
31 December 2018, 2017 and 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2018, nilai wajar tanah
dan bangunan Perusahaan berdasarkan penilaian
appraisal adalah sebesar Rp 181.352.600 dan
Rp 117.191.490.

As of 31 December 2018, the fair value of the
Company’s land and buildings based on appraisal
valuation was Rp 181,352,600 and Rp 117,191,490,
respectively.

Penilaian atas nilai wajar aset tetap Perusahaan
dilakukan oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan,
penilai independen yang telah terdaftar pada
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), berdasarkan
laporannya tertanggal 24 Mei 2019. Penilaian
ditentukan dengan menggunakan berbagai asumsi
berdasarkan kondisi pasar terkini. Metode penilaian
yang digunakan adalah metode pendekatan nilai
pasar, metode pendekatan pendapatan, dan
metode pendekatan biaya. Masing-masing kelas
aset dinilai menggunakan salah satu atau kombinasi
metode di atas berdasarkan jenis, karakteristik dan
data yang tersedia.

Valuation over fair value of the Company’s fixed
asset was performed by KJPP Felix Sutandar &
Rekan, an independent valuer registered with
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), based on its report
dated 24 May 2019. The valuation was determined
using various assumptions with reference to recent
market conditions. Appraisal methods used are
market approach, income approach, and cost
approach. Each class of asset was valued based on
one or a combination of the methods above based
on the type, characteristics and available data.

Pada tanggal 31 Desember 2018, tingkat
persentase penyelesaian aset tetap dalam
pembangunan adalah 17% untuk bangunan, 10%
untuk struktur dan 3% untuk mesin-mesin dari nilai
kontrak dengan perkiraan tanggal penyelesaian
sebagian besar di antara Januari 2019 - Januari
2020. Aset tetap dalam pembangunan terutama
terdiri dari mesin-mesin.

As of 31 December 2018, the level of completion
percentage of fixed assets under construction was
17% for buildings, 10% for structure, and 3% for
machineries of the contract value with estimated
completion dates ranging from January 2019 -
January 2020. The fixed assets under construction
mainly consisted of machinery.

Pada tanggal 31 Desember 2018, tidak terdapat
aset tetap yang sementara tidak digunakan, yang
dihentikan dari penggunaan aktif atau yang
diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

As of 31 December 2018, there was no fixed asset
classified as temporarily not-in-use, retired, or
available-for-sale.

Tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke
aset tetap dalam pembangunan dan pemasangan
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017
dan 2016 dikarenakan tidak ada aset yang
memenuhi kriteria aset kualifikasian.

There were no borrowing costs capitalised to fixed
assets under construction and installation for the
years ended 31 December 2018, 2017 and 2016
since no assets meet qualifying assets criteria.
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11. PROPERTI INVESTASI 11. INVESTMENT PROPERTY

2018
Reklasifikasi

Saldo awal/ dan koreksi/ Saldo akhir/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Reclassification Ending

balance Addition Deduction and correction balance

Harga perolehan Acquisition cost
Kepemilikan langsung Direct ownership
Tanah 9,401,758 - - - 9,401,758 Land
Bangunan 17,356,130 - - - 17,356,130 Buildings

26,757,888 - - - 26,757,888

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation
Kepemilikan langsung Direct ownership

Bangunan (5,055,154) (878,859) - - (5,935,013) Buildings

Nilai buku bersih 21,702,734 20,822,875 Net book value

2017
Reklasifikasi

Saldo awal/ dan koreksi/ Saldo akhir/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Reclassification Ending

balance Addition Deduction and correction balance

Harga perolehan Acquisition cost
Kepemilikan langsung Direct ownership
Tanah 9,401,758 - - - 9,401,758 Land
Bangunan 17,356,130 - - - 17,356,130 Buildings

26,757,888 - - - 26,757,888

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation
Kepemilikan langsung Direct ownership
Bangunan (4,175,295) (878,859) - - (5,055,154) Buildings

Nilai buku bersih 22,582,593 21,702,734 Net book value

2016
Reklasifikasi

Saldo awal/ dan koreksi/ Saldo akhir/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Reclassification Ending

balance Addition Deduction and correction balance

Harga perolehan Acquisition cost
Kepemilikan langsung Direct ownership
Tanah 9,401,758 - - - 9,401,758 Land
Bangunan 17,356,130 - - - 17,356,130 Buildings

26,757,888 - - - 26,757,888

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation
Kepemilikan langsung Direct ownership
Bangunan (3,370,493) (804,802) - - (4,175,295) Buildings

Nilai buku bersih 23,387,395 22,582,593 Net book value

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016,
tidak ada properti investasi yang dijaminkan untuk
pinjaman Perusahaan, namun tanah atas properti
investasi Perusahaan yang berlokasi di Desa
Bojong, Tangerang, senilai Rp 9.401.759 digunakan
sebagai jaminan atas pinjaman PT Urecel Indonesia
(entitas asosiasi) dengan PT Bank Shinhan
Indonesia.

As at 31 December 2018, 2017 and 2016, no
investment property was pledged as security for
borrowings of the Company, however the land of the
Company’s investment property located in Bojong
village, Tangerang amounted to Rp 9,401,759 was
pledged as security for borrowing of PT Urecel
Indonesia (an associate) with PT Bank Shinhan
Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 22 April 2019, PT Bank
Shinhan Indonesia setuju untuk mengalihkan tanah
yang dijaminkan atas pinjaman PT Urecel Indonesia
menjadi jaminan pinjaman Perusahaan, yang
sebelumnya dijamin dengan tanah dan bangunan
milik PT Hilon Indonesia, pemegang saham
mayoritas (Catatan 14).

Subsequently on 22 April 2019, PT Bank Shinhan
Indonesia agreed that the land initially pledged as
security for borrowing of PT Urecel Indonesia is now
pledged as the collateral of the Company's
borrowing, which was previously secured by land
and buildings owned by PT Hilon Indonesia, the
majority shareholder (Note 14).
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11. PROPERTI INVESTASI (lanjutan) 11. INVESTMENT PROPERTY (continued)

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain-lain atas properti
investasi selama tahun 2018, 2017 dan 2016 adalah
sebagai berikut:

Amounts recognised in the statements of profit or
loss and other comprehensive income for
investment property during 2018, 2017 and 2016
are as follows:

2018 2017 2016

Pendapatan sewa 2,400,000 2,400,000 2,400,000 Rental income
Biaya usaha langsung atas properti Direct operating expenses from

yang menghasilkan property that generates
pendapatan sewa 879,859 879,859 804,802 rental income

Pada tanggal 31 Desember 2018 nilai wajar properti
investasi Perusahaan berdasarkan penilaian
appraisal sebesar Rp 80,466,000.

As of 31 December 2018, 2017 and 2016, the fair
value of the Company’s investment property based
on appraisal valuation was Rp 80,466,000.

Penilaian atas nilai wajar properti investasi
Perusahaan dilakukan oleh KJPP Felix Sutandar &
Rekan, penilai independen yang telah terdaftar pada
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), berdasarkan
laporannya tertanggal 24 Mei 2019. Penilaian
ditentukan dengan menggunakan berbagai asumsi
berdasarkan kondisi pasar terkini. Metode penilaian
yang digunakan adalah metode pendekatan nilai
pasar dan metode pendekatan biaya. Masing-
masing kelas aset dinilai menggunakan salah satu
atau kombinasi metode di atas berdasarkan jenis,
karakteristik dan data yang tersedia.

Valuation over fair value of the Company’s
investment property was performed by KJPP Felix
Sutandar & Rekan, an independent valuer
registered with Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”),
based on its report dated 24 May 2019. The
valuation was determined using various
assumptions with reference to recent market
conditions. Appraisal methods used are market
approach and cost approach. Each class of asset
was valued based on one or a combination of the
methods above based on the type, characteristics
and available data.

12. UTANG USAHA 12. TRADE PAYABLES

2018 2017 2016

Pihak berelasi (lihat Catatan 29): Related parties (see Note 29):
Rupiah 5,534,518 6,305,264 28,863,942 Rupiah
Mata uang asing - - - Foreign currencies

5,534,518 6,305,264 28,863,942

Pihak ketiga: Third parties:
Rupiah 6,154,065 4,297,515 16,995,580 Rupiah
Mata uang asing 35,004,707 10,926,745 17,154,108 Foreign currencies

41,158,772 15,224,260 34,149,688

46,693,290 21,529,524 63,013,630

Utang usaha dalam mata uang asing disajikan pada
Catatan 31.

Trade payables in foreign currencies are presented
in Note 31.

Saldo utang usaha berasal dari transaksi pembelian
bahan baku, suku cadang, bahan pembantu dan
barang atau jasa lain untuk kegiatan operasional.

Trade payables balance mainly related to the
purchase of raw materials, spare parts, supporting
materials and other goods or services for operating
activities.
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12. UTANG USAHA (lanjutan) 12. TRADE PAYABLES (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2017, seluruh utang
usaha memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun.

As of 31 December 2017, no trade payables due in
less than one year.

Utang usaha dari pihak ketiga dan pihak berelasi
yang melebihi 10% dari jumlah utang usaha untuk
tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018,
2017 dan 2016 adalah:

Trade payables from third party and related party
representing more than 10% of total trade payables
for the years ended 31 December 2018, 2017 and
2016 are as follows:

2018 2017 2016

Zhangjiagang Yongxing Zhangjiagang Yongxing
Machinery Co. Ltd 27,631,559 - - Machinery Co. Ltd

Taekwang Industrial Co. Ltd 5,398,879 7,905,935 - Taekwang Industrial Co. Ltd
PT Hilon Indonesia 4,273,383 5,662,516 27,344,986 PT Hilon Indonesia
Sunglim Co. Ltd - 2,517,218 6,030,603 Sunglim Co. Ltd
PT Itochu Indonesia - - 6,550,208 PT Itochu Indonesia

37,303,821 16,085,669 39,925,797

Percentage of total
Persentase dari total utang usaha 79.9% 74.7% 63.4% trade payables

Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perusahaan
atas perolehan utang ini.

There is no collateral given by the Company on
these payables.

13. AKRUAL 13. ACCRUALS

2018 2017 2016

Bunga 34,268,458 17,149,632 9,369,448 Interest
Gaji 4,797,397 3,042,202 3,391,311 Salary
Listrik 1,799,093 378,560 703,606 Electricity
Gas 1,737,684 304,492 155,767 Gas
Lain-lain 175,139 118,099 560,006 Others

42,777,771 20,992,985 14,180,138

Lihat Catatan 29 untuk transaksi dengan pihak
berelasi.

Refer to Note 29 for related parties transactions.

14. PINJAMAN JANGKA PENDEK 14. SHORT-TERM LOANS

2018 2017 2016

Rupiah Rupiah
PT Bank Permata Tbk 15,000,000 - - PT Bank Permata Tbk

Dollar AS US Dollar
PT Bank Shinhan Indonesia 101,367,000 27,096,000 - PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Woori Saudara PT Bank Woori Saudara

Indonesia 1906 Tbk - 19,645,800 - Indonesia 1906 Tbk

116,367,000 46,741,800 -

Seluruh pinjaman yang diperoleh diperuntukkan
untuk mendanai modal kerja Perusahaaan.

Purpose of the borrowings is to finance the
Company’s working capital.
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14. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan) 14. SHORT-TERM LOANS (continued)

Dalam perjanjian pinjaman dengan PT Bank
Shinhan Indonesia, diatur beberapa pembatasan
yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, antara lain:
 tidak diperkenankan melakukan perubahan

terhadap bisnis utama secara substansial tanpa
persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman;

 tidak diperkenankan menyewakan maupun
mengubah dan/atau menambah bangunan atas
aset yang dijaminkan; dan

 tidak diperkenankan mengubah peruntukan
aset yang dijaminkan atau menjaminkan
kembali aset yang dijaminkan tersebut untuk
memperoleh pinjaman dari kreditur lain.

Under agreement with PT Bank Shinhan Indonesia,
there are several restrictions that should be
complied with the Company, among others:
 making substantial changes to the main

business purposes without prior written consent
of the lender is prohibited;

 renting or changing and/or adding building of
collateralised assets is prohibited; and

 making changes to the purpose of the
collateralised assets from what have been
intended before or using collateralised assets
as collateral for another borrowing is prohibited.

Dalam perjanjian pinjaman dengan PT Bank
Permata Tbk, diatur beberapa pembatasan yang
harus dipenuhi oleh Perusahaan antara lain:
 tidak melakukan pembayaran dividen kepada

pemegang saham tanpa persetujuan tertulis
dari pemberi pinjaman; dan

 tidak menambah piutang lain-lain yang tidak
terkait dengan kegiatan usaha peminjam atau
pinjaman lain-lain kepada pihak berelasi atau
afiliasi tanpa persetujuan tertulis dari pemberi
pinjaman.

Under agreement with PT Bank Permata Tbk, there
are several restrictions that should be complied
with by the Company, among others:
 making dividend payment to shareholders

without prior written consent of the lender is
prohibited; and

 increasing the composition of other receivables
that are not related to the businesses of the
borrower or other payables to related parties or
affiliates, without prior written consent of the
lender is prohibited.

Dalam perjanjian pinjaman dengan PT Bank Woori
Saudara Indonesia 1906 Tbk, diatur beberapa
pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan,
antara lain:
 tidak diperkenankan mengubah peruntukan

aset yang dijaminkan atau menjaminkan
kembali aset yang dijaminkan tersebut untuk
memperoleh pinjaman dari kreditur lain; dan

 tidak diperkenankan menyewakan maupun
mengubah dan/atau menambah bangunan atas
aset yang dijaminkan.

Under agreement with PT Bank Woori Saudara
Indonesia 1906 Tbk, there are several restrictions
that should be complied with by the Company,
among others:
 making changes to the purpose of collateralised

assets from what have been intended before or
using collateralised assets as collateral for
another borrowing are prohibited; and

 renting or changing and/or adding building of
collateralised assets is prohibited.
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14. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan) 14. SHORT-TERM LOANS (continued)

Informasi lain mengenai pinjaman jangka pendek
pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai
berikut:

Other information relating to short-term loans as at
31 December 2018 are as follows:

Tingkat suku
Periode Saldo bunga per

Jumlah pinjaman/ terutang/ tahun/short
Kreditur/ Mata uang/ fasilitas/ Loan Outstanding Annual Jaminan/
Creditor Currency Total facility term balance interest rate Collateral

PT Bank Shinhan USD 2,000,000 10 Jan 2018 – 10 Jan 2019 2,000,000 3M LIBOR +3.20% Jaminan pribadi dari/ personal
Indonesia (equivalent to guarantee from Mr. Won Hyuk

Rp 28,962,000) Choi

PT Bank Shinhan USD 5,000,000 19 Jul 2018 – 19 Jul 2019 5,000,000 3M LIBOR +2.50% Tanah dan bangunan dari/ lands and
Indonesia (equivalent to buildings from PT Hilon Indonesia,

Rp 72,405,000) jaminan perusahaan/corporate
guarantee from PT Hilon
Indonesia, jaminan pribadi/
personal guarantee from Mr. Jae
Hyuk Choi

PT Bank Permata Tbk IDR 15,000,000 29 Nov 2018 – 29 Nov 2019 15,000,000 10.50% Tanah dan bangunan/ land and
buildings

PT Bank Permata Tbk USD 600,000 29 Nov 2018 – 29 Nov 2019 - 4.7% Tanah dan bangunan/ land and
buildings

PT Bank Woori USD 2,000,000 11 Jul 2018 – 11 Jul 2019 - 3M LIBOR +2.90% Tanah dan bangunan/ land and
Saudara 1906 Tbk buildings, jaminan pribadi dari/

personal guarantee from
Mr.Won Hyuk Choi

PT Bank Woori USD 500,000 18 Apr 2018 – 18 Apr 2019 - Time deposit rate +1.5% Deposito berjangka/ time deposit
Saudara 1906 Tbk USD 500,000, jaminan pribadi

dari/personal guarantee from
Mr. Jae Hyuk Choi

Pinjaman dari PT Bank Shinhan Indonesia sebesar
USD 2.000.000 (setara dengan Rp 28.962.000)
telah diperpanjang pada tanggal 9 Januari 2019
melalui perjanjian No. 005/PPWK-2/I/2019 yang
akan berakhir pada 10 Januari 2020.

Loans from PT Bank Shinhan Indonesia of
USD 2,000,000 (equivalent to Rp 28,962,000) has
been extended on 9 January 2019 through
agreement No. 005/PPWK-2/I/2019 which will be
due on 10 January 2020.

Perusahaan telah memenuhi kewajiban yang
dipersyaratkan dalam perjanjian.

The Company has met the covenants as stated in
the agreements.

Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2019, PT Bank
Permata Tbk mengeluarkan waiver letter yang
menghapus pembatasan terkait dengan persetujuan
tertulis sebelum pembayaran dividen kepada
pemegang saham.

Subsequently on 29 March 2019, PT Bank Permata
Tbk issued a waiver letter which removed the
restrictions related to prior written consent for
dividend payment to shareholders.

15. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG 15. LONG-TERM BANK LOANS

2018 2017 2016
Dolar AS US Dollar

PT Bank Permata Tbk - - 246,327 PT Bank Permata Tbk

Dikurangi : Bagian jatuh
tempo dalam satu tahun - - - Less : Current maturities

Dolar AS US Dollar
PT Bank Permata Tbk - - 246,327 PT Bank Permata Tbk

Bagian lancar - - 246,327 Current portion

Bagian jangka panjang - - - Long-term portion

Seluruh pinjaman yang diperoleh diperuntukkan
untuk mendanai modal kerja Perusahaaan.

Purpose of the borrowings is to finance the
Company’s working capital.
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15. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) 15. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk

Perjanjian terkait fasilitas pinjaman dibuat melalui
akta No. 21 tanggal 27 Juni 2006. Perjanjian
tersebut telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan adendum akta No. 21 tanggal 15 Desember
2015. Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas
pinjaman dari PT Bank Permata Tbk yang terdiri
dari:

The loan facility agreement was formalised in the
deed No. 21 dated 27 June 2006. The credit
agreement has been amended several times and the
most recent was through the deed No. 21 dated 15
December 2015. The Company obtained loan facility
from PT Bank Permata Tbk consisting of:

- Fasilitas kredit modal kerja revolving dengan
jumlah maksimum kredit sebesar USD 656.000,
tingkat bunga 6,5% per tahun dan jatuh tempo
pada 23 November 2017.

- Fasilitas kredit modal kerja revolving dengan
jumlah maksimum kredit sebesar USD 707.000,
tingkat bunga 6,5% per tahun dan jatuh tempo
pada 6 Desember 2017.

- Revolving working capital facility with credit limit
of USD 656,000, bore an interest rate of 6.5%
per annum and matured on 23 November 2017

- Revolving working capital facility with credit limit
of USD 707,000, bore an interest rate of 6.5%
per annum and matured on 6 December 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing nihil,
nihil dan USD 18.333 (ekuivalen
Rp 246.327).

Jaminan atas pinjaman ini adalah tanah di Desa
Lubuk Lancang, Kecamatan Betung, Kabupaten
Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

As of 31 December 2018, 2017 and 2016, the
outstanding balance of this loan facility was nil, nil
and USD 18,333 (equivalent Rp 246,327),
respectively.

The collateral of this facility is plots of land in Lubuk
Lancang, Betung, Musi Banyuasin, South Sumatera.

Sesuai dengan beberapa perjanjian pinjaman,
Perusahaan diwajibkan memenuhi beberapa
kewajiban yang dipersyaratkan.

As specified by the loan agreements, the Company
is required to comply with certain covenants.

Perusahaan telah memenuhi kewajiban yang
dipersyaratkan dalam perjanjian.

The Company has met the covenants as stated in
the agreements.

16. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN 16. FINANCE LEASE OBLIGATION

Perusahaan memperoleh fasilitas sewa
pembiayaan dari PT Koexim Mandiri Finance
masing-masing sebesar USD 1.000.000 pada tahun
2016 dan USD 1.850.000 pada tahun 2014.
Perjanjian sewa pembiayaan tersebut memiliki
periode pembayaran selama 36 bulan dan
dikenakan bunga antara 3M LIBOR +3,2% – 3,8%.

The Company obtained finance lease facility from
PT Koexim Mandiri Finance amounted to
USD 1,000,000 in 2016 and USD 1,850,000 in
2014. The finance lease agreements have payment
period of 36 months and bear interest between 3M
LIBOR +3.2% – 3.8%.

Saldo terutang fasilitas ini pada 31 Desember 2018,
2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar
Rp 2.896.201, Rp 8.128.799 dan Rp 20.982.551.

The outstanding balance of these facility as of
31 December 2018, 2017 and 2016 amounted to
Rp 2,896,201, Rp 8,128,799 and Rp 20,982,551,
respectively.
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16. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan) 16. FINANCE LEASE OBLIGATION (continued)

Pembayaran sewa minimum masa datang
berdasarkan masing-masing perjanjian sewa
pembiayaan pada 31 Desember 2018, 2017 dan
2016 adalah sebagai berikut:

The future minimum lease payments based on
each respective lease agreements as of 31
December 2018, 2017 and 2016 are as follows:

2018 2017 2016

Pembayaran sewa minimum 2,951,674 8,434,673 21,949,054 Minimum lease payments
Dikurangi: bagian bunga (55,473) (305,874) (966,503) Less: interest portion

2,896,201 8,128,799 20,982,551
Dikurangi: Bagian jatuh

tempo dalam satu tahun 2,896,201 5,419,199 12,920,952 Less: Current maturities

Bagian jangka panjang - 2,709,600 8,061,599 Long-term portion

Seluruh utang sewa pembiayaan ini dijamin dengan
aset sewa pembiayaan yang bersangkutan.

All obligation under finance lease is secured by its
respective assets.

Sesuai dengan beberapa perjanjian pinjaman,
Perusahaan diwajibkan memenuhi kewajiban yang
dipersyaratkan, antara lain:

Under the loan agreements, the Company is
required to comply with certain covenants, among
others:

 Lessee dilarang menjual atau setuju untuk
menjual atau memindahtangankan kepemilikan
barang leasing sebagai jaminan kepada pihak
lain;

 Lessee dilarang memberikan jaminan atau
menerima pinjaman yang dapat mengurangi
keamanan dari barang leasing tanpa
pemberitahuan tertulis kepada lessor;

 Lessee dilarang menunjuk, menyewakan
kembali ataupun mengalihkan tugas dan
tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa
persetujuan tertulis dari lessor;

 Lessee dilarang mengubah kepemilikan saham
dan akta perusahaan tanpa memberitahukan
secara tertulis kepada lessor.

 The lessee shall not sell or agree to sell or
pledge the leased assets as a
security/guarantee or collateral to the other
lessors, creditors, or other parties;

 The lessee shall be prohibited from making loan
to others that may impair the lessor’s security
without prior written consent of the lessor;

 The lessee shall not assign, sublet, or
otherwise transfer its rights or obligations
without the prior written consent of the lessor;

 The lessee shall not change the shareholder
ownership structure, key management of the
lessee and articles of association without prior
written consent of the lessor.

Perusahaan telah memenuhi kewajiban yang
dipersyaratkan dalam perjanjian.

The Company has met the covenants as stated in
the agreements.
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17. PINJAMAN JANGKA PANJANG LAIN-LAIN 17. OTHER LONG-TERM LOANS
2018 2017 2016

Pihak berelasi (Catatan 29): Related parties (Note 29):
PT Hilon Indonesia - 119,695,143 119,347,944 PT Hilon Indonesia
PT Putra Kary International 156,360,000 5,419,199 - PT Putra Kary International

Pihak ketiga: Third parties:
PT Koexim Mandiri Finance 25,612,226 26,946,523 11,839,201 PT Koexim Mandiri Finance
Iron Capital Co. Ltd 7,240,500 6,774,000 6,718,000 Iron Capital Co. Ltd

32,852,726 33,720,523 18,557,201
Dikurangi : Bagian jatuh

tempo dalam satu tahun (21,890,559) - - Less : Current maturities

Bagian jangka panjang 167,322,167 33,720,523 18,557,201 Long-term portion

Seluruh pinjaman yang diperoleh diperuntukkan
untuk mendanai modal kerja Perusahaan.

Purpose of the borrowings is to finance the
Company’s working capital.

PT Hilon Indonesia PT Hilon Indonesia

Pada tanggal 1 September 2015, Perusahaan dan
PT Hilon Indonesia, entitas induk, melakukan
Perjanjian Pinjaman dengan nilai sebesar Rp
77.696.344 dengan bunga 6,5% per tahun dan
jatuh tempo pada 30 September 2017. Pada 28
September 2017, perjanjian telah diperpanjang dan
jatuh tempo pada 30 September 2018. Pinjaman ini
telah dilunasi pada tahun 2018.

On 1 September 2015, the Company and PT Hilon
Indonesia, parent entity, entered into a loan
agreement of Rp 77,696,344 which bore interest of
6.5% per annum and matured on 30 September
2017. On 28 September 2017, this agreement has
been extended to 30 September 2018. This loan
was fully paid in 2018.

Pada tanggal 17 September 2015, Perusahaan dan
PT Hilon Indonesia, entitas induk, mengadakan
perjanjian pinjaman dengan nilai sebesar USD
2.200.000 dengan bunga 6,5% per tahun dan jatuh
tempo pada 16 September 2017. Pada 13
September 2017, perjanjian telah diperpanjang dan
jatuh tempo pada 16 September 2018. Pinjaman ini
telah dilunasi pada tahun 2018.

On 17 September 2015, the Company and
PT HiIon Indonesia, parent entity, entered into a loan
agreement of USD 2,200,000 which bore an interest
of 6.5% per annum and matured on 16 September
2017. On 13 September 2017, this agreement has
been extended to 16 September 2018. This loan
was fully paid in 2018.

PT Putra Kary International PT Putra Kary International

Pada tanggal 8 Desember 2017, Perusahaan dan
PT Putra Kary International, pihak berelasi,
mengadakan perjanjian pinjaman dengan nilai
sebesar KRW 12.000.000.000 dengan bunga
sebesar 8,5% per tahun dan akan jatuh tempo
pada 20 Mei 2021.

On 8 December 2017, the Company and PT Putra
Kary International, related party, entered into a loan
agreement of KRW 12,000,000,000 which bears an
interest of 8.5% per annum and will mature on
20 May 2021.

Pada bulan Desember 2017, Perusahaan
menerima dana pinjaman sebesar Rp 5.419.199
dan menerima sisa atas seluruh fasilitas sebesar
Rp 150.940.800 pada bulan Januari 2018.

In December 2017, the Company received the
proceeds of Rp 5,419,199, and fully received the
remaining amount of Rp 150,940,800 in January
2018.
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17. PINJAMAN JANGKA PANJANG LAIN-LAIN
(lanjutan)

17. OTHER LONG-TERM LOANS (continued)

Informasi lain mengenai pinjaman jangka panjang
lain-lain tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai
berikut:

Other information relating to other long-term loans
as at 31 December 2018 are as follows:

Tingkat suku
Periode Saldo bunga per

Jumlah pinjaman/ terutang/ tahun/
Kreditur/ Mata uang/ fasilitas/ Loan Outstanding Annual Jaminan/
Creditor Currency Total facility term balance interest rate Collateral

PT Putra Kary International KRW 12,000,000,000 8 Des 2017 – 20 Mei 2021/ 12,000,000,000 8.5% N/A
8 Dec 2017 – 20 May 2021 (equivalent to

Rp 156,360,000)

Iron Capital Co. Ltd USD 500,000 19 Sep 2014 – 19 Sep 2020/ 500,000 10.00% N/A
(previously Kite 19 Sep 2014 – 19 Sep 2020 (equivalent to
Global Co. Ltd) Rp 7,240,500)

PT Koexim Mandiri USD 900,000 19 Feb 2016 – 19 Feb 2021/ 477,292 3M LIBOR +3.20% Tanah dan bangunan/
Finance 19 Feb 2016 – 19 Feb 2021 (equivalent to Land and buildings

Rp 6,911,670)

USD 2,000,000 29 Mei 2017 – 29 Mei 2019/ 1,291,386 3M LIBOR +2.80% Tanah dan bangunan/
29 May 2017 – 29 May 2019 (equivalent to Land and buildings

Rp 18,700,556)

Pinjaman dari PT Koexim Mandiri Finance sebesar
USD 2.000.000 (setara dengan Rp 28.962.000)
sedang dalam proses perpanjangan untuk jatuh
tempo pada 28 Mei 2021.

Loans from PT Koexim Mandiri Finance of
USD 2,000,000 (equivalent to Rp 28,962,000) is
currently in process of extension to 28 May 2021.

Sesuai dengan perjanjian pinjaman dengan PT
Koexim Mandiri Finance, Perusahaan diwajibkan
memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan, antara
lain:

Under the loan agreement with PT Koexim Mandiri
Finance, the Company is required to comply with
certain covenants, among others:

 Perusahaan wajib memberitahukan PT Koexim
Mandiri Finance secara tertulis apabila terjadi
perubahan tanggal dan perubahan pada
komposisi Dewan Direksi, Dewan Komisaris,
dan pemegang saham dari Perusahaan, atau
kenaikan atau pengurangan pada modal dasar
dan modal yang disetor, atau merger atau
konsolidasi dari usahanya;

 Perusahaan wajib memberitahukan PT Koexim
Mandiri Finance dengan segera apabila
mengetahui suatu tuntutan terkait apapun
(termasuk hukum, administrasi, atau
pengadilan) yang sedang berlangsung, tertunda
atau baru bersifat ancaman, yang telah atau
dapat berdampak buruk pada Perjanjian ini atau
terhadap aset yang dijaminkan;

 Perusahaan dilarang untuk menjaminkan,
memasang hipotik, menggadaikan ataupun
membebani atau menjual, menyewakan
kembali aset yang dijaminkan dan jaminan lain
atau bagian lain dari aset yang dijaminkan
kepada pihak lain.

 The Company shall inform the PT Koexim
Mandiri Finance in writing upon such
occurrence date of each and every change in
composition of the Board of Directors, the
Board of Comissioners, the shareholders of the
Company, or increase or decrease of the
authorized capital or the paid up capital, or
merger or consolidation of the Company;

 The Company shall notify PT Koexim Mandiri
Finance immediately when it becomes aware of
any proceedings of any nature whatsoever
(including legal, administrative, or other
proceedings) which are current, pending or
threatened, which has or could have a material
adverse effect on it or against it or against the
collateralised assets;

 The Company shall not pledge, mortgage,
subject to fiduciary transfer or otherwise
encumber or sell, sublet, or otherwise dispose
any of the collateralised assets and other
security or any part thereof to any other party.

Perusahaan telah memenuhi kewajiban yang
dipersyaratkan dalam perjanjian.

The Company has met the covenants as stated in
the agreements.

Dalam perjanjian pinjaman dengan Iron Capital Co.
Ltd, dan PT Putra Kary International tidak terdapat
kewajiban yang dipersyaratkan.

In the borrowing agreement with Iron Capital Co.
Ltd, and PT Putra Kary International there are no
covenants.
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18. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA 18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

Imbalan pascakerja program imbalan pasti Post-employment defined benefits plan

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan pascakerja
sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang
berlaku.

The Company recognised post-employment liability
based on the existing Labor Law.

Liabilitas imbalan pascakerja yang diakui dalam
laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Post-employment benefits recognised in the
statements of financial position are as follows:

2018 2017 2016

Present value of defined
Nilai kini kewajiban imbalan pasti 1,253,010 1,007,061 2,555,012 benefit obligation

Rincian beban imbalan pascakerja diakui pada
laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The details of post-employment benefits expense
recognised in the statements of profit or loss are as
follows:

2018 2017 2016

Biaya jasa kini 461,765 (1,292,358) 9,191,402 Current service cost
Biaya bunga 86,580 80,534 271,040 Interest cost

548,345 (1,211,824) 9,462,442

Beban imbalan pascakerja dicatat sebagai bagian
dari beban gaji dan kesejahteraan karyawan.

The post-employement benefits expense recorded
as part of employee salaries and allowances
expense.

Mutasi dari penghasilan komprehensif lain sebagai
berikut:

Movement of other comprehensive income are as
follows:

2018 2017 2016

Saldo awal 1,800,461 1,671,034 1,750,504 Beginning balance
Penghasilan/(kerugian) Other comprehensive

komprehensif lain income/(loss)
tahun berjalan 219,157 129,427 (79,470) for the year

Saldo akhir tahun 2,019,618 1,800,461 1,671,034 Ending balance

2018 2017 2016

Saldo awal 1,007,061 2,555,012 3,796,671 Beginning balance
Pengukuran kembali (129,427) 79,470 Remeasurement

- Perubahan dalam asumsi Change in financial -
keuangan (191,753) assumptions

- Penyesuaian pengalaman Experience adjustment -
kewajiban (27,404) on obligation

Biaya jasa kini 461,765 (1,292,358) 9,191,402 Current service cost
Biaya bunga 86,580 80,534 271,040 Interest cost
Pembayaran imbalan kerja (83,239) (206,700) (10,783,571) Payment of employee benefits

Saldo akhir 1,253,010 1,007,061 2,555,012 Ending balance
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18. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (lanjutan) 18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

Imbalan pascakerja program imbalan pasti
(lanjutan)

Post-employment defined benefits plan
(continued)

Program pensiun imbalan pasti memberikan
Perusahaan eksposur atas risiko tingkat bunga
terhadap gaji.

Defined benefits pension program gives the
Company an exposure to interest rate risk against
salary.

Risiko tinqkat bunga Interest rate risk

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung
menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan
dengan mengacu pada imbal hasil obligasi
Pemerintah. Penurunan suku bunga obligasi akan
meningkatkan liabilitas program.

The present value of defined benefits plan is
calculated using discount rate that is determined
by government bonds yield rate. The decrease of
interest rate of the bond, will increase the liability of
the program.

Risiko gaji Risk salaries

Nilai kini imbalan pasti dihitung menggunakan
asumsi kenaikan gaji dimasa depan, oleh
karenanya, peningkatan persentase kenaikan gaji
di masa depan akan meningkatkan liabilitas
program.

The present value defined benefit plan is
calculated using the increasing future salary
assumption, therefore, an increase in the
percentage of increasing future salary, will
increase the liability of the program.

Analisis sensitivitas Sensitivity analysis

Dampak atas kewajiban imbalan pasti/
Impact on defined benefit obligation

Dampak kenaikan Dampak penurunan
asumsi terhadap asumsi terhadap
imbalan/Impact imbalan/Impact

Perubahaan of increase in of decrease in
asumsi/Change assumption assumption
in assumption to benefits to benefits

Tingkat diskonto 1% 1,153,036 1,367,423 Discount rate

Tingkat kenaikan gaji 1% 1,368,116 1,150,809 Increase in salary

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam
menentukan beban dan liabilitas imbalan
pascakerja pada tanggal 31 Desember 2018, 2017
dan 2016 adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions used in obligation
calculation of estimated post-employment benefits
as of 31 December 2018, 2017 and 2016, are as
follows:

2018 2017 2016

Usia pensiun normal 55 tahun/years 55 tahun/years 55 tahun/years Normal pension age
Tingkat diskonto 8.53% 7.42% 8.63% Discount rates
Tingkat proyeksi kenaikan Salary increase projection

gaji 7.0% 7.00% 8.50% rate
Tingkat mortalitas TMI – 2011 TMI – 2011 TMI – 2011 Mortality rate
Tingkat cacat tetap 10% x TMI – 2011 10% x TMI – 2011 10% x TMI – 2011 Permanent disability rate
Tingkat pengunduran diri 5% sampai dengan 5% sampai dengan 5% sampai dengan Resignation rate

usia 20 tahun dan usia 20 tahun dan usia 20 tahun dan
menurun secara menurun secara menurun secara
linier hingga 0% linier hingga 0% linier hingga 0%
di usia 54 tahun/ di usia 54 tahun/ di usia 54 tahun/

5% until 20 years old 5% until 20 years old 5% until 20 years old
and decreased and decreased and decreased
linearly to 0% linearly to 0% linearly to 0%

at the age of 54 years at the age of 54 years at the age of 54 years
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19. MODAL SAHAM 19. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham Perusahaan pada
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai
berikut:

The Company’s shareholders composition as of
31 December 2018, 2017 and 2016 is as follows:

Persentase
kepemilikan/

Jumlah saham/ Percentage Ditempatkan dan disetor penuh/
Number of of ownership Issued and fully paid

Nama pemegang saham shares (%) USD Rp Name of shareholders

PT Hilon Indonesia 73,363 68.61 7,336 82,349,968 PT Hilon Indonesia
PT Samudera Industri 33,561 31.39 3,356 37,672,222 PT Samudera Industri

106,924 100.00 10,692 120,022,190

20. SELISIH KURS ATAS MODAL DISETOR 20. DIFFERENCES IN EXCHANGE RATE FOR PAID-
IN CAPITAL

Akun ini merupakan selisih antara kurs atas nilai
nominal saham yang ditetapkan dalam anggaran
dasar Perusahaan dengan kurs yang berlaku pada
saat Perusahaan menerima pembayaran untuk
penyetoran modal saham.

This account represents the difference between the
exchange rate set for the par value of shares in the
Company's articles of association and the prevailing
exchange rate when the Company received the
payments for the share capital.

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR 21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

2018 2017 2016

Difference in value from
Selisih nilai transaksi restructuring transaction

restrukturisasi entitas between entities under
sepengendali (3,075,485) (3,075,485) (3,075,485) common control

Selisih antara aset dan liabilitas Difference between
pengampunan pajak tax amnesty assets and
(Catatan 8f) 3,500,000 3,500,000 3,500,000 liabilities (Note 8f)

424,515 424,515 424,515

22. KOMPONEN EKUITAS LAIN-LAIN 22. OTHER COMPONENT EQUITY

Pada tanggal 31 Desember 2016, PT Urecel
Indonesia (“UI”), entitas asosiasi, berpartisipasi
dalam program pengampunan pajak. UI telah
menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak
(“SKPP”) tanggal 13 Oktober 2016. Aset
pengampunan pajak yang telah dideklarasikan
adalah persediaan sebesar Rp 5.209.696 yang
dicatat sebagai penambah komponen ekuitas
Iainnya.

On 31 December 2016, PT Urecel Indonesia (“UI”),
an associate, participated in tax amnesty program.
UI has received Approval Letter of Tax Amnesty
(“SKPP”) dated 13 October 2016. The declared tax
amnesty asset was inventory of Rp 5,209,696 which
was recorded as an addition to other equity
component.
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23. LABA PER SAHAM 23. EARNINGS PER SHARE

Laba per saham dasar pada tanggal 31 Desember
2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Basic earnings per share as of 31 December 2018,
2017 and 2016 is as follows.

2018 2017 2016

Laba per saham: Earnings per share:
Laba yang diatribusikan kepada Profit attributable to the owners

pemilik entitas induk 16,041,147 15,256,336 6,820,565 of the parent
Rata-rata tertimbang jumlah Weighted average number of

saham biasa yang beredar - ordinary shares outstanding –
dasar dan dilusian 1,200,221,900 1,200,221,900 1,200,221,900 basic and diluted

Laba per saham – dasar dan Earnings per share – basic and
dilusian (dalam satuan Rupiah) 13.37 12.71 5.68 diluted (in full Rupiah)

Laba/(rugi) per saham dasar dihitung dengan
membagi laba/(rugi) bersih tahun berjalan dengan
rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang
beredar yang disajikan kembali untuk
mencerminkan peningkatan saham yang
ditempatkan setelah tanggal pelaporan
(Catatan 35).

The basic earning/(loss) per share was calculated
by dividing the net income/(loss) for the year by the
weighted average number of outstanding ordinary
shares re-presented to reflect the increase in issued
shares subsequent to reporting date (Note 35).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018,
2017 dan 2016, Perusahaan tidak mempunyai efek
yang bersifat saham biasa dilutif.

For the years ended 31 December 2018, 2017 and
2016, the Company does not have any dilutive
ordinary shares.

24. PENJUALAN BERSIH 24. NET SALES
2018 2017 2016

Penjualan barang Sales of goods
Pihak berelasi (Catatan 29) 186,839,596 166,984,947 143,813,201 Related parties (Note 29)
Pihak ketiga 206,202,497 160,399,568 171,055,504 Third parties

393,042,093 327,384,515 314,868,705

Pendapatan jasa jahit Revenue from sewing services
Pihak berelasi (Catatan 29) 69,376 - - Related parties (Note 29)
Pihak ketiga 2,521,131 - - Third parties

2,590,507 - -

395,632,600 327,384,515 314,868,705

Penjualan kepada pelanggan pihak berelasi yang
melebihi 10% dari jumlah penjualan untuk tahun
yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan
2016 adalah:

Sales to related party customers representing more
than 10% of total sales for the years ended
31 December 2018, 2017 and 2016 are as follows:

2018 2017 2016

PT Hilon Indonesia 139,956,470 116,118,435 86,227,384 PT Hilon Indonesia

Persentase dari total penjualan 35% 35% 27% Percentage of total sales

Tidak ada penjualan ke pelanggan pihak ketiga
yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih.

No sales made to third party customers exceeded
10% of total net sales.

Rincian pendapatan dari produk utama Perusahaan
adalah sebagai berikut:

The details of the Company’s revenue by main
product are as follows:

2018 2017 2016

Serat 299,490,662 237,146,130 149,692,777 Fiber
Perabot rumah 28,895,931 25,782,809 30,482,567 Houseware
Produk bukan tenunan 65,667,950 64,344,727 111,738,262 Non-woven products
Lain-lain 1,578,057 110,849 22,955,099 Others

395,632,600 327,384,515 314,868,706
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25. BEBAN POKOK PENJUALAN 25. COST OF GOODS SOLD
2018 2017 2016

Bahan baku Raw material
Awal tahun 28,061,990 28,443,620 47,239,025 Beginning balance
Pembelian 237,922,664 186,574,534 153,287,250 Purchases
Akhir tahun (46,076,431) (28,061,990) (28,443,620) Ending balance

219,908,223 186,956,164 172,082,655

Tenaga kerja langsung 31,155,167 23,812,235 30,206,418 Direct labor
Biaya produksi tidak langsung 54,831,656 39,864,025 44,748,047 Factory overhead

Biaya pokok produksi 305,895,046 250,632,424 247,037,120 Cost of goods manufactured

Persediaan barang Jadi Finished Goods
Awal tahun 25,112,480 24,104,014 8,772,825 Beginning balance
Pembelian 3,054,498 5,014,854 11,464,149 Purchases
Akhir tahun (45,427,139) (25,112,480) (24,104,014) Ending balance

288,634,885 254,638,812 243,170,080

Pembelian dari pemasok pihak berelasi yang
melebihi 10% dari jumlah pembelian untuk tahun
yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan
2016:

Purchases from related party vendors representing
more than 10% of total purchases for the years
ended 31 December 2018, 2017 and 2016 are as
follows:

2018 2017 2016

PT Hilon Indonesia 46,620,057 26,145,744 19,554,899 PT Hilon Indonesia

Persentase dari total pembelian 20% 14% 13% Percentage of total purchase

Tidak ada pembelian dari pemasok pihak ketiga
yang melebihi 10% dari jumlah pembelian.

No purchases from third party suppliers exceeded
10% of total purchases.

26. BEBAN USAHA 26. OPERATING EXPENSES
2018 2017 2016

Penjualan Selling
Transportation and

Transportasi dan akomodasi 6,871,426 5,024,461 3,885,954 accommodation
Gaji dan kesejahteraan Employee salaries and

karyawan 1,690,455 496,175 1,038,061 allowances
Sewa 1,358,344 969,498 1,550,018 Rental

Representation and
Representasi dan jamuan 1,001,440 523,266 206,199 entertainment
Perlengkapan kantor 19,026 71,537 133,481 Office supplies
Promosi dan pemasaran 727,467 Promotion and marketing
Lain-lain 6,103 41,133 95,806 Others

10,946,794 7,126,070 7,636,986

Umum dan administrasi General and Administrative
Gaji dan kesejahteraan Employee salaries and

karyawan 21,571,358 16,725,874 34,992,632 allowances
Transportation and

Transportasi dan akomodasi 8,014,552 7,675,164 3,773,145 accommodation
Penyusutan (Catatan 10 dan 11) 6,202,296 6,727,655 3,308,651 Depreciation (Notes 10 and 11)

Professional and
Profesional dan konsultan 3,851,371 2,633,973 1,244,673 consultant fees
Perlengkapan kantor 2,589,994 1,828,387 1,513,488 Office supplies
Pajak 1,442,717 1,784,561 1,374,125 Tax
Asuransi 1,219,980 1,195,135 1,229,262 Insurance
Komunikasi 863,195 1,040,549 890,301 Communication
Representasi dan jamuan 698,178 - - Representation and entertainment
Lain-lain (masing-masing Others (below

dibawah Rp 50juta) 25,623 418,912 262,457 Rp 50 million each)

46,479,264 40,030,210 48,588,734

57,426,058 47,156,280 56,225,720
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27. BIAYA KEUANGAN, BERSIH 27. FINANCE COSTS, NET

2018 2017 2016

Pendapatan bunga 447,313 85,364 150,150 Interest income
Beban bunga (22,557,205) (11,255,810) (10,191,053) Interest expenses
Biaya administrasi bank (927,228) (506,276) (704,960) Bank charges

(23,037,120) (11,676,722) (10,745,863)

28. PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN-LAIN 28. OTHER INCOME/(EXPENSES)

2018 2017 2016

Pendapatan lain-lain Other income
Pendapatan sewa (Catatan 29) 3,754,494 3,784,403 2,400,000 Rental income (Note 29)
Laba selisih kurs, bersih - - 1,208,178 Gain on foreign exchange, net
Laba atas pelepasan Gain on disposal of property,

aset tetap (Catatan 10) 669,304 21,881 - plant and equipment (Note 10)
Lain-lain 1,320,390 1,498,151 3,291,045 Others

5,744,188 5,304,435 6,899,223

Beban lain-lain Other expenses
Rugi selisih kurs, bersih 8,677,879 1,076,154 - Loss on foreign exchange, net
Lain-lain 812,700 262,829 1,499,985 Others

9,490,579 1,338,983 1,499,985

29. PIHAK-PIHAK BERELASI 29. RELATED PARTIES

a. Saldo dan transaksi a. Balances and transactions

Dalam kegiatan bisnis normal, Perusahaan
melakukan transaksi dengan pihak-pihak
berelasi sebagai berikut:

In the normal course of business, the Company
conducts transactions with related parties as
follows:

2018 2017 2016

Piutang usaha Trade receivables
PT Samudera Industri 30,604,589 31,947,192 26,914,397 PT Samudera Industri
PT Hilon Indonesia 14,172,211 9,395,932 16,641,677 PT Hilon Indonesia
PT Hilon Sumatera 1,831,834 1,023,318 1,417,295 PT Hilon Sumatera
PT Urecel Indonesia 17,675 1,600,000 220,306 PT Urecel Indonesia
PT Hilon Surabaya - - 309,840 PT Hilon Surabaya

46,626,309 43,966,442 45,503,515

Persentase dari total aset 8.14% 10.61% 12.13% Percentage of total assets

Piutang lain-lain Other receivables
PT Hilon Indonesia 5,043,154 - - PT Hilon Indonesia
PT Urecel Indonesia 4,000,000 - - PT Urecel Indonesia

9,043,154 - -

Persentase dari total aset 1.58% - - Percentage of total assets

Aset keuangan lancar
lain-lain Other current financial assets

Dewan Komisaris dan Boards of Commissioners
Direksi 2,722,428 3,022,935 - and Directors

Persentase dari total aset 0.48% 0.73% - Percentage of total assets

Utang usaha Trade payables
PT Hilon Indonesia 4,273,383 5,662,516 27,506,311 PT Hilon Indonesia
PT Samudera Indonesia 945,202 - 155,336 PT Samudera Industri
PT Urecel Indonesia 315,933 332,014 657,263 PT Urecel Indonesia
PT Hilon Sumatera - 310,734 PT Hilon Sumatera
PT Hilon Surabaya - - 545,032 PT Hilon Surabaya

5,534,518 6,305,264 28,863,942

Persentase dari total liabilitas 1.36% 2.39% 12.02% Percentage of total liabilities

Utang lain-lain Other payables
PT Urecel Indonesia 410,000 - - PT Urecel Indonesia

Persentase dari total liabilitas 0.10% - - Percentage of total liabilities
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29. PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) 29. RELATED PARTIES (continued)

a. Saldo dan transaksi (lanjutan) a. Balances and transactions (continued)
2018 2017 2016

Utang pihak berelasi Due to related party
PT Hilon Indonesia - 119,695,143 119,347,943 PT Hilon Indonesia
PT Putra Kary

International - 5,419,200 - PT Putra Kary International

- 125,114,344 119,347,943

Persentase dari total liabilitas - 47.39% 49.69% Percentage of total liabilities

Akrual Accruals
PT Hilon Indonesia 20,848,808 7,780,184 9,369,447 PT Hilon Indonesia
PT Putra Kary

International 12,969,382 - - PT Putra Kary International

33,818,190 7,780,184 9,369,447

Persentase dari total liabilitas 8.33% 2.95% 3.90% Percentage of total liabilities

Pinjaman jangka panjang
lain-lain Other long-term loans

PT Putra Kary
International 156,360,000 - - PT Putra Kary International

156,360,000 - -

Persentase dari total liabilitas 38.49% - - Percentage of total liabilities

Penjualan bersih Net sales
PT Hilon Indonesia 139,956,470 116,118,435 86,227,383 PT Hilon Indonesia
PT Samudera Industri 23,975,656 28,672,734 20,801,818 PT Samudera Industri
PT Hilon Sumatera 22,857,920 22,193,778 22,150,955 PT Hilon Sumatera
PT Putra Pile Indah 74,748 - - PT Putra Pile Indah
PT Urecel Indonesia 44,178 - 14,769 PT Urecel Indonesia
PT Hilon Surabaya - - 14,618,275 PT Hilon Surabaya

186,908,972 166,984,947 143,813,200

Persentase dari
total penjualan 47.24% 51% 45.67% Percentage of total sales

Pembelian Purchases
PT Hilon Indonesia 46,620,057 26,145,744 19,554,899 PT Hilon Indonesia
PT Hilon Sumatera 1,892,140 1,915,875 728,416 PT Hilon Sumatera
PT Urecel Indonesia 1,513,430 2,774,031 848,797 PT Urecel Indonesia
PT Samudera Industri 1,301,315 2,921,386 482,912 PT Samudera Industri
PT Hilon Surabaya - - 650,023 PT Hilon Surabaya

51,326,942 33,757,036 22,265,047

Persentase dari
total pembelian 21.30% 13.26% 13.51% Percentage of total purchases

Pendapatan sewa Rental income
PT Urecel Indonesia 2,400,000 2,400,000 2,400,000 PT Urecel Indonesia
PT Hilon Indonesia 1,354,494 1,384,403 - PT Hilon Indonesia

3,754,494 3,784,403 2,400,000

Persentase dari total Percentage of total
pendapatan lain-lain 65.36% 71.34% 34.79% other income

Beban sewa Rent expense
PT Hilon Indonesia 498,000 - 29,545 PT Hilon Indonesia

Persentase dari Percentage of total
total beban operasi 0.87% - 0.05% operating expense

Beban bunga Interest expense
PT Hilon Indonesia 3,699,176 7,780,184 9,369,447 PT Hilon Indonesia
PT Putra Kary

International 12,969,382 - - PT Putra Kary International

16,668,558 7,780,184 9,369,447
Persentase dari total Percentage of total

beban bunga 73.89% 69.12% 91.94% interest expense

Remunerasi manajemen Remuneration for key
kunci management personnel

Gaji dan imbalan jangka Salary and other short-term
pendek lain-lain untuk benefits for the Boards
Dewan Komisaris of Commissioners
dan Direksi 6,085,007 5,904,449 5,901,642 and Directors
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29. PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) 29. RELATED PARTIES (continued)

b. Sifat hubungan dan jenis transaksi b. Nature of relationship and transactions

Rincian sifat dan jenis transaksi dengan pihak-
pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of the accounts and transactions
with related parties are as follows:

Pihak berelasi/ Sifat pihak-pihak berelasi/ Sifat transaksi/
Related party Nature of related parties Nature of transaction

PT Hilon Indonesia Entitas induk/ Piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha,
Parent entity utang pihak berelasi, akrual, pinjaman jangka

panjang lain-lain, penjualan, pembelian,
pendapatan sewa dan beban bunga/Trade
receivables, other receivables, trade payables,
due to related party, accruals, other long-term
loans, sales, purchases, rental income,
rent expense and interest expense

PT Putra Kary International Dibawah pengendalian Utang pihak berelasi, akrual, pinjaman jangka
yang sama/ panjang lain-lain dan beban bunga/Due to related

Under common control party, accruals, other long-term loans and interest
expense

PT Samudera Industri Di bawah pengendalian Piutang usaha, utang usaha, pinjaman jangka
yang sama/ panjang lain-lain, penjualan, dan pembelian/

Under common control Trade receivables, trade payables, other long-
term loans, sales and purchases

PT Hilon Sumatera Di bawah pengendalian Piutang usaha, utang usaha, penjualan dan
yang sama/ pembelian/Trade receivables, trade payables,

Under common control sales and purchases

PT Urecel Indonesia Asosiasi/ Piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha,
Associate utang lain-lain, penjualan, pembelian, dan

pendapatan sewa/Trade receivables, other
receivables, trade payables, other payables,
sales, purchases, and rental income

PT Hilon Surabaya Di bawah pengendalian Piutang usaha, utang usaha, penjualan dan
yang sama/ pembelian/Trade receivables, trade payables,

Under common control sales and purchases

PT Putra Pile Indah Di bawah pengendalian Penjualan/Sales
yang sama/

Under common control

Dewan Komisaris dan Direksi/ Manajemen kunci/ Gaji dan imbalan jangka pendek lain-lain, aset
Boards of Commissioners Key management keuangan lancar lain-lain/Salary and other
and Directors personnel short-term benefits, other current financial assets

Transaksi dilakukan berdasarkan harga dan
syarat-syarat yang dapat diperbandingkan
dengan transaksi serupa dengan pihak ketiga.

The transactions are executed based on pricing
and terms that are comparable with similar
transactions with third parties.
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30. SEGMEN OPERASI 30. OPERATING SEGMENT

Pembuat keputusan operasional adalah Dewan
Direksi. Direksi melakukan penelaahan terhadap
pelaporan internal Perusahaan untuk menilai kinerja
dan mengalokasikan sumber daya. Manajemen
menentukan operasi segmen berdasarkan laporan
ini. Direksi mempertimbangkan bisnis dari sudut
pandang imbal hasil dari modal yang
diinvestasikan. Total aset dikelola secara
tersentralisasi dan tidak dialokasikan. Perusahaan
mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu
segmen yang menyediakan produk bukan tenunan,
polyester fiber, dan jasa jahit.

The chief operating decision-maker is the Board of
Directors. The Board reviews the Company’s
internal reporting in order to assess performance
and allocate resources. Management has
determined the operating segment based on these
reports. The Board considers the performance of
the business from the perspective of return on
invested capital. Total assets are managed on a
centralised basis and are not allocated. The
Company operates and manages the business in a
single segment which provides non-woven
products, polyester fiber, and sewing services.

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN 31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

1.1 Manajemen risiko modal 1.1 Capital risk management

Tujuan Perusahaan dalam pengelolaan
permodalan adalah untuk mempertahankan
kelangsungan usaha Perusahaan guna
memberikan imbal hasil kepada pemegang
saham dan manfaat kepada pemangku
kepentingan lainnya serta menjaga struktur
modal yang optimal untuk mengurangi biaya
modal.

The Company’s objectives when managing
capital are to safeguard the Company’s ability
to continue as a going concern in order to
provide returns for shareholders and benefits
for other stakeholders and to maintain an
optimal capital structure to reduce the cost of
capital.

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan
struktur modal, Perusahaan menyesuaikan
jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang
saham, mengembalikan modal kepada
pemegang saham, menerbitkan saham baru
atau menjual aset untuk mengurangi jumlah
utang.

In order to maintain or adjust the capital
structure, the Company may adjust the amount
of dividends paid to shareholders, return capital
to shareholders, issue new shares or sell assets
to reduce debt.

Dewan Direksi Perusahaan secara berkala
melakukan review struktur permodalan
Perusahaan. Sebagai bagian dari review ini,
Dewan Direksi mempertimbangkan biaya
permodalan dan risiko yang berhubungan.

The Board of Directors of the Company
periodically reviews the Company's capital
structure. As part of this review, the Board of
Directors considers the cost of capital and
related risk.

Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2018,
2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The gearing ratio as of 31 December 2018,
2017 and 2016 is as follows:

2018 2017 2016
Liabilitas neto: Net liabilities:
Jumlah liabilitas 406,219,967 263,997,870 240,170,189 Total liabilities
Dikurangi: Less:

Kas dan setara kas (45,468,178) (18,951,455) (12,857,059) Cash and cash equivalents

360,751,789 245,046,415 227,313,130

Jumlah ekuitas 166,476,129 150,194,136 134,840,730 Total equity

Dikurangi: Less:
Difference in exchange for

Selisih kurs modal disetor (7,086,962) (7,086,962) (7,086,962) paid-in capital
Tambahan modal disetor 424,515 424,515 424,515 Additional paid in capital
Komponen ekuitas lain-lain 2,396,460 2,396,460 2,396,460 Other equity component

Ekuitas disesuaikan 170,742,116 154,460,123 139,106,717 Adjusted equity

Rasio liabilitas neto Net liabilities to
terhadap ekuitas disesuaikan 2.4 1.6 1.6 adjusted equity ratio
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31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

1.2 Faktor risiko keuangan 1.2 Financial risk factors

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat
Perusahaan terekspos terhadap berbagai risiko
keuangan: risiko pasar (termasuk dampak nilai
tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga),
risiko kredit dan risiko likuiditas. Program
manajemen risiko Perusahaan secara
keseluruhan dipusatkan pada volatilitas pasar
keuangan dan Perusahaan berusaha untuk
memperkecil dampak yang berpotensi
mengubah kinerja keuangan Perusahaan.

The Company’s activities are exposed to a
variety of financial risks: market risk (including
foreign currency risk and interest rate risk),
credit risk and liquidity risk. The Company’s
overall risk management program focuses on
the volatility of financial markets and the
Company seeks to minimise potential adverse
effects on the financial performance of the
Company.

Manajemen risiko dijalankan oleh manajemen
Perusahaan dengan melakukan identifikasi,
evaluasi terhadap risiko-risiko keuangan, dan
mengambil tindakan yang dianggap perlu.
Manajemen menentukan prinsip manajemen
risiko secara keseluruhan, termasuk risiko
pasar, kredit dan likuiditas.

Risk management is carried out by the
Company’s management who identifies and
evaluates financial risks and takes action
where considered appropriate. The
management provides principles for overall risk
management, including market, credit and
liquidity risks.

(a) Risiko pasar (a) Market risk

(i) Risiko suku bunga (i) Interest rate risk

Perusahaan memiliki eksposur dari
risiko arus kas dan nilai wajar
sehubungan dengan suku bunga yang
disebabkan oleh posisi aset dan
liabilitas keuangan, terutama untuk
menjaga arus kas agar dapat
memenuhi kebutuhan dana operasi
dan pengadaan modal.

The Company is exposed to cash flow
and fair value interest rate risk due to
its financial asset and liability position,
mainly to maintain cash flow in order to
meet the needs of operational and
capital expenditure.

Aset dan liabilitas keuangan dengan
tingkat suku bunga mengambang
mengekspos Perusahaan terhadap
risiko arus kas dari suku bunga. Aset
dan liabilitas keuangan dengan tingkat
suku bunga tetap mengekspos
Perusahaan terhadap risiko nilai wajar
suku bunga.

Financial assets and liabilities with
floating rates expose the Company to
cash flow interest rate risk. Financial
assets and liabilities with fixed rates
expose the Company to fair value
interest rate risk.

Untuk mengelola eksposur atas risiko
suku bunga, Perusahaan
mengutamakan pinjaman dengan
tingkat suku bunga tetap dan
meminimalkan pinjaman dengan suku
bunga mengambang. Perusahaan
juga berhati-hati dalam mengadakan
pinjaman dengan memilih pihak yang
menawarkan tingkat suku bunga
terendah.

To manage its interest rate risk
exposure, the Company prioritise
borrowings with fixed interest rate and
minimise borrowings with floating
interest rate. The Company is also
prudent in entering loan agreement by
choosing creditor who can offer the
lowest interest rate.
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31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

1.2 Faktor risiko keuangan (lanjutan) 1.2 Financial risk factors (continued)

(a) Risiko pasar (lanjutan) (a) Market risk (continued)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan) (i) Interest rate risk (continued)

Pada saat tanggal pelaporan, liabilitas
keuangan dengan tingkat suku bunga
mengambang dan suku bunga tetap
adalah sebagai berikut:

At the reporting date, financial
liabilities with a floating rate and fixed
rate are as follows:

2018 2017 2016

Pinjaman dengan tingkat Fixed interest rate
suku bunga tetap 178,600,500 6,774,000 6,718,000 borrowing

Pinjaman dengan tingkat Floating interest rate
suku bunga mengambang 129,875,428 81,817,122 33,068,080 borrowing

308,475,928 88,591,122 39,786,080

Pada tanggal 31 Desember 2018, jika
tingkat bunga atas pinjaman lebih
tinggi/rendah 100 basis poin dan
variabel lain dianggap tetap, laba
setelah pajak untuk tahun berjalan
akan lebih rendah/tinggi sebesar
Rp 1.339.503 (2017: Rp 613.628,
2016: Rp 246.178), terutama sebagai
akibat tingginya/rendahnya beban
bunga dari pinjaman dengan suku
bunga mengambang.

As at 31 December 2018, if interest
rates on borrowings had been 100
basis points higher/lower with all other
variables held constant, post-tax profit
for the year would have been
Rp 1,339,503 (2017: Rp 613,628,
2016: Rp 246,178) lower/higher,
mainly as a result of higher/lower
interest expense on floating rate
borrowings.

(b) Risiko nilai tukar (b) Foreign currency risks

Perusahaan rentan terhadap risiko nilai
tukar mata uang asing yang timbul dari
berbagai eksposur mata uang, terutama
terhadap Dolar AS. Risiko nilai tukar mata
uang asing timbul dari transaksi komersil di
masa depan serta aset dan liabilitas yang
diakui.

The Company is exposed to foreign
exchange risk arising from various
currency exposures, primarily with respect
to the US Dollar. Foreign exchange risk
arises from future commercial transactions
and recognised assets and liabilities.

Perusahaan tidak melakukan lindung nilai
risiko mata uang asing. Untuk mengelola
risiko mata uang asing, kebijakan
Perusahan adalah untuk memastikan
bahwa eksposur bersih dikelola di tingkat
yang dapat diterima dengan membeli atau
menjual mata uang asing pada kurs spot
bila diperlukan.

The Company does not hedge its foreign
exchange risk. To manage its foreign
exchange risk, the Company’s policy is to
ensure that its net exposure is kept to an
acceptable level by buying or selling
foreign currencies at spot rate when
necessary.
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31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

1.2 Faktor risiko keuangan (lanjutan) 1.2 Financial risk factors (continued)

Perusahaan memiliki aset dan liabilitas
dalam mata uang asing dengan rincian
sebagai berikut (dalam satuan penuh,
kecuali jumlah setara Rupiah):

The Company has assets and liabilities
denominated in foreign currencies as
follows (in full amount, except Rupiah
equivalent):

2018 2017 2016

Mata uang Mata uang Mata uang
asal/ Ekuivalen/ asal/ Ekuivalen/ asal/ Ekuivalen/

Original Equivalent Original Equivalent Original Equivalent
currency Rp currency Rp currency Rp

Aset Assets
Kas dan setara kas USD 2,658,414 38,496,489 342,482 4,639,941 74,423 999,946 Cash and cash equivalents
Piutang usaha USD 252,918 3,662,501 115,681 1,567,243 105,884 1,422,662 Trade receivables
Aset keuangan Other current

lancar lain-lain USD 248,565 3,599,470 5,000 67,740 - - financial assets
Aset keuangan tidak Other non-current

lancar lain-lain USD - - 391,908 5,309,575 81,560 1,095,835 financial assets

Jumlah aset 45,758,460 11,584,500 3,518,443 Total assets

Liabilitas Liabilities
Utang usaha USD 2,417,286 35,004,707 806,521 10,926,745 1,271,396 17,082,477 Trade payables

EUR - - - - 5,058 71,631
Utang lain-lain USD 634 9,181 - - - Other payables
Akrual USD 119,997 1,737,677 1,265,842 17,149,632 697,339 9,369,448 Accruals
Utang bank Short-term

jangka pendek USD 7,000,000 101,367,000 3,450,089 46,741,800 18,333 246,326 bank loans
Utang sewa Finance lease

pembiayaan USD 200,000 2,896,200 600,000 8,128,799 1,561,666 20,982,551 obligation
Pinjaman jangka panjang

lain-lain KRW 12,000,000,000 156,360,000 - - - Other long-term loans
USD 2,268,678 32,852,726 2,488,967 33,720,522 1,381,155 18,557,202

Jumlah liabilitas 330,227,491 116,667,497 66,309,635 Total liabilities

Liabilitas bersih 284,469,031 105,082,999 62,791,192 Net liabilities

(b) Risiko nilai tukar (lanjutan) (b) Foreign currency risks (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2018, jika mata
uang melemah/menguat sebesar 10%
terhadap Dolar AS dengan variabel lain
konstan, laba setelah pajak untuk tahun
berjalan akan lebih rendah/tinggi sebesar
Rp 650.841 (2017: Rp 4.709,
2016: Rp 7.881), terutama diakibatkan
(kerugian)/keuntungan dari penjabaran kas
dan setara kas, serta pinjaman yang
didenominasikan dalam mata uang Dolar
AS.

As at 31 December 2018, if the currency
had weakened/strengthened by 10%
against the US Dollar with all other
variables held constant, post-tax profit for
the period would have been Rp 650,841
(2017: Rp 4,709, 2016: Rp 7,881)
lower/higher, mainly as a result of foreign
exchange (losses)/gains on translation of
cash and cash equivalents and US Dollar
denominated borrowings.

(c) Risiko kredit (c) Credit risk

Risiko kredit adalah risiko dimana
Perusahaan akan mengalami kerugian
yang timbul dari pelanggan, klien atau
pihak rekanan yang gagal memenuhi
kewajiban kontraktual mereka. Instrumen
keuangan Perusahaan yang mempunyai
potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan
setara kas, piutang usaha, piutang usaha
lain-lain, dan aset keuangan lancar.
Perusahaan mengelola risiko kredit yang
terkait dengan simpanan dan deposito di
bank dengan memonitor reputasi, peringkat
kredit, dan menekan risiko agregat dari
masing-masing pihak dalam kontrak.

Credit risk is the risk that the Company will
incur a loss arising from their customers,
clients or counterparties that fail to
discharge their contractual obligations. The
Company's financial instruments that
potentially contain credit risk are cash and
cash equivalent, trade receivables, other
receivables, and current financial assets.
The Company manages credit risks in
relation with its cash and deposits in banks
by monitoring reputation, credit ratings and
limiting the aggregate risk to any individual
counterparty.
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31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

1.2 Faktor risiko keuangan (lanjutan) 1.2 Financial risk factors (continued)

(c) Risiko kredit (lanjutan) (c) Credit risk (continued)

Kualitas kredit dari aset keuangan baik
yang belum jatuh tempo atau tidak
mengalami penurunan nilai dinilai dengan
mengacu pada informasi historis
pelanggan yang tidak pernah mengalami
gagal bayar.

The credit quality of financial assets that
are neither past due nor impaired was
assessed with reference to the historical
information on customers who have never
defaulted in payment.

Terkait dengan eksposur kredit atas
pituang usaha dan piutang lain-lain yang
diberikan kepada pelanggan pihak ketiga,
Perusahaan mengelola risiko kredit dengan
menetapkan batasan jumlah risiko yang
dapat diterima untuk masing-masing
pelanggan. Perusahan melakukan
hubungan usaha hanya dengan pihak
ketiga yang diakui dan kredibel.
Perusahaan memiliki kebijakan untuk
semua pelanggan yang akan melakukan
perdagangan secara kredit harus melalui
prosedur verifikasi kredit. Sebagai
tambahan, jumlah piutang dimonitor secara
terus menerus untuk mengurangi risiko
piutang tak tertagih. Tidak ada eksposur
kredit yang signifikan dari piutang usaha
dan piutang lain-lain pihak berelasi dan
aset keuangan lancar lain-lain karena
merupakan piutang dari pihak berelasi.

In respect of credit exposures of trade and
other receivables given to third party
customers, the Company manages and
controls this credit risk by setting limits on
the amount of risk they are willing to accept
for respective customers. The Company
trades only with recognised and
creditworthy third parties. It is the
Company’s policy that all customers who
wish to trade on credit terms are subject to
credit verification procedures. In addition,
receivable balances are monitored on an
ongoing basis to reduce the exposure to
bad debts. There is no significant credit
exposure from the related party trade and
other receivables and other current
financial assets as it represents receivables
from related party.

Lihat Catatan 5 untuk informasi piutang
yang belum jatuh tempo dan tidak
mengalami penurunan nilai, serta piutang
yang telah jatuh tempo namun tidak
mengalami penurunan nilai.

Refer to Note 5 for the information
regarding not past due and unimpaired
receivables and also past due receivables
but not impaired.

Jumlah eksposur risiko kredit maksimum
aset keuangan pada tanggal 31 Desember
2018, 2017 dan 2016 adalah sebesar nilai
tercatat aset keuangan sebagai berikut:

Total maximum credit risk exposure of
financial assets as at 31 December 2018,
2017 and 2016 is equivalent to the
carrying amount of financial assets as
follows:

2018 2017 2016
Eksposur Eksposur Eksposur

maksimum/ maksimum/ maksimum/
Nilai tercatat/ Maximum Nilai tercatat/ Maximum Nilai tercatat/ Maximum

Carrying value exposure Carrying value exposure Carrying value exposure
Aset keuangan Financial assets
Pinjaman yang diberikan

dan piutang: Loans and recievables:
Kas dan setara kas 45,468,178 45,468,178 18,951,455 18,951,455 12,857,059 12,857,059 Cash and cash equivalents
Piutang usaha 68,380,147 68,380,147 75,049,885 75,049,885 63,449,938 63,449,938 Trade receivables
Piutang lain-lain 9,043,154 9,043,154 Other receivables
Aset keuangan Other current

lancar lain-lain 4,638,925 4,638,925 2,414,550 2,414,550 741,892 741,892 financial assets
Aset keuangan tidak Other non-current

lancar lain-lain - - 2,785,390 2,785,390 2,234,332 2,234,332 financial assets

127,530,404 127,530,404 99,201,280 99,201,280 79,283,221 79,283,221
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31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

1.2 Faktor risiko keuangan (lanjutan) 1.2 Financial risk factors (continued)

(d) Risiko likuiditas (d) Liquidity risk

Risiko likuiditas merupakan risiko yang
muncul dalam situasi dimana posisi arus
kas Perusahaan mengindikasikan bahwa
arus kas masuk dari pendapatan jangka
pendek tidak cukup untuk memenuhi arus
kas keluar untuk pengeluaran jangka
pendek. Perusahaan mengelola risiko
likuiditas dengan memonitor perkiraan arus
kas dan arus kas aktual serta
menyesuaikan profil jatuh tempo dari asset
dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk is defined as a risk that
arises in situations where the Company’s
cash flows indicate that the cash inflow
from short-term revenue is not enough to
cover the cash outflow of short-term
expenditures. The Company manages
liquidity risk by continuously monitoring
forecasts and actual cash flows and
matching the maturity profiles of financial
assets and liabilities.

Tabel dibawah ini menggambarkan
liabilitas keuangan Perusahaan
berdasarkan jatuh temponya. Jumlah yang
terdapat di tabel ini adalah nilai kontraktual
yang tidak didiskontokan:

The table below describes the Company’s
financial liabilities based on their
maturities. The amounts disclosed in the
table are the contractual undiscounted
cash flows:

2018
Akan jatuh tempo/Will be due in

Kurang dari Lebih dari Jatuh tempo
1 tahun/ 5 tahun tidak ditentukan/

Less than 1-5 tahun/ More than Maturity not Jumlah/
1 year 1-5 years 5 years determined Total

Utang usaha 46,693,290 - - - 46,693,290 Trade payables
Utang lain-lain 3,683,251 - - - 3,683,251 Other payables
Akrual 42,777,771 - - - 42,777,771 Accruals
Liabilitas keuangan

jangka pendek Other current
lain-lain 352,798 - - - 352,798 financial liabilities

Pinjaman jangka panjang
lain-lain 36,142,267 214,987,703 - - 251,129,970 Other long-term loans

Utang bank
jangka pendek 121,473,398 - - - 121,473,398 Short-term bank loan

Utang bank
jangka panjang - - - - - Long-term bank loan

Liabilitas sewa Finance lease
pembiayaan 2,951,675 - - - 2,951,675 obligation

254,074,450 214,987,703 - - 469,062,153

2017
Akan jatuh tempo/Will be due in

Kurang dari Lebih dari Jatuh tempo
1 tahun/ 5 tahun tidak ditentukan/

Less than 1-5 tahun/ More than Maturity not Jumlah/
1 year 1-5 years 5 years determined Total

Utang usaha 21,529,524 - - - 21,529,524 Trade payables
Utang lain-lain - - - - - Other payables
Akrual 20,992,985 - - - 20,992,985 Accruals
Liabilitas keuangan

jangka pendek Other current
lain-lain 157,892 3,037,856 - - 3,195,748 financial liabilities

Utang pihak Due to related
berelasi non-usaha - - - 125,114,344 125,114,344 parties non-trade

Utang bank
jangka pendek 46,741,800 - - - 46,741,800 Short-term bank loan

Utang bank
jangka panjang - - - - - Long-term bank loan

Utang sewa Finance lease
pembiayaan 5,419,199 2,709,600 - - 8,128,799 obligation

Pinjaman jangka
panjang lain-lain - 33,720,523 - - 33,720,523 Other long-term loans

94,841,400 39,467,979 - 125,114,344 259,423,723
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31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

1.2 Faktor risiko keuangan (lanjutan) 1.2 Financial risk factors (continued)

(d) Risiko likuiditas (lanjutan) (d) Liquidity risk (continued)
2016

Akan jatuh tempo/Will due in

Kurang dari Lebih dari Jatuh tempo
1 tahun/ 5 tahun tidak ditentukan/

Less than 1-5 tahun/ More than Maturity not Jumlah/
1 year 1-5 years 5 years determined Total

Utang usaha 63,013,630 - - - 63,013,630 Trade payables
Utang lain-lain - - - - - Other payables
Akrual 14,180,138 - - - 14,180,138 Accruals
Liabilitas keuangan

jangka pendek Other current
lain-lain 652,921 - - - 652,921 financial liabilities

Utang pihak Due to related
berelasi non-usaha - - - 119,347,944 119,347,944 parties non-trade

Utang bank
jangka pendek - - - - - Short-term bank loan

Utang bank
jangka panjang 246,327 - - - 246,327 Long-term bank loan

Utang sewa Finance lease
pembiayaan 12,920,952 8,061,599 - - 20,982,551 obligation

Pinjaman jangka
panjang lain-lain - 18,557,201 - - 18,557,201 Other long-term loans

91,013,968 26,618,800 - 119,347,944 236,980,712

1.3 Estimasi nilai wajar 1.3 Fair value estimation

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan
diestimasi untuk keperluan pengakuan dan
pengukuran atau untuk keperluan
pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial
liabilities must be estimated for recognition
and measurement or for disclosure purposes.

PSAK No. 60, “Instrumen keuangan:
Pengungkapan” mensyaratkan
pengungkapkan atas pengukuran nilai wajar
dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai
berikut:

PSAK No. 60, ”Financial instruments:
Disclosures” requires disclosure of fair value
measurements by level of the following fair
value measurement hierarchy as follows:

(a)Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam
pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang
identik (tingkat 1);

(a) Quoted prices (unadjusted) in active
markets for identical assets or liabilities
(level 1);

(b)Input selain harga kuotasi yang termasuk
dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi
untuk aset atau liabilitas, baik secara
langsung (misalnya harga) atau secara
tidak langsung (misalnya derivasi dari
harga) (tingkat 2); dan

(b) Inputs other than quoted prices included
within level 1 that are observable for the
asset or liability, either directly (as prices)
or indirectly (derived from prices) (level 2);
and

(c) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan
berdasarkan data pasar yang dapat
diobservasi (input yang tidak dapat
diobservasi) (tingkat 3).

(c) Inputs for the asset or liability that are not
based on observable market data
(unobservable inputs) (level 3).
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31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

1.3 Estimasi nilai wajar (lanjutan) 1.3 Fair value estimation (continued)

Tabel di bawah ini menyajikan nilai tercatat
masing-masing kategori aset dan liabilitas
keuangan pada 31 Desember 2018, 2017 dan
2016:

The schedule below presents the carrying
amount of the respective categories of
financial assets and liabilities as of 31
December 2018, 2017 and 2016:

2018 2017 2016
Nilai tercatat/ Nilai wajar/ Nilai tercatat/ Nilai wajar/ Nilai tercatat/ Nilai wajar/

Carrying value Fair value Carrying value Fair value Carrying value Fair value
Aset keuangan Financial assets

Pinjaman yang diberikan
dan piutang: Loan and receivables:

Kas dan setara kas 45,468,178 45,468,178 18,951,455 18,951,455 12,857,059 12,857,059 Cash and cash equivalents
Piutang usaha 68,380,147 68,380,147 75,049,885 75,049,885 63,449,938 63,449,938 Trade receivables
Piutang lain-lain 9,043,154 9,043,154 - - - - Other receivables
Aset keuangan lancar

lain-lain 4,638,925 4,638,925 2,414,550 2,414,550 741,892 741,892 Other current financial assets
Aset keuangan tidak lancar Other non current financial

lain-lain - - 2,785,390 2,785,390 2,234,332 2,234,332 assets

127,530,404 127,530,404 99,201,280 99,201,280 79,283,221 79,283,221
Liabilitas keuangan diukur

dengan biaya perolehan Financial liabilities
diamortisasi: measured at amortised cost:
Utang usaha 46,693,290 46,693,290 21,529,524 21,529,524 63,013,630 63,013,630 Trade payables
Utang lain-lain 3,683,251 3,683,251 - - - - Other payables
Akrual 42,777,771 42,777,771 20,992,985 20,992,985 14,180,138 14,180,138 Accruals
Liabilitas keuangan Other current financial

jangka pendek lain-lain 352,798 352,798 3,195,748 3,195,748 652,921 652,921 liabilities
Utang pihak berelasi Due to related parties

non-usaha - - 125,114,344 125,114,344 119,347,944 119,347,944 non-trade
Utang bank jangka pendek 116,367,000 116,367,000 46,741,800 46,741,800 - - Short-term bank loan
Utang bank jangka

panjang - - 246,327 246,327 Long-term bank loans
Utang sewa pembiayaan 2,896,201 2,896,201 8,128,799 8,128,799 20,982,551 20,982,551 Finance lease obligation
Pinjaman jangka panjang

lain-lain 189,212,726 189,212,726 33,720,523 33,720,523 18,557,201 18,557,201 Other long-term loans

401,983,037 401,983,037 259,423,723 259,423,723 236,980,712 236,980,712

Nilai wajar pinjaman jangka panjang ditentukan
melalui analisis arus kas yang didiskonto
dengan menggunakan suku bunga terakhir
fasilitas pinjaman Perusahaan. Pengungkapan
nilai wajar atas pinjaman jangka panjang
didasarkan pada pengukuran nilai wajar tingkat
2.

The fair value of long-term loans is measured
using discounted cash flows based on the
interest rate on the latest loan facility entered
by the Company. The fair value disclosure of
long-term loans is calculated using level 2
inputs.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat
aset dan liabilitas keuangan yang dicatat
mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka
pendek.

Based on management opinion, the carrying
amounts of financial assets and liabilities
approximate their fair values because of the
short-term nature of the financial instruments.

32. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING 32. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

Pada tanggal 4 Januari 2016 Perusahaan dan PT
Urecel Indonesia mengadakan perjanjian sewa
menyewa tanah dan bangunan untuk satu tahun
sejak 1 Januari 2016 sampai tanggal
31 Desember 2016. Nilai sewa atas tanah dan
bangunan adalah sebesar Rp 2.400.000 per tahun.
Perjanjian ini telah diperpanjang beberapa kali,
terakhir jatuh tempo pada tanggal 31 Desember
2018.

On 4 January 2016 the Company and PT Urecel
Indonesia entered into a rental of land and buildings
agreement for one year since 1 January 2016 until 31
December 2016. The rental value of land and
buildings is Rp 2,400,000 per annum. This agreement
has been extended several times, and the latest one
matured on 31 December 2018.

Pada tanggal 2 Januari 2018, Perusahaan dan PT
Hilon Indonesia mengadakan perjanjian sewa
menyewa mesin untuk satu tahun sejak
1 Januari 2018 sampai tanggal 31 Desember 2018.
Nilai sewa atas mesin adalah sebesar
Rp 1.354.494 per tahun. Perjanjian ini masih dalam
proses perpanjangan.

On 2 January 2018, the Company and PT Hilon
Indonesia entered into a rental of machinery
agreement for a period of one year from 1 January
2018 until 31 December 2018. The rental value of
machineries is Rp 1,384,404 per annum. This
agreement is still in the renewal process.
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2018 2017 2016

Utang sewa pembiayaan - - 13,355,050 Finance lease obligation
Pembelian aset tetap Purchases of fixed assets

- melalui uang dibayar dimuka 1,951,952 4,150,470 - through advances -
- melalui pengampunan pajak - - 3,500,000 through tax amnesty -
- melalui liabilitas keuangan through other current -

jangka pendek lainnya - 3,037,856 - financial liabilities

1,951,952 7,188,326 16,855,050

34. REKONSILIASI UTANG BERSIH 34. NET DEBT RECONCILIATION

Sewa Sewa Pinjaman Pinjaman Pinjaman Pinjaman
pembiayaan pembiayaan bank jatuh bank jatuh jangka jangka
jatuh tempo jatuh tempo tempo dalam tempo setelah panjang panjang

dalam setelah 1 tahun/ 1 tahun/ lain-lain/ lain-lain/
1 tahun/ 1 tahun/ Bank Bank Other Other
Finance Finance loans loans borrowing borrowing

lease due lease due due within due after due within due after Jumlah/
within 1 year after 1 year 1 year 1 year 1 year 1 year Total

Utang bersih
Net debt as at

1 Januari 2016 10,208,301 7,748,190 8,277,000 - 3,760,516 10,507,196 40,501,203 1 January 2016
Arus kas - 13,309,000 - - - 12,350,270 25,659,270 Cash flows
Pembayaran (10,075,470) - (8,169,300) - (3,711,584) (3,313,111) (25,269,465) Payment of loans
Akuisisi – sewa Acquisition

pembiayaan dan finance lease and
insentif sewa - - - - - - - lease incentives

Penyesuaian valuta Foreign exchanges
asing (283,669) 76,199 (107,700) - (55,513) (734,246) (1,104,929) adjustments

Perubahaan lain 1 13,071,790 (13,071,790) - - 252,908 (252,908) - Other changes 1

Utang bersih Net debt as at
31 Desember 2016 12,920,952 8,061,599 - - 246,327 18,557,201 39,786,079 31 December 2016

Arus kas - - - - - 17,318,880 17,318,880 Cash flows
Pembayaran (12,865,755) - 46,237,000 - (244,755) (2,457,909) 30,668,581 Payment of loans
Akuisisi – sewa Acquisition

pembiayaan dan finance lease and
insentif sewa - - - - - - - lease incentives

Penyesuaian valuta Foreign exchanges
asing 12,003 - 504,800 - (1,572) 302,351 817,582 adjustments

Perubahaan lain 1 5,351,999 (5,351,999) - - - - - Other changes 1

Utang bersih Net debt as at
31 Desember 2017 5,419,199 2,709,600 46,741,800 - - 33,720,523 88,591,122 31 December 2017

Arus kas - - 71,830,000 - - - 71,830,000 Cash flows
Pembayaran (5,665,199) - (19,496,910) - (3,120,997) - (28,283,106) Payment of loans
Akuisisi – sewa Acquisition

pembiayaan dan finance lease and
insentif sewa - - - - - - - lease incentives

Penyesuaian valuta Foreign exchanges
asing 432,601 - 2,292,110 - - 1,561,903 4,286,614 adjustments

Perubahaan lain 1 2,709,600 (2,709,600) 15,000,000 - 25,011,556 132,039,741 172,051,297 Other changes

Utang bersih
Net debt as at
31 Desember 2018 2,896,201 - 116,367,000 - 21,890,559 167,322,167 308,475,927 31 December 2018

33. TRANSAKSI NON KAS 33. NON-CASH TRANSACTIONS

Informasi tambahan untuk aktivitas investasi pada
tahun 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Supplementary information for investing activities for
2018, 2017 and 2016 are as follows:
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35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
TANGGAL

35. SUBSEQUENT EVENTS AFTER REPORTING
DATE

Perubahan komposisi Dewan Komisaris, komposisi
Dewan Direksi Perusahaan dan Komite Audit, nama
Perusahaan dan modal saham

Change in the composition of the Company’s Board
of Commissioners, Directors and Audit Committee,
Company’s legal name and share capital

Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami No.
118 tanggal 15 April 2019, para pemegang saham
menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris,
Direksi dan Komite Audit dan menyetujui perubahan
nama Perusahaan menjadi PT Inocycle Technology
Group Tbk yang berlaku efektif mulai tanggal
18 April 2019 sebagai berikut:

Based on Notarial Deed No. 118 dated 15 April 2019
of Christina Dwi Utami, the shareholders approved a
changes in the composition of the Board of
Commissioners, Directors and Audit Committee and
changes in Company’s legal name to PT Inocycle
Technology Group Tbk effective on 18 April 2019 as
follows:

2018
Dewan Komisaris/Board of Commissioners
Komisaris Utama/President Commissioner Jung Hyo Choi
Komisaris Independen/Independent Commissioner Dr. Ir. Widhayawan Prawiraatmadja

Dewan Direksi/Board of Directors
Direktur Utama/President Director Jae Hyuk Choi
Direksi/Directors Won Hyuk Choi

Victor Seng Hyeok Choi
Suhendra Setiadi
Seung Koo Yang

Yoon Chong Hyun

Komite Audit/Audit Committee
Anggota/Members Dr. Ir. Widhayawan Prawiraatmadja

Bobby Suryo Herlambang
Gautama Ashok Kumar

Para pemegang saham juga menyetujui perubahan
Anggaran Dasar Perusahaan yang mengesahkan
perubahan nilai nominal saham menjadi Rp 100
(nilai penuh) dan peningkatan modal dasar
Perusahaan menjadi 3,3 miliar lembar saham,
ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1,2 miliar
lembar saham. Efektif sejak tanggal akta ini,
komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut:

The shareholders also approved the change in the
Company Articles of Association in which legalized
the change in par value to Rp 100 (full amount) and
increase in the number of shares of the Company to
3.3 billion shares, issued and fully paid of 1.2 billion
shares. Effective from the date of this notarial deed,
the composition of the Company’s shareholders are
as follows:

Persentase
kepemilikan/ Ditempatkan dan

Jumlah saham/ Percentage disetor penuh/
Number of of ownership Issued and fully paid

Nama pemegang saham shares (%) Rp Name of shareholders

PT Hilon Indonesia 823,499,675 68.61 82,349,968 PT Hilon Indonesia
PT Samudera Industri 376,722,225 31.39 37,672,222 PT Samudera Industri

1,200,221,900 100.00 120,022,190

Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami No.
106 tanggal 10 Mei 2019, para pemegang saham
menyetujui tambahan penyisihan cadangan wajib
sebagaimana diharuskan oleh Undang-undang No.
40/2007 sebesar Rp 3.200.000 dari laba bersih
Perusahaan di tahun 2018.

Based on Notarial Deed No. 106 dated 10 May 2019
of Christina Dwi Utami, the shareholders agreed to
set up an additional statutory reserve as required by
Law No. 40/2007 amounting to Rp 3,200,000 from
the Company’s net profit for the 2018 fiscal year.
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35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
TANGGAL (lanjutan)

35. SUBSEQUENT EVENTS AFTER REPORTING
DATE (continued)

Perjanjian pinjaman dengan PT Putra Kary
International

Loan agreement with PT Putra Kary International

Berdasarkan amandemen tertanggal 24 Mei 2019,
Perusahaan akan membayar sebagian hutang
obligasi pada tanggal 31 Juli 2019 setara dengan
40% dari dana yang diperoleh dari dana yang
diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham
Penerbit setelah dikurangi biaya emisi. Sisanya akan
jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2021.

Based on amendment dated 24 May 2018, the loan
will be partially paid on 31 July 2019 with amounts
equals to 40% of the proceed from Initial Public
Offering through Indonesian capital market (after
deducted by issuance cost). The remaining will be
due on 20 May 2021.

36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN 36. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

Beberapa informasi di laporan keuangan untuk tahun
yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
telah mengalami perubahan untuk keperluan
rencana aksi korporasi Perusahaan, sebagai berikut:

Certain information in the financial statement for the
years ended 31 December 2018, 2017 and 2016
has been changed for the purpose of the Company’s
planned corporate action, as follows:

a. Penambahan nomor referensi yang merujuk
kepada Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
pada Lampiran 1 dan 2;

a. Additional reference number to the Summary of
Significant Accounting Policies on Schedules 1
and 2;

b. Penambahan informasi pada Catatan 35:
“Peristiwa setelah tanggal pelaporan” bahwa
Perusahaan telah membentuk cadangan seperti
yang dimaksud pada Undang-undang No.
40/2007 pasal I;

b. Additional information in Note 35: “Subsequent
events after reporting date” stating the
Company has set up a reserve as required by
Law No 40/2007 article I;

c. Penambahan nomor referensi yang merujuk
pada catatan laporan keuangan yang relevan
untuk beberapa pos laporan arus kas pada
Lampiran 4;

c. Additional reference number to the relevant
notes to the financial statements for certain line
items in the statements of cash flows in
Schedule 4;

d. Penambahan informasi mengenai masa
manfaat ekonomis atas properti investasi pada
Catatan 2.i;

d. Additional information regarding useful life of
investment property in Note 2.i;

e. Penambahan informasi mengenai kondisi yang
menyebabkan terjadinya pembalikan cadangan
kerugian penurunan nilai piutang usaha pada
Catatan 5;

e. Additional information regarding reasons for
reversing allowance for impairment of trade
receivables in Note 5;

f. Penambahan informasi mengenai tanggal
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak (“SPT”) tahun pajak 2018 pada Catatan 8;

f. Additional information regarding submission
date of annual tax return for 2018 fiscal year in
Note 8;

g. Penambahan informasi mengenai adanya
pengaruh signifikan yang dimiliki Perusahaan
atas PT Urecel Indonesia pada Catatan 9;

g. Additional information regarding the significant
influence the Company has over PT Urecel
Indonesia in Note 9;

h. Perubahan istilah “Aset dalam penyelesaian”
menjadi “Aset tetap dalam proses
pembangunan” pada Catatan 10;

h. Change in term from “Construction in Progress”
to “Fixed assets under construction” in Note 10;
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36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

36. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

i. Penambahan informasi mengenai nama penilai
atas nilai wajar tanah dan bangunan, tanggal
laporan penilaian terakhir serta metode dan
asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai
wajar aset pada Catatan 10;

i. Additional information regarding the appraises
who estimated the fair value of land and
buildings, the date of the latest appraisal report
and the methods and assumptions used in
estimating the fair value of assets in Note 10;

j. Penambahan informasi mengenai nama penilai
atas nilai wajar properti investasi, tanggal
laporan penilaian terakhir serta metode dan
asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai
wajar aset pada Catatan 11;

j. Additional information regarding the appraises
who estimated the fair value of investment
property, the date of the latest appraisal report
and the methods and assumptions in estimating
the fair value of assets in Note 11;

k. Penambahan informasi jangka waktu pelunasan
utang usaha dan pemasok yang memiliki saldo
terutang melebih 10% dari total utang usaha
pada Catatan 12;

k. Additional information regarding settlement
period of trade payables and vendors with
outstanding balance exceeding 10% of total
trade payables in Note 12;

l. Penambahan informasi pada Catatan 14 terkait
perpanjangan fasilitas pinjaman dari PT Bank
Shinhan Indonesia;

l. Additional information in Note 14 with respect to
the extension of loan facility from PT Bank
Shinhan Indonesia;

m. Penambahan informasi pada Catatan 14, 16 dan
17 terkait kewajiban yang dipersyaratkan atas
masing-masing fasilitas pinjaman yang diperoleh
serta pemenuhannya;

m. Additional information in Notes 14, 16 and 17
with respect to required covenants on loan
facilities obtained and the Company’s
compliance;

n. Penambahan informasi terkait tujuan
penggunaan dana dari fasilitas pinjaman PT
Putra Kary International, PT Koexim Mandiri
Finance dan Iron Capital Co. Ltd pada Catatan
17;

n. Additional information regarding the purpose of
loans obtained from PT Putra Kary
International, PT Koexim Mandiri Finance and
Iron Capital Co. Ltd in Note 17;

o. Penambahan informasi mengenai persentase
pendapatan pelanggan yang melebihi 10% pada
Catatan 24;

o. Additional information regarding the percentage
of revenue from customers exceeding 10% in
Note 24;

p. Penambahan informasi mengenai persentase
pembelian dari pemasok yang melebihi 10%
pada Catatan 25;

p. Additional information regarding the percentage
of purchase from vendors exceeding 10% in
Note 25;
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36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

36. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

q. Terdapat reklasifikasi di dalam laporan arus kas
Perusahaan terkait penerimaan penjualan aset
tetap pada arus kas dan pemisahan arus kas
atas penerimaan dan pembayaran sewa
pembiayaan dan pinjaman jangka panjang
lainnya, yang juga dipisah antara pihak ketiga
dan pihak berelasi, sebagai berikut:

q. There were reclassifications in the Company’s
statements of cash flows with respect to the
proceeds from sales of fixed assets and
separation between obligation under finance
leases and other non-current financial liabilities
which is also separated between related parties
and third parties, as follows:

Sebelum
reklasifikasi/ Setelah

Before Reklasifikasi/ reklasifikasi/
reclassification Reclassification After reclassification

LAPORAN ARUS KAS STATEMENTS OF CASH FLOWS

31 Desember 2018 31 December 2018

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI OPERATING ACTIVITIES
Pembayaran kepada

pemasok (309,690,055) (211,596) (309,901,651) Payment to suppliers

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan Proceeds from the sale of

aset tetap 1,551,826 211,596 1,763,421 property, plant and equipment

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN FINANCING ACTIVITIES
Kewajiban sewa pembiayaan Obligation under finance leases

dan pinjaman jangka and other non-current
panjang lain-lain financial liabilities
Penerimaan 142,450,340 (142,450,340) - Proceeds
Pembayaran (8,540,196) 8,540,196 - Payment

Kewajiban sewa pembiayaan Finance lease obligations
- pihak ketiga – third party
Penerimaan - (5,419,199) (5,419,199) Proceeds
Pembayaran - - Payment

Pinjaman jangka panjang Other non-current financial
lain-lain – pihak berelasi liabilities – related party
Penerimaan - 142,450,340 142,450,340 Proceeds
Pembayaran - - - Payment

Pinjaman jangka panjang Other non-current financial
lain-lain – pihak ketiga liabilities – third party
Penerimaan - - Proceeds
Pembayaran - (3,120,997) (3,120,997) Payment
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36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

36. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

Sebelum
reklasifikasi/ Setelah

Before Reklasifikasi/ reklasifikasi/
reclassification Reclassification After reclassification

31 Desember 2017 31 December 2017

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI OPERATING ACTIVITIES
Pembayaran kepada pemasok (278,985,355) (24,829,192) (303,814,547) Payments to suppliers
Pembayaran kepada karyawan (44,377,158) 2,988,291 (41,388,867) Payments to employees
Pembayaran pajak penghasilan badan (1,749,492) 230,376 (1,519,116) Payments of corporate income taxes

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI INVESTING ACTIVITIES

Acquisitions of property,
Perolehan aset tetap (17,112,147) (2,189,829) (19,301,976) plant and equipment

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN FINANCING ACTIVITIES

Utang kepada pihak berelasi Due to related party
Penerimaan 16,584,441 (7,033,637) 9,550,804 Proceeds
Pembayaran (23,053,807) 23,053,807 - Payment

Kewjiban sewa pembiayaan dan Obligation under finance leases
pinjaman jangka panjang lain-lain and other non-current financial liabilities
Penerimaan 17,551,694 (17,551,694) - Proceeds
Pembayaran (15,242,124) 15,242,124 - Payment

Kewajiban sewa pembiayaan Finance lease obligations
- pihak ketiga – third party
Penerimaan - - Proceeds
Pembayaran - (12,853,752) (12,853,752) Payment

Pinjaman jangka panjang Other non-current financial
lain-lain – pihak ketiga liabilities – third party
Penerimaan - 15,163,321 15,163,321 Proceeds
Pembayaran - - Payment

DAMPAK SELISIH KURS EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE
KAS DAN SETARA KAS (7,741,827) 7,780,185 38,358 ON CASH AND CASH EQUIVALENTS

31 Desember 2016 31 December 2016

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan 350,421,938 (38,129,971) 312,291,967 Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok (224,636,613) 22,672,121 (201,964,492) Payments to suppliers
Pembayaran kepada karyawan (66,877,229) 2,757,019 (64,120,210) Payments to employees
Pembayaran pajak penghasilan badan (3,428,915) (1,270,202) (4,699,117) Payments of corporate income taxes
Pembayaran bunga (3,175,709) 704,960 (2,470,749) Payments of interest

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI INVESTING ACTIVITIES

Acquisitions of property,
Perolehan aset tetap (47,993,953) (11,097,751) (59,091,704) plant and equipment

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN FINANCING ACTIVITIES

Pinjaman jangka panjang Long-term bank loans
Penerimaan 13,397,000 (13,397,000) - Proceeds
Pembayaran (7,123,885) - (7,123,885) Payment

Pinjaman jangka pendek Short-term loans
Penerimaan - - - Proceeds
Pembayaran (21,674,000) 13,397,000 (8,277,000) Payment

Utang kepada pihak berelasi Due to related party
Penerimaan 11,302,600 2,990,511 14,293,111 Proceeds
Pembayaran - - - Payment

Kewjiban sewa pembiayaan dan Obligation under finance leases
pinjaman jangka panjang lain-lain and other non-current financial liabilities
Penerimaan - - - Proceeds
Pembayaran (6,687,550) 6,687,550 - Payment

Kewajiban sewa pembiayaan Finance lease obligations
- pihak ketiga – third party
Penerimaan - 13,355,050 13,355,050 Proceeds
Pembayaran - (10,328,990) (10,328,990) Payment

Pinjaman jangka panjang Other non-current financial
lain-lain – pihak ketiga liabilities – third party
Penerimaan - 11,659,702 11,659,702 Proceeds
Pembayaran - - - Payment
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36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

36. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

r. Perincian komponen penghasilan komprehensif
lain pada laporan perubahan ekuitas sebagai
berikut:

r. Detailing components of other comprehensive
income in the statement of changes in equity,
as follows:

Sebelum Setelah
reklasifikasi/ reklasifikasi/

Before Reklasifikasi/ After
reclassification Reclassification reclassification

31 Desember 2018 31 December 2018

Penghasilan komprehensif lain 240,846 (240,846) - Other comprehensive income
Bagian penghasilan komprehensif lain Share of comprehensive income

dari entitas asosiasi, setelah pajak - 76,478 76,478 of associate, net of tax
Pengukuran kembali kewajiban Remeasurement of

imbalan pasca kerja - 219,157 219,157 employee benefits obligation
Pajak penghasilan terkait - (54,789) (54,789) Related income tax

31 Desember 2017 31 December 2017

Penghasilan komprehensif lain 97,070 (97,070) - Other comprehensive income
Pengukuran kembali kewajiban Remeasurement of

imbalan pasca kerja - 129,427 129,427 employee benefits obligation
Pajak penghasilan terkait - (32,357) (32,357) Related income tax

31 Desember 2016 31 December 2016

Rugi komprehensif lain (59,602) 59,602 - Other comprehensive loss
Pengukuran kembali kewajiban Remeasurement of

imbalan pasca kerja - (79,470) (79,470) employee benefits obligation
Pajak penghasilan terkait - 19,868 19,868 Related income tax

s. Perhitungan kembali laba per saham terkait
perubahan jumlah saham ditempatkan dan
disetor penuh setelah tanggal pelaporan
sebagai berikut:

s. Recalculation of earnings per share related to
changes in the number of shares subsequent to
the reporting date:

Sebelum Setelah
penyesuaian/ penyesuaian/

Before Penyesuaian/ After
adjustment Adjustment adjustment

LABA PER SAHAM EARNINGS PER SHARE

31 Desember 2018 31 December 2018

Rata-rata tertimbang jumlah Weighted average number of
saham biasa yang beredar - ordinary shares outstanding -
dasar dan dilusiankan 106,924 1,200,114,976 1,200,221,900 basic and diluted

Laba per saham – dasar dan Earnings per share – basic and
dilusian (dalam satuan Rupiah) 150.024 (136.654) 13.37 diluted (in full Rupiah)

31 Desember 2017 31 December 2017

Rata-rata tertimbang jumlah Weighted average number of
saham biasa yang beredar - ordinary shares outstanding -
dasar dan dilusiankan 106,924 1,200,114,976 1,200,221,900 basic and diluted

Laba per saham – dasar dan Earnings per share – basic and
dilusian (dalam satuan Rupiah) 142.684 (129.974) 12.71 diluted (in full Rupiah)

31 Desember 2016 31 December 2016

Rata-rata tertimbang jumlah Weighted average number of
saham biasa yang beredar - ordinary shares outstanding -
dasar dan dilusiankan 106,924 1,200,114,976 1,200,221,900 basic and diluted

Laba per saham – dasar dan Earnings per share – basic and
dilusian (dalam satuan Rupiah) 63.789 (58.109) 5.68 diluted (in full Rupiah)
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36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
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36. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

s. Perincian informasi mengenai jenis properti
investasi Perusahaan sebagai berikut:

s. Detailing the Company’s investment property as
follows:

Sebelum Setelah
reklasifikasi/ reklasifikasi/

Before Reklasifikasi/ After
reclassification Reclassification reclassification

31 Desember 2018 31 December 2018

Properti investasi 26,757,888 (26,757,888) - Investment property
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation
- Saldo awal (5,055,154) 5,055,154 - Beginning balance -
- Penambahan (878,859) 878,859 - Addition -
Harga perolehan: Acquisition cost

Kepemilikan langsung: Direct ownership
- Tanah - 9,401,758 9,401,758 Land -
- Bangunan - 17,356,130 17,356,130 Buildings -

Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation
Kepemilikan langsung: Direct ownership

Bangunan Buildings
- Saldo awal - (5,055,154) (5,055,154) Beginning balance -
- Penambahan - (878,859) (878,859) Addition -

31 Desember 2017 31 December 2017

Properti investasi 26,757,888 (26,757,888) - Investment property
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation
- Saldo awal (4,175,295) 4,175,295 - Beginning balance -
- Penambahan (878,859) 878,859 - Addition -
Harga perolehan: Acquisition cost

Kepemilikan langsung: Direct ownership
- Tanah - 9,401,758 9,401,758 Land -
- Bangunan - 17,356,130 17,356,130 Buildings -

Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation
Kepemilikan langsung: Direct ownership

Bangunan Buildings
- Saldo awal - (4,175,295) (4,175,295) Beginning balance -
- Penambahan - (878,859) (878,859) Addition -

31 Desember 2016 31 December 2016

Properti investasi 26,757,888 (26,757,888) - Investment property
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation
- Saldo awal (3,370,493) 3,370,493 - Beginning balance -
- Penambahan (804,802) 804,802 - Addition -
Harga perolehan: Acquisition cost

Kepemilikan langsung: Direct ownership
- Tanah - 9,401,758 9,401,758 Land -
- Bangunan - 17,356,130 17,356,130 Buildings -

Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation
Kepemilikan langsung: Direct ownership

Bangunan Buildings
- Saldo awal - (3,370,493) (3,370,493) Beginning balance -
- Penambahan - (804,802) (804,802) Addition -
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OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU 
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. 

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA 
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN 
SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. 

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)

PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk
Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang industri serat stapel buatan dan industri non woven (bukan tenunan) 
Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia

Kantor Pusat & Pabrik Tangerang
Kawasan Industri Pasar Kemis Jl. Putera Utama No. 10

Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis
Kab. Tangerang, Banten, Indonesia 15560

Telpon : +62-21 590 3307, +62-21 590 9626 (hunting) Fax +62-21 590 3310
Email : info@inocycle.com

Website : https://www.inocycle.com/

Pabrik Kabupaten  Semarang :
Dusun Banaran 
RT 18/RW 10,
Desa Butuh, 

Kecamatan Tengaran, 
Kabupaten Semarang

Telepon : 62-98 342 9002
Fax : 62-98 342 9002

Pabrik Karanganyar :
Jl. Raya Solo – 

Purwodadi KM. 7,2 
Desa Selorejo 
RT.02/RW.09, 

Wonorejo, Gondangrejo, 
Karanganyar 57178

Telepon : 62-271 825 0292
Fax : 62-271 854 391

Pabrik Banyuasin :
JL. Palembang – 

Betung Km 55 
RT. 02/RW. 01, 

Desa lubuk Lancang, 
Kecamatan Suak Tape, 

Kabupaten Banyuasin 30758
Telepon : 62-711 744 1974 

Fax : 62-711 564 5474

Pabrik Mojokerto :
Dusun Madyopuro 

RT. 01/RW. 01,
 Desa Kalipuro, 

Kecamatan Pungging, 
Kabupaten Mojokerto

Telepon : 62-321 6850446

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Sebanyak  608.000.000  (enam ratus delapan juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 33,624% (tiga puluh tiga koma enam dua empat persen) 
dari modal yang ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada 
masyarakat dengan Harga Penawaran Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian 
Saham (”FPPS”). Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham secara keseluruhan adalah sebesar Rp152.000.000.000,- (seratus lima puluh dua miliar 
Rupiah). 
Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama 
dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian 
dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA PT BAHANA SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK
PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM 
PERSEROAN. 

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT DENGAN PASOKAN, KENAIKAN HARGA BAHAN BAKU DAN PERSAINGAN USAHA. RISIKO 
USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI. 

RISIKO  TERKAIT KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 
INI, YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI 
INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN 
DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2019


